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Hukum Humaniter Internasional yang dulu disebut hukum
perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang
sama tuanya dengan peradaban manusia. Atau sama tuanya de-
ngan perang itu sendiri. Umumnya aturan-aturan tentang perang
itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Aturan-
aturan ini antara lain terdapat dalam ajaran agama Budha,
Konfusius, Yahudi, Kristen dan Islam. Bahkan pada masa 3000 -
1500 ketentuan-ketentuan ini sudah ada pada bangsa Sumeria,
Babilonia dan Mesir Kuno. Dalam peradaban bangsa Romawi
dikenal konsep perang yang adil (just war).

Pada abad ke 18 Jean Jacques Rosseau dalam bukunya the
Social Contract mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan
pada moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi
Hukum Humaniiter internasional. Pada abad ke 19 landasan
moral ini dibangun o'eh Henry Dunant, yang merupakan initiator
organisasi Palang Merah, yang kemudian berhasil menyusun
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Konvensi Jenewa | tahun -1864.-- Di:Amérika Serikat; pada:$aat

yang hampir bersamaan telah memiliki Code Lieber atau
Instructions for Government of Armies of the United States yang
dipublikasi tahun 1863,

Konvensi Jenewa 1864, yaitu Konvensi bagi Perbaikan
Keadaan Tentara yang Luka di Medan Perang Darat, merupakan
Konvensi yang menjadi perintis Konvensi-Konvensi Jenewa
berikutnya yang mengatur tentang Perlindungan Korban Perang.
Pada masa-masa berikutnya kemudian perkembangan hukum
humaniter internasional dilakukan melalui traktat-traktat yang
ditandatangani negara-negara. Misalnya Hukum Den Haag 1899
dan 1907 yang merupakan serangkaian, Konvensi dan Deklarasi
yang mengatur tentang Alat dan Cara Berperang yang dibuat
tahun 1899 dan 1907. Selain Konvensi-konvensi Den Haag yang
mengatur mengenai alat dan cara berperang, terdapat juga
Konvensi-konvensi  Jenewa 1949 yang mengatur mengenai
perlindungan terhadap korban perang. Konvensi Jenewa ini
kemudian dilengkapi dengan Protokol Tambahan 1977.

Prinsip atau Asas Pembedaan (Distinction Principle) merupakan
suatu asas penting dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip
ini - membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang
berperang dalam dua golongan yaitu: Kombatan (Combatant)
dan Penduduk Sipil (Givilian).

Apabila seorang kombatan jatuh ketangan musuh, maka ia
akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Berkaitan dengan
prinsip pembedaan dan perlakuan tawanan pérang ini maka pen-
ting diketahui bagaimana mengenai status dan pérlakuin yang
ditujukan kepada mata-mata (soy) dan -fentara bayaran
(mercenary) serta kombatan yang tidak sah (unlawful combatant)
apabila mereka jatuh ke tangan musuh,

Di dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 terdapat apa yang
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dikenal dengan istilah ketentuan-ketentuan yang bersamaan
(common articles), yaitu ketentuan yang fundamental dan sangat
penting sehingga diulang berkali-kali dalam setiap Konvensi
dalam pasal yang sama, atau bunyi yang sama, atau bunyi yang
hampir sama. Ada beberapa hal yang diatur dalam common
articles ini antara lain mengenai penghormatan Konvensi,
sengketa bersenjata non internasional, protected persons,
pengawasan pelaksanaan Konvensi, pelanggaran berat dan
sanksinya, serta mengenai penyebarluasan Konvensi.

"Hukum Humaniter Internasional membedakan dua jenis
pertikaian bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat
internasional dan yang bersifat non-internasional
Jika pertikaian bersenjata itu melibatkan dua negara atau lebih
maka disebut pertikaian bersenjata yang bersifat internasional
atau international armed conflicts. Pengertian international armed
conflict ini kemudian diperluas oleh Protokol | 1977 yang juga
mengkategorikan . CAR conflicts sebagai international armed
confilict.

Pertikaian bersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah
negara disebut pertikaian bersenjata yang bersifat internal atau
yang "bukan bersifat internasional (non-international armed
conflict atau internal armed conflict). Ketentuan mengenai non-
international arnmed conflict ini diatur dalam pasal 3 Konvensi

- Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Il tahun 1977. Dalam
situasi-situasi tertentu dapat juga suatu non-international armed
conflict berubah menjadi international armed conflict. Hal yang
terakhir ini disebut dengan internationalized internal armed
conflict. '

Salah satu prinsip penting dalam hukum’ humaniter adalah
prinsip perlindungan.Bentuk perlindungan yang diberikan oleh
hukum humaniter kepada mereka yang terlibat dalam pertempur-
an secara garis besar dibedakan atas dua hal. Pertama, kepada
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kombatan diberikan perlindungan dan status sebagai tawanan
perang, dan yang kedua kepada penduduk sipil ditetapkan
larangan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran serangan.

Salah satu aspek penting dalam hukum humaniter adalah
mengenai  mekanisme penegakan hukum jika terjadi
pelanggaran. Mekanisme ini diatur dalam Konvensi Jenewa yaitu
dengan menggunakan mekanisme hukum nasional. Kemudian
dalam Protokol | mekanisme ini dilakukan suatu Intenational Fact
Finding Commission. Disamping itu mekanisme hukum humaniter
juga dapat dilakukan melalui institusi peradilan internasional, baik

yang bersifat ad hoc maupun yang merupakan mahkamah
permanen. -

Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia merupakan dua
bidang yang dekat hubungannya. Beberapa perbedaan dan
persamaan antara keduanya dapat diidentifikasi. Sehubungan de-
ngan itu maka pada bagia penutup dari buku ini dijelaskan
bagaimana hubungan antara keduanya.
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PENGERTIAN &
PERKEMBANGAN
HukuM HUMANITER
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A. PENGERTIAN HukumMm HUMANITER

1. Istilah

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut international
humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah
hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang
menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict), yang
akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum
humaniter.

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua
aturan-aturan pokok, yaitu:'
* 1. Hukum yangmengatur mengenai*-ctéfr_a dan alat yang
boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag / The

" Haryomataram, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta,
1994, him. 1.
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Hague Laws);

2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan
terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat
perang (Hukum Jenewa / The Geneva Laws).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang
sebagai berikut:?

1. Jus ad bellum yaity hukum fentang perang, mengatur
tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan
menggunakan kekerasan bersenjata;

2 Jusin bello, yaity hukum yang berlaku dalam perang,
dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu: _

a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya
perang (conduct of war), Bagian ini biasanya
disebut The Hague Laws.

b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-
orang yang menjadi korban perang. Ini
lazimnya disebut The Geneva Laws.

Berdasarkan uraian dj atas, maka hukum humaniter

internasional terdiri dari dua aturan pokok, yaitu hukum Den Haag
dan hukum Jenewa.?

Semula istilah yang digunakan adalah hukum perang. Tetapi
karena istilah perang tidak disukai, yang terutama disebabkan
oleh trauma Perang Dunia |l yang menelan banyak korban,* maka

Haryomataram, Hukum Humanite; C.V. Radjawali, Jakarta, 1994, him. 2:3. ..

"Lihat The Federal Ministry of Defence of the Federal of Republic of Germary VRl 3, "Humanitarian
Law in Armed Conflict”, 1992, him, 3, dinyatakan bahwa : ‘International humanitarian law
applicable with equal force to all the parties in armed conflict, imrespective of which party was
responsible for starting that conflict”, _ y

*Dalam Perang Dunia Il terdapat lebih dari 60 juta orang terbunuh. Dalam abad 18 jumlah korban
mencapai 5,5 juta jiwa; abad 19 mencapai 16 juta jiwa; Perang Dunia | 3¢ juta jiwa dan pada
konflik-konfiik yang terjadi sejak tahun 1949-1595 jumlah korban telah mencapai angka 24 juta
jiwa; lihat Défense Nationale, him. 217 seperti dikutip dalam ICRC-IPU, Respect for International
Humanitarian Law; Handbook for Parliamentarians No. 1, 1999, him. 10,
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dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan dan bahkan
meniadakan perang. Upaya-upaya tersebut adalah melalui :*

1. Pembentukan LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Karena para
anggota organisasi ini sepakat untuk menjamin perdamai-
an dan keamanan, maka para anggota menerima
kewajiban untuk tidak memilih jalan perang, apabila
mereka terlibat dalam suatu permusuhan.

2. Pembentukan  Kellog-Briand Pact atau disebut pula de-
ngan Paris Pact 1928. Anggota-anggota dari perjanjian ini
menolak atau tidak mengakui perang sebagai alat politik
nasional dan mereka sepakat akan mengubah hubungan
mereka hanya dengan jalan damai.

Sikap untuk menghindari perang berpengaruh dalam
perubahan penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang
berubah menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (Laws of Armed
Conflict).* Mengenai hal ini Edward Kossoy menyatakan 7

“The term of armed conflict tends to replace at [east in all
relevant legal formulation, the older notion of war On purely
legal consideration the replacement for war by ‘armed
conflict’ seems more justified and logical”.

Istilah hukurﬁ sengketa bersenjata (law of armed conflfd?
sebagai pengganti hukum perang (law of war) banyak dipakai
dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol

7 ram, Hukum Humaniter, op. cit., him. 6. :
Eﬁgol‘f/?ukadimah Covenant LBB; Iiﬁat pula pasal 12 Covenant LBB yang menyatakan bahwa apabila
timbul perselisihan, maka negara anggota LBB sepakat untuk menyelesaikannya dengan ja:an
arbitrase, judicial settlement, dan mereka tidak akan memulai perang sebelum lewat tlgla bu7 an
sesudah keputusan arbitrer atau keputusan hukum diterima: lihat Haryomataram, op.cit., hn}. .
Lihat pasal 1 Paris Pact 1928 yang berbunyi: *.. that they condemn recourse to war for the so ution
of international controversies...'; dan pasal 2nya yang berbunyi : .. that rhe: settlement or solution
of all disputes or conflicts, ..., shall never be sought except by pacific means'

* Hans Peter Gasser, International Humanitarian Law, Henry l?upang Institute, 1993, him. 3. !
"Edwar Kossoy, Living with Guerilla, 1976, him. 34 seperti dikutip oleh Haryomataram, op. cit.,
him. 10. :

2 Pengertian & Perkembangan Hukum Humaniter 7




Tambahannya.® Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada
permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara
berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh
asas kemanusiaan (humanity principle).

Dengan adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum
sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti de-
ngan istilah Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku dalam
Sengketa Bersenjata (International Humanitarian Law Applicable
in Armed Conflict) atau biasa disebut Hukum Humaniter
Internasional (Intemational Humanitarian L.. ). Walaupun istilah
yang digunakan berbeda-beda,' yaitu Hukum Perang, Hukum
Sengketa Bersenjata dan Hukum Humaniter, namun istilah-istilah
tersebut memiliki arti yang sama.

2. Pengertian hukum humaniter

Dalam kepustakaan hukum internasional istilah hukum
humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini
baru lahir sekitar tahun 1 970-an, ditandai dengan diadakannya
Conference of Governmer. Eapert on the Reaffirmation and
Development in Armed Conflict pada tahun 1971. Selanjutnya,
pada tahun 1974, 1975, 1976 dan 1977 diadakan Diplomatic
Conference on the Reaffirmation and Development of Inter-
national Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict.

Sebagai bidang baru dalam hukum ‘internasional, maka

terdapat berbagai rumusan atay definis‘if.mengenai hukum -

humaniter dari para ahli, dengan ruang lingkupnya. Rumusan-
rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

*Lihat pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan | dan Il tahun 1977.
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1. Menurut Jean Pictet ;

“International humiabitarian law in the wide sense is
constitutional legal provision, whether written and
customary, ensuring respect for individual and his wel
being™® -

2. Geza Herzegh merumuskan hukum humaniter internasional
sebagai berikut:

 “Part’of the.rules of public,international law. which
serve as the protection of indiiduals in time of armed
conflict, is beside the norm of warfare it is

 closely: iem bitimust | clearlydlsﬁngunsh :
“from these its purpose arid spirit being different”.®

3. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum
humaniter adalah :

4. Esbjorn Rosenbland, merumuskan hukum humaniter
internasional dengan mengadakan pembedaan antara:

*Pictet, The Principles of Intemational Humanitarian Law, dalam Haryomataram, op. cit., him. 15.

’°Gez§ Herzegh, ﬁé‘?ent Problem of Intemational Humanitarian Law, dalam ibid., him. 17.

"*Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Intemnasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya
di Indonesia, 1980, him. 5.
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C. Hubungan pihak bertikai de'ngaﬁ negara netral;

Sedangkan Law of Warfare, ini antara lain men-

cakupEe :

a. Metoda dan sarana berperang; '

b. Status kombatan;

C. Perlindungan yang sakit, tawanan perang dan
orang sipil.

5. Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen
Hukum dan Perundang-undangan merumuskan sebagai
berikut :

“hukum  humaniter sebagai keseluruhan asas,
kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis
maupun tidak tertulis yang mencakup hukum
perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk
menjamin penghormatan terhadap harkat dan
martabat seseorang”.

Dengan mencermati pengertian dan/atay definisi yang dizz
butkan di atas, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat
dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran te-
ngah dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut penger-
tian hukum humaniter dalam arti pengertian yang luas, yaitu
bahwa hukum humaniter mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum
Den Haag dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya Geza Herzegh

menganut aliran sempit, dimana menurutnya hukum -humaniter -

hanya menyangkut hukum Jenewa. Sedéngkéh Starke dan
Haryomataram menganut aliran tengah yang menyatakan bahwa
hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den
Haag.”

" Penjelasan lebih lengkap mengenai ruang lingkup ini lihat Haryomataram, op.cit., him. 15 - 25,

Bab 2 Pengertian & Perkembangan Hukum Humaniter

S L A SR N ke

T B e a T Sty

3. Asas-asas Hukum Humaniter

Dalam hukum humaniter dikenal ada tiga asas utama, yaitu :

1. Asas kepentingan militer (military necessity)
Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa
dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan
lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

2. Asas Perikemanusiaan (humanity)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa
diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana
mereka dilarang untuk mengqunakan kekerasan yang dapat
menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak

-perlu.

3. Asas Kesatriaan (chivalry)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran
harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat,
berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khia-
nat dilarang.

Dalam penerapannya, ketiga asas tersebut dilaksanakan secara
seimbang, sebagaimana dikatakan oleh Kunz :

“Law of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike

the correct balance between, on the one hand the principle of humani-
tyand chivalry, and on the other hand, military interest”.”

4. Tujuan Hukum Humaniter

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang,
karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan

T—

" Joseph Kunz, The Changing Law of National, dalam ibid., him. 34.
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suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter
mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan
dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip - kemanusiaan,
Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum human-
iter adalah untuk memanusiawikan perang.

Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai
dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut;

- 1-Memberikan perlindungan- terhadap. kombatan- maupun
Penduduk sipil dari penderitaan yang tidak periu (unneces-
sary suffering). g

2.Ménjamin.'?1ak asasi manusia 'yangﬂsén‘g"a”t‘ fundamental
“bagi mereka'yang jatuh ke. tangan musuh, Konbatan
gan musu Harus dilindurigh dan dirawat

RS

" yahg jatuh ke
 serta berhik dipeifskukan sebagai faianan pérari,
3. Mery_’:_egah dilakukannya perang secara kejam tanpa me-
’ ‘ng'e‘nal/ batas pif;sini,yang terpenting adalah asas perike-
- Manusigan. ™ esEeiTedae ¢

B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HUKUM HUMANITER

Hampir tidak mungkin menemukan bukti dokumenter kapan
dan di mana aturan-aturan hukum humaniter jtu timbul, dan lebih
sulit lagi untuk menyebutkan “pencipta” dari hukum humaniter
tersebut." Sekalipun dalam bentuknya yang sekarang relatif baru,
hukum humaniter internasional atau hukum sengketa bersenjata,
atau hukum perang, memiliki sejarah yang panjang.'s Hukum ini
sama tuanya dengan perang itu sendiri, dan per’éng sama tuanya
dengan kehidupan manusia di Bumi”» - . . :

"“fFrederic de Mulfinen, Handbook on the Law of the War for Amed For
y : Var for Amed Forces, ICRC,

:g; 'gleggggca Tamkafn bahwa : “The Law of War aims a¢ limiting and a/lt:\watrr?ge giv:;uic?f Zs

o of war. Therefore, the law of conciliates mi{ila:y needs and requirements of
*Hans-Peter Gasser, International Humanitari ; ' ;
“S.tuttgagt-\ftenna, o5 orons nan Law; An Introduction, Paul Haupt Publisher, Berne-
"Jlga‘?nt :lnc'tset, Kakshoven, Confst‘;a;st on the Waging of War, ICRC, 1991, him. 7.

Pubisher Toue ™ Principles of International Humanitarian Law, Martinys Nijl?oﬁ
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Sampai kepada bentuknya yang sekarang, hukum humaniter
internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pan-
jang. Dalam rentang waktu yang sangat panjang telah banyak
upaya-upaya yang dilakukan untuk memanusiawikan perang.
Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha untuk memberikan

. perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman perang dan
perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang terlibat dalam
perang.®®

Upaya-upaya tersebut, yang acap kali mengalami pasang
surut, mengalami hambatan dan kesulitan sebagaimana akan
tergambar dalam uraian-uraian berikutnya. Upaya-upaya tersebut

~dapat kita bagi dalam tahapan-tahapan perkembangan hukum
humaniter berikut ini: :

1. Zaman kuno

Pada masa ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan
mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memper-
lakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil
musuh, dan pada waktu j-zrighentian permusuhan maka pihak-
pihak yang berperang biasanya bersepakat untuk memperlakuan
tawanan perang dengan baik." Sebelum perang dimulai, maka
pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dahulu. Lalu untuk
menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak akan
diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang terbunuh dan ter-
luka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari. Gencatan senja-
ta Semacam ini sangat dihormat, sehingga para perajurit di kedua
pihak ditarik dari medan pertempuran.®

Juga, dalam berbagai peradaban besar selama tahun 3000 -
1500 SM upaya-upaya seperti itu berjalan terus. Hal ini dike-

bid, him.6. ,
“Fiits Kalshovef), loc cit.; lihat juga Jean Pictet, op. it., him. 6.
®Jean Pictet, loc. ait.
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mukakan oleh Pictet, antara lain sebagai berikyt:

(1) Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah mery-
pakan lembaga yang terorganisir. Ini ditandai dengan
adanya pernyataan perang, kemungkinan mengadakan
arbitrasi, kekebalan utusan musuh dan perjanjian per-
damaian. ~ - 2

(2) Kebudayaan Mesir Kuno sebagaimana disebutkan dalam
“Seven Works of True Mergy”, yang menggambarkan
adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman,
pakaian dan perlindungan kepada musuh; juga perintah
-untuk merawat yang sakit, dan menguburkan yang mati.
Perintah lain pada masa ity menyatakan, “anda juga harus

"~ memberikan makanan kepada musuh anda”. Seorang

* tamu, bahkan musuh pun tak boleh diganggu.

(3) Dalam kebudayaan bangsa Hittite, perang dilakukan de-
Ngan cara-cara yang sangat manusiawi. Hukum yang mere-
ka miliki didasarkan atas keadilan dan integritas. Mereka
menandatangahi pernyataan perang dan traktat. Para pen-
duduk yang menyerah, yang berasal dari kota, tidak
diganggu. Kota-kota i mana - para  penduduknya
melakukan perlawanan, akan ditindak tegas. Namun hal inj
merupakan pengecualian terhadap kota-kota yang dirusak
dan  penduduknya dibantai  atay dijadikan  budak.
Kemurahan hati mereka berbeda dengan bangsa Assiria

* Yang menang, datang dengan kekejaman.
(4) DiIndia, sebagaimana tercantum dalam syair kepahlawan
o Mahabrata dan undang-undang Manu,? para satria dila-

' rang membunuh musih yang cécat, yang .menyerah:-

yang luka harus dipularigkan ke ruima mereka setelah

. diobati. Semua senjata dengan sasaran menusuk ke hati

"Uhat bid, him, 612,
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atau senjata beracun dan panah api dilarang, penyitaan
hak milik musuh dan syarat-syarat bagi penahanan para
tawanan perang telah diatur, dan pernyataan tidak
menyediakan tempat tinggal dilarang.

Dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia juga dapat
ditemukan beberapa kebiasaan dan hukum perang yang diber-
lakukan pada periode pra-sejarah, periode klasik, maupun periode
Islam. Praktek dari kebiasaan dan hukum perang yang dilakukan
antara lain tentang pernyataan perang, perlakuan tawanan
perang serta larangan menjadikan wanita dan anak-anak sebagai
sasaran serangan, dan juga tentang pengakhiran perang. Sebuah
_pra.éasti yang ditemukan di Sumatera Selatan (Prasasti Talang
4Tuwo) misalnya, berisikan berita Raja yang memuat tentang
kutukan (dan ultimatum). Jadi bagi'mereka yang tidak menuruti
perintah Raja, akan diserang oleh bala tentara Raja. Begi.tu pula
pada masa Kerajan Gowa diketahui adanya perintah Raja yang
memerintahkan perlakuan tawanan perang dengan baik.2

2. Abad pertengahan

Pada abad pertengahan hukum humaniter dinengaruhi.'oleh
ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaan.
Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap
konsep “perang yang adil” atau just war, Ajaran Islam tentang
perang antara lain bisa dilihat dalam Al Qur'an surah al Bagarah:
190, 1A91,,a,l Anfal: 39, at Taubah: 5, al Haj: 39, yang meman-
dang p_e_rang sebagai sarfana}pembelaan diri, dan menghapuskan
kemuhgkaran Adapun prinsip kesatriaan yang berkemba’ng pada
abad hertengah_an ini misalnya mengajarkan tentang .pentmg.nya

. " pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata
tertentu.

= i penj ih lanj ‘ i 7 da masyarakat
#Mengenai penjelasan lebih lanjut tentang praktek hukum dan kebiasaan perang pa as| t
!nsogesia gdja jaman dahulu lihat dalam Fadillsh Agus etal, Hukum Perang Tradisional. di
Indonesia, Pusat-Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI dan ICRC, Jakarta, 1999. - Hokum
*Mashhur . Effendi , Moh. Ridwan, Muslich Subandi, Pengantar dan Dasar-dassr Huku
Internasional, 'IKIP-Malang, 1995, him. 16.
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3. Zaman modern

Kemajuan yang menentukan terjadi mulai abad ke-18, dan
setelah berakhirnya perang Napoleon, terutama pada tahun
1850 sampai pecahnya Perang Dunia |, Praktek-praktek negara

kemudian menjadi hukum dan kebiasaan dalam berperang (jus in
bello

PRSI S oL PO E

Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda penge_n.al bagi
bangunan dan personil kesehatan.” Tanda Palang Merah ini meru-
pakan lambang dari International Committee of the Red Qoss
yang sebelumnya bernama International Committee for the Aid of
the Wounded, yang didirikan oleh beberapa orang warga Jenewa
dan Henry Dunant pada tahun 1863.2

Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya

' iadi - i ini
Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum g yang terjadi meIaIUlkpm;fnh:I;u;z::t;:rf;z?lp?:tl?:gp?)‘:;]??:um

humaniter adalah didirikannya organisasi Palang Merah dan ditan- £ Eerkem?anga;;irsisnmal dgilkembangkan melalti traktat-traktat
datanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864, Pada waktu yang | IR b . Iah

i leh mayoritas negara-negara setela
hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln meminta ¢ umm yangodn?ndatagfba;iu;nya ietelah tihun 1850 telah
Lieber, seorang pakar hukum ‘imigran Jerman. untuk menyusun t‘-f‘h“r"] 18 Lt aul i yar'lg e pRlembaE:
aturan berperang. Hasilnya, adalah Instructions for Governmentof 1 dihasilkan agai : i Gl i) Koo
Armies of the United States atau disebut Lieber Code, dipub- “ h“k"_’m hum.anlt‘er rnterrcmiasEna:c, :fanr;ig Peer dsriafan 1.dar I di Den
likasikan pada tahun 1863 2 Kode Lieber ini memuat aturan-atur- ’*5 vensi yang dgzzlka; Ezn:en:inlaeinenya di bidang hukum human-
an rindi pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang é .Haag, ;erta. anaa?ia at dilihat dalam Bab L
benar, perlakuan terhadap penduduk sipil perlakuan terhadap g iter, sebagaim P

kelompok Orang-orang tertentu seperti tawanan perang, yang
luka, dan sebagainya.?

Konvensi 1864, yaitu Konvensi bagi Perbaikan Keadaan
Tentara yang Luka di Medan Perang Darat, 1864 dipandang seba-
gai Konvensi yang mengawali Konvensi-konvensi Jenewa berikut-
Nya yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Perang.
Konvensi ini merupakan langkah pertama dalam mengkodi-
fikasikan ketentuan perang di darat.” Berdasarkan Konvensj ini,
maka unit-unit dan personil kesehatan bersifat netral, tidak boleh
diserang dan tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugas-
nya. Begitu pula penduduk setempat yang membanty pekerjaan
kemanusiaan  bagi yang luka dan mati baik kawan maupun
lawan tak boleh dihukum. Konvensi memperkenalkan tanda

B 2 P S A S

*lbid., him. 9.
*Frits Kalshoven, op. cit, him. 11.

"Haryomataram, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, 1994,
hlm. 16.

* Jean Pictet, op.cit., him. 29,
* Frits Kalshoven, op.cit., him. 9
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SUMBER-SUMBER
- HUKUM
HUMANITER

............-..................

Untuk mengetahui sumber-sumber hukum internasional, kita
dapat mengacu pada Pasal 38 ayat(1) Statuta Mahkamah

Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang
dapat diterapkan, yaitu:’

g a. international convention, whether general of particular; establishing rules
E expressly recognized by the contesting states;
R | b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
‘ | . the general principles of law recognized by civilized nations; :
: 20 d. subject to the provisions of Article 59, judicféi.de’cfsfpns_ and the teaching
: E . :  of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary
I means for the determinations of rules of flaw”,
|

Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu, mengenai
berbagai konvensi-konvensi hukum humaniter, maka telah

"Michael Akehurst, A Modem Introduction to International Law, George Allen and Unwin, London-
Boston-Sydney, 1978.
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diketahui bahwa hukum humaniter terdiri dari Hukum Jenewa
dan Hukum Den Haag. Hukum Jenewa mengatur perlindungan
terhadap korban perang, sedangkan Hukum Den Haag mengatur
mengenai cara dan alat berperang. Kedua ketentuan hukum
tersebut merupakan sumber hukum humaniter yang utama,
selainkonvensi-konvens; lain yang telah disebutkan terdahulu.

A. HUKUM DEN HAAG

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter
yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Membicarakan

Hukum Den Haag berarti kita akan membicarakan hasil-hasil

Konferensi Perdamaian | yang diadakan pada tahun 1899 dan
Konferensi Perdamaian || yang diadakan pada tahun 1907,

1. Konvensi Den Haag 1899

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil
Konperensi Perdamaian | di Den Haag (18 Mei - 29 Juli 1899)2,
Konperensi inj merupakan prakarsa Tsar Nicolas Il dari Russia yang
berusaha mengulangi usaha pendahulunya Tsar Alexander | yang
menemui kegagalan dalam mewujudkan suatu Konperens;
Internasional di Brussel pada tahun. 1874. Ide fundamental untuk
menghidupkan lagi Konperensi Internasional yang gagal itu adalah
Rencana Konsepsi Persekutuan Suci (Holly Alliance tanggal 26
September 1815 antara Austria, Prussia dan Russia).3 Seperti
diketahui bahwa Quadruple Alliance yang ditandatangani oleh
Austria, Prussia dan Inggris tanggal 20 Nopember 1815 merupakan
kelanjutan dari Kongres Wina September 1814 Juni- 1815 untuk
mengevaluasi kembali keadaan  di- Eropa setelah Napoleon
Bonaparte dikalahkan di Waterloo pada tanggal 18 Juni 1815+

Untuk melaksanakan kehendak Tsar Nicolas Il itu maka pada tahun
1898 Menteri Luar Negeri Russia Count Mouravieff mengedarkan
surat kepada semua Kepala Perwakilan Negara-negara yang
diakreditir di St. Petersburg berupa ajakan Tsar untuk berusaha
mempertahankan perdamaian Dunia dan mengurangi
persenjataan.5

Konperensi yang dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 itu
berlangsung selama 2 bulan menghasilkan tiga konvensi dan tiga
deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899.

Adapun tiga konvensi yang dihasilkan adalah :

- 1. Konvensi I"téntang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional

2. Konvensi Il tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

* 3. Konvensi lll tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa Tanggal

22 Aqustus 1864 tentang hukum péraq’g dilaut. = = -

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai

‘berikut :

. 1 M;!a‘r;irag'cbéﬁgguaéén ;")'eluru~pe'luru‘dumlﬁdur'ri-(p'eldiu-pg[uru yang
= ,bu'ngkus,rijratida’k_sémpurna menutup bagian dalam sehingga dapat

pecah dan membesar dalam tubuh manusia).

2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon,

selama jangka lima tahun yang berakhi[rdi'tahun' 1_9_(:35"ju)ga dilarang..
3. Penggunéar;_proyektil-proyektil yang menye_babkap_ga;—ga_s cekik dan
..beracuh_ (_}'iil_ggr'ang.f_ iy -
2. Konvensi-Konvensi Den Haag 1 907

Konvensi-Konvensi ini adalah merupakan hasil Konperensi

* Dietrich Schindler - Jirj Toman, The Laws of Armed Conflicts, Heriry Dunant Institute, Geneva, 1981, Perdamaian Ke I Sebagai kelanjutan dari Konperensi Perdamaian |
him.49, ;
¥ Arthur Nusbaum, Sejarah Hukum Internasional, Jilid |, Bina Cipta, Bandung 1970, disadur oleh Sam 3
Suhaedi Atmawiria, him, 158.
-* Marwati Djonoed Poespanegoro, Tokoh dan Peristina dalam Sejarah Eropa 1815 - 1945, Erlangga,
Jakarta, 1982, him.132 - 282.

* Haryomataram, op.cit, 1994, him.16-17
¢ Arthur Nussbaum, op.cit, him. 159.
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Tahun 1899 di Den Haag.’
Konvensi-konvensi

Perdamaian Il di Den

sebagai berikut -

yang dihasilkan oleh Konperensi
Haag menghasilkan sejumlah konvensi

1. Konvensi |
Internasional;
2. Konvensi || tentang
menuntut Pembayara
Perdata;
3. Konvensi [iI tentang Cara Memulaj Peperangan;
4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di
dilengk_api dengan Peraturan Den Haag;
5. Konvensi Vtentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
Netral dalam Perang di darat:
6. Konvensi V1 tentang Status Ka
Permulaan Peperangan;
7. Konvensi _\(Tl'tentang-Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
8. Konwvensi Vil tentang Penempatan Ranjau Otomatis didalam laut;

9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di wakty
Perang; : ' '

10. Konvensi X tentang Adaptasi Asa
perang di laut; :

tentang Penyelesaian Damai Persengketaan

Pembatasan Kekerasan Senjata dalam
n Hutang yang berasal dari Perjanjian

Darat -

pal Dagang Musuh pada saat

5-a5as Konvensi Jenewa tentang

- 1. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertenty terhadap Penggunaan

Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut:
12. Konvensi X tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan;

13. Konvensi Xl tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam
perang di laut.® ; :

ang dengan Jepang. Namun demikian Tsar Russia me-

Pnrx;t_adl;n keingfnannya_untuk menyelenggarakan konperensi tersebut. Setelah mendengar berita inj

24

Amenlga Serikat Theodore Roosevelt mempersilakan Tsar untuk bertindak sebagai

penyelenggara; lihat Haryomataram, op.cit, 1 994, him.18.
1

ur Nussbaum, op.cit, him.160-161.
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Dalam hubungannya dengan ratifikasi Indonesia atas
Konvensi-konvensi Den Haag pada tahun 1907 itu maka F
Sugeng Istanto menjelaskan bahwa pada waktu berlangsungnya
Konperensi itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda yang
merupakan jajahan Kerajaan Belanda sehingga ratifikasi yang
ditetapkan oleh Kerajaan Belanda dengan Undang-Undang (Wet)
tanggal 1 Juli 1909 dan Keputusan Raja tanggal 22 Februari 1919
berlaku pula bagi Hindia Belanda.

Ketika terjadi pengakuan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda
kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember
1949, maka Hak dan Kewajiban Hindia Belanda beralih kepada
Republik Indonesia Serikat melalui Persetujuan Peralihan yang
merupakan Lampiran Induk Perjanjian KMB di Den Haag.

Ketika Susunan Negara mengalami perubahan dari Republik
Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia Kesatuan, maka
ketentuan peralihan UUDS 1950 telah menjadi jémbatan
penghubung tetap sahnya ratifikasi itu, demikian juga ketika UUD
1945 berlaku kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1969,
Pasal Il Aturan Peralihan telah menampung hal-hal yang belum
diatur oleh UUD 1945 termasuk Ratifikasi terhadap Konvensi Den
Haag 1907 tersebut.®

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907 terdiri dari beberapa

konvensi yang penting. Diantaranya adalah 3

2.1 Konvensi Il Den Haag 1907 mengenai Cara
Memulai Permusuhan

Konvensi ke il Den Haag 1907 mengenai Cara Memulai
Permusuhan yang judul lengkapnya adalah “Convention relative
to the Opening of Hostilities”, mengatur mengenai cara memulai

* FSugeng Istanto, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum
Internasional, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, him. 183-184.
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plerang.. Perang dalam arti hukum adalah apabila perang itu
dimulai sesual dengan- cara yang ditentukan dalam konves; ini,
sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Konvensi tersebut :

“The Contracting Powers recognize that hostilities between them must
not comence without a previous and unequivocal warning, which shall take
the grom either of a declaration of war, giving reasons, or of an ultimatum
with a conditional declaration of war"

Dengan melihat isi pasal tersebut maka Pihak Peserta Agung

mengakui bahwa perang diantara mereka tidak akan dimulai |

tanpa adanya : »

1. Pernya_taari perang yang disertai alasan, atau
2. Derj:gqq';uatu Ultimatum, ;dgpgahﬂ Pernyataan perang apabila

ultimatum tu  tidak dipenuhi.

2.2 Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai
Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai Hukum dan kebiasaan
Perang di darat yang judul lengkapnya adalah Convention
Respecting to the Laws and Customs of War on Land merupakan
penyempurnaan dari Konvensi Den Haag Tahun 1899 yaitu
Konvensi Il Den Haag 1899 mengenai Hukum dan Kebiasaan
Perang di darat. Konvensi IV Den Haag 1907, hanya terdiri dari
9 pasal, yang dilengkapi dengan lampiran -yang disebut dengan
Haque Regulations. o

26
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. b) Memakal tandz/emblem yang dapat di

Beberapa pasal yang penting dari Konvensi IV adalah :
2.2.1. Klausula SiOmnes

Pasal 2 dari Konvensi IV Den Haag 1907 mengatur apa yang
disebut dengan Klausula Si Omnes yaitu bahwa Konvensi hanya
berlaku apabila kedua pihak yang bertikai adalah pihak dalam
konvensi, apabila salah satu pihak bukan peserta konvensi, maka
konvensi tidak berlaku. Hal ini tercantum dalam pasal 2 :

“The Provision contained in the Regulation referred to in art. 1, as well
as in the Present Convention, are only binding between Contracting
Powers, and only if all the Belligerents are parties to the Conventions”.

Pasal 2 menetapkan bahwa Konvensi dan Hague Regulations
(HR) hanya berlaku apabila pihak-pihak yang berperang atau
pihak yang terlibat dalam perang adalah pihak dari Konvensi ini.
Dengan demikian pasal 2 menetapkan apabila salah satu pihak
bukan peserta konvensi, maka konvensi ini tidak berlaku. Pasal 2
ini lazim disebut dengan Klausula si Omnes.

Di samping pasal 2 Konvensi Den Haag di atas, perlu pula
diperhatikan pasal-pasal dari Lampiran Konvensi Den Haag IV
(Hague Regulations), seperti :

Pasal 1 Hague Regulations

Pasal 1 HR menentukan siapa saja yang termasuk ‘belliger-
ents’, yaitu tentara. Pasal ini juga mengatur tentang syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh kelompok militia (milisi) dan korps
sukarela, sehingga mereka disebut sebagai kombatan, yaitu :

.~ a) Dipimpin oleh seorang yang beﬁangggng-\jawab atas bawahannya;

) Membawa senjata secara terbuka; Melniaie
~ d) Melaksaniakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
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Pasal 2 Hague Regulations

Pasal ini membicarakan mengenai Levee en Masse, yang dika-

tegorikan sebagai ‘belligerent-, yang harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :

a) Penduduk dari wilayah yang belum diduduki:
b) Secara spontan mengangkat senjata;

¢) Tidak ada waktu untuk mengatur dirj;

d) Membawa senjata secara terbuka;

&) Mengindahkan hukum perang.

Pasal 3 Hague Regulations

Pasal 3 HR menetapkan bahwa Angkatan Bersenjata sebagai
pihak yang berperang terdiri dari kombatan dan non kombatan, yang
apabila tertangkap oleh musuh, kedua-duanya harus diperlakukan
sebagai tawanan perang. Perlu dicatat bahwa bahwa non kombatan
yang dimaksudkan dalam pasal 3 bukanlah penduduk sipil, tetapi
bagian dari Angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur.

Pasal-pasal Haque Regulations yang mengatur cara dan alat
berperang.

Pasal-pasal mengenai hal ini secara khusus diuraikan lebih
lanjut dalam Bab Iv.

2.3. Konvensi V Den Haag mengenai. Negara dan
Orang Netral dalam Perang di Darat
Konvensi V Den Haag 1907 berjudul “Neutral Power and

Persons :_'n Land Warfare™. Dengan melihat judul tersebut, maka
harus dibedakan antara Neutral Power (Negara Netral) dan

Bab 3 Sumber-Sumber Hukum Humaniter
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Neutral Person (Orang Netral).

Yang dimaksud dengan “negara netral” adalah suatu negara
yang menyatakan akan bersikap netral dalam suatu peperangan
yang sedang berlangsung. Dengan demikian tidak ada keharusan
bagi negara netral tersebut untuk membantu salah satu pihak.
Sebagai negara yang netral, maka kedaulatan negara tersebut,
dalam suatu peperangan, tidak boleh diganggu dan dilanggar (hal
ini tercantum dalam pasal 1 Konvensi V yang menyatakan secara
tegas bahwa "the teritory of neutral Powers is inviolable"), Untuk
mempertahankan kenetralan, maka wilayah dari negara tersebut
tidak dapat dijadikan sebagai wilayah yang dapat dilintasi oleh
para pihak yang sedang bersengketa. Demikian pula, apabila para
pihak yang bersengketa hendak mengirim suatu peralatan militer
seperti amunisi dan peralatan lainnya, maka pengiriman peralatan
militer tersebut tidak boleh melalui suatu negara netral (hal ini
ditentukan dalam pasal 2 Konvensi yang berbunyi : “Belligerents
are forbidden to move across the teritory of a neutral power
troops or convoys, either of munition of war or of supplies"). Para
pihak yang bersengketa juga dilarang untuk mendirikan suatu
stasiun radio di wilayah negara netral, dan dilarang memakai
instalasi  stasiun radio yang berada di wilayah tersebut, yang
sudah dibuat sebelum perang, semata-mata untuk kepentingan
militernya (hal ini tertera dalam pasal 3 Konvensi V yang berbunyi:
“Belligerents are also forbidden . a. To errect on the territory of
neutral power a wireless telegraphy station...; b. To make use of
any installation of this kind established by them before the war on
the territory of neutral power.."),

Namun, apabila dalam suatu peperangan negara netral
mendapatkan suatu serangan, maka bila negara netral tersebut
melakukan upaya-upaya pembalasan yang menggunakan
kekuatan bersenjata, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut
atau dikategorikan sebagai suatu tindakan permusuhan (hal ini
dicantumkan dalam pasal 10 Konvensi : “the Fact of a neutral
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power repelling even by force, attacks on jts neutrality cannot be
considered as a hostile act”) Namun dalam suatu peperangan,
negara netral dimungkinkan untuk menerima pasukan dari salah
satu pihak yang bersengketa. Apabila situasinya demikian, maka
negara netral tersebut, sedapat mungkin harus menginternir
(mengumpulkan) pasukan tersebut ke dalam suaty tempat yang
jauh dari medan pertempuran. Jika mungkin, maka tempat ity
dapat berupa kamp, benteng atau tempat-tempat serupa lainnya,
Negara netral memiliki kewenangan untuk menentukan apakah
pasukan tersebut boleh meninggalkan kamp interniran dj

wilayahnya (hal ini dapat dilihat pada pasal 11 Konvensi yang me--

nyatakan: “ A Neutral Power which receives in its teritory troops
belonging to the belligerent armies shall intern them, as far as
possible, at a distance from the theatre of war. It can keep them
in camps, and even confine them in fortresses or places assigned
for this purpose. It shall decide whether officers may be left at
liberty on giving their parole not to leave the neutral territory
without permission"), Negara netral, juga dapat menerima para
tawanan perang yang melarikan diri. Para tawanan perang ini
bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Apabila negara netral
membolehkan mereka berada di wilayahnya, negara netral yang
bersangkutan harus menempatkan mereka di suatuy tempat yang
telah ditentukan (ketentuan ini terdapat dalam pasal 13 Konvensi
yang menyatakan bahwa : “4 Neytra/ Power which receijves
prisoners of war who have escaped shall leave them at liberty., If
it allows them to remain in its territory, it may assign them a place
of residence. The same rule applies to prisoners of war brought by
troops taking refuge in the territory of a neutral Power”).

Sedangkan yang dimaksud dengan “orang netral” adalah
warga negara dari suatu negara yang tidak terlibat dalam suatu
peperangan.” Orang-orang netral seperti ini tidak boleh
mengambil keuntungan dari statusnya sebagai orang netral, baik

" Bunyi pasal 16 Konvensi V adalah - “The nationals of a state which is not taking part in the war are
considered to be neutral”.
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itu dalam melakukan suatu tindakan permusuhan terhadap salah
satu pihak yang bersengketa [dalam pasal 17 ayat(a)]; mau'pun
menjadi relawan dari suatu Angkatan Bersenjata salah satu pihak
yang bersengketa [dalam pasal 17 ayat(b)]."

2.4 Konvensi Xlll Den Haag 1907 menggnai Hak
dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang
di laut.

" Konvensi Xl Den Haag 1907 berjudl “Neutral Aighs gigoate

' in Maritime War”, secara garis besar mengatur tentang hak dan
kewajiban negara-negara netral dalam perang di laut.

Sebagaimana halnya dengan Konvensi Den Haag V, maka
Konvensi Xlll ini menegaskan bahwa kedaulatan dari negara netral
tidak hanya berlaku di wilayah teritorialnya (wilayah darat) saja,
namun juga berlaku bagi wilayah perairan negara netral. Para
pihak yang bersengketa tidak boleh (dilarang) melakukan
tindakan-tindakan di perairan negara netral yang dapat
dikategorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kenetra!an
di wilayah tersebut.” Tindakan-tindakan itu misalnya setiap
tindakan permusuhan, termasuk tindakan penangkapan dan
pencarian yang dilakukan oleh kapal perang negara yang
bersengketa di perairan negara netral;"* maupun penggunaan
pelabuhan dan perairan netral oleh pihak yang berperang. *

i A i i enefit of
"' Adapun pasal 17 Konvensi V menyatakan bahwa : “A Neutral cannot claim hostile the b

his neutrality : el A
. If the commits hostile acts against a belli ; _ : Fo.
g. f‘%: conrnnmils act in favour of belligerent, particularly if he voluntarily enfists in the ranks of the
ed force of one of the parties”. S

L Paiglnl Konvensi ini menyatakan bahwa : “Belligerents are bound to respect the sove’;gfgn Hg%.';g
of neutral Powers and to abstain, in neutral territory or neutr?.' wate? frgm any act whic A
i i i j 1 jolati trality”.

f knowingly permitted by anj Power, constitute a wofanon.Q neutral .

"F’rasa|,-lJ 2 Ko%{epr;esi ini menyatakan bahwa : “Any act of hostiity, including there in c@,?mretandogﬁ:
exercise of the right of search, committed by belligerent warship in rhf territorial waters
neutral power, constitutes a violation of neutrality and is strictly forbidden”, L

“Pasal 5 berblnyi : “Belligerent are forbidden to use neutral ports and waters as a bas
operation against their adversary”.,
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B. HUKUM JENEwA

Bahwa Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan dua

aturan  pokok dalam Hukum Humaniter,

. sebagaimana
dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa: s ’

"Humanitarian Law has two bran
name of Geneva, and the other name of the Hague”,

Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan
korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian

tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-
masing adalah :

|- Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the
- Wounded and Sick in Armed Forces in the Field ;
Il Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea;

- M. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War;

IV. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
~ Time of War. ; : : i

Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun

1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni
disebut dengan : :

1. Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August
1949, fd.nd Relating to the Protections of Victims of
International Armed Conflict ( Protocol 1) dan .

2 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August

o ) And Relating to the - Protection of Victims of Non
- Intemational Armed Confiicts ( Protocol If). Wi

"Jean_- Pictet, Development and Princi
Publishers, Dordrecht, 1985, him.1

iples of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff
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ches, one bearing the

Protokol | maupun Il tersebut di atas adalah merupakan
tambahan dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu
dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan
pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang
lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam
dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembang-
an mengenai alat dan cara berperang. Protokol | tahun 1977
mengatur tentang perlindungan. korban pertikaian bersenjata
internasional, sedangkan Protokol Il mengatur tentang korban
pertikaian bersenjata non-internasional.

Baik Konvensi-konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol-
protokol Tambahannya tahun 1977 merupakan sumber-sumber
hukum utama hukum humaniter. Dalam Konvensi Jenewa, bebe-
rapa pasal diantaranya dipandang sangat penting dan mendasar
sehingga perlu dicantumkan di setiap konvensi, baik diletakkan
pada nomor pasal yang sama, maupun dirumuskan dengan
redaksi atau isi yang sama atau hampir sama. Pasal-pasal tersebut
lazim disebut ketentuan-ketentuan yang bersamaan atau
“common articles”. Common articles ini meliputi beberapa hal
penting seperti ketentuan umum (pasal 1, 2, 3, 6-11); ketentuan
hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan (pasal
49,50,51 dan 52); dan ketentuan mengenai pelaksanaan dan
ketentuan penutup (pasal 55 - 64).

Common articles tentang ketentuan-ketentuan umum

Di dalam keempat Konvensi Jenewa, terdapat sejumlah pasal
yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat
umum. Ketentuan ini diletakkan pada penomoran pasal yang
sama di keempat konvensi. Ketentuan-ketentuan umum ini
adalah ketentuan mengenai penghormatan terhadap Konvensi
(pasal 1); ketentuan tentang berlakunya konvensi (pasal 2)

]
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ketentuan tentang sengketa bersenjata yang tidak bersifat
internasional (pasal 3): dan ketentuan mengatur tentang Negara
Pelindung [Protecting Power (pasal 8-10)).

- Pihak Peserta Agung pada Konvensi-konvensi Jenewa, sebagaimana
ditentukan dalam pasal 1 common articles, harus “berjanji untuk
menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan”. Pasal
ini menegaskan bahwa Piak Peserta Agung, di samping harus menghormati
konvensi tersebut, juga harus menjamin penghormatan terhadap konvensi.
Kata “menjamin” disini harus diartikan :

- negara harus memerintahkan kepada pétugas militer dan sipil untuk

_mentaati konvensi-konvensi inj
- negara harus mengawasi peldksanaan perintah tersebut:
-+ negara harus mengambil tindakan a

pabila ada petugas yang melang-
~ gar konvensi tersebut.

Dengan demikian Pihak Peserta Agung bertanggung jawab
penuh.atas pelaksanaan Konvensi.

Di samping ketentuan umum tentang penghormatan dan ja-
minan penghormatan dalam pasal 1 common articles tersebut,
ketentuar umum dari common articles lainnya yang penting
adalah ketentuan pasal 2. Pasal ini mengatur tentang berlakunya
Konvensi Jenewa. Dengan kata lain, pada situasi-situasi yang
bagaimanakah Konvensi Jenewa dapat diterapkan. Hal inj dapat
diketahui dari bunyi pasal 2, sebagai berikut :

“Konvensi ini akan berlaku untuk-semua peristiwa perang

yang diumumkan atay setiap pertikaian bersenjata lainnya yang

- mungkin timbul antara dua atay lebih pihak penanda tangan,

sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah saty diantara
mereka. ;

Konvensi ini Juga akan berfaku untuk semua peristiwa

pendudukan sebagian atay seluruhnya, dari wilayah pihak Peserta
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Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui
perlawanan bersenjata. Y

Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang
diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang
mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penanda tc'angan,
sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara
mereka..”

Dengan melihat kepada isi pasal 2 maka Konvensi Jenewa
berlaku dalam keadaan :

i . Perang yang diumumkan; .
2. Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak
diakui; .
- 3. Dalam hal pendudukan sebagian = atau se[uruhny@
- sekalipun  pendudukan tersebut tidak menemui
- perlawanan, e i

Apabila diperhatikan, frasa yang menyatgkan pahwa konvensi
tetap berlaku “sekaljpun keadaan perang tidak diakui oleh sa:"ah
satu diantara mereka” menunjukkan suatu perubahan pentlng
dalam hukum humaniter. Frasa ini menggambarkfan keadaan di
mana para pihak yang bersengketa tidak lagi harus secara
bersama-sama terikat pada suatu perjanjian yang akan berlaku
kepada mereka. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan pada
dekade sebelum tahun 1949, di mana untuk menerapkan suatu
perjanjian internasional dalam suatu pep.eralngan, maka parat
pihak yang terlibat lebih dahulu harus menjad.| pihak peserta ldan
perjanjian tersebut. - Apabila salah satu plh"ak yang ter!|bat
permusuhan tidak menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak
dapat diterapkan. Hal inilah yang dikenal dengan sel?utan
Klausula si Omnes, yang terdapat dalam pasal 2 Konvensi Den
Haag IV 1907. Dengan berlakunya Konvensi Jenewa 1949, maka
ketentuan pasal 2 Konvensi Jenewa ini menghapuskan ketentuan
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pasal 2 Konvensi Den Haag IV 1907. Dengan perkataan lain,
Konvensi Jenewa tetap berlaku pada para pihak yang
bersengketa, sekalipun salah saty dari pihak tersebut tidak
menjadi pihak peserta pada Konvensi Jenewa.

Ketentuan umum lainnya adalah ketentuan pasal 3 yang
mengatur tentang pertikaian bersenjata yang tidak bersifat
internasional. Ketentuan pasal ini merupakan salah saty
perkembangan baru dalam  hukum humaniter. Dikatakan
demikian karena baru dalam Konvens; Jenewa 1949-lah terdapat
suatu ketentuan tentang pertikaian bersenjata yang tidak bersifat

internasional (pasal 3), yang diatur di dalam suatu perjanjian
internasional, ’

Yang perlu digarisbawahi, walaupun pasal 3 ini mengatur
mengenai sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional
(sengketa bersenjata dalam negeri), namun penerapan pasal ini
tidak mempengaruhi kedudukan hukum  pihak-pihak yang
bertikai. Dengan perkataan lain, pasal 3 tidak mengurangi hak
pemerintah yang sah untuk bertindak terhadap para
pemberontak sesuai dengan hukum nasionalnya. Pasal 3 hanya

menghendaki agar para korban pemberontakan diperlakuk.i:
sesuai dengan asas-asas kemanusiaan,

Apabila diperhatikan pasal. ini, maka semua pokok-pokok
utama tentang perlakuan kemanusiaan terhadap para korban
perang menurut konvensi Jenewa 1949 telah termuat dalam pasal

** Ketentuan lebih la
dari buku ini,

36
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3,7 maka pasal 3 sering disebut dengan “convention in miniature
atau “mini convention”

Ketentuan umum lainnya dari common article édalah
ketentuan tentang Negara Pelindung. Istilah Negara Pelindung
pertama kali terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1929
tentang perlakuan terhadap tawanan perang (”Convent.'or?
Relative to the Treatment of Prisoners of War"). Pasal 86 konvensi
ini menyebutkan :

“The High Contracting Powers recognize that a guarantee of the l"?gufar
application of the present convention will be found in the .pos..'bn'riy o-f
collaboration between the Protecting Powers may, apart from their diplomatic
personnel, apoint delegates from among their own nationals or the nationals of
other neutral powers. The appointment of these delegates shall be slub.ject to the
approval of the belligerent with whom they are to cary out their n.ussmn.

The representatives of the Protecting Power or their recognized de.‘hegates
shall be authorized to proceed to any place, without exception, where prisoners
of war are in-terned. They shall have access to all premises occupied by p_rfsonem
and may hold conversations with prisoners, as a general rule without witnesses,
either personaly or though the intermediary of interpreters. ‘

Belligerent shall facilitate as much as possible the task of the rep.re-sentanves
or recognized delegates of the Protecting Powers, the military authorities shall be
informed of the visits. :

Belligerent may mutualy agree to allow persons of the prisoners own
nationality to participated in the tours of inspection”.

berbunyi sebagai berikut : o _
"fg;a;i hal pertikaian tg)eryenjata yang tidak bersifat internasional yang beﬂgng_sqnag!‘(a!alaé? %ﬂ
salzh satu pihak peserta agung penandatangan, tiap pihak dalam pertikaian ini akan diwaj
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga;
2. Penyanderaan; ) ]
0saan atas kehormatan pribadi; ) - ] .

iplfeknghukumdanmenjalarkan hukuman mati tanpa didahuiui keputusan yang dijatuinkan oleh

suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur. . )
Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat, sebqah badanhumamertakbefsg seperti
‘Komite Internasional Palang Merah dapat menawarkan jasajasanya kepada dalam
 irpei i i untuk melaksanakan dengan jatan
: i i pertikaian, harus berusaha | akar
mﬁn&ﬂ:ﬁ m psere‘nﬁua ataummyasebagian dari ketentuan lainnya dari konvensi ini®.
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Berdasarkan pasal 86 tersebut maka diketahui bahwa :
1. Bahwa lembaga negara pelindung bersifat fakultatif atau
sukarela dan tidak bersifat wajib;

2.Tidak jelas siapakah yang menjalankan fungsi negara |

pelindung;
3. Dalam konvensi tawanan perang 1929 tugas negara pe-
lindung hanya berhubungan dengan tawanan perang.

Sistern Negara Pelindung terus mengalami perubahan. Setelah
pertama kali terdapat dalam Konvensi Den Haag mengenai
Tawanan Perang 1929, maka sistem negara pelindung kemudian

diatur dalam konvensi Jenewa 1949, dengan bentuk yang lebih
sempurna.

Ketentuan mengenai keharusan adanya suatu negara
pelindung dalam sengketa bersenjata internasional, diatur dalam
pasal 8 dari Konvensi Jenewa IIlIl, dan dalam pasal 9 Konvensi
IV.*®*Walaupun demikian, dalam keadaan tersebut, tidak tertutup
kemungkinan bagi organisasi kemanusiaan lainnya untuk
melaksanakan tugas-tugas sosialnya, asalkan ada persetujuan dari
pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri.* Apabila dalam
keadaan tersebut tidak terpilih suatu Negara Pelindung yang

"*Pasal 8 (WNl) dan pasal 9(IV) Konvensi Jenewa berbunyi :
"Konwensi ini harus dilaksanakan derigan kerja sama serta di bawah pengawasan dari negara
pelindung yang berkewajiban melindungi kepentingan-kepentingan pihak-pihak dalam pertikaian.
Untuk maksud ini, negara pelindung mengangkat disamping staf diplomatik dan konselor mereka,
utusan yang dipilih dari antara warga negara-negara netral isinya utusan. tersebut harus mendapat
persetujuan negara dengan siapa mereka akan melakukan kewajiban mereka.
Pihak-pihak dalam pertikaian akan memudahkan sejauh mungkin pelaksanaan tugas para wakil
dan utusan Negara Pelindung. Zin -
Para wakil atau utusan Negara Pelindung bagaimanapun juga tidak boleh melampau tugas mereka
di bawah konvensi ini, Mereka terutama harus memperhatikan kepentingan keamanan yang
sangat mendesak daripada negara di mana mereka melaksanakan kewajiban mereka. Pembatasan
tethadap kegiatan mereka hanya boleh diadakan sebagai suatu tindakan perkecualian dan
sementara, apabila hal ini ternyata perlu karena adanya kepentingan militer yangmendesak”.

" Hal ini diatur dalam Pasal 9 (L11,I) dan pasal 10 (IV) Konvensi Jenewa :
“Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak merupakan penghalang bagi kegiatan-kegiatan
perikemanusiaan, yang mungkin diusahakan oleh Komite Internasional Palang Merah atau-tiap
organisasi humaniter lainnya yang tak berpihak, untuk melindungi dan menolong tawanan perang,
selama kegiatan-kegiatan itu mendapat persetujuan Pihak-pihak dalam pertikaian bersangkutan®.
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s .« dapat disetujui oleh kedua pihak yang bersengketa, maka nggara-
negara yang bersengketa dapat menen.tukan_ gpa yang'dlsebut
dengan “Substitute” (pengganti). ”Subsntu{e” I'nll tidak Iégl berupa
'~ gjatu negara, namun biasanya suatu organisas! mterr.]a?lonal yang
“‘bersifat netral (tidak memihak). Walaupun istilah  yang
" dikemukakan ~menggunakan istilah "sub.stitute"', n'arnun
organisasi internasional yang bertindak sebagai ‘substitute’ tetap
disebut sebagai Negara Pelindung.”

Di samping diatur dalam Konvensi Jenewa, masalah Negara
Pelindung juga diatur dalam Protokol Tambahan | (1977). Protokol
ini lebih menyempurnakan lagi ketentuan-ketentuan yang ada
57 dalam Konvensi Jenewa. Pasal 2(c) Protokol | menentukan definisi
Negara Pelindung :

“Suatu Negara Netral atau negara lainnya yang bukan menjadi pihak dalam
pertikaian, yang telah ditunjuk oleh suatu Pihak dalam pertikaian dan disetujui
oleh Pihak lawannya, dan negara tersebut telah menyetujui untuk

A ebih j ihat Pasal 10 (11,1) dan pasal 11 (IV) Konvensi Jenewa : |
f ;'.Pﬂg]kl—;lﬁlsgg%e;e?ta :\gung setiap waktu dapat bermufakat untut glemkpercayaiar; ri:eg:f:ﬂ;z:!ay;u
OQaNiSaS memberi segala jaminan tentang sifat tak berpihak dan kesanggup nya,
J-qfke%va;}'igr!\'-;:ﬁjiban yang digbebankan kepada Negara—nigara pelindung t::rcé?rs‘:;kir;sl;?‘r;grr15| dl::1
i i luka dan sakit atau anggau hatan
+Apabila karena ala_san apapun juga yar;g ‘ et
i t atau berhenti mendapat m
izpendeta-pendeta tidak mepdapat manfaa et
i isasi kan dalam paragrap pertama di atas, :
ikegiatan organisasi sebagaimana ditentu n pi D T
& meminta suatu Negara atau Organisasi netral untux T Y/ kan
T-iﬁ:gga;:; r;;Iasrus dilaksanakan di bawah Konvensi ini oleh Negara Pelindung yang ditunjuk oleh

* ypihak-pihak dalam pertikaian.

i i i ikian, maka Negara Penahan
—Anabila-perlindungan tersebut tidak dapat diusahakan secara demikian, max el
:'ﬁgrauzﬁfngﬁlrigltau:tgu menerima, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini, tawarlan ]as::a;l?asi
.suatu organisasi humaniter seperi Komite Internasional Palang Merah,.untuk menye err:gi?anvensi
icpekerjaan perikemanusiaan yang harus diselenggarakan olsh Negara Pelindung di bawah Ko
e isasi i bersangkutan atau yang
nSetiap N netral, atau organisasi yang dlundang_oleh Negara yang utan.

- f:::ﬁgaiuigir;iri untuk maksug-maksud itu, harus bertindak dengan rasa tanggung jgwgbdlemﬁgri;z

+Pihak dalam pertikaian yang ditaati oleh orang-orang yang dilindungi oleh Konwensi ini, ager'aan
- memberikan cukup jaminan-jaminan bahwa ia mampit: QJ:IL]E Tema!ankan pekerjaan-peker]
bersangkutan serta akan melakukannya secara tak berpinak. ) _

E:gim;{:?\ggn dari ketentuan-ketentuan di atas denbga; persetumatnkkg:fxsa;;gageﬁgf: rfljelzl:;

ila salah satu negara - walau sementara - terbatas kebebasannya untuk b :

Ibal:z ::S ::klljnu?gekutunya karena peristiwa-peristiwa militer, terutama bila seluruh atau sebagian

i wilayah Negara:tersebut telah diduduki. ! s :

g??}\;g:;:: gzlam Kgnvensi ini disebutkan suatu Negara Pelindung sebutan itu juga berlaku bagi

organisasi-organisasi pengganti dalam arti pasal ini".
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melaksanakan fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya berdasarkan Konvensi
dan Protokol ini“,

Sedangkan yang dimaksudkan dengan “pengganti” adalah
suatu organisasi yang menggantikan Negara Pelindung (pasal 2d).
Mekanisme penunjukkan “pengganti” ini diatur secara ring
dalam pasal 5.

Common articles tentang ketentuan pelanggaran
dan penyalangunaan

Di' samping common articles yang mengatur tentang
ketentuan-ketentuan umum, maka terdapat sejumlah common

" Mekanisme penunjukkan “substitute” menurut pasal 5 Pratokol adalah sebagai berikut :

1. "Adalah kewajiban dari pihak-pihak dalam pertikaian untuk sejak permulaan pertikaian untuk
menjamin pengawasan dan palaksanaan Kanvensi dan Protokal ini dengan menerapkan sistem
Negara pelindung, termasuk di dalamnya penunjukan dan penerimaan negara-negara itu sesuai
dengan ayat-ayat yang terdapat dalam pasal 5 dan berkewajiban menjaga kepentingan pihak
yang terlibat dalam konflik.

2. Sejak permulaan situasi ¥ang tercakup dalam pasal 1 dari Protokol tiap-tiap pihak dalam konflik
tanpa menunda-nunda menunjuk negara pelindung untuk maksud dilaksanakannya ketentuan
Konvensi dan Protokol, dan tanpa menunda-nunda lagi mengijinkan kegiatan Negara Pelindung
Yang diterima oleh pihak lawan.

3. Jika Negara Pelindung tidak dapat ditunjuk atau diterima dari permulaan situasi seperti yang ter-
dapat dalam pasal 1 Protokol | belum dapat ditunjuk Negara Pelindung, maka ICRC atau badan
lain sejenis, akan memberikan jasa-jasa baiknya kepada pihak dalam konflik untuk tujuan agar
secepat mungkin dapat menunjuk negara pelindung yang disetujui pihak-pihak dalam konflik

4. Cara yang dapat yang dapat ditempuh oleh mediator dalam melaksanakan tugasnya. Mediator
meminta kepada pihak-pihak dalam konflik untuk menyerahkan suaty daftar yang berisi
sekurang-kurangnya lima negara yang diusulkan sebagai Negara Pelindung bagi dirinya sendiri,
disamping itu harus diserahkan pula suatu daftar lain yang berisi sekurang-kurangnya nama lima

Berdasarkan daftar-daftar tersebut maka ICRC (diharapkan) dapat mengusulkan Negara
pelindung yang disetujui oleh kedua pihak. Daftar-daftar ini harus sudah diserahkan kepada
ICRC dalam dua minggu setelah para pihak menerima permintaan dari ICRC

5. Jika tidak dapat ditunjuk negara pelindung, pihak-pihak dalam konfiik tanpa ditunda-tunda lagi
memperbolehkan International Committee of the-Red Cross atau organisasi internasional lain
yang tidak berpihak yang menjamin pelaksanaan tugas-tugas negara pelindung setelah

memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan subtitute menjalankan tugas sebagaimana
yang dibebankan konvensi dan protokol.

6. Penunjukan dan penerimaan negara pelindung tidak mempengaruhi status hukum pihak-pihak
yang terlibat dalam konflik

7. Dalam hal masih adanya Hubungan diplomatik antara pihak-pihak dalam konflik atau salah satu
pihak dalam konflik telah menyerahkan perlindungan terhadap kepentingan warga-negaranya
kepada negara ketiga tidak menjadikan halangan untuk menunjuk negara pelindung.

8. Yang dimaksud dalam protokol ini- dengan Protecting Power termasuk didalamnya pengertian
“subtitute”.
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. articles yang mengatur tentang ketentuan hukum terhadap

pelanggaran dan penyalahgunaan, yang terdapat dalam pasal 49-
52 Konvensi Jenewa.

h: 7 Ketentuan Pasal 49 dari Konvensi |, misalnya, mewa?'ibkari
. Pihak Peserta Agung untuk menerapkan sanksi pidana efektif b‘?gf
pelaku pelanggaran berat Konvensi Jenewa. Pasal 49 ini

selengkapnya berbunyi :

“Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang
o diperfukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang—orar.?g yang
melakukan atau  memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara
pelanggaran berat atas Konvensi fni seperti ditentukan dalam pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Aqung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang
disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-
pelanggaran berat yang dimaksudkan untuk, dan harus mgngadi!r’ orang-orang
demikian, dengan tak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat
juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan peru-ndang-
undangannya sendiri menyerahkan kepada pihak peserta Agun-g lain yang
berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili, asal saja Pihak Peserta
Agung itu dapat menunjukan suatu perkara prima facie.

Tiap Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu
untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal
berikut segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan KonverTsi ir'ﬁ.

Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-
jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tak boleh' kurang
menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konms: Jenewa
mengenai Perlakuan Tawanan Perang tertanggal 12 Agustus 1949, dalam pasal

105 dan seterusnya”.

Pasal di atas mengatu? bahwa Pihak Peserta Agung mempu-
nyai 3 kewajiban utama yang berkaitan dengan pelanggaran
berat (grave breaches) yaitu : ) |

1. Membuat UU di tingkat nasional yang mengatur mengenai

pelanggaran berat.
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- 2. Mencari orang yang diduga melakukan pelanggaran berat. :

3. Mengadili pelaku pelanggaran berat.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran

dan penyalahgunaan ini sepenuhnya tergantung kepada Pihak
Peserta Agung. Dalam hal ini, implementasi nasional di bidang
perundang-undangan memegang peran yang sangat penting.
Pelanggaran terhadap ketentuan konvensi dapat dikategorikan
sebagai apa yang disebut dengan pelanggaran berat. Konvensi
Jenewa sendiri telah menentukan apa saja yang dimaksud dengan

pelanggaran berat, sebagaimana tercantum dalam pasal 50
Konvensi |, yaitu : '

C. SUMBER SUMBER HUKUM LAINNYA
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Sumber hukum utama dari hukum humaniter adalah Hukum
Den Haag dan Hukum Jenewa, dimana Hukum Jenewa mengatur
perlindungan korban perang dan hukum Den Haag mengatur
mengenai cara dan alat berperang. Selain kedya sumber hukum
utama tersebut, Hukum Humaniter juga mengenal “sumber
hukum lainnya misalnya Protokol Tambahan-1977 yang sering
disebut dengan hukum campuran karena selain mengatur me-
ngenai perlindungan terhadap korban perang dan juga terdapat
hal yang mengatur mengenai cara dan alat berperang dan

ketentuan lain yang disampaikan pada Bab Il. Selain itu, terdapat

Bab 3 Sumber-Sumber Hukum H

pula sumber di bidang hukum humaniter- yang lain seperti :

1 Bahwa pembajakan dihapus dan akan tetap dihapus; '
2 Bendera Netral melindungi barang-barang musuh, kecuali
band perang; )
3 I:a)?;rrtag-barasg ne?ral di bawah bendera musuh tidak boleh
disita, kecuali kontraband perang;
4 Supaya mengikat, blokade harus efekiif, artinya dilakukan oleh
sesuatu kekuatan yang mencukupi untuk benar-benar dapat
" mencegah mendekatnya kapal ke pantai musuh.*

1. Deklarasi Paris (16 April 1856)

Deklarasi ini mengatur tentang Perang di Laut yang
dirumuskan berdasarkan pengalaman Perang Krim (1864), QI
mana dua negara yang- bersekutu yaitu Inggris dan Perancis
menerapkan prinsip-prinsip hukum perang di laut yang berbeda:
Untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut maka Deklarasi
Paris dimuat asas-asas seperti berikut ini :

2. Deklarasi St. Petersburg (29 November -
11 Desember 1868)

Berhubung pada tahun 1863 telah ditemukan sejenis pelury,
yang apabila mengenai benda yang k_eras“ permukaafmya.
- sehingga tutupnya dapat méledak, maka Tsar Alexander I dari
Russia memprakarsai Konperensi di-kota St. Pet.ers.burg. (pada
jaman Uni Soviet, kota ini dirubah namanya menjadi Lemngrat_i
Sesudah Uni Soviet bubar nama St. Petersburg dipergunakan lagi).
Tujuan Deklarasi itu adalah untuk melarang penggunaan peluru-
peluru seracam yang diuraikan di atas.”
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3. Rancangan Peraturan Den Haag tentang
Perang di Udara (1923)

Ketentuan khusus tentang pertempuran di udara dirancang

oleh sebuah Komisi dari para ahli hukum di Den Haag mulai bulan |
Desember 1922 sampai Februari 1923 sebagai realisasi Konperens;

Washington 1922. Tujuan pokok Komisi sebenarnya semula hanya

untuk mengatur Penggunaan radio dalam pertempuran.
Rancangan ketentuan ini dimaksudkan untuk dipergunakan

sebagai pedoman dalam pertempuran udara. Substansinya meng-

atur tentang penggunaan pesawat udara dengan segala peralatan

yang dimiliki, didalam pertempuran. Sebagian besar ketentuan
mendasari kepada azas-azas umum dan hukum dan kebiasaan-
kebiasaan perang di darat dan laut *

4. Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang

Pelarangan Penggunaan Gas Cekik dan |

Macam-Macam Gas Lain dalam peperangan

Protokol ini dirumuskan dan ditandatangani dalam suatu

Konperensi untuk mengawasi perdagangan internasional senjata
dan amunisi.
Larangan itu mencakup larangan pemakaian gas air mata

dalam perang dan pemakaian herbisida untuk kepentingan
perang.®

3. Protokol London (6 Nopember 1936) tentang

Peraturan Penggunaan Kapal Selam dalam
Pertempuran

Protokol ini merupakan penegasan dari Deklarasi tentang
Hukum perang di laut yang dibentuk di London tanggal 26
Februari 1989 dan belum pernah diratifikasi.

6. Konvensi Den Haag 1954 tentang
Perlindungan Benda-benda Budaya pada
waktu Pertikaian Bersenjata *

Prinsipnya adalah bahwa benda-benda budaya seperti Rumah
lbadah, Museum dan sebagainya, selama tidak dmarmfaatkaq
untuk kepentingan militer, semaksimal mungkin harus dilindungi

terhadap serangan. Pasal 19 Konvensi ini mewajibkan setiap pihak

yang terlibat dalam sengketa bersenjata, untuk r_neliqdungi b.enda
budaya, meskipun sengketa tersebut tidak bersn‘e?t lnterna5|on‘al.
Konvensi ini membedakan antara dua tingkat perlindungan, yaitu
perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Dimasa damai, setiap Negara harus memper.siapkan ;‘Jerllin-
dungan benda budaya di wilayahnya dari_ aklbaF pert:kaue,n
bersenjata. Untuk itu, obyek budaya dapat dilindungi, antara lain
dengan cara mendirikan bangunan khusus_, dengan meren-
canakan pemindahannya ke tempat yang lebih aman, atau Qe—
ngan menandainya dengan tanda pelindung khusus. Semua tin-
dakan ini merupakan perlindungan umum.

Di samping itu, benda budaya dapat juga dilindyngi secara
khusus, dengan mencatatnya dalam “Daftar InternasnonEfI Obyek
Budaya di bawah Perlindungan Khusus” yang E?era_da di bawah
pertanggungjawaban Direktur Jenderal Orgar?lsaSI PB-B‘ untuk
Pendidikan, llmu dan Kebudayaan ( UNESCO ). Tindakan ini meru-
pakan perlindungan khusus.

* Anne-Sophie Gindroz, “Sejarah dan Sumber-sumber Hukum_Hum._anr:?r g:[errmo;z‘ag.'%wll:l:l?g.
‘Penataran Hukum Humaniter, PSHH - Fakultas Hukum Universitas Trisa ;] kgay‘cngose n. o
bandingkan dengan makalah dari pengarang yang samq,mCe?ma pa
Humaniter se DIY di Fakultas Hukum UGM, 7 Oktober 1997, him.8.

J.Supoyo, Hukum Perang Udara dalam Humaniter, Gunung Agung, Jakarta, 1996, him, 14-15.

Haryomataram, Bunga Rampai Hukum Humaniter, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, 1988,
him.215-236.
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. dimanfaatkan untuk mengkamuflase peserta tempur atau sasaran
. militer. Akhirnya, konperensi menyetujui sebuah Resolus; menge-
- nai perkembangan yang berlakunya di bidang persenjataan

berkaliber kecil. Resolusi ini meminta para pemimpin negara

supaya memperdalam penyelidikan yang diragukan tentang pe-

ngaruh persenjataan tersebut, dan meminta kewaspadaan mere-
. ka terhadap perkembangan lebih lanjut dari jenis senjata ini,
.~ Protokol IV yang baru dirumuskan dan kemudian disetujui dalam
Konferensi Internasional di Wina pada bulan Oktober 1995
melarang penggunaan senjata Laser, sebab senjata itu dapat
menyebabkan kebutaan permanen. ¥

menandatangan;|

dua dari empat @ o Serangkaian ketentuan seperti tersebut di atas dapat dikelom-

pokkan ke dalam :

a. Kategori pertama meliputi Konvensi Den Haag yang dimak-
p sudkan untuk mencegah adanya perang atau paling tidak
yang menentukan secara sangat terbatas persyaratan yang
harus dipenuhi untuk melakukan pernyataan perang.
Contohnya adalah Konvensi | tahun 1899 yang disempur-
nakan menjadi.Konvensi | tahun 1907 tentang Penyelesaian
Damai Persengketaan Internasional dan Konvensi [ll tahun
1907 tentang Cara Memulai Peperangan. Konvensi terakhir
ini sudah tidak diterapkan lagi karena sejak Piagam PBB dis-
etujui, Perang dianggap sebagai suatu tindakan yang
bertentangan dengan hukum. Sesuai dengan Piagam PBB
yang melarang tindakan kekerasan, Perang hanya boleh
dilakukan untuk pembelaan diri secara individual maupun

kolektif.

b. Kategori kedua meliputi Konvensi Den Haag yang dimak-
sudkan untuk melindungi korban perang.

Contohnya adalah Konvensi lll tahun 1899 mengenai

penerapan Asas-asas Konvensi Jenewa 1864 dalam Perang

¥ Anne-Sophie Gindroz, ibid, 1997, him. 9-10.
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di Laut. Bagian Il Reglemen yang dilampirkan pada
Konvensi IV tahun 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan
Perang di darat, mengatur tentang perlakuan tawanan

perang. Instrumen hukum ini melindungi tentara yang |

luka, sakit dan korban karam, serta tawanan perang.

Perlindungan ini telah diperluas dan diatur secara lebih rinci & e
dalam Konvensi konvensi Jenewa, maka Konvensi § 57
Konvensi Den Haag yang disebut dalam kategori kedua ini |
(seperti kategori pertama) sudah tidak diberlakukan lagi 1

dan diganti oleh Konvensi Konvensi Jenewa.

. Kategori ketiga meliputi Konvensi Den Haag yang memuat j
beberapa ketentuan yang mengatur cara melakukan |

operasi militer, Kategori ini tetap bersifat penting sampai
hari ini.

Sebagaimana diketahui, istilah Hukum Humaniter yang
berkembang dari istilah hukum perang dan hukum sengketa
bersenjata, yang dipengaruhi oleh faktor hak asasi manusia. Hal
ini telah ditetapkan dalam Konferensi di Teheran tahun 1968,
yang menegaskan bahwa dalam sengketa bersenjata, harus
diperhatikan pula aturan-aturan Hak Asasi Manusia. Ini diakui pula
oleh Shearer, sebagaimana diungkapkannya berikut ini -

“One of the most remarkable developments of the last decade, and
which largerly explains the replacement of the former title of this branch
of international law; ‘laws of war’ by the present name “international
humanitarian law’, has been the importation of human rights rules and
standards into the law of armed conflicts”.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Shearer bahwa “a bridge has in
effect been created between the doctrine of human rights and the
rules of international law applicable in armed conflicts. This truly
desirable change was marked by, or manifested in, inter alia

| A.Shearer, op.cit, him.500

# loc.cit.
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a. The Resolution of the International Conlference on Hurpan
Rights at Teheran in 1968, recomending to the U.nlffed
Nations General Assembly that a study be made of existing
rules for the protection of human rights in time of war.

b. The General Assembly’s Resolution of 19 December 1968,
calling upon the secretary-General to make such study.

c. The Reports of the Secretary General,‘ 1969-1970, on
Respect for Human rights in Armed Conflict.

d. The Conferences of Government Expert called under the
aegis of the International Committee of the Red Cross in
1971-1972 on the Reaffirmation and Development of
International Humanitarian Law Applicable in Armed
Conflicts.

e. The above-mentioned Geneva Diplomatic Conference of
1974-1977 on the Reaffirmation and Development of
International Humanitarian Law Applicable in' Armed
Conflicts by which the protocols | and Il on international anld
non international armed conflicts were adopted in 1977, in
order to suplement and update the Geneva Red Fross

Conventions of 1949. There has been little or no d|s§eqt
from this trend towards a blending of human rights princi-
ple and the rule observable in armed conflicts”.

Selain itu, tentunya menjadi sumber hukum lainnya yang Fidak
kalah penting artinya ialah keputusan Mahkamah Internasional
seperti pengadilan penjahat perang di Nurenberg dan Tokyo:
kemudian diikuti dengan pembentukan peradilan yang sama bagi
kejahatan perang di bekas negara Yugoslavia, dan di Rwanda.

Setelah- mengetahui tentang sumber-sumber hukum yang
dapat dipergunakan dalam hukum humaniter, maka apab{lla pada
suatu kasus tidak terdapat sumber hukum yang dapat dijadikan
acuan, maka menurut hukum humaniter, hal itu fiapat men'gacu
kepada sumber hukum lainnya, yaitu prinsip-prinsip hukum inter-
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nasional, prinsip kemanusiaan dan “diictates of public conscience”

Hal inilah yang disebut dengan “Klausula Martens”

Klausula MARTENS?®

Klausula Martens mula-mula t
Konvensi Den Haag ke-ll tahun 18
kebiasaan berperang di darat. Adapu
lengkap, adalah sebagai berikut -

erdapat dalam Pembukaan |
99,” mengenai hukum dan
nisi klausula tersebut, secara §

“Until a more complete code of laws of war Is issued, the High 18
Contracting Parties think jt right to declare than in Cases not included in
the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain
under the protection and empire of the principles of in ternational lawy, as
they result from the usages established between civilized na tions, from
the laws of humanity and the requirement of the public conscience.”

Secara ringkas, klausula i

ni- menentukan bahwa apabila
hukum humaniter belum meng

atur suatu ketentuan hukum me-
ngenai masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang diper-

gunakan harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum interna-
sional yang terjadi dari kebiasaan yang terbentuk diantara negara-

Negara yang beradab; dari hukum kemanusiaan; serta dari pen-
dapat publik (public conscience’),

+ Konvensi Il : Pasal 62;

e

i u
Klausula Martens sangat penting karena, dengan mengac

‘ r= k
]

ntingnya norma-norma kebiasaan dalam pengaturan sengkjta
e an Ly
gersenjata. Selanjutnya, klausula ini juga mer?gacu pad‘a ;;rtljr; p;t
prinsip kemanusiaan’ ('principles of humanity’) dan 'pendap

ublik' (‘the dictates of public conscience’). Kgdua istila: ini ha:gjs
E Eepenuhnya dimengerti. Ungkapan “principles of ~human

adalah serupa dengan “laws of humanity” (hukum ke;nar::s;;z?an;
[ laMartens yang terdap
at bahwa versi pertama Klausu : f
IF?egmbukaan Konvensi Den Haag Il 1899 menga(cdu lpa;:a pi?:sz |
] i berikutnya (dala
anity”; sedangkan versi aie i
?:rr:bahaj:\ ) mengacu pada ungkapan pnnc.'p.’?s o!f ::;in;t{a 5
insip-prinsi iaan ditafsickan sebagai pelar ‘
Prinsip-prinsip kemanusiaan o
ng tidak penting
ana dan metoda berperang“ya =
:rrcapainya suatu keuntungan militer yang .ny'aata. Jeanngki:;taen
[ [ i kemanusiaan sebagai “... pena
menginterpretasikan arti | Sl
in di i pada melukai musuh, dan
lebih diutamakan dari pa i i
i [ i pada membunuhnya; ba
dalah lebih baik dari pa | : :
Iiombatan harus dijauhkan sedapat rlnl:nghkm i?;;as;zgn
5
: bahwa korban-korban yang luka haru ian
Ay ka dapat dirawat dan diobati;
ini i [ pat dirawa
inimal mungkin, sehingga mereka | | _
;err:wa luka-luka yang terjadi harus diusahakan Ser:%j;e
ringannya menimbulkan rasa sakit” ** Sedangkan ungkapa =
dictates of public conscience”, menurut Hakim Nauru :aLan;1 o
i kepada instrumen huku
tahun 1996 di ICJ, harus mengacu bvick s
jadi aki i adanya kesadaran umum
terjadi akibat dari a b
[ ' angan-rancangan p
ebagaimana terwujud dalam ranc i
:draf"“;J rules), resolusi, deklarasi dan ungkapgn—gng.kapan lainny.
yang dikeluarkan oleh perorangan maupun Institusi.

Namun, masalah yang dihadapi adalah bahwa tidak ade;( SL;;ar::
penafsiranpun yang diterima mengenai Klausula Martens, ka
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) ictet, Devel Jo] ent and hcf‘p!eo Inte national Humanita anLaW, Martinus )

I 9

Dunant | Stitl}te, Dordred t, 1985, him. 62.
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klausula ini menimbulkan banyak penafsiran, baik penafsiran ¢ 2
sempit maupun penafsiran luas. Penafsiran yang paling sempit E
menyatakan bahwa hukum kebiasaan internasional tetap |
diterapkan setelah diterimanya suatu norma hukum perjanjian.* |

Penafsiran yang lebih luas menyatakan bahwa karena sejumlah
kecil perjanjian internasional mengenai hukum sengketa

bersenjata sudah lengkap, maka Klausula Martens menentukan |

bahwa sesuatu yang tidak dilarang secara eksplisit oleh suaty
perjanjian adalah tidak ipso facto diperbolehkan, Sedangkan
penafsiran yang paling luas menyatakan bahwa tindakan dalam
sengketa bersenjata tidak hanya dibenarkan menurut perjanjian
dan kebiasaan, tetapi juga menurut prinsip-prinsip  hukum
internasional sebagaimana terkandung dalam Klausula Martens.
Advisory  Opinion dari |C mengenai  masalah legalitas
Penggunaan atau ancaman senjata-senjata nuklir yang
dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 1996 menggunakan analisis yang
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BERPE._'_'K,__" ANG
(MEANS & METHODS
OF WARFARE)
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Telah kita ketahui bahwa hukum Den Haag terdiri dari
serangkaian peraturan yang mengatur mengenai sarana (alat) dan
metoda (cara) berperang, baik berupa konvensi maupun deklarasi,
yang terbentuk dalam Konferensi Perdamaian di Den Haag pada
tahun 1899 dan 1907, yakni yang menghasilkan serangkaian
konvensi Den Haag.

Namun, perkembangan hukum Den Haag sebenarnya tidak
semata-mata dimulai dari terbentuknya konvensi-konvensi Den
Haag pada tahun 1899 dan 1907 saja, akan tetapi sudah ada jauh
pada periode sebelumnya, yakni dengan adanya Instruksi Lieber
(1863) dan Deklarasi St. Petersburg (1868)." Walaupun kedua

1-Sebelum terbentuk Instruksi Lieber .dan Deklarasi St. Petersburg, pada tahun 1874 telah diadakan
=-Konferensi Brussel untuk membahas hukum dan kebiasaan perang. Konferensi ini menghasilkan
"Final Protocol” dan  “Profect of an International Declaration concemning the Laws and Customs of
~War”;, namun tidak semua negara berkenan untuk menerimanya sebagai suatu konvensi yang
menglkat sehingga keduanya juga tidak diratifikasi. Hasil kedua atau deklarasi internasional
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instrumen ini bukan merupakan hasil dari kedua Konferens!

Perdamaian di Den Haag, namun kedua instrumen hukum inj

penting diketahui untuk memahami mengenai perangkat
peraturan hukum yang mengatur mengenai sarana dan metode §
berperang. Karena itu kedua instrumen ini secara ringkas akan |

diuraikan pada Bab ini.

Instruksi Lieber, atau yang sering disebut dengan Lieber Code,
adalah suatu dokumen yang berisi serangkaian peraturan/instruksi

bagi tentara Amerika Serikat dalam menghadapi Perang Saudara |
di Amerika (1861-1865). Dokumen ini secara lengkap berjudul :
“Instructions for the Government of Armies of the United |
States in the Field”? Dokumen ini mengatur secara rinci §
mengenai aspek-aspek hukum dan kebiasaan perang di darat, |
mulai dari bagaimana perang seharusnya dilaksanakan sampai § _'
dengan bagaimana perlakuan yang Harus diberikan kepada 1

penduduk sipil: termasuk penduduk dalam kategori khusus

seperti para tawanan perang, mereka yang luka, franc-tireurs, dan §

sebagainya. Sebagai contoh - Pasal 14 jo. Pasal 16 Lieber Code

mengatur mengenai hakekat dari prinsip kepentingan militer,
yakni suatu prinsip yang sangat penting dalam hukum perang;® |

kemudian Pasal 70 Lieber Code  secara eksplisit melarang
Penggunaan senjata beracun;* demikian pula Pasal 155 Lieber
Code telah menentukan klasifikasi kombatan dan non-
kombatan;* dan lain-lain. Walaupun pada awalnya dokumen ini

mengenai hukum dan kebiasaan perang inilah yang merupakan langkah penting dalam kodifikasi
hukum perang; lihat Diatrich Schindler & Jirj Toman, The Laws of Armed Conflict : A Collection of
Conventions, Resolutions and Other Documents, Henry Dunant Institute, Geneva, 1981, him. 25,

* Dokumen ini dikenal juga dengan Field Manual (FM) Na. 27-10.

* Pasal 14 Lieber Code berbunyi : “Military necessity, as understood by modern civilized nations,

consists in the necessity of those measures which are indispensable for securing the ends of the
war; and which are lawful according to the modern law and usages of war”:
Sedangkan Pasal 16 Lisher code berbunyi : “Military necessity does not admit of cruelty .. It does
not admit of the use of poison in any way, nor of the wanton devastation of a district. ... and in
general, military necessity does not include any act of hostility which makes the retun to peace
unnecessary difficuft”.

* Pasal 70 Lieber Code berbunyi : “The use of poison in any manner, be it to poison wells, or food,

orarms, is wholly excluded from modern warfare. He that uses it puts hinseff out of the pale of the

law and usages of war”,

* Pasal ini berbunyi : “All enemies in reqular wer are divided into two general classes -that is to say,

into combatants and noncombatants, or unarmed citizens of the hostile government”,
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rmerupakan dokumen nasional yang dibuat untuk diterapkan
dalam suatu perang saudara (jadi tidak mengikat terhadap negara
ain), namun pada kenyataannya Lieber Code ternyata mlerupakan
model dan sumber inspirasi (pada tingkat internasionall di abad kei
o 19), yang secara umum diterima sebagai kodifikasi menger?a!

. hukum dan kebiasaan berperang. Oleh karena itu, dokumen ini
.- kemudian mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam
perkembangan hukum Den Haag selanjutnya.?

Adapun Deklarasi St. Petersburg, adalah merupakan sua.tu
instrumen yang sama sekali berbeda dari Lieber Code. Apabila
 Lieber Code lebih merupakan suatu peraturan nasional yang sa-
‘ngat rinci, maka DekKlarasi St. Petersburg merupakan. suatu
perjanjian internasional yang hanya mengatur mengenai suatL‘l
aspek saja dari peperangan, yakni mengatur mepgenal
persenjataan khususnya perkembangan proyektil-proyekti yang
dapat meledak. Deklarasi ini secara lengkap berjudul :

“Declaration Renouncing the Use, o
mﬁme of War, of Explosive Prbjgctile; -
_ under 400 Grammes Weight"

Maksud utama dari deklarasi ini adalah membatasi
. penggunaan terhadap perkembangan persenjataan yang bersifat '
#c - mudah menyala dan meledak. Hal ini disebabkan apabila
penggunaan senjata tersebut ditujukan pada bangunan-
bangunan militer, maka akibat yang ditimbulkan akan c.ukup
memberikan arti; namun, menurut Kalshoven,” apabila ditujukan
kepada manusia, maka pehggunaannya adalah tidak lebih efektif
dari penggunaan senapan biasa sebab sama-sama menyebabkan

#Frits Kalshoven, Constraints on the Waging of War, Second Ed., ICRC, Geneva, 1991, him. 11-12;
lihat juga Dietrich Schindler & Jirj Toman (eds), op.cit, him. 3,
T Ibid.
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pihak lawan menyandang status hors de combat, bahkan luka-
luka yang terjadi justru bertambah parah dan menambah
penderitaan bagi mereka yang mengalaminya, Oleh karena ity
Paragraf operatif pertama dari Deklarasi St Petersburg 1
Mmenyatakan bahwa perkembangan peradaban manusia tidak 1
harus menyebabkan kerusakan parah dalam Peperangan, namun 4
sebaliknya harys bersifat meringankan # Sedangkan paragraf §
Operatif kedua menyatakan bahwa satu-satunya obyek yang sah
untuk diserang dalam suatu peperangan adalah angkatan militer
pihak lawan.® Klausula* lain yang penting adalah pernyataan 8
bahwa penggunaan senjata yang bersifat mudah meledak dapat

menambah penderitaan pada manusia; Penggunaan mana diakuj &
bertentangan dengan hukum kemanusiaan (faws of humanity).» |
Dengan demikian, dalam paragraf operatif terakhir deklarasi &
kemungkinan 3

tersebut, dinyatakan bahwa ‘menyadari
perkembangan ilmy dan teknologi persenjataan  dapat
Mmempengaruhi angkatan Perang, maka tetap harus diutamakan
prinsip-prinsip yang telah diakui, yakni  prinsip mengenai
kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan’, "

Deklarasi St. Petersburg di atas maka dapat dipahami bahwa ke-
duanya menjadi faktor penting dalam memahami perkembangan
T hukum Den Haag selanjutnya, terutama dalam hal inj mengenai
} metoda dan sarana berperang. Sebagai contoh, ketentuan
Paragraf operatif kedya Deklarasi st Petersburg, apabila
diperhatikan secara seksama, agaknya dapat dianggap sebagai

lengkap, paragraf operatif ini berbunyi : “That the progress df civilization should have the . |

* Secara
effect of alleviating as much as possible the calamities of war”, . .
* Ketentuan inj selengkapnya berbunyi @ “That the only legitimate object which States should
endeavour to accomplish during war s to weaken the military forces of the enemy”.
" Paragraf inj berbunyi : “That this object would pe exceeded by the employment of arms which
uselessly aggravate the suffering of disabled men + Or render their death inevitable; .. That the

§  AwvErobass
Dengan melihat sebagian ketentuan dalam Lieber Code dan & AzME

.cikal-bakal ketentuan mengenai obyek militer (yang te;ar:
itegaskan kembali dalam Konvensi Jenewa 1949 dan baru se-E-
g;ctsep?lisit dan definitif terdapat daIarTm Protokol | 1977)..thm| aisn
la dengan ketentuan mengenai pe'nggunaan senjata y. ;g
. ifat tidak tak terbatas (is not unlimited), agaknya telah pula
ggian dalam Deklarasi St. Petersburg ini (yar?g secara iegjlfanrg
- ditegaskan kembali dalam sejum[ah korwensh termlajL; ‘ L?e o
Protokol | 1977); serta demikian juga misalnya, Pasz-.? bl
-~ Code yang agaknya telah berkemb.ang me.nja ip
pembedaan dalam hukum perang; dan lain sebagainya.

Setelah mengetahui betapa penting.nya ‘kontribusi ;Zzg
diberikan oleh Lieber Code dan Qeklaras: St. Peterr!s:b:rtg,ntuan_
diharapkan pembaca dapat menar(;ls 'btlear;ar:jga rrinfa;zdiﬁke; ; -
B - n hukum Den Haag, dimu :
r:rtieani;tgii, sampai dengan instrumen hlukum. humanciiteru:/:izg
terbaru. Dengan demikian maka sampailah kita kepada
e mengenai metoda dan sarana berperang.

Bl
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Berbicara mengenai ¥métoda“dan” sararia*berperang, a:alah

berbicara  tentang ukungngﬂHaa'gr Hukum D(zrzj . daalzg;
sebagaimana yang kita ketahui, sebagian besar terdapak 1feren5i
konvensi-konvensi yang dihasilkan dalam Kon:‘erensr Onda]am
‘ '*"P'é’fﬁé'maian“f‘-*pada:f?tah,Uﬂﬁ%'ngﬂ»ﬁﬂa?iﬁé 9?}‘% N .ET t:( nt o
B p‘éfk’é’?ﬁﬁa?‘@%ﬁﬁfﬁﬁké’ﬁiﬁﬁf 'ﬁtﬁﬁ?ﬁaﬁﬁé keter;(}Jamn‘:j :kfﬁa ”
7 s (s ey
P Ee“?d‘é?ﬁé'tiﬁéfémﬂ(mvenswkogven&:e.Den_-vH’zfiag: ja;

terdapat pula dalam Protokoldlambahian=1977. %

T j i "Hukum
:;(LJllheaf} El:lbrel:ﬁ itu, ‘menurut ICRC, Protokol Tambahan 1977 juga disebut dengan

i hadap penduduk
i i tur tentang perlindungan ter
o " (mixed Jaw), karena tidak hanya menga ‘
g;irlnsrfaljgaglefai;kan juga mengatur tentang metoda dan sarana berperang
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#Ketentuan utama tentang metoda ‘dan’ sarana berperan
terdapat dalam Konvensi- Den Haag: ke-v. (1907), terutama
Lampiran (Annex)-nya yang berjudul “Regulations respecting
the laws and customs of war on Tand”: atau sering disebuyt
dengan “Hague Regulations# (Peraturan-peraturan Den Haag).
Hague Regulations inj mengatur mengenai hukum dan kebiasaan
perang di darat, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai meto-
da dan sarana berperang. Mengacu pada pemikiran Kalshoven
ahas peraturan mengenai sarana
dan metode berperang secara terpisah, semata-mata untuk lebih
memperjelas apa dan bagaimana yang dimaksud dengan kedua |

maka uraian berikyt akan memb

istilah tersebut.

1. Peraturan Den Haag mengenaj sarana (alat)

berperang

Dalam memahami peraturan Den Haag, terlebih dahulu harus

diketahui dua peraturan dasar (basic rufes) yang melandasinya,
yaitu ¢

53 1.'5lrri'§ny armed conflict, the right of the Parties to the con-

flict to choose methods or means of warfare [ fiot tnlims

fited, i i

_2¢ltis prohibited to employ weapons, projectiles and Mate-

Al and methods of warfare of a nature to cause super-
fluous injury or unnecessary suffering,

% )
Peraturan dasar yang paling utama  dalam- menggunakan
sarana atau alat untuk melakukan peperangah'_'_(mea_ns of warfare)
dalam suaty sengketa bersenjata adalah keterbatasan dalam

memilih dan menggunakan sarana atay alat berperang. Prinsip ini

" Karena telah diperbarui,maka pembahasan Lampiran Konvensi Il 1899 dilakukan sekaligus
Dengan Lampiran Konvensi Iv 1907, Dengan mengutamakan konvensi yang terakhir, serta
membandingkan kedua klausula dalam kedua konvensi dimana dianggap perlu,

** Frits Kalshoven, op.cit., him. 29-33, 3

" Ibid., him. 80,
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rcantum dalam ketentuan Pasal 22 Hague Regulations, yang
4 enyatakan bahwa : “hak Belligerents untuk menggunakan

'.\(,-s not unlimited). Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Rr.asollusi
s XXVIIl pada Konferensi Internasional Palang Merah ke XX di Wina
3 :»{-1965)' dan juga dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.

rine; ontact mines) yang melarang penggunaan
orpedo, dengan perkecualian yang cukup ketat;
P sebagai berikut :

0 lay unanchored automatic contact mines, except when
. ‘3: i%hey are 50 constructed as to f;ecome harm!es;pne hqqr
i most after the person who laid them ceases to control
. them; ks :
5 6 Jay anchored automatic contact mines which do no
become harmless as soon as they have broken loose from
_their moorings; -
ﬁﬁ’r To use torpedoes which do not become harmless when
' they have missed their mark. :

Dengan melihat rumusan Pasal 1 di atas, jelaslah bahwa
negara yang bersengketa tidak ‘dapat sebebas-bebasntya
‘menggunakan ranjau, namun dibatasi oleh syarat-syarat tertentu.
Contoh-contoh di atas mencerminkan bahwa penggunaaE

- senjata oleh para pihak yang bersengketa adalah tidak ta
terbatas (= sangat terbatas).

Di samping prinsip penggunaan senjata yang sifatnya terbatas
(sebagaimana tercantum dalam pasal 22 di atas), maka dalam

Wibid,, him. 29.
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pasal 23 HR ' terdapat pula aturan-aturan tentang alat berperang |

lainnya. Aturan ini misalnya /arangan penggunaan racun dan
senjata-senjata beracun (poison and poisoned weapons), yang
tercantum dalam pasal 23(a) Hague Regulations;® larangan
penggunaan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka yang

berlebih-lebihan atau penderitaan yang tidak perlu (unnecessary |

suffering), seperti tercantum dalam pasal 23(e) Hague
Regulations. Contohnya adalah deklarasi-deklarasi yang dihasilkan

pada Konferensi Perdamaian. Deklarasi 1 (1899) menyatakan |

bahwa : “The Contracting Powers agree to prohibit, for a term of

five years, the launching of projectiles and explosives from |
balloons, or by other new methods of a similar nature”. Jadi, -

klausula ini menentukan batasan-batasan dalam menggunakan
alat berperang; dan dalam hal ini yang dilarang adalah
penggunaan proyektil yang diledakkan dengan bantuan balon
atau dengan cara baru lain yang hampir serupa dengan balon.
Contoh lain adalah Deklarasi 2 (1899) menyatakan bahwa : “The
Contracting Parties agree to abstain from the use of projectiles the
sole object of which is the diffussion of asphyxia ting or deleterious

"*Pasal 23 HR ini berisi :
“Besides the prohibitions provided by special conventions, it is especially forbidden:
a) To employ poison or poisoned arms; :
b) To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;
¢) To kill or wound and enemy who, having laid down his arms, or having  no longer means
of defence, has surrendered at discretion
d) To declare that no quarter will be given;
e) To employ arms, projectiles, or material of nature to cause superfluous injury;
f) To make improper use of flag or truce, the national fiag, or military ensigns and the enemy’s
uniform, as well as the distinctive badges of the Geneva Conventions
9) 0 destroy or seize the enemy’s property. unless such destruction or seizure be imperatively
demanded by the necesities of war;
h) To declare extinguished, suspended or unenforceable in a court of -the law the rights of
action the nationals of the adverse party. . b
A Belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the adverse party to take part in the
operations of war directed against their country even when they have been in his service before
the commencement of war”.

“Ketentuan mengenai hal yang sama terdapat dalam peraturan berikutnya, yaitu Geneva
Protocol (1925), yang menyatakan bahwa “penggunaan gas cekik atau gas-gas beracun serta
gas-gas seruna lainnya dalam suatu sengketa bersenjata, demikian pula semua cairan atau alat-
alat serupa, telah dinyatakan sebagai suatu cara berperang yang dikutuk (condemned) oleh
negara-negara yang beradab”, serta menambahkan persetujuan diantara negara-negara pihak

“untuk memperluas larangan ini kepada larangan penggunaan metode berperang yang
menggunakan senjata bakteri.
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. rgases”. Klausula ini secara jelas melarang penggunaan proyektil
r’yang berisi gas racun atau gas cekik. Contoh berikutnya aQalah
"-Deklarasi 3 (1899), yang diinspirasikan dari Deklarasi St.

,f..‘ etersburg, adalah deklarasi yang ditujukan untuk melarang

. penggunaan peluru jenis tertentu, yaitu yang. disebut peluru
i pe

rdum-dum’, karena sifatnya yang mengakibatkafw penderitaaq
-yang tidak perlu. Peluru dum-dum, berdasar.kan Alinea | deklarasi
d ,-t‘3 (1899) didefinisikan sebagai “bullets wh:cﬁ expand or flatten
. asily in the human body, such as bullets with a h‘?rd.en.v?fopf
Which does not entirely cover the core or is pierced-Wftfh incisions

- Deskripsi teknis ini tidak menjelaskan alasan dibalik 'larangan
i;? tersebut; yaitu : bahwa semua jenis peluru yang sesuai dengan
. deskripsi tersebut dapat menghasilkan akibat-akibat yang seban-
~ding dengan proyektil-proyektil yang dapat meny-ala dan meledak‘
_ sebagaimana telah dituangkan dalam Dek!aras.1 St. F_‘etersburg,
i_ yaitu, dalam tubuh manusia, senjata-senjata_ itu dapat
mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dari pada yang
diakibatkan oleh peluru biasa. Jadi, pe|arangan-pelaranganl ini
* merupakan contoh yang jelas tentang penerapan Iar‘angan senjata
" +yang mengakibatkan ‘penderitaan yang tidak perlu’.®

2. Peraturan Den Haag mengenai metode
berperang

Sebagaimana ketentuan tentang alat berperang, maka
"~ ketentuan tentang metoda berperang juga diatur dalam Hague
Regulations. Metode berperang menurut Hague Regulations

sal 23(b) Hag:]e lie'gﬂlalions berbunyi : *.. itis especially forbidden to kill or wound treacherously
dividuals belonging to the hostile nation or army”.
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bahwa tipu muslihat (ruses of war) serta pelaksanaan tindakan.
tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan informas
mengenai musuh dianggap diperbolehkan,2 merupakan hal yang
tidak dapat disangkal, Satu-satunya masalah adalah bagaimana
menentukan bahwa suaty tindakan dikategorikan sebagai suaty
tindakan curang atau tipu muslihat. Contoh tindakan yang
termasuk tindakan curang adalah sebagaimana tercermin dalam
Pasal 23(f)” dimana Penggunaan bendera perdamaian (flag of
truce) tidak pada tempatnya adalah dilarang  (sebagaimana
diketahui, bendera perdamaian berfungsi untuk melindungi
negosiator atau Perantara). Walaupun sulit untuk menentukan
secara konkrit suatu tindakan apakah ia tergolong dalam
Klasifikasi tindakan curang atau perbuatan tipu muslihat, maka &
kita dapat MeNgacu pada suatu pedoman umum yang diutarakan & B.oo.
oleh Kant, dan juga diulang kembali dalam Lieber Code, bahwa
“treacherous is all such conduct which undermines the basis of

%diiakUkan, maka Komandan yang bersangkutar? -| har:s
& :;mengumumkan terlebih dahulu kepada penguasa sipil yang
E gb'::ersangkutan”. Demikian pula terdapat /arangan per'ampaisan
suatu kota atau suatu tempat, sebagaimana tgrcernllln Hda aurz
Pasal 28%. Apabila ke dua pihak mengh.enda_lﬂ, ma T%?g?)
‘Regulations juga mengatur masalah "kapltuIaSI (pz;sga . ué
an masalah penggunaan mata-mata (lihat pasal 29). c_:iah
Regulations juga menentukan aturan-aturan tentangl masaSaI
‘pendudukan (occupation), sebagaimana tercantum dalam pa

E'RANA DAN METODE BERPERANG MENURUT
R0TOKOL TAMBAHAN |

trust which is indispensable for a return to peace”

Kedua, Hague Regulations juga melarang, bukan berdasarkan
pada sifat curang tidaknya suatu perbuatan, tetapi karena sifat
kejamnya  suaty perbuatan (cruelty), misalnya larangan
membunuh atau melukaj musuh yang telah berstatys hors de
ombat atau yang telah menyerah, sebagaimana tercantum
dalam Pasal 23(c), Demikian pula hal inj tercermin  dalam
ketentuan pasal 25 HR mengenai larangan pemboman terhadap
kota, pedesaan, daerah-daerah berpenduduk atau daerah yang

# Pasal 24 Hague Regulations berbunyi : “Ruses of war and the employment of measires necessary
for obtaining information about the enemy and the country are considered permissible”
" Pasal 23(f) Hague Regulations berbunyi : *__ j¢ Is especially forbidden to make improper use of 3

militia insigniz and uniform of the enemy, as well as
* Frits Kalshoven,
* Pasal 23(c) Hague Regulations berbunyi : ”._. it js especially

who, having laid down his arms, or having no longer m
discretion”,

forbidden to kill or wound an enemy
2ans of defence, has surrendered at
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Ketentuan mengenai sarana dan metode berperan% d.alzrnI
Protokol | terdapat dalam Bagian- Il Protokol ygng er;t;v ur
“Methods and Means of Warfare, Combatant and Prisoner o i alzt
Status” (pasal 35-47). Secara garis bes‘ar,. ketentuan merge?naelntara
dan cara berperang dalam Protokol ini disempurnakan agl, !eS\A
lain dengan adanya penambahan aturan dasar (basic g&;ha;
‘ketentuan mengenai senjata-senjata baru, adanya penam

i i lam Konferensi
isi tambahan penting yang d:cantumkan.da 1

lah' i reWISl g alr;?‘ krgtzwt?;ia;engenai pemboman terhadap kota yang tiqu cﬁp::}f}tjﬁré!;a;
uEEfdamalag; !?':/I:l) aHal ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 25 Hague ?egu ?tl?:mang e
: Akaeg‘?fend i t:rda 'at perbedaan pendapat di antara para peserta kon efn;ﬂmman L
e L e
3pa i i n undefen
Sl d!ber;ak;J kr?Snb?glggerT:r?gfakan bahwa hukum yang mengatur ;I)ehmbeor;l;'aarlnt;ggg
temas:qnal pada aeran di laut adalah sama. Pandangan ini udgk diterima olel ;; (gConvenrr'on

ks darat:.ap pdam:?ian ke-ll, sehingga dibentuk Konvensi IX tahun 190K b
pada K?nferens'bagmem by Naval Forces in Time of War). Walaupun Pasalkl dc;n\ra e X
B bali prinsip bahwa kota dan pelabuhan yang tidak dipertahankan dap. Lt
-menegaskan kemb: 'gombgrded) namun Pasal 2 konvensi yang sama me_né;a!tur ol
oty n?th kapal perang, térhadap obyek-obyek militer yang terdapat di asmdi iy
"gktbgin;:rrt‘aﬁ:nkanpﬂ.turan baru inilah yang akhirnya diterapkan pula dalam perang

1 cing a
b tin the case of an assault, shou e
’gqg'gn;?airgrﬁ:gtugx;zguiations berbunyi : “The pillage of a town or place, even whel
- "assault, is prohibited”.
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lambang-lambang internasional yang harus dihormati selama
Masa peperangan, dan perluasan kategori orang-orang yang
dapat terlibat dalam sengketa bersenjata (antara lain terdapat

ketentuan bary mengenai tentara bayaran, mata-mata, dan
sebagainya).

Perkembangan dalam Protokol mengenai larangan metoda |

berperang muncul karena terjadinya Perang Vietnam (1975)
Perang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat
parah tersebut, dimana kepedulian di bidang lingkungan mulai
tumbuh pesat setelah terbentuknya Deklarasi Stockholm (1972).
menyebabkan ditambahkannya satu aturan dasar (

sebagai sarana dan metoda berperang yang diny.

“Itis prohﬂqfted to employ methods or means of
warfare which are intended, or may be expected,
to cause widespread, long-term and severe damage
to the natural environment”. =

Ketentuan lain tentang  alat/sarana berperang yang

ditambahkan dalam Protokol adalah adanya kewajiban bagi Pihak
Peserta Agung untuk menentukan apakah penggunaan senjata-
senjata baru yang sedang dikembangkan akan bertentangan de-
ngan Protokol | atau dengan aturan hukum internasional lainnya
yang mengikat negara tersebyt (pasal 36 Protokol). Apabila
Negara yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut, maka

negara tersebut akan bertanggung jawab térhadap setiap
kerusakan yang terjadi -

Hal lain yang ditambahkan dalam Protokol adalah adanya

? Frits Kalshoven, op.cit,, him, 80-81; lihat ketentuan pasal 35 ayat(3) Protokol. Untuk mengetahui
penjelasan mengenai aturan dasar ini, lihat pen;

elasan pada sub-bab "Perlindungan Lingkungan
Alam dalam Sengketa Bersenjata”.

*Yves Sandoz, C hristophe Swinarski & Bruno Zimmermann (eds.),, Commentary to the Additional
Protocols, ICRC, Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, him. 423 :
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basic rule) lagi &
tentang sarana dan metoda berperang di dalam hukum |
humaniter, yaity tentang larangan Penggunaan lingkungan |

atakan dengan : _" :

perluasan penerapan konsep ‘khianat’ (peﬁdy). Sebenarnya[
3 dalam konvensi Den Haag, konsep ini teia_h diperkenalkan (pasa
23b HR). Perbedaannya, dalam konvensi Den .Haag, larangan
melakukan perfidy hanya diterapkan dalam kaltannya. denga:
pembunuhan, melukai atau menangkap musuh Sa.]a, nsmu
dalam Protokol larangan tersebut diperluas .dengan tidak anya
diterapkan di dalam suatu operasi-operasi per‘[empuranh SZJaa,
namun antara lain, juga diterapkan pada penghormatan terha b{:j
bendera gencatan senjata (sub-ayat1a), tanda kebangsaan (su

i i i -ayat 1d).
internasional lainnya (sub-ayat _
Sedangkan tentang tipu muslihat (ruses of war), sebagaimana
dinyatakan terdahulu dalam Konvensi Dgn Haag, tetaP
diperbolehkan. Hanya saja, sebagaimana telah dikemukakan, sulit
untuk menentukan bagaimana mengetahui bahwa. suatu
tindakan dari pihak yang bersengketa adalah merupakan tindakan
tipu muslihat. ' | -
i Oleh karena itu, dalam Protokol, tmdakan-tlndak.an demikian
lebih diuraikan lagi dengan ukuran-ukuran yang jelas besgrta
contoh-contohnya, walaupun contoh tersebut tidaklah bersifat
komprehensif. *'

hat pasal 37 ayat 2; lihat juga ibid. him. 441.
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ayat 1b), penduduk sipil (sub-ayat 1c) dan lambang-lambang |
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PRINSIP
PEMBEDAAN

00000 OCOPOOOOOOOROOOOOOOOOROROOPOOD

" {.Pengertian

Prinsip atau asas Pembedaan (‘Distinction Principle’)
merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter, yaitu
suatu prinsip atau asas yanggmembedakarr-ataus=imembagr
.endgdulg dari suatu negara yang: sgdang ‘berperang;atausedang
Tetibatd ‘nﬂiﬁnﬁéﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬁﬂﬂaﬁﬁﬁa@ﬁ@ﬁﬁaQw?akmf
zKom il:(Givilian). Kombatan

qQ;l"’t’i,%oToﬁ&i’h%é (fdl ;’ﬁamemra'fagljﬁurutﬁseﬁaedalarg
eusuharggﬁvsfﬂﬁéﬁﬁ"edangkan penduduk 5|p|I adalah

é‘
f=n
,"-l-&
%x"
p—.
SR
%
%
Q)
=,
W
B
*i%
Q_
s§oy
S &
g

mereka;yarig “boleh #ttirut ssérta® délaiﬁ'ﬁe .t-{,g.;;gh[lg,ga

' Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984, him. 63. Sedangkan Jean Pictet
menggunakan istilah Non-Combatant untuk Civilian; lihat Jean Pictet, Development and Principles
of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, him.
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;t?oieh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka

E?:;;;Oleh turut serta dalam permusuhan se‘hingga tidak b):jzg

g uetlIkan Sasaran atau objek kekerasan.? Ini san at '
ttfrterk;:‘nkan ll<arena perang, sejak ia mulai dikenal, sefunggi;tr:;g
erlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara
; Sy.ea:tg I:ézrlr;usuhan. Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut
by s m permusu'han itu, harus dilindungi dari tindakan-
pgperanggn Itu. Keadaan ini sudah diakui sejak zaman
kuno. Setiap kodifikasi hukum moderen kembali menegaskan

perlunya perlindungan terhada g
P penduduk : ;
atau kekerasan perang ? p Uk sipil dari kekejaman

4 l!J\/rlrc]enuru‘t Jgan Pictet, * prinsip pembedaan inj berasal dari asas
yang dinamakan asas pembatasanyatione personae yang

m . T .
enyatakan, ‘the civilian population and individual civilians shall

enjoy general protection against danger arising from military

operation’. Asas umum ini memerlukan penjabaran lebih jauh ke

dalam sej i
‘ m sejumlah asas pelaksanaan (principles of application), yakni:
i_g?{ghal;—;ntihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara
-~ Kombatan dan penduduk sipil guna menye
@ 1duk sipil ela ipil da
- e yelamatkan penduduis;;;p.ll._dan
++:b) Penduduk sipil, demikian pula oran

P ; F g sipil secara perorangan, ndak boleh
diadikan objek serangan (alaupun) dalam hal reyisas (pemt;élasan)

4.9 Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk
menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang. ‘

.+d) Pihak-pihak yang bersengke;a harus mengambil segala iéngkah

: ::ncegaﬁ_an ytang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil
4 Lau, se.trdak-tl.daknya, untuk menekan kerugian atay kerusaka_ﬁ;yér;r tak
d:sgngaja menjadi sekecil mungkin, e |

?Ibid. Lihat juga Piet i, Dicti 7
L Juga Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict,

kg ICRC, 1992, him.
.C. orani (ed.), Humanitarr: ishi :
e manitarian Law;, Oxford & IBH Publishing, New Delhi-Bombay-Calcutta

“ Jean Pictet, loc, cit.
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nya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan
han musuh.’

Uraian di atas menunjukkan bahwa, sebagaimana tersirat dari
pernyataan Jean Pictet itu, meskipun prinsip pembedaan ini lebih
ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada
waktu perang atau konflik bersenjata, secara tidak langsung
prinsip ini juga melindungi para kombatan atau anggota angkatan
bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat perang atau konflik
bersenjata. Karena, dengan adanya prinsip pembedaan itu, akan
dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan
dan karena itu boleh dijadikan objek kekerasan (dibunuh) dan
siapa yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan dan
karenanya tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan.® Jadi, secara
normatif, prinsip ini dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya
pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk
sipil.  Ini berarti memperkecil kemungkinan terjadinya
pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya ketentuan
mengenai kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan

secara sengaja.

2. Perkembangan Pengaturan Prinsip Pembedaan
a) Konvensi Den Haag 1907

Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa Konvensi Den Haag
1907 adalah hasil dari Konferensi Perdamaian Kedua (The Second
Hague Peace Conference) yang diselenggarakan di Den Haag,
yang tujuannya adalah melakukan revisi terhadap hasil Konferensi
Perdamaian Pertama yang dilakukan di tempat yang sama pada

* Ibid., him. 72-73.
¢ Bandingkan dengan Haryomataram, opcit., him. 65.
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tahun 1899 (vaitu
beserta Annex-nya).
sendiri boleh dikatak
Brussels tahun 1874,

9agal menghasilkan persetujuan yang bersifat mengikat.’

Dalam kaitannya dengan Prinsip Pembedaan, walaupun istilah
pat ditemukan dalam Konvensi-
pi secara implisit ketentuan
onvensi Den Haag IV (Konvensi
Perang di Darat), khususnya
ang diberi judul Regulations
of War atay yang lebih dikenal

itu tidak secara eksplisit da
konvensi Den Haag 1907, teta
mengenai hal itu terdapat dalam K
mengenai Hukum dan Kebiasaan
dalam lampiran atay Annex-nya y;
Respecting Laws and Customs
dengan sebutan Hague Regulations (va
Bagi kalangan angkatan bersenjata,

dalam HR ini dianggap sangat pentin
the Soldlier’s Vadamecum ®

ng sering disingkat HR).
9. sehingga sering dijuluki

Bagian pertama, Bab | HR,

yang membahas mengenai the
Qualifications of Belligerents, dal

am Pasal 1-nya dinyatakan:

The laws, rights and duties of war apply not only to army, but
also to militia and volunteer corps tulfiliing the following
conditions: )

1. to be commanded by a person responsible to his subording tes;
2. to have a fix distinctive emblem recognizable at 3 distance;
3. to carry arms openly; and

4. to conduct their Operations in accordance wi
customs of war,

In the countries where militia and volunteer corps constitute

the army, or form part of it they are included i;ndef' the
denomination army’°

” Uraian selengkapnya mengenai terbentuknya Konvensi Den Haag 1907, lihat Haryomataram, ibig,

him. 66-67.

¢ bid.

* Dikutip dari International Law concerning the Conduct of Hostilities, Revised and Updated Edition,
ICRC, 1994, him. 17.

th the laws and
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yang menghasilkan Konvensi Den Haag 1899
Sementara, Konvensi Den Haag 1899 ity
an merupakan kelanjutan dari pertemuan
yang dihadiri oleh 15 Negara Eropa tetapi

ketentuan yang terdapat

Kalau ketentuan di atas diperhatikan, yang diatur“di da!arr:;\:;
dalah penegasan bahwa hukum, hak, dan.kewaj'lbanb[;ﬁ-i "
ta)ukan hanya berlaku bagi tentara (army), melalnka;‘jussrsyagratan
isi epanjang memenuni .
lisi dan korp sukarelawan, s deilt i
i i kan dalam ayat(1) sampa .
sebagaimana disebut s ok e
i dalam paragrap selan] i
Pasal 1 HR di atas. Bahkan, . i ek
i -negara di man
itu, juga ditegaskan bahwa di negara-n o
::U'r]ugukarelgwan merupakan tentara atau rﬁerupakankzzgmke
d(a)rftentara, maka milisi dan korp suka.relawan itu dlma:\:’sausa| "
dalam sebutan tentara sebagaimana dimaksud dalam. o
Dengan kata lain, bagi milisi dan korp sukarelawanhlnk,um hak,
hak, dan kewajibannya tidak ada bedanya dengan hukum,
dan kewajiban tentara.

Selanjutnya, Pasal 2 HR menyatakan :

The inhabitants of a territory which has not been occu-frte:qr;vg:, ;Z
the approach of the enemy, spontaneolusly take up ?rm it
invading troops without having had time to orgf'mfze e
e ;:nce with Article 1, shall be regarded as belligerents ’f, l:o ey carry
Z;rc:sr openly and if they respect the laws and customs of war’.

Golongan penduduk yang disebutkan dalam Pas_al 2 HkIT< ;rrlllli:
ang dinamakan levee en masse. Mereka dapat dtmasu on ke
ydélam kategori belligerents, sepanjang memenuhi persy
[ sse’, yaitu:
sebagai ‘levee en masse’, yai | -‘
' 1?penduduk dari wilayah yang belum c.itdudukl, Ak
2.secara spontan mengangkat senjata atau m
erlawanan; 3 _—
3 '?idak memiliki waktu untuk mengatur diri sebagaiman
ditentukan dalam Pasal 1; . |
4. menghormati hukum dan kebiasaan perang;
5. membawa senjata secara terbuka.

" Ibid.
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korps sukarela (volunteers corps)
golongan kombatan,

Dalam hubungan ini Frits

bahwa '
! pada tahun-tahun ketika ketentyan di atas dirumuskan

(demikian pula
0 merupakan cerminan dari praktik yang
. khususnya pada Masa perang Perancis-

militia dan volunteer corps)
terjadi pada Abad ke-
Jerman tahun 1870 =

De i
d;kataﬁagal memperhatikan urajan di atas maka dapat|
ety N bahwa yang digolongkan sebagai ‘pihak- i
urut serta secara aktif dalam pertempuran’ ata

1. Armies (Tentara);

2. Militia and Volunte -
er Corps (Milisi dan Korj
. S
dengan memenuhi Persyaratan tertenty- e
3. Levee en masse, ™ '

"' Dalam perkemba i
ya ngan berikutnya Pada Konvens; Jenewa 1949 ke

ng dikenal AL -
9 | dengan nama gerakan perlawanan yang tero i henal it i

] ,r:n_ob'ement). rganisi (organized
rocnen | ized resistance
o gl Svejn, Consr.ramt_s on the Waging of War. icRc it ;

elengkapnya, lihat ibid,, him, 28-29. T e, L tin2e.

IJ' at F aryOJ ataran op.cii m entan atar heakan k I/ b,
L b . Ci I., hl . 68. ] g masy nya evee en masse sg| aga
ko bata 1, linat ts Ka!shoven, Op.cff hl 28"29
& n. E I
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. gai milisi atay
yang juga termasuk ke dalam

Kalshoven memberikan Catatan

Ada satu catatan yang perlu dikemukakan sehubungan de-
ngan HR, yakni ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 yang
menyatakan, ‘The armed forces of the belligerent parties may
consist of combatants and non-combatants. In the case of
capture, both have a right to be treated as prisoners of war’

Istilah non-combatants dalam ketentuan ini bukanlah dalam
arti civilians, melainkan bagian dari angkatan bersenjata yang
tidak turut bertempur (seperti dokter militer dan rohaniwan).
Meskipun mereka tidak turut bertempur, kalau mereka tertangkap
oleh musuh, mereka juga berhak memperoleh status sebagai

tawanan perang.”

b) Konvensi Jenewa 1949

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi
Den Haag 1907, khususnya HR, ketentuan dalam Konvensi-
konvensi Jenewa 1949, mulai dari Konvensi | sampai dengan IV,
tidak menyebut istilah combatant, melainkan hanya menentukan
'vang berhak mendapatkan perlindungan’ (Pasal 13 Konvensi |
dan 1) dan ‘yang berhak mendapatkan perlakukan sebagai
tawanan perang’ bila jatuh ke tangan musuh (Pasal 4 Konvensi
). Mereka yang harus disebutkan dalam pasal-pasal itu harus

dibedakan dengan penduduk sipil.”

Pasal 13 Konvensi | dan Il menyatakan:
“The present Convention shall apply to the wounded; sick and
shipwrecked at sea belonging to the following categories:

s Frits Kalshoven, op. cit., him. 28.
' Penyebutan nama-nama Konvensi dengan angka Romawi semata-mata untuk memudahkan atau

efisiensi penulisan belaka, bukan nama resmi Konvensi yang dimaksud. Adapun nama resmi dari
keempat Konvensi tersebut adalah : () ‘Geneva Convention for the Amelicration of the Condition
of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field’; (I) ‘Geneve Convention for the
Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces
at Sea” (Il) ‘Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoner of War’; (IV) ‘Geneva
Convention relative_to the Protection of Civilian Persons in Time of War'.

" Haryomataram, op. cit., him. 72.

Bab 5 Prinsip Pembedaan 79



(1) Members of th
€ armed forces of p3
to th i
members of militias or volunt Y 1o the confiict as wel as

eer co, i
armed forces; 0s forming part of such

movements, fulfill the fo!/owrhg

@ that of bejn
g Commanded .
subordinates; b a person responsible for hjs

(b) that of havi T
O that of aVZ’Q a fixed distinctive SIgn recognizable at a distan
conaucting their operations i <&
ions i ;
and customs of war " accordanFe with the laws

conditions:

provided that they have received )
forces which they accompany,
(5) Member ' i
i of crews, including masters, pilots and 3 [
€ merchant marine ang Ak iy

armed units, provideq that th
laws and customs of war’

D Ui AU‘g anun, T 28'29-
k tp da CRC, “?e GE! eva (O”Veﬂllﬂ”s 01 ust 12 1949, tar pa t
d un, o
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Jika diperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 13
Konvensi | dan Il di atas, golongan penduduk yang disebutkan di
atas adalah golongan penduduk yang berhak mendapatkan
status sebagai korban perang bila jatuh ke tangan musuh. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal IV (A) Konvensi IV. Namun, di samping
mereka, orang-orang yang juga berhak mendapatkan perlakukan
sebagai tawanan perang adalah orang-orang yang disebutkan
dalam Pasal IV (B) yang rumusan selengkapnya berbunyi :

“The following shall likewise be treated as prisoners of war

under the present Convention :

(1) Persons belonging, or having belonged, to the armed
forces of the occupied country, if the occupying Power con-
siders it necessary by reason of such allegiance to intern
them, even tough it originally liberated them while hostili-
ties were going on outside the territory it occupies, in
particular where such persons have made an unsuccessful
attempt to rejoin the armed forces to which they belong
and which are engaged in combat, or where they fail to
comply with a summon made to them with a view to
internment.

(2) The persons belonging to one of the categories enumerat-
ed in the present Article, who have been received neutral
or non-belligerent Powers on their territory and whom
these Powers are required to intern under international law,

without prejudice to any more favourable treatment which

these Powers may chose to give and with the exception of
Article 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58-67, 92, 126 and,

where diplomatic relations exist between the Parties to the
conflict and the neutral or non-belligerent Power
concerned, those Articles concerning the Protecting Powver.
Where such diplomatic relations exist, the Parties to the
conflict on whom these persons depend shall be allowed to
perform towards them the functions of a Protecting Power
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s ok 54

;3; p;o wdejd in the present Conven tion, without prejudice to
: e gnctpns thch these Parties normally exercise in con-
ormity with diplomatic and consular usage and treaties’

Konvgsirr:p;fan yang dapat diambil dari ketentuan Pasa 13
i an Il, serta Pasal |v Konvensi |V dj

: di atas adalah

LT:JE;’s(klpun dalam pasal-pasal tersebyt tidak dengan tegas dise:

i d:,r; adinya penggolongan Combatants dan Civilians, ketenty

M Konvensi-konvensi Jenewa di atas ! —

! onven Jelas pada dasarnya

d;.maksudkan atau ditujukan untuk diberlakukan bagi Kombata.)r:

;1;353: di luar wilayfaf? mereka walaupun wilayah tersebut telah
i. “Mereka ni dapat dimasukkan ke dalam katagori
Kombatan, jika: 4
(1) mereka memiliki impi
Pemimpin yang b -
S yang bertanggung-jawab atas
(2) mereka mengenakan
] tanda-tanda tertenty
dikenali dari jarak tertentu; bl
(3) mereka membawa senjata secara terbuka-

(4) mereka dalam beroperasi :
perasinya m _
saan perang.® ya mematuhi hukum dan kebia-

¢) Protoko/ Tambahan Tahun 1977

: Sa’t;ul hial yang membedakan ketentyan yang mengatur ten-
kart}g \ rms;i) Pembedaan dalam Protokol Tambahan | déngan
etentuan-ketentuan yang telah diseb .

utkan terdahulu adala
bahwa baru dalam Protokol inilah istilah Combatant dfnyatakarr:

*bid., him. 77-78.
- 4
Bandingkan dengan Haryomataram, op.cit., him. 70

* Nama resminya Protocof Additi
;  Aaditional to the Gepey, I
to the Protection of Victims of Interna tional Armei’ Cc%m?gm Ml P g
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secara eksplisit (Pasal 43 angka 2). Hal ini tidaklah mengherankan
karena Protokol ini merupakan penyempurnaan baik terhadap
Konvensi Den Haag 1907, khususnya Konvensi IV, maupun ter-
hadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949.%

Prinsip Pembedaan dalam Protokol ini diatur pada Bab Il yang
berjudul Combatant and Prisoner-of-War Status. Pasal 43 me-
nyatakan :

Ketentuan Pasal 43 di atas secara tegas menentukan bahwa
mereka yang dapat digolongkan sebagai Kombatan adalah mere-
ka yang termasuk ke dalam pengertian armed forces (angkatan

',__}ﬂ_ue armed forces of a Party to a conflict consist of organized armed
ﬂqforces groups and units which are under a command responsible to that
. Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented

: ‘bya government qjggn__autho_rfty not recognfz 1 by an adverse Party. Such
T rmed forces Shéf.f be subject toan in ternal disciplinary system which, inter
2 alia, shall enforce compliance with the rule of international law applicable

. in armed confiict. r 6 2
: VVM"embers of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical

personel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are

combatants, that is to say, they have *~ right to participate directly in

_hostilities. - Ly "

s Whenever a Party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law

e ',enforcement agengy into its armed forces it shall so notify to the other

. Parties to the conflict’?

bersenjata) suatu negara, dan mereka yang termasuk ke dalam
pengertian angkatan bersenjata itu adalah ‘mereka yang memiliki
hak untuk berperan-serta secara langsung dalam permusuhan’.
Mereka itu terdiri atas: angkatan bersenjata yang terorganisasi
(organized armed forces), kelompok-kelompok atau unit-unit

# Haryomataram, op. cit., him. 72.
# Dikutip dari Schindler, Dietrich and Jirj Toman (ed.), The Laws of Armed Conflilct, A Collection of

Conventions, Resolutions and Other Documents, Henry Dunant Institute, Geneva, 1981, him. 577.
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b;i‘:'a gf:k P;hakb Yang menjadi lawannyg, ¢

LN dtan bersenjata ity h y
plin interna) yang berisikan arus tunduk

yang berlaku dalam konflik b

engan ketentuan

ersenjata,

Jata. Karenanya, Protokol
menegaskan bahwa dal
perfindungan terhadap
pihak-pihak yang bers

memandang perly untuk, sekali

am rangka menjamin
penghorma
penduduk sipil dan objek "

lagi,
. dan
-objek sipil, maka

obyek sipil dan militer,

h
anya terhadap sasaran-sasaran milter

* Ibid, him. 580,
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pihak lawan (‘falls into the power of and adverse Party™) harus
diperlakukan atau akan memperoleh status sebagai tawanan
perang. Selengkapnya, Pasal 44 itu berbunyi:

1. ‘Any combatant, as defined in Article 43, who falls into the power
of an adverse Party shall be a prisoner of war.

2. While all Combatants are obliged to comply with the rules of
international law applicable in armed confiict, violations of these
rules shall not deprive a combatant of his right to be a combatant
or, if he falls into the power of an adverse Party, of his right to be
a prisoner of war, except as provided in paragraph 3 and 4.

3. In order to promote the protection of the civilian population from
the effect of hostilities, combatants are obliged to distinguish them-
selves from the civilian population while they are engaged in an
attack or in a military operation preparatory to an attack.
Recognféing, however, that there are situations in armed conflicts
where, owing to the nature of hostilities, an armed combatant can-
not so distinguish himself, he shall retain his status as a combatant,
provided that, in such situations, he carries his arms openly:

(@) during each military engagement, and

(b) during such time as he is visible to the adversary while he is
engaged in a military deployment preceding the launching of
an attack in which he is to participate.

Acts which comply with the requirements of this paragraph shall

not be considered as perfidious within the meaning of Article 37,

paragraph 1-(c). '

4. A combatant who falls into the power of an adverse Party while
failing to meet the requirements set forth in the second sentence
of paragraph 3 shall forfeit his right to be a prisoner of war, but he
shall, nevertheless, be given protections equivalent in all respects
to those accorded to prisoner of war by the Third Convention and

Bab 5 Prinsip Pembedaan

# Pengertian ‘falls into the power of an adverse Party” ini perlu diberikan penjelasan bahwa yang
dimaksud oleh istilah itu adalah bukan dalam arti kekuasaan orang-perorangan atau kesatuan
militer yang menangkap, melainkan yang dimaksud adalah ‘the enemy Power’; lihat Pietro Verri,
. him. 87.
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by this P ' on
: /;vo rotzco:’. This protection incluctes Protections equivalent to
S€ accorded to prisoners of
war by the Third Co, on i
o ! nvention in tha
where such a Person is tried and punished for
he has committed. g
5 An '
o ;/ combatant who falls into the power of an adverse Farty whil
en . . e " e
il 9aged in an attack or in 4 military operation preparatory to
. ack shall not forfeit his rights to be 3 combatant and
. g;:.soner of war by virtue of his prior activities :
- 1NIs Article fs wi udi ;
i Article is without prejudice to the right of any person to b
risoner of war pursuant to Art; i
rticle 4 of the Third '
5 . ird Convention,
i rticle is not intended to change the generally accepted
’ A
Combce of States with respect to the wearing of uniform b
4 :
tants assigned to the regular, uniformed armed uni :
Farty to the conflict e
8. In additi [
o Fmon to the categories of PErsons mentioned in Article 13 of
st and Second Conventions, af/ members of the armed
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MATA-MATA,
- TENTARA BAYARAN

& KOMBATAN
YANG TIDAK SAH

. ﬂl..o.l........Q.......I.....l....
S

A MATA-MATA (Spy)
i

Kegiatan mata-mata dapat dilakukan dalam masa damai atau
dalam masa perang baik oleh penduduk sipil maupun oleh
anggota angkatan perang suatu negara untuk mendapatkan
informasi penting, yang biasanya tidak mudah didapatkan melalui
Jjalur-jalur komunikasi resmi (seperti radio, televisi, dll). Informasi-
informasi tersebut dapat diperoleh melalui alat-alat komunikasi
~yang canggih seperti satelit mata-mata, yang umumnya dipergu-
" hakan untuk mendapatkan informasi mengenai foto udara (aerial
photography), eksplorasi permukaan bumi (surface exploration),
dan sebagainya. Namun, di samping itu adapula informasi yang
diperoleh dengan tidak menggunakan alat berteknologi tinggi,
melainkan dengan menggunakan agen-agen rahasia (secret
agent). Disinilah kegiatan seorang mata-mata dimulai. Kegiatan-
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kegiatan tersebut tidak dilarang berdasarkan hukum kebiasaan
internasional.’ Namun, dalam bahasan pada bab inj, yang dimak-
sud dengan kegiatan Mata-mata adalah kegiatan yang dilakukan
pada waktu terjadi sengketa bersenjata,

Pada hakekatnya, dalam setiap peperangan, pihak-pihak yang
berperang akan melakukan segala macam Gara untuk meme-
nangkan Peperangan. Caranya dapat bermacam—macam,‘ misal-
nya melakukan tindakan yang bersifat licik, tipu daya, dan berba-
gai cara lain untuk mengorek rahasia pihak lawan. Cara-cara yang
diperbolehkan ini diatyr berdasarkan Pasal 24 Konvensi Den Haag
ke-IV2 Menurut Pasa| 24 Konvensi Den Haag tersebut, cara-cara
yang sudah lazim dikenal adalah cara mendapatkan informasi
dengan melaluj sumber-sumber yang bersifat terbuka.:

Kegiatan mata-mata dalam  arti yang sebenarnya secara
tradisional harus dibedakan dengan apa yang dahulunya disebuyt
dengan “war treason” (pengkhianatan). Yang dimaksud dengan
pengkhianatan ini adalah apabila penduduk sipil di wilayah yang
diduduki memberikan keterangan kepada pasukan yang men-
duduki wilayah tersebut.* Pengkhianatan ini dianggap melanggar
hukum dari pihak yang menduduki wilayah tersebut, karena seba-
gai penduduk sipil seharusnya ia melakukan hak dan kewajiban-
Nya untuk tidak terlibat dalam pertikaian, dan melakukan aktivitas
sebagaimana biasanya. la dapat dikatakan melanggar hukum apa-

- bila pihak yang menduduki wilayah ity sudah mengundangkan
peraturan-peraturan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 42 s/d

" Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann (eds.), Commentary Io--(he Additional

Frotacofs, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987._ him. 562, Menurut data, 80 persen-

* Yves Sandogz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann (eds.), op.cit.., him. 562, bahwa “war
treason also includes aff aspects of sabotage and collaboration with the enemy when they are

abusing the function of a Quide for the putpose of misleading OCCupying troops..."
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n H 7) dan Pasal
56 yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV (1907) da
y

s AL

47 s/d 78 Konvensi Jenewa IV (1949).°

stilah

p

tersebut antara lain :*

a. Espionage

’Bp‘idriagé, or spying, has reference to'ihe crime ;:’;iftdfzz:i
transmitting or losing’ information respectmg thfe nabe e
with intent or reason to believe that informa f;on :; :.; -
injury of;.._,,-;cj_.--to the advantgge of any foreign nation’.

i -mata
Dari keterangan di atas diketahui .bahwa kegiatan r:rar:nl:a)urlr;an‘
buatan pidana yang bertujuan untuk meng o
adab'h perk ataupun menghilangkan keterangan yang be &
ilets | anrtahanan nasional dengan maksud keterangantUk
3” din%eilge?;unakan untuk merugikan negara atau un
apa

keuntungan bangsa lain.

b. Spies

* A person sent into an enemy’s camp to inspect therrh their

riain their strength and  their intentions, watch e o
K as o tsand Secr'é-t'fy-cdmmumcate mreﬂlgen_ce to the pr P
~ movements, 44 s G v
: mf‘;‘”-_’ By the laws of war among all diviized nations, a AR
' officer. o e
punished with death’.

s = ,'\.. A o l:. kam
Artinya, seseorang yang karena pekerjaannya dikirim ke kamp

- g Ul ' 4
bid at uga Modlta( Kmumaatmad‘a KGnVenSFKOnVeJ 15! Pa.’ang MEJah Tahun 19‘49 B h’:lC!pta
s b I

Bandung, 1986. ,
s Lihat Black’s Law Dictionary. :

Tidak Sah
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it
|
|

musuh untuk memasti-kan kekuatan
gerakan musuh, untuk kemudian m
secara rahasia ke pejabat

hukum internasional,
mati.

. kehendak, dan gerakan-
enyampaikan informasi it

u
i’ yang berwenang, maka berdasarkan
ang tersebut dapat dijatuhi hukuman

¢. Clandestine

Secret, hidd 3
€n, concealed; usually for some illegal or iflicit purpose’,

Maksudnya adalah keqi
egiatan yang dilak )
t - g dilakukan se
ersembunyi demi mencapai tujuan yang tidak saffara ]

d. Intelligence

“News; informati i i
rmation, especially with reference to important events”’

-Kegiatan inteliien diartikan seb
patkan berita atau informasi
keterangan-keterangan rahasia.

agai kegiatan untuk menda-
mengenai hal-hal penting atay

2. Definisj

Menurut Pietro Verri,

adalah : ¢ yang. dimaksud dengan mata-mata

‘A person s consid
lered a spy when acting clandestinely or on false pretences,

ne Obta.'l 5 ry 1 b
or e”d VO to Oblaﬂ] miiita, nior tio nemy-contro e !e}
eavours ,ft Il mation n ene y -Conti ﬂ d

nitory. A spy cought in the act must not be pu

; ished with s T

who, after rejoinnii nished without previous trial. A

e . Joinning the army to which he belongs is subsequent Ay
enemy is treated as prisoner of war and in equenty captured by

‘ curs L :
sl 0 responsibility for his previ-

ti g or att m, fo ather iniorma-
A”Jel”be.‘ of ”ea;‘i”e{jioﬂes who ahJE'iS alte pB‘

7
;\r.iiégicgj?ttg,nogofrd J‘qdvanced Learner’s Dic
. K ‘ ‘
* Pietro Verri, op.cit, ‘t')rhlrglm]vggsny il

tionary of Current Engl i i
S Al 19%%?5!7, Revised Third Edition, Low-

2 j
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tion in enemy-controlled terrritory may not be considered as enganging in
espionage if while so acting he is in the uniform of his armed forces; he will be

entitled to prisoners of war status”.®

Sebagai perbandingan, perlu pula diperhatikan pengertian
tentang mata-mata yang diatur beberapa pasal dalam Konvensi

Den Haag IV.""

Sedangkan Protokol | memberikan definisi mengenai mata-
mata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46, yang berbunyi :"

1. ‘Notwithstanding any other provision of the Conventions or of this
Protocol, any member of the armed forces of a Party to the conflict who
falls into the power of an adverse Party while enganging in espionage,
shall not have the right to the status of prisoner of war and may be treated

as a spy.

2. A member of the armed forces of a Party to the conflict who, on behalf

s Dari penjelasan tersebut, setidak-tidaknya ada beberapa hal yang berkaitan dengan mata-mata: 1)
_seseorang baru dianggap mata-mata apabila melakukan perbuatan secara diam-diam atau berpu-
ra-pura bohong, untuk mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan informasi militer di
wilayah yang dikuasai oleh musuh. 2) Seorang mata-mata yang tertangkap dan sedang melakukan
kegiatan mata-mata tidak dapat dihukum tanpa proses peradilan terlebih dahulu. 3) Seorang mata-
mata, setelah menjadi serdadu darimana dia berasal, jika tertangkap oleh musuh akan diperlakukan
sebagai tawana perang dan dia tidak bertanggungjawab atas perbuatan mata-mata yang
dilakukan sebelumnya. 4) Seorang anggota angkatan bersenjata yang mengenakan pakaian ser-
“agam dan sedang mengumpulkan atau mencoba untuk mengumpulkan informasi di wilayah yang

dikuasai oleh musub, tidak dianggap sebagai melakukan kegiatan mata-mata. Terhadap orang
“tersebut mendapat haknya dengan status se-bagai tawanan perang, apabila tertangkap oleh pihak

. musuh.

" Terdapat tiga pasal yang mengatur tentang mata-mata dalam Konvensi Den Haag IV, yaitu :

Art. 29 -‘A person can only be considered a spy when, acting clandestinely or on false pretences,

he obtains or endeavors to obtain information in the zone of operations of a belligerent, with the

intention of communicating it to the hostile party. :

Thus, soldiers not wearing a disguise who have penetrated into the zone of operations of the hos-

“tile army, for the purpose of obtaining information, are not considered spies. Similarfy, the follow-
ing are not considered spies: soldiers and civilians, carrying out their mission openly, entrusted with
the delivery of dispatches intended either for their own army o for the enemy’s army. To this class

belang likewise persons sent in balloons for the purpose of carying dispatches and, generally, of
maintaining communications between the different parts of an army or a territory’. :
“Art. 30 - A spy taken in the act shall not be punished without previous trial. -

Art. 31- A spy who, after rejoining the army to which he belongs, is subsequently captured by the
enemy, is treated as a prisoner of war, and incurs no responsibility for his previous acts of
espionage.

" Lihat Pasal 46 Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949.
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musuh, maka apabila ia tidak melakukan kegiatan mata-mata dan
tiba-tiba tertangkap musuh, ia tetap berhak akan status sebagai
tawanan perang. Andaikata ia berdiam di luar wilayah yang
diduduki musuh dan melakukan kegiatan mata-mata di daerah
tersebut, maka ia tetap berhak akan status sebagai tawanan
perang jika tidak tertangkap oleh pihak musuh dan kembali ke

kesatuannya.

"Yang perlu digarisbaWahi ‘disini, apabila seorang anggota angkatan
persenjata yang sedang melakukan kegiatan mata-mata tertangkap pihak
musuh dan ﬁdék,d_a’béi"d_@fjeri_ékgkan-'sé.bagai tawanan perang karena tidak
mengenakan seragam, ‘maka walaupun ia tidak akan mendapatkan hak-
haknya sebagai tawanan perang, ia tetap berhak mendapatkan hak-haknya
ntuk dibérlélgﬁkén"s_éi‘:ﬁra'_ﬁ_ij;jhxjéia\}ﬁ, seperti yang diatur dalam Pasal 75
?l btokol I, Pasal 75 ini mengatur tentang jaminan-jaminan dasar
£ (fundamental QtééréntééS)"i")fang‘Ha'rus diberikan pada orang yang tertawan
i pihak niﬁiuh'f"'Jé&i,*ié"'teiafpAb_e'rha'k’ untuk diadili _sééuai dengan proses

 B. TENTARA BAYARAN (Mercenaries)

Pemnanfaatan tentara bayaran untuk keperluan perang sudah
lama dikenal oleh masyarakat dunia, bahkan sudah sejak jaman
purba.” Misalnya pada awal kekaisaran Romawi dikenal istilah
Balearic Slingers dan Aegean Bowmen. Di Jerman (pada abad
pertengahan), mereka disebut Landsknechts, sementara itu pada
masa revolusi di Amerika tentara bayaran di sebut dengan istilah
Hessian,™ dan di Itali disebut Condottieri.” Dari latar belakang

2 |jhat Pasal 75 Protokol I.

u [jhat E. David, 0. Tandon, HLM. Joenniemi dalam Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno
Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Pratocols, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers,
Geneva, 1987, him. 577, footnote 28 (selanjutnya disebut Commentary). =

1 Hessians adalah istilh yang dipergunakan untuk orang Jerman yang menjadi tentara bayaran
bertempur untuk negara Inggris pada masa revolusi Amerika. Akibat kekurangan pasukan bertem-

ta Hesse Kassel, isteri pertama Raja George |l

pur untuk Ameriks; pada abad 18, Inggris menmin

untuk menyediakan 17.000 serdadu yang terfatih. Kemudian negara tetangga Jerman juga menye-

diakan serdadu lebih dari 12.000 orang. Tentara bayaran yang disediakan Jerman ini berjumlah
95
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pemerintah yang dikuasai oleh masyarakat Kongo (Congolese)
merekrut tentara bayaran dalam rangka menghadapi pihak
pemberontak. Pada tahun 1967, ketika tentara bayaran tersebut
diinstruksikan untuk tidak lagi melakukan penyerangan, mereka
menolak dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah.
Akhirnya, Dewan Keamanan dan Organisasi Negara-negara Afrika
(Organization of African Unity / OAU), melalui resolusinya me-
minta kepada negara-negara untuk mencegah penerimaan
tentara bayaran di wilayah mereka. Misalnya Resolusi Dewan
Keamanan No. 405 (16 April 1977) yang mengutuk perekrutan
tentara bayaran; kemudian Resolusi Majelis Umum PBB No. 33724
(8 Desember 1978) menyatakan bahwa praktek penggunaan
tentara bayaran dalam menentang gerakan pembebasan nasional
dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, dan tentara bayaran
yang bersangkutan akan dianggap sebagai penjahat biasa, bukan
sebagai kombatan. Bahkan dalam tahun yang sama Dewan
Menteri negara-negara OAU mengesahkan suatu perjanjian yang
disebut ‘Convention for the Elimination of Mercenaries in Africa’,

yang diberlakukan pada tanggal 22 April 1985.”

1. Definisi

Karena penggunaan tentara bayaran telah dikenal sejak jaman
purba, maka definisi mengenai tentara bayaran juga bermacam-
macam menurut pendapat para sarjana sejak dahulu hingga
sekarang. Pendapat yang bermunculan sejak abad ke-16 misalnya
pendapat Ayala, Vitoria, Grotius, Vattel. Pendapat mereka tentang

tentara bayaran adalah sebagai berikut :

a) Aya’ a

Penulis ini berpendapat bahwa sebaiknya suatu kerajaan yang
akan berperang menggunakan warga negaranya sendiri, karena

*® [bid. Lebih lanjut tentang PBB dalam menyikapi masalah tentara bayaran dan masalah persetujuan

Luanda lihat Haryomataram, op.cit.., him. 171-190.
" Ibid., him. 162-164. -
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- e e g d Hdllydidil diseDabkan
karena dem kekayaan pribadi, bukan karena kejayaan dari negara
yang bersangkutan. Dalam hal ini, Ayala tidak mempersoalkan
apakah perang yang dilakukan bersifat adil atay tidak adil:
melainkan yang menjadi keutamaan adalah keselamatan raja.

b) Vitoria

Berbeda dengan pendapat Ayala, menurut Vitoria, yang
menentukan keabsahan untuk berperan serta dalam suaty
pertempuran adalah sifat adi atau tidaknya suatu peperangan.
Apabila perangnya adalah Perang yang tidak adil (unjust war)

maka mereka (tentara bayaran) tidak boleh melakukan pe-
perangan.

¢) Grotius

Sependapat dengan Vitoria, Grotius Juga mengutuk tentara

bayaran yang berperang tanpa mempedulikan sifat adijl atau
tidaknya suatu peperangan.

d) Vattel

".. Those who enter [such] contract without the express
consent of their sovereign are wantin g in their duty as citizens. But
when the sovereign leaves them at liberty to follow their inclina-
tion for the profession of arms, they become free in the respect’

Sedangkan pendapat yang muncul pada abad ke-18 adalah
berasal dari :»

a) Wolff

‘The power of nation depend upon the number of men who

can perform military service, and upon its wealth, And since it s
Just the same whether the soldlers are natives or foreigners hired
for a price, a nation js still rated as powerful, if it is rich enough to
hire for a price as man y foreign soldiers as it needs’

§ rT'amba nan |

b) Calvo

i i h century writers seem to have
Toe onger V;? Zn;?:trr::gri:es?l;oreign volunter wc-'asl Iegitimate;]
g gl tendency to accept that the provision of Suc
£t WZ‘S aano‘ agreement made between a non bgﬂ:gerep;
P‘;ﬁfo ””;W;nzf a country at war, was not incompatible witi
of forei

neutrality’

~ ad ke-19
Sementara itu, Pietro Verri, seorang sarjana Fi(aiia?: P
2 : an te
ang dimaksud deng
menyatakan bahwa Y

adalah :*' o
.. any person who voluntarily enrols in the comb?tir; e
forc;; of a belligerent State of which he is not a national,

Ve
ane

3 rut
E 2 Pengaturan Tentara Bayaran menu

Hukum Humaniter

i Pl o am Protokol
Wi ay e ksplisit baru ada dalam |
engertian tentara bayaran secara ol . verupai tentara
i QE,F?‘-_‘:ZW_ Natnur, sebenarnya ketentuan yang menyerupai te

e r perekrutan orang-orang asing
: i uan yang mengatur pere ok :
S o yak-pihak yang terlibat pertikaian, sudah dlatuE
rkan Konvensi
1907. Pada hakekatnya, berdasarkan Kc
EUy B GRE Rl
ertikaian antara

= S

- neaara dari suatu negara netral dalam kapasitas pri-
e = Tara da” Suatu.negara ne’
N oreDle I B o olie e

2 Pigtro Verri, Dictionary. of the International Law of

K
Armed Conflict, ICRC, Geneva, 1992, him

ensi V.
* fbid., him. 165, 2 |jhat pasal 4-6, 16 dan 17 Konv 99

k Sah
& Kombatan Yang Tida
-Mata, Tentara Bayaran
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dianggap sebagai tawanan peran
dalam hukum perang.”

badinya menjadi seorang tentara bayaran, maka Negara tersebut tidak

kehilangan kenetralannya; sedangkan orang yang bersangkutan akan

9 apabila ia telah memenuhi ciri-ciri klasik

Selain dalam Konvensi Den Haag, maka ketentuan mengenai
tentara bayaran telah diatyr da

Konvensi ini telah mencantu
(‘mercenary’)

lam Konvens; Jenewa Il 1949

mkan istilah tentara bayaran
» hamun belum menyebutkan definisinya. Menuryt

Burmester -2

‘Under the 1949 Geneya Convention for the Treatment of
Prisoner of War, mercenaries are entitled to Poyy treatment
without distinction, provided they belong to or form part of
the armed forces, militia, or other volunteer forces whose
members are otherwise en titled to such treatment’

Menurut Boumedra, persoalan tentara bayaran jika ditinjau
Konvensi Jenewa 1949, maka terlebih dahuly harus diten-
tukan tentang status tentara bayaran itu sendir -
tergolong tentara ba
‘unlawful’

dari

apakah mereka
yaran yang ‘awful’ ataukah yang
Untuk dapat disebyt sebagai tentara bayaran ‘awfu/"

maka ia harus memenuhi Persyaratan-persyaratan sebagaimana
yang tercantum dalam pasal 4 Konvensi |l -

1) ‘menjadi anggota angkatan perang,

sukarela yang menjadi bagian dari anglga
atau

milisi atau barisan
tan perang tersebut; -

2) menjadi anggota milisi atau barisan sukarela lainnya, serta
anggota gerakan perlawanan yang dior

ganisir - yang
memenuhi syarat : :
— e
“ Haryomataram, op.cit, him. 167-169.
* Lihat pasal 4 dan 5 Konvensi Jenewa Il, Lebih lengkapnya lihat ibid., him. 169-171.
= Ibid,
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jawab atas ba-
{a) dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawa
ol ikenal dari jauh;
(b) memakai tanda pengenal tetap yang dapat dikena ]
{c) membawa senjata secara terbuka; 58 e
(d) melakukan operasi sesuai dengan hukum

berperang’.

i [ i atas, maka menurut Boumedra,® dasar
h kDirr?aLTiil:gzlpyaas:sd::Jzt dipergunakan bagi c}elr;tsrie?:ﬁ::
o [ erang, ada
ot dipe”akUk? IEEbI\?gr?u:V\;Z‘:\Zn pzrlu (?igarisbawahi adalar;
e Konvensi Jeﬁewa Ill ini belum mengatur secara teg:h
e Komicena bayaran. Masih ada keragu—raguarll apa ;
s ’:entz:a bayaran dapat diperlakukan sebagai seorang
i:\?vr::agn ;;rang apabila ia tertangkap pihak musuh.

i eng-

tentuan dalam hukum humaniter yang secaraltigf:br:ha ngI
t f t’:eitara bayaran baru terdapat dalam F’rstc;l:zt‘
?;77 Pasal 47 Protokol menyatakan sebagai berikut :

- mbatan
1.'Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status ko
- tautawanan perang;
2. Tentara bayaran adalah ¢ :
. Tentara bayaran ada _ | : (o
e = Khusus direkrut di dalam negeri atau di luar neg.eria
. .:;angké:uﬁ:thk berperang dalam suatu sengketa t?ersenj 1
‘ usuhan;
.:,.b).‘s'éc.é'ré'ﬁy'ata‘ ikut serta secara langsung dalam perm iy
et o : i ribadi,
' '):fribﬂvaé'ihya adalah untuk memperoleh keuntungan pri 3al
s?;-ci_ ey i : : . =
. jx.j".";i;i}ikz'i'r:i'‘k'om‘pensasi'’rn"a\ten,-- atau jabatan dalam ang
&_.v'_lj Buei sl . . :

~ bersenjate; : SR I
- d}'bukariiwéfga’néga_'ra' dari negara yang bersen_gkgta, bukan p

- .o'réngyan.é. perdiam di daerah yang t%ersenglfeta.t e
i )':t':ukan' anggota dari angkatan bersenjata dari suatu p

) r
 bersengketa;

idak Sah

% Jbid.
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f) tidak dikirim ofeh
negara . :
bersengketa. yang bukan  pihak-pihak yang
Dengan melihat k
etentuan pasal 47 d

b Iatas, maka yanq di
sYaragt;-s ;;’:ta(;a e oo ¥ang telahy mgr:';eb;t
berfkutfn S alam pasal tersebut secara kumulatif Urn.u |

njelaskan maksud dari ayat-ayat tersebyt dj étas 1t

a) secara khusus o
7 s direkr i 1
di luar negeri ut di dalam neger; atay

K Fa
etentuan ayat(a) inj tidak dimaksudkan untuk merek
ereka,

sukarelawa e
angkatan br;ryang menja__dj anggota tetap (permanen) dari syat
senjata, baik karena terdaftar secara murni dala u
m

kapasitas pribadi ( :
Seperti french Foreij ' .
maupun karena berdasarkan perset 'gn Legion, Spanish Tercio);

i UjUan yan db

T g dibentuk

oi : 33 Nasional mereka (seperti pasukan Gurkhs u olgh pe-
g-orang Nepal yang yang terdiri dari

bekerja untuk ;
Guard yang bekerja untuk negara Vatikanr;egara India, dan Siss

anggota angkatan berseni ,
keta, renjata reguler dari pihak yang berseng-

b) secara n :
yata ikut serta s
dalam permusuhan ecara langsung

adalah ikut terlibat |
angsung dalam
O : Peperangan, bak
g-orang yang berprofesj sebagai penasehat- mifittrtegf a'k:
» teknisi

'” e y g ini l
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]
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mereka juga keuntungan finansial, tidak dapat disebut dengan
tentara bayaran. Keadaan ini dipacu dengan meningkatnya
perkembangan di bidang persenjataan moderen yang sangat
pesat, yang membutuhkan para spesialis baik di bidang manaje-
men personil guna memilih personil-personil militer, pelatihan dan
perawatan peralatan. Sejauh para ahli ini tidak ikut terlibat secara
langsung dalam peperangan, maka mereka bukanlah kombatan,
dan juga bukanlah tentara bayaran; melainkan penduduk sipil
yang tidak terlibat dalam pertempuran.

¢) motivasinya keuntungan pribadi,
kompensasi materi, atau jabatan dalam

angkatan bersenjata

Klausula ini dibentuk, antara lain, untuk dapat membedakan
tentara bayaran yang melakukan pekerjaannya berdasarkan moti-
vasi ideologi. Perlu ditegaskan pula bahwa motivasi keuntungan
pribadi yang dimaksudkan disini adalah dengan adanya pemba-
yaran berupa sejumlah uang, yang biasanya jumlahnya lebih ting-
gi daripada gaji yang dibayarkan negara kepada anggota
angkatan bersenjatanya. :

d) bukan warga negara dari negara yang
bersengketa, bukan pula orang yang
berdiam di daerah yang bersengketa

Apabila terdapat orang-orang yang berkewarganegaraan dari.
salah satu pihak yang bersengketa, yang karena simpatinya ter-
hadap sebab peperangan dan kemudian terlibat dalam peperang-
an yang bersangkutan, maka orang-orang tersebut bukanlah
seorang tentara bayaran dalam pengertian Protokol. Bahkan di
beberapa negara, angkatan bersenjatanya mengharuskan adanya
suatu daftar tentang orang-orang asing Yyang menjadi
anggotanya, misalnya. Jelasnya, hal ini tidaklah menyiratkan hak
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untuk melakukan tugas resmi sebagai anggota angkatan bersen-
jata pihak yang bersengketa, tidak mungkin dapat digolongkan ke
dalam tentara bayaran.*' Syarat-syarat ini dapat membuka adanya
kemungkinan celah-celah hukum (loopholes)* mengenai tentara
bayaran; yang oleh Cassese dianggap sebagai salah satu kelema-
han yang paling serius mengenai pengaturan tentara bayaran.
Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan pengaturan-peng-
aturan sebelumnya yang terdapat dalam Konvensi Den Haag dan

tersebut ke dalam syaty barisan

demikian, mereka tigak setiap Srcatntum dalam ayat(a). Namun
iKut serta dala dat secara khusus direkry

m sengketa bersenjata tertentu (ayat(a)] dant f:f :,t;%

I

dapat mem :
e bedakan antara orang-orang asin :
guler” terdaftar, dan mereka 9 yang secara “re-

bayaran. yang terdaftar sebagai tentara

relawan sebagaimana yang te

Pihak yang bersengketa

‘ Seorang tentara bayaran
tidak dapat bertindak atas ka
atas nama negara ketiga,

adallah seprang relawan, yang paling
Pasitas pribadinya sendiri. dan bukan

Menurut Haryomataram tiga syarat pertama

syarat- positi )

negatffp ;;22 S;:?T Zga syarat berikutnya (d-f) adalah syarat
' aksud dengan syarat ;

Warga negara pihak yang bersengketa atgiganf 2oesdt bl

(a-c) adalah

Konvensi Jenewa, maka pengaturan dalam Protokol merupakan
suatu kemajuan.

Selain beberapa persyaratan seperti disebutkan di atas, maka
perlu diketahui bahwa batasan tentang tentara bayaran meru-
pakan hasil kompromi antara negara-negara Afrika dan negara-
negara Barat. Negara Afrika tidak puas karena pasal 47 Protokol
tidak mencantumkan adanya larangan bagi negara-negara untuk
mengadakan rekrutmen; sedangkan negara-negara Barat tidak
puas karena pasal 47 tidak secara eksplisit menentukan bahwa
tentara bayaran tetap dilindungi oleh ketentuan pasal 75 Protokol
| (tentang jaminan-jaminan dasar). Oleh karena itu, ketentuan ten-
tang tentara bayaran ini dianggap belum cukup memuaskan, dan
masih banyak mengandung loopholes yang dapat memudahkan
seseorang untuk menghindarkan diri dari pasal tersebut.*

- C. Kombatan yang Tidak Sah. (Unlawful Combatant)

Dalam suatu konflik bersenjata penduduk pihak yang bertikai
dibagi habis atas dua status yaitu satu kelompok mempunyai
status sebagai kombatan dan berhak ikut serta secara langsung
dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila
tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan
kelompok yang lain memiliki sta*us sebagai civilian yang tidak

S — N orang yang dikirim

* Ibid. him, 580-581; alinea 181 1-1812

¥ Ibid., him. 192.

104 * Ibid, g
» Haryomataram, op.cit.., him. 194.
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boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak
boleh dijadikan sasaran serangan. Starke membedakan peserta
tempur atau kombatan atas dua golongan  yaitu  Jawfy/
combatant dan unlawful combatan *

Hukum humaniter telah menuangkan dalam konvensi-kon-
vensi hukum humaniter yang ada, kriteria-kriteria apakah untuk
seseorang dapat disebut kombatan dan aivilian sebagaimana yang
diatur  dalam pasal 1.2, 3 Haque Regulation 1907, Pasal 13
Konvensi Jenewa | dan Il, Pasal 4 Konvensi Jenewa IIl, serta Pasal
43 Protokol 1977. Dan yang dimaksud dengan unfawful combat-
ant dalam hal ini adalah mereka yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi hukum humaniter
untuk dapat disebut sebagai kombatan, akan tetapi ikut serta
secara langsung dalam permusuhan.

Berdasarkan pasal 43 dan 44 Protokol I tahun 1977, kombat-
an adalah orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara
langsung dalam Peperangan dan apabila tertangkap oleh pihak
lawan diperlakukan sebagai tawanan perang. Mereka adalah
angota angkatan perang dari pihak yang bertikaj Anggota
angkatan perang tersebut tidak termasuk tenaga-tenaga kese-
hatan dan para rohaniawan yang dimaksudkan dalam pasal 33
Protokol. Hal yang penting dari bentuk prinsip pembedaan dalam
Protokol | tahun 1977 ini adalah tidak adanya pembedaan antara
regular troops dan jrregular troops yang legal sebagaimana yang
dikenal dalam prinsip pembedaan dalam Hague Convention IV
1907 dan Geneva Convention 1949. Dengan demikian seba-
gaimana yang dikatakan oleh Ribeiro bahwa dalam Protokol terse-
but berlaku single standard bagi semua armed force, tidak peduli
apakah mereka regular maupun  jrreqular Sedangkan armed
force-nya sendiri harus memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :

* 1.G. Starke, Introduction to International Law, Tenth Edition, Butterwoth, 1989, him. 547.
* Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984, him,, 72-73.
* Ibid. him. 80.
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a. adanya organisasi
b. adanya disiplin
c. Komando yang bertangvg
- 3
ketentuan hukum perang.

ung jawab atas ditaatinya

' n
Dari uraian di atas tentang apad yang @mak;ui Oc:gaggn
i dan persyaratan yang harus dipenuhi, m§ a i
S pkan kombatan yang sah karena ;elasn tun u. ;
YETSEb_Ut meru\fatentuan hukum Hukum Humaniter lnternailovr;f U,!
dqagri‘(:rfsataen tersebut merupakan korTbSatzn y;;gnsiz n(1 gatan
i m internasional. >edan
combi:c?:l?rrr?eerx;tth?f:i:eria di atas bukakn karpriat;r;riiggaiz'r;
s tidak sah ini,
G Terr;;:zi::gﬂ:;:snbz?;gatau perlakuan khusus yz;rr\‘z
me‘ndapatkan rbila mereka tertangkap.® Terhadap kombatan yena_-
ok ka juga tunduk pada penangkapan da:\ }[13 -
i rnereeka Jdapat diadili serta dijatuhi hukuman o tle( ;339
harcli:ghdrf\;l]itrgf Lntuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan.
ga

“Mata-mata dan té‘ntara bayaran merupakar.\tsiafl:v;a:t:
fendmena yang menarik dalam hukum rlt{mani er. o
tentara bayaran diakui sebagal hal yarlag o
”_‘a.-t? 'dan1 suatu konflik bersenjata, a_ka_r_l Ktetap1 apabi .
ter]ad‘ 'da ammerek"a \idak diperlakukan sebagai tawanan
te:'r'a:zkaiecuali. apabtla mata-mata tersebut dalam
Frfelaksz‘anakan fugasnya mengenakan seragam.

7 |bid.
# Starke, loc.cit., him. 547.
e V dijelaskan di muka.
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KETENIUAN YANG
BERSAMAAN
(COMMON ARTICLES)

....'..O..................l.....'

Ketentuan yang bersamaan atau pasal-pasal yang bersamaan
(common articles) adalah ketentuan-ketentuan yang karena pen-
tingnya dimuat pada keempat Konvensi Jenewa 1949 dengan
bunyi yang sama atau dengan sedikit modifikasi. Ketentuan-
ketentuan yang bersamaan ini ada yang dimuat dalam pasal-asal
yang sama pada keempat konvensi dan ada pula pada pasal-pasal
yang berlainan.

Ketentuan yang bersamaan terbagi ke dalam tiga golongan,
yaitu: (1) ketentuan-ketentuan umum, (2) ketentuan-ketentuan
mengenai hukuman terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan
konvensi, dan (3) ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan penutup
(akhir).!

"Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung,
1986, him. 16.
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f’ada Bab Ill, common
Uraian pada Bah ini

‘ mele '
bagian yang belum dib e ot e

ahas pada Bab |||
1. Penghormatan konvensi

Penghormatan konvensi inj

g
Menyatakan bahwa para i tegaskan dalam Pasal 1 yang

peserta Agung berjanji untyk

3 .
Sl

dalam segala keadaan,

‘menjamin )
menekank - ) ) penghormatan’  lepi
an lagi kewajiban para peserta untuk mengh o

ormati

konvensi ¢
an bertanggung Jawab atas pelaksanaannya_*

Menurut
Haryomataram, kata menjamin harys diartikan:*

* negara hary i
5 memerintahkan ke
_ pada petugas mili ipi
i untuk mentaatj konvensi-konvensi ini; e

i Neégara harus mengawasi pelak :
~ Ngara harus mengamp| ti

melanggar konvensi tersebyt.

sanaan dari perintah tersebut;
ndakan apabila ada petugas

;Jerlaku asalkan memenuhi Syarat-
asal 2. Bahkan Drapper sebaga

syarat yang dftetapkan dalam
taram menyatakan sebagai beriky

imana dikutip oleh Haryoma-
t: ‘these words (‘all circum-
*Ibid,, him, 18, |

* Haryomataram ;
Im. 48, - Sekelumit tentang Hukym Humaniter, Sebelas
‘ aret University Press, Sol
. Solo, 1994,
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articles ini telah dibahas sebagian
bahkan bagian-l

stances’) mean that the Convention must be respected in peace as
well as in war* Jadi menurut Drapper, ‘segala keadaan’ berarti
bahwa Konvensi harus dihormati baik di masa damai maupun di
masa perang.

'2 Lingkup berlakunya konvensi.

Menurut Pasal 2, Konvensi-konvensi ini akan berlaku dalam hal
perang yang dinyatakan ataupun konflik bersenjata lainnya yang
timbul di antara dua pihak peserta atau lebih, sekalipun keadaan
perang tidak diakui oleh salah satu pihak.

Ketentuan ini merupakan perubahan radikal terhadap pendiri-
an yang membatasi berlakunya Konvensi Perlindungan Korban
Perang hanya pada perang dalam arti hukum saja. Berdasarkan
ketentuan ini maka negara tidak dapat mengelakkan kewajiban
yang ditentukan dalam Konvensi dengan menyangkal adanya
keadaan perang dalam arti hukum.* Jadi, ketentuan ini sangat
memperluas berlakunya Konvensi karena tidak hanya berlaku
pada perang dalam arti hukum tetapi juga perang dalam arti
teknis.®

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa konvensi berlaku untuk
semua peristiwva pendudukan, sebagian atau seluruh wilayah
Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menda-
patkan perlawanan (Pasal 2 ayat 2 Konvensi). Berdasarkan anak
kalimat ‘sekalipun pendudukan tersebut tidak mendapatkan per-
lawanan’, maka para kombatan yang ditangkap di wilayah pen-
dudukan yang tidak mengadakan perlawanan juga harus diper-
lakukan sebagai tawanan perang. Ini berbeda dengan ketentuan
Konvensi 1929 yang menganggap bahwa orang yang berhak
diperlakukan sebagai tawanan perang hanyalah mereka yang
tertangkap selama operasi.’

‘lbid., him. 48.

% Kusumaatmadia, op. cit.,, him. 19.

sBandingkan dengan Haryomataram, op. cit., him. 49.
Kusumaatmadia, op. cit,, him. 18.
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Pasal 2 ayat (3)
berlaku sekalipun sal
bukan menjadi pese
ketentuan inj maka k
1907, yar
be

menyatakan bahwa Konve
ah satu negara yang terlibat
rta dari Konvensi Jenewa. D
lausula s/ Ompnes dalam
19 menentukan bahwa Konvens;
rlaku apabila semuga pihak

dalam sengketa tersebut
pihak pada Konvensi.

menjadi tidak berlaky lagi.

3. Sengketa Bersenjata Non-internasional,

negara. Dalam kedua Konvens
tentang Perang saudara (cjvji war)
gence). Ketentuan tentang perang/k
wilayah suaty negara baru diatur dj

Jenewa. Pasal inj biasa juga disebut seh
Konvensi Kecil (

dan pemberontakan (

Convention in Miniature) -

Pasal 3 ayat(1)
untuk memperlakukan S€Mua orang yan
lagi ikut serta dalam tindaka
tanpa pembedaan yang mer

ugikan
Orang-orang tersebut terutam

. mendasar dalam gagasan inij
tidak dapat diganggu gugat. Pasal 3 melarang;

1. kekerasan terhadap jiwa oran
dalam semuya Jenisnya;

2. penyanderaan;

9. terutama pembunghan

*Frits Kalshoven, Cons

traints on the Waging of War, |
"Mochtar Kusumaatm

CRC, 1987, him. 59,
adja, op. cit,, him. 22
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nsi akan tetay
dalam kongd

€Ngan adap 3
Konvensi pen Haag

Den Haag 1907 hanya

m@rupakan

tentuan
nsur- §
onflik yang terjadi g dalam
dalam Pasal 3 Konvensi
agai Konvensi Mini “atay

memerintahkan para pihak yang bersengketa

g tidak aktif atau tiga
N permusuhan secara manusiawi

dalam segala keadaan,
a meliputi orang-orang yang luka

adalah bahwa martabat manusia

o ndahkan martabat pribadi, khususnya per|akluan
enda | a menghina dan merendahkan martabat;
g dan pelaksanaan putusan tanpa putusan
A _'ulkumankén lebih dahulu oleh pengadian yang
e a lazim yang memberikan jaminan hukum
u‘k'a‘nl:jicalr<arena sangat dibutuhkan oleh semua
ja ,

: ihak-pihak
- haruskan pihak-pi
. sal 3 tersebut meng ; ori
eIanjumyae’:rIeF:ljukan korban konflik bersenjata dala;&;‘ ejga i
fEANEMDENat el i tercantum dalam ayat(1). Jadi,
: n prinsip-prinsip yang unakan
il denc?a Zn Konvensi tahun 1929 yang meii%entuan‘
berbeda deng: elaksanaan bagi ketentuan-ke ]
‘berang sebagai ukuran p i 1949 memberikan jaminan per
& vensi-konvens . s pem-
i 3ufu?cnasas-asas kemanusiaan terlepas dari status p
kuan men

e

rsebut."

Pasal 3
_ : anggap ketentuan
- h Internasional meng iter’? Tak dapat
: .-Mai‘l1~’\35r:;agai asas umum hukum huma?nlter i
;e?rsebut] bahwa Pasal 3 tersebut membgrikan Fljselain]ami'
o kyat, termasuk dalam ketegangan lmemat‘ dihapuskan
kepad:nrga élibérikan oleh asas-asas yang ta: ;:lf?ni merupakan
v ydiabadikan dalam instrumen HAM. Ha % ang tak boleh
yarllgh k yang melekat pada martabat manisia, y o
hak-hak y un.” Pasal ini me -
v (T i dalam keadaan apa pun. kum. Jadi,
-".,-.dlsmpang;n pelaksanaan hukuman tanpa proses dhaL; i
‘;:llft: hatnan ketentuan yang berkaitan dengan stan

etentuan- .
hak asasi manusia harus diterapkan.

-

TAS

P H n r unant Institute, Haupt, 1 B
Gasser, fntemar.‘onai umanitarian Law, He y t o

§ -n5' eter Ga A | 5 : : . ‘ f : :
|‘H - ff-T t | ‘Létioﬁ ngéen| by the Internatio al Committee oOf e Red Cro dala

-120. F
5 1993, him. 195-12 | Tension
No. 294, May-June, 192 : ds of Interna
oy o) mtemaJTr‘fo'm;?ﬁLl:ﬁ%umanitarian Rules Applicable in Perio
“lamchid Momtaz ‘The M

dalam Interr nal Re of L‘ e Red Cro! 5peﬂa EG’JO” Septe ber 1998.
: ternatiol a‘ view S5, | ti b
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Untuk mence

ahti
tuan Pasal 3 inj gah timbulnya kesalah

perlu ditegaskan duya hal, yaitu:'s

am pertikaian
Pertikaian internaf melainkan

Perlak
uan secarg

manus;
menyatak anusia

ary 0. B
+ ‘Omatara 0op. it U 5
g '
'bd ! 1E5 . Kusyl aat adja, loc ]
0 at.
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Pahaman, terhagiap, keten. |

laksanaan ketentuan tersebut di atas
hukum pihak-pihak dalam seng-

Jonyensi-konvensi ini. Pe
m_empengaruhi kedudukan

rsebut.

terakhir ini sangat penting artinya.
semata-mata didorong oleh cita-cita
dimaksudkan untuk mencampuri
Tanpa ketentuan ini, maka

Ketentuan anak kalimat
ud dari ketentuan ini
perikemanusiaan dan tidak
yrusan dalam negeri suatu negara.

-531 3 tidak akan diterima.’®

-orang yang dilindungi.”

yang bersamaan dalam Konvensi
orang yang dilindungi adalah Pasal
‘Konvensi |, Il dan Ill dan Pasal 41 Konvensi. Orang-orang yang

lindungi dalam ketentuan yang bersamaan ini adalah dalam
pengertian sempit yaitu terbatas pada orang-orang yang turut
arta dalam perang atau sengketa bersenjata yang telah menjadi

= korban perang karena sakit dan tertawan.”

-pasal-pasal atau ketentuan
ng mengatur tentang orang-

srsetujuan khusus.”

Menurut Pasal 6 Konvensi, pihak-pihak peserta Konvensi
persetujuan khusus tentang segala hal selain
dalam Pasal 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 dan
an isi Pasal 6 tersebut, tidak diten-
hanya menetapkan bahwa

i

._~.,—dépat mengadakan
+, dari yang ditentukan
52. Bagaimana sifat, bentuk d

tukan dalam Pasal 6. Ketentuan ini
uan tersebut tidak boleh mengurangi atau membatasi
Konvensi kepada orang-orang tersebut.
larang persetujuan di antara

ugikan orang-orang yang

persety]
~hak-hak yang diberikan
Pasal ini juga tidak dengan tegas me
pihak-pihak peserta yang isinya mer

FKusumaztmadia, ibid., him. 48.
~ Tlebih lanjut diuraikan dalam Bab X
at ibid., him. 25. Lebih lanjut lihat dalam Bab IX.
fbid., him. 31. '
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terakhir nj
ne d
dalam kﬂadaapfriat b Mengadakan p
- 3 erpaksa. Bar ) erjanji
O Int mak et 2. Berdasarkan larannar
7 PErsetuiuan demikion bagg) 1o Lok @
i ata i

f.‘.fl' "!""w"
6- ? i 1} pe 1

Larangan
Pelepasan hak i

I, 1 dan ak ditegaska

‘ pasal 8 ‘ n d&f&lm P
bahwa: Somvensi fy. .

s /Ulr\ g an l’(é aoa ~
3/ un hak ydr 1 dbei I‘k }O

Vensi ini sert ofe e
but dlaf eluuan- ‘
DUt dalam Pacay 7 Persetijuan I
9 Fasal terdahyy, apabila ag 5k
Sl ‘_:,'

Asas laran
gan
hak yang meﬁndunpﬁ"f.!:'asan hak tersebyt berlaku
lak, termasuk o 91 korban perang - Larangan | ‘!Ljfﬂtuk semua
K penolakan h Nt bersifat
atau atas kem N hak yang dilak oS
auan sendiri  1-: akukan se
ndiri. Inj dapat difahami karerclaraksl,:kare!a
d akan sulit

untuk men '
“Ngetahui apakaf
:
keku.a_saa” Musuh benar-pena S ¥ang berada dalam

"Mochtar K 1
Usumaatmag ‘ : 130 Lavy
2. ! i ' 2Vt Basic Rules of G
.G, him, 33.33, " F1OM0COS, ICRC, Ganguy | oas Geelg
TsYe, 1363, him. 9
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Ar-Karan '
ENEEN Yang Bercsn
C AMIdan 1
- YN

arl Pasalu

n

ol i
J gi aNggota dings Kesehatan
4 €
menoiak sebagian atay
eka oleh /a’onvens:!kon

;
e -
Lsys Sepert; f(ff.fe-

. Berbeda dengan ketentuan Pasal 6 yang ditujukan kepada
:L flegara-negara peserta, maka ketentuan Pasal 7 ditujukan kepada

_ orang-orang itu sendiri. Jad, bersifat pribadi.”
pengawasan Pelaksanaan Konvensi

l{;l-_ Pengawasan dan perlindungan oleh Negara
~ Pelindung

‘Gagasan bahwa pelaksanaan hukum humaniter berada di

bawah pengawasan internasional telah berkembang terutama

lam kerangka hukum Jenewa. Dalam keadaan normal negara-
negara sudah biasa melindungi warganegara mereka di negara

“&sing (disebut perlindungan diplomatik). Misalnya negara A

elindungi warganya yang ada di negara B. Juga sudah biasa
agi suatu negara (misalnya A) untuk meminta bantuan negara
ﬁga (misalnya C) untuk melindungi kepentingannya di negara
B, jika hubungan antara negara A dan B memburuk sampai kepa-
da titk putusnya hubungan diplomatik. Andaikata kemudian
pecah konflik bersenjata antara A dan B tentu akan lebih tepat
jika C melanjutkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan
'warganegara A yang dalam hubungannya dengan negara B apa-
bila yang bersangkutan tiba-tiba menemukan dirinya sebagai
1'1'warga negara musuh’, ‘tahanan sipil’, atau ‘tawanan perang'. Ini
“berkembang menjadi praktek kebiasaan dalam abad ke-19, dan
. {'diabadikan dalam Konvensi Jenewa, 1929 kemudian dican-
_tumkan kembali dalam Konvensi-konvensi 1949 sebagai sistem
_ri‘[\liegarq Pelindung.”
iit . Sisten Negara Pelindung ini diatur di dalam Pasal 8 Konvensi |,
2511 lIdan Pasal 9 Konvensi yang terdiri atas 3 ayat. Ayat (1) meng-
o haruskan pelaksanaan Konvensi dengan kerjasama serta di bawah
I pengawasan Negara Pelindung, yang berkewajiban melindungi
'kepentingan negara-negara yang bersengketa. Untuk maksud ini

e

i, him. 33.
Ishoven, op. cit., him. 61-62.
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akan',

Haf baru dai
. am kODSEp N :
ini adalah - o gara Pelindun _
! pert, g pada Konvensi- .
1949 lebih & arm, kedudukan Ne ensi-konvensi 194g

fakultatif s

gara Pelind
uat k ung dalam :
arena pelaksanaan konvens; - Konvensi-konyens;

aWésan Negara Pelindyn
Pertl dalam Konvensi T

dengan kerj

| jasama serta dj
9 merupakan keharusan, tidak bersifat
W,

kanan Perang 1929: feqys, lembaga
&empat Konvensi Jenewa 1949 tidak

Ayat(2) menentukan

pihak yang b pemberian fasilitas-fasilitas oleh para

ersengketa ke
ng. P ini
9. Pembatasan in; ditentukan oleh - (1

AYat(3) menets
Para utusan Negara
tukan oleh; ()

pkan -

Pe”ndub:;a;:atss wewenang dan kegiatan

ketemuanhkeée tm atasan-pembatasan itu diten-

epnt ! uan Konvensi-konvensi Jenews
9an- militer pihak yang bersengketa

ochtal Us| d, op. ¢
J\Jf Umaati d| . at., hi 23

Bab 7 ke
elentuan-
Ketentuan Yang Bersamaan (C oo ARG
rticles)

ntingan, yakni pada satu pihak kepentingan dan
kemanusiaan dan, pada pihak lain,
pihak yang bersengketa dalam konflik
bersenjata. Kalimat terakhir dari ayat(3) menegaskan bahwa pem-
batasan-pembatasan yang didasarkan pada kepentingan militer
~harus bersifat sementara dan merupakan pengecualian. Jadi,
'k'epentingan militer, misalnya, tidak dapat dijadikan alasan pem-
patalan atau penangguhan pelaksanaan Pasal 8 secara

. antara 2 kepe
~ yetentuan-ketentuan peri
kepentingan nasional pihak-

- keseluruhan.”

Pasal 10 mengatur tentang pengganti Negara Pelindung, yakni
~ jika dalam suatu konflik bersenjata tidak ada negara netral yang
bersedia menjadi Negara Pelindung atau Negara Pelindung yang

ada tidak bersedia lagi menjalankan tugasnya. Dalam keadaan
te Palang Merah Internasional (ICRC) akan

| demikian, maka Komi
engketa

menawarkan bantuannya kepada para pihak yang bers
untuk melaksanakan tugas Negara Pelindung.

Akhirnya, dalam Pasal 11 diatur tentang tugas lain dari Negara
Pelindung, yakni memberikan jasa-jasa baiknya untuk menyele-
saikan perbedaan-perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang
bersengketa mengenai pelaksanaan Konvensi jika dianggap perlu
untuk kepentingan orang-orang yang dilindungi (Komentar pada

Konvensi |, hal. 120).

Pengawasan oleh Palang Merah Internasional
“dan organisasi kemanusiaan lainnya.

Pasal 9 Konvensi |, Il, lll dan pasal 10 Konvensi IV menyatakan
bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak merupakan peng-
halang bagi kegiatan-kegiatan kemanusiaan, yang mungkin diu-
payakan oleh Komite Palang Merah Internasional atau organisasi
kemanusiaan lainnya yang tidak berpihak untuk melindungi dan
menolong yang luka dan sakit, anggota dinas kesehatan dan para

& =0bid, him. 3435,
& *pbid, him. 35.
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' pembalasan merupakan pelanggaran hukum untuk menanggapi

- pelanggaran hukum lainnya dan untuk menghentikan pelang-

. garan tersebut,” karenanya tindakan pembalasan ini menjadi sah.
- Namun pembalasan hanya dimungkinkan dalam peristiwa yang
sangat berat”" Tindakan pembalasan tidak boleh digunakan
untuk segala keadaan. Dalam keadaan-keadaan tertentu tindakan
ini tidak diperbolehkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46
Konvensi |, 47 Konvensi ll, 13 Konvensi Ill dan 33 Konvensi IV.

rohaniwan  sejam ‘
_ a  kegiatan-keqj ]
- ; ] glatan  ter ]
persetjuan pihak-pihak yang bersengketa ters‘cgijs?ut Mmendapat '
Penyeb

meng}:ﬂg ;Jttan ICRC secara tegas dalam pasal g atas adalah
hak-hak Imf ez?azuan "esmi negara-negara terhada
1all dalam bantyga ’ ap

et ‘ N kemanusiaan
men:ber’fkake:]asa.a””ya‘ Namun, - pasal - jn; gjng
N Kapasitas Pengawasan formga| kepada JCRack

sebagaimana yang dityi
g ditujukan kepada ;
€gara Pelindung
Menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut, pembalasan dilarang

dilakukan terhadap orang yang luka, sakit, korban karam, para
pegawai, gedung-gedung atau perlengkapan yang dilindungi,
dinas dan personil kesehatan, dinas dan personil pertahanan sipil,
tawanan perang, orang-orang sipil, hak milik sipil dan budaya.
Larangan ini kemudian diperluas oleh Protokol | 1977 sampai
kepada larangan pembalasan terhadap lingkungan alam dan
bangunan-bangunan serta instalasi-instalasi yang berbahaya

(Pasal 20, 51-56).

~ Berdasarkan hukum kebiasaan dalam konfiik bersenjata pem-
balasan termasuk ke dalam tindakan penegakan hukum yang
diakui. Tindakan ini cenderung memiliki akibat luas, dapat me-
nyerang orang-orang lain yang bukan pelanggar yang
sebenarnya. Karenanya maka hak menggunakan pembalasan
dalam konflik bersenjata ini dibatasi. Dan, seperti dikemukakan di
" atas pembatasan terhadap orang dan hak milik yang dilindungi
secara tegas dilarang dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 dan
Konvensi Den Haag 1954 tentang Benda-benda Budaya.”
: Larangan pembalasan sebagaimana dimuat dalam Konvensi-
konvensi Jenewa 1949 disebabkan oleh karena kesadaran akan
~ bahaya yang timbul dari pembalasan itu apabila dibiarkan,
* sedangkan tujuan yang dikejar tidak tercapai.” Penting ditegaskan

CRC, Basic Rules, op. cit., him. 9.
lans-Peter Gasser, Joc. cit.

rits Kalshoven, op. cit., him. 65-66.
Mochtar Kusumaatmadja, op. cit,, him. 30.

7 Kalshoven, op, ¢

: L Op. ait., him. 62-63

x Qdochtar Kusumaatmadja, op. cr:I hi
ans-Peter Gasser, op. cit, him é? = 35"
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bahwa pembalasan tig

lawan atay memenuhiak boleh dipergunakan

’ !
hasrat balas dendam > _— menghukwn '

Ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan
pelanggaran atas Konvensi diatur dalam Pasal 49-50 Konvensi |,

9.
Penyebarluasan Konvensj 50-51 Konvensi Il, 129-130 Konvensi lll, dan 146-147 Konvensi V.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 50, 51, 130 dan 147
_Konvensil, I, Il dan IV berturut-turut dengan pelanggaran admin-
istratif, disiplin dan pelanggaran berat, sangat penting karena
merupakan embrio darihukum pidana internasional dengan
meningkatkannya menjadi kejahatan internasional dan menun-
juknya sebagai 'kejahatan perang'. Pasal-Pasal ini meminta perha-
tian dunia akan sejumlah pelanggaran berat pada Konvensi dan
-~ Protokol yang masih tidak dipidana, yang berarti kemerosotan
nilai-nilai kemanusiaan dan kemunduran seluruh  konsep
kemanusiaan. Sedangkan Pasal 49, 50, 129 dan 146 Konvensi |.
Il, Il dan IV berturut-turut meletakkan kewajiban kepada peme-
rintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang

Berdasarkan k

etentuan Pasal 4 .

pasal 48/ 7 Konvensi| juga

iy Pesértgas:l 1271, pasal 144/) diteg ;Skinbzgtﬁrut-twuz

Konvensi di negsring begaﬂji untuk menyebarfuaskanwj iara
5 . mereka masina: . 3 ah

meliputi pula pemasukan beng >INg-masing. Penyebarluasan i

gram o s darannya di
Pendidikan militer dian jika mUngk!;' rfiala(rjnéﬁprogram-;;m-_)_
.dalam program

10. Sanksi: Pemberants

Penyalahgunaan K °an pelanggaran dan

onvensj

Suatu ketentyan hu

rilaku manusia. Seti :
- >etlap kaidah adal ;
cara begini, | adalah perintah: lakukan in;
gini, jangan lakukan jty. Perintah atay fa;nZZ'”ltdengan
i N tersebut

trasi ; '

alas banyak sekali n rasio
. ega | Bk nal
pihak, dan organisasi in gara sebagai pribadi-pribadi i satu

ternasional : ;
Negara dan organisasi i "al seperti pg di-fain pihak.

bertang :

gung jaw, ersama-

Namun, cara—cjaraantq) fu K melksanakan hukum interrr?a it

elaksanakan kekuasaan tersebut terbaatSIOQaL
“ aS. a3

diperlukan untuk memberikan sanksi yang efektif bagi orang-
orang yang melakukan atau memerintahkan melakukan pelang-
garan berat tersebut; keharusan mencari orang-orang yang didak-
wa melakukan atau memerintahkan tindakan pelanggaran berat
tersebut termasuk mereka yang menyebabkan kegagalan untuk
bertindak manakala mereka berkewajiban melakukan hal terse-
but. Pasal-Pasal ini juga mengharuskan komandan militer untuk
mencegah pelanggaran atas Konvensi dan Protokol, menindak
mereka dan bila perlu melaporkan mereka kepada penguasa yang

berwenang.*

11. Mulai dan Berakhirnya Konvensi

Konvensi ini mulai berlaku bagi setiap peserta enam bulan
setelah penyimpanan dokumen ratifikasi pada Dewan Federal
Swiss (Pasal 58). Dalam hal turut sertanya suatu negara dinyatakan
dengan jalan pernyataan turut serta (acession), konvensi juga akan

mulai berlaku enam bulan sesudah tanggal penerimaan pemberi-
tahuan demikian (Pasal 61).

*Hans-Peter G3

i, him. 76, Ot fim. &9
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3 Selanjutnya, dalam Pasal 62

br ditentukan dalam Pasal 2 d

Seerrtgakunya ratifikasi yang telah disim

o yang telah diberitahyukan oleh !? b f_ja”
- “eNgan adanya ketentyay A
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keW&mban k peserta me[epask x4 mung-

o ' : an d : i
tersebut tida: V(ens, dengan jalan menyataka:,wn ga;, kewajiban-
i Mmau) terikat lagi pada ketentua Vlia v

2 sebagaima
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: ike-

& N seper. |
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Bab 7 Ketentuan-Ketentuan Yang Bersamaan (Common Articles)



PROTOKOL

Sebagaimana telah diketahui pada bab-bab sebelumnya,
maka ketentuan baru yang menambah dan melengkapi Konvensi-
Konvensi Jenewa 1949 adalah Protokol Tambahan 1977 yang ter-

. diri dari Protokol | dan Protokol Il.

Protokol Tambahan | dibentuk disebabkan metode peperang-
~an yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang;
demikian pula aturan-aturan mengenai tata cara berperang (code
- of conduct). Protokol | menentukan bahwa hak dari para pihak
yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah
“tidak tak terbatas; dan juga dilarang untuk menggunakan senjata
“atau proyektil serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan
- luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Beberapa ketentuan pokok dalam Protokol | antara lain
nienentukan hal-hal sebagai berikut :"

RC, Advisory Service on International Humanitarian Law, “Protocols Additional to the Geneva
Conventions of 1949 for-the Protection of War Victims”.,

Bab 8 Protokol Tambahan 1977 129




AT IR

e —

130

a) mel :
" PendzL ‘1’19_- serangan yang membabi buta dan e,
sipil dan orang-orang sipi repris
: ng sipil;
QbYEk-Dbyek yang sangat P
sipil;
* Benda-benda bud
aya dan tempat-t x,
* 5 em .
) Qangunan dan instalas; berbahaya- pat religius;
ngkUngan ajam '
b) memperluas

al terhadap -

penting bagi kelangsungan hidup pengyq
uduk

. perlind i
Konvensi Jene oAl yang Sebelumnya telah di 5
transport wa kepada semua personil medis fatur dalam &
ortasi medis, baik _ 7

) menentukan yang berasal dari organis

, unit-unit dan alat-alat :
asi sipil maupun militer 7'-'

e ;
rang-orang yang hilang (missing persons)

d) menegask
an :
ketentuan-ketentuan mengenai suplai b
antuan

Supplies) yang ditujukan pada penduduk sipil

€) memberikan : perii
- perlindunga ,

Pertahanan Sipil gan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi
i

f) mengkhusy
skan : ;
Ml Unt kadaﬂya tindakan-tindakan yang harus dilak
ntuk memfasilitasi implementasi hukum h i
umaniter.

Pelanggaran-
pelanggaran terhad i

a3 m
dalam sub a) di atas, dian e e ketentuan yang tertulis

: g9ap sebagai

dan d ; Gai pelan

ikategorikan sebagai kejahatan perangg(zara” ?Erat hukum humanter
War crimes)

Sedangkan Prot
okol Tambaha .
nyataanya konflik- : n Il terbentuk kare 3
ya konflik konflik yang terjadi sesudah Perar:};; P;da'ke-
unia Il

adalah konflik yang bersifat no

ketentuan dalam Konvensi
A | . enewa 1949 yan
o Cgre&t?N l:;farzzrsjjiti non-internasicnal agafa?) n;:?agla;urcct):rtsng
G tetentuan yang tercantum dalam pasal 3 (;n
=l ernyatg hal tersebut dianggap bely I
menyelesaikan masalah-masalah kem;rr]w:.:z;p
n

yang serius akibat terjadi
er '
Semacam itu. jadinya konflik-konflik non-internasional
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(relief :

n-internasional., Satu-satunya ;

" F finsip-prinsip ke
2 dalam pasal 3 ditegas

(=8

egakkan hukum
nal mereka masin

protokol 1l ditera

anggung jawab terhadap
egara yang bersangkutan.
5Eéiéntuah dalam Protokol

: jamina
terliba

1 beserta alat-alat transport
mati. Lambang-lambang

‘Bab 8 Protokol Tambahan 1977

ksanakan penegasan prinsip-

a Protokol Il juga tidak mem
dan ketertiban berdasarkan peraturan

g-masing. Pentaatan terhadap Protokol Il,
oleh karena itu, tidak menyiratka
Hegara terhadap status para pem
pkan hanya kepada konflik-konflik internal
suatu negara yang sudah memiliki intensitas tertentu
berontak bersenjata, yan

eﬁgawasan terhadap sebagian wilayah d

it E Protokol Il juga menentukan ba
harus dilindungi dan dirawat, bahwa para perso

harus dihormati, dan penggunaarnya ter
" mereka yang secara resmi berhak memakainya.

manusiaan yang telah dicantumkan sebelum-
kan kembali dalam Protokol Il. Dalam

prinsip_kemanusiaan tersebut,
batasi hak-hak negara untuk

n adanya pengakuan dari suatu
berontak bersenjata.

dimana

g dipimpin oleh seseorang yang
anak buahnya, dapat melaksanakan
ari wilayah nasional

Il antara lain menentukan hal-hal seba-

n-jaminan fundamental bagi semua orang, apakah
3 t ataukah tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran;
ntukan - hak-hak bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi
menerima peradilan yang adil; e :
-'_'Eﬁerlindungan pendudu

k si pﬂ dan obyek-obyek perlin-

hwa orang-orang yang luka
nil kesehatan

asi mereka harus dilindungi dan dihor-
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
batas hanya kepada
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‘pertikaian bersenjata

A. PROTOKOL Ta

SENGKETA BeReps /AN 11977 ;

E
RSENJATA lNTERNASlONAL

| Protokol Tambahs
Judul aslinya Protoco/

dua atau lebih Pihak Peserta Agung atau antara Pihak
Agung dengan yang bukan Pihak Peserta Agung asalkan
terakhir ini juga berbentuk Negara. Terminologi negara juga

Adld) . . . . ;
ftional to the Ger, nakan pada waktu menjelaskan mengenal konflik bersenjata

August 1949, and re

_fnternanbnafxlrmed Co,i?”g to the Protection of /. 8 - keadaan perang tidak diakui. Dalam menjelaskan menge-
Jata yang bersifat fnte”]af'fcr’ Mengatur mengenaj ko'nf:/’qus 0 uasi pendudukan juga jelas dicantumkan bahwa yang
A sional (Protocol |,  ber, 1d adalah pendudukan atas suatu wilayah yang dilakukan

pakah yang dimaksyg egara. Dengan demikian jelas bahwa konflik bersenjata

o dengan konflik bersen;

. i dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa adalah konflik
na yang diatur dalam p imaksud dala al 2 Konvensi

nternasiona) sebagaima
. fiata yang bersifat internasional, yaitu perang yang terjadi

Pasal 1 ayat(3)
Prot
berlaku dalam sit okol 11977 menyatakan

Jefiivs g uasi_yang dimaksyd dalam ’ Disamping berlaku tehadap situasi perang antar negara,

'Jtokol | 1977 juga berlaku dalam situasi-situasi lainnya seba-
mana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4). Pada Pasal ini
atakan bahwa Protokol | juga berlaku dalam keadaan konflik
rsenjata antara suatu bangsa melawan colonial domination
e_h occupation, dan racist regimes, dalam upaya untuk mela-
kan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam
gam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam Deklarasi tentang
nsip-Prinsip 1 iukum Internasional mengenai hubungan bersa-
bat dan kerjasama antar negara sebagaimana yang diatur
lam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

bahwa Protogy i
Pasal 2 Konveng .

terdapat dfi d
alam _ﬂ
ke‘[entuaﬂ-ketentuanP ?S(.:” 3 Common Articles, pen, yang 3
Jenewa tersebut me ain yang terdapat dalam kee n?an demikian
T ngat : at K :
bersifat internasiona/ Jalur mengenai konfiik bersznjatonvew
. d Yang

yang bersamaan dar

Meneta
pkan bahwa konvensi ini berlaku

i Konvensi Jenewa 1949

dalam hal - " Dimasukkannya situasi-situasi baru tersebut (colonial domina-

' tion, alien occupation dan racist regimes, yang kemudian dikenal

dengan istilah CAR conflicts) kedalam kategori situasi sengketa

2. Pertikaiaan bersen;

o ata i

diakui. Jata sekalipun keadaan . ; bersenjata internasional merupakan suatu perkembangan baru

3p perang tidak ‘ : )

- Pendudukan sekalipun tyang cukup revolusioner terhadap Konvensi Jenewa 1949. Seperti
Mui perlawanan pendudukan tersepyt tidak mene  diketahui bahwa menurut Konvensi Jenewa yang dimaksud kon-

flik bersenjata internasional adalah konflik yang terjadi antar

ry Protocols i ¢ negara. Tetapi dengan adanya perkembangan baru di dalam
_ ljelaskan bah ‘ s : _ ; :

yang dimaksyd Wa  perang atay - Wy Protokol | ini maka pengertian konflik bersenjata yang bersifat

adalah perang yang. teriaci , :

Dalam Comment;

—

2 Yves Sandoz., Christophe Swinarski, & Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional
Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC, Martinus Nijhoff
Publishers, Geneva, 1987, him. 39-40.
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;(r;:efr!?kasiona.' menjadi lebih fyas
antar negara tetapi j
pi ju
Ngan CAR konflik tersebyt g ol i b
A
dapun CAR konflik yang dim

‘a_dafah l‘conﬂik-konﬂik yang berkaiaksucj i

tan dengan Upaya untuk

LY=T

Dal '
dlam  Penjelasan Protoko| dikatakan -

w ﬂ er d nitior of ‘-‘Vi at COI]SIJfUt&?S d pE'Clpe “ er T
n' 1 ] er laUOJ d f_a eis 0 de t
. 23
e

€ 1ights it is recoqn:
3 9nized all peg
Ples hold. Ny
; Is there a5

Z:mmermann, (eds.), op.cit., him, 52

B
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lagi, yakni tidak hanya m li
elipyg

t des

tokol | tersepy

va, Wilayah itu mungkin saja tidak merupakan satu unit
aarafi atau politik. Suatu people dapat saja terdiri dari berba-
“ridcam  bahasa, budaya atau kelompok etnik. Faktor utama
penting dari suatu people adalah faktor persamaan dan
nginan secara politk untuk hidup bersama sebagai suatu
qsa. Perasaan dan keinginan untuk menjadi suatu bangsa

v l, ,.;.-J.-‘“J,_.l":‘:‘-.‘ a . 3 :
gemu dian timpyy pe”:n:gaddakukan oleh suaty bangss ( right gsa

I sini na : Oe ) : 5

,jfm.' dan peop/e yang bagaimaiz };}ang dimaksu deng an, s(’f!e)- mnya didasarkan kepada faktor sejarah. Yang dimaksud disi-

~!"C&lermination, : ang dapat me| Pie dalah adanya perasaan yang sama sebagai suatu - peopl
Yang dimaksyq Jd;nlg:ﬁk ':‘IJ Perlu diketahy; rer[egiuzaz r; s dat:eargisah da3;1 tii)iak sarna\y de?'lg;:n pec:ole%ang lain gengaer;
d e |5|ah Deop/a d Uu c ]

€Ngan istilah righy 1 Shi Opfe dan apa yang dim %Pl - demikian rasa persamaan itulah yang merupakan unsur pembeda

~'=0etermination, aksud 'ﬁ ﬁﬁiuk membedakan suatu people dengan people yang lain.

'B:gjgm komentar Protokol juga disebutkan bahwa pada waktu
-of]férensi diplomatik berkembang pemikiran agar people yang
k. g!m‘éksud (yang melakukan CAR conflict) tersebut harus menda-
* " pat pengakuan dari organisasi regional antar pemerintah yang
- terkait.* |
- Satu catatan penting yang perlu diperhatikan dalam komentar
Protokol ini menyebutkan bahwa hanya peoples yang mempu-
nyai hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determina-
~ tion). Hal ini berarti bahwa ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk
+ digunakan oleh kelompok minoritas etnis, agama atau bahasa
- yang berada di suatu negara, sebagaimana yang dimaksud mi-
> salnya dalam Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dimana
mereka mempunyai hak untuk menjalankan agama dan menggu-
ys/i-nakan bahasanya sendiri. Dikatakan bahwa kelompok ini berhak
- atas perlindungan akan tetapi bukan untuk menentukan nasib

55 -sendiri.?

. People yang melakukan upaya penentuan nasib sendiri de-
: ngan jalan kekerasan bersenjata biasanya disebut gerakan pem-
bebasan nasional (National Liberation Movement) dan perjuangan
itu disebut dengan War of National Liberation. Salah satu pe-
rtimbangan mengapa CAR Conflict perlu diatur dengan cara

Ig2i

4bid, him 53,
5 lbid.
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dim
perhisttjjkan kedalam Protokol | 1977 adalah
per k:n kepadal War of Nationa/ Liberatio
Pada Natjona/ Liberation Movem 4
ent

adanya Resolusi pgief
ajelis U
antara lain berbuﬂyi": mum No 3102 (xxv

untuk Memberika,
P?” perhatian yan

Ini terbukti dengan,
) tahun 1973 yang

Nati
ations, se of the Um{@d
Dalam  salah
_ satu keput
Bl Putusan pertamga .
v atic Conference adalah hal ya Yang‘dlambd oleh
ngan kepada A Yang berkaitan dengan

Nyatakan -

Decides to nvite the na
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.' 1 ayat (4) Protokol | 1977 masih menimbulkan berbagai per-
___tanyaan dan penafsiran. Terutama adalah menyangkut penafsiran
_siapa saja yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian people
. menurut ketentuan Pasal ini. Apabila kita hanya membaca teks
. Protokol saja maka hal tersebut belum dapat dijelaskan secara

.- memuaskan.

_ Penjelasan mengenai hal tersebut dapat diketahui dengan
. - memperhatikan travaux preparatoire dari Protokol . Disitu dapat
~_ditemukan penjelasan bahwa sejarah pembentukan Pasal 1 ayat 4
. ditujukan pada peoples yang pada waktu itu sedang memper-
juangkan right to self determination. Mengenai peoples yang
melakukan perlawanan terhadap Colonial Domination adalah
dimaksudkan kepada bangsa Angola dan Mozambique yang
sedang berada dalam jajahan Portugal, Alien Occupation  ditu-
jukan kepada Palestina yang diduduki Israel, sedangkan Racist
| Regimes dimaksudkan kepada rezim rasialis di Afrika selatan pada
* waktuitu’

Oleh karena bangsa-bangsa tersebut pada saat ini telah men-
jadi negara merdeka dan juga racist regime sudah tidak ada lagi di
Y Afrika Selatan, kemudian timbul pertanyaan apakah Pasal 1 ayat
" (4) tersebut dapat diberlakukan terhadap wilayah lainnya.
57 Mengenai hal ini, seandainya Pasal 1 ayat (4) ini akan diberlakukan
" mungkin saja maka ada tendensi untuk hanya mengakui people
yang telah mendapat pengakuan dari organisasi antar pemerintah
' di wilayah yang bersangkutan.®

Mengenai berlakunya Pasal 1 ayat (4) selalu dikaitkan dengan
pasal 96 ayat (3). Didalam Pasal 96 ayat (3) ini ditetapkan agar
Konvensi dan Protokol dapat berlaku maka authority yang
mewakili people yang bertempur melawan negara seperti dimak-
sud dalam Pasal 1 ayat (4) harus membuat suatu deklarasi unila-
teral (unilateral declaration) yang ditujukan kepada depository

7 ibid, him.148.
8bid., him. 158
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state (negara :
Penyimpan
Federal Swiss Dan sejak )sgg? S e

Penyimpan, mak
# 4HaNa™ pada Saat iy |
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dalam konfii. Dengan demikjanya-ng bersangkutan se

hak dan kewaji Autt
wajiban ya
A yang sama ¢
gung dalam hUbungannya deng;]ﬂgaﬂ dengan Pih

adalah
deklarasi ity diterim e

Konvensi dan Protoko

Promkpja:]‘a fUMmusan pada Pasaf 1 (.
o g {nak.a dapat disimpulkan
9 Dersifat Internasional dapat dij

i

hasal 1 ayat (4
dimaksud konfiik
dalam 2 hg) -

Pietro Verri
_ Memberikan art; i
g ; arti k -
€rnasional kedalam pengertian i’;gi?_kbeﬁenjata ¥ang bersifat
IK an

flik i
» Yang dikelompokan dajam v s tar negara dan k
M war of nationa liberat, g
al liberation sehg.

- Sisi lain Pj ]
biras _ 1etro Verri m
amww(s:]f_ta yang disebut sebags; "nri:; :
Yang diintermacer o0 CONMlct, Yaitu Konflk bersapiata rer oy
e asionalkan. Pietro Verri bersenjata Internal
1 yang demikian bily -s mengelompokkan dalam
-NGQZra dimana terjadj
Pemberontak < i
eb.
rang. agai be

2.5atu atay Japi
]E'blh ne J

angk ' N€gara asing m :
3 Dug j;a:}n bersenjata pihak yang bem::;?bantu salah saty
: ara asing melak : ;

bersenjat ukan intervensi

bertikaﬁ a dan membanty masr.ng“mag;ngaqhangkatan
: g pl ak yang

’gemberontakan mengakui pihak
ligerents atay, pihak yang bzrpz

? Pietro Verri, Dicei
, Dictiona,
Red A 7y of the nt :
1 Cross, Geneva, 1992 him jst?mar.'onal[aw of Armed Gt it
EL « Internationg] Commi
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lintah
a oleh nega 3
Zﬂ pfOtokol :
MO Fis agal } 2
0111 tersebyt menyanz::k 4

ak Pesa ta ..

ayat) 3 dan ¢

ke,ompokan __

E eorang sarjana lainnya, yaitu Draper mengemukakan penda-
a mengenai yang dimaksud sebagai konflik bersenjata inter-

nasional sebagai berikut :

. Any situation in which a difference between two states leads
o intervention of armed forces within the extended meaning
ferred upon the later term by art. 4 of the Prisoner of War

nventions'

‘Dengan demikian menurut Draper, yang dimaksud konflik
rsenjata yang bersifat internasional adalah konflik dimana
thadapan dua angkatan bersenjata dari negara yang berbeda.

OTOKOL TAMBAHAN 11 1977:

NGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

__ Hukum Humaniter mengatur konflik bersenjata non-interna-
sional di dalam dua macam perjanjian; yaitu dalam Konvensi

ewa 1949 dan dalam Protokol Il 1977.

. Perbedaan pokok antara 'non-international armed confiict’
dan ‘international armed conflict dapat dilihat dari status hukum
_para pihak yang bersengketa. Dalam ‘international armed con-
flict', ke dua pihak memiliki status hukum yang sama, karena ke
‘duanya adalah negara. Sedangkan dalam ‘non-intemational -
1ed conflict’, status ke dua pihak tidak sama : pihak yang satu
rstatus negara, sedangkan pihak lainnya adalah satuan bukan
negara (non-state entity). Dalam batas-batas ini, maka ‘non-inter-
national armed conflict' dapat dilihat sebagai suatu situasi di mana
. terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata dengan kelom-
pok bersenjata yang terorganisir (organized armed group) di

PH, - Haryomataram, Bunga Rampai Hukum Humaniter, Bumi Nusantara Jaya,

‘Jakarta,1988,him.19.
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dalam wilayah suaty negara.  Kemungkinan lainnya,

merupakan konflik bersenjata internasi
Jenewa sendiri tidak memberikan definisi meng
dimaksudkan dengan =2 o mmims i at g
=", maka penafsiran pasal 3 ini sangat luas,

Oleh karena tidak terdapat suatu definisj baku secara yuridis,
dan di samping ity, karena secara faktual terdapat beberapa Jenis
dari konflik bersenjata yang bersifat non-internasional ini, maka
Kita harus melihat apa yang dimaksudkan dengan ‘konflik yang
tidak bersifat internasional’ inj pada “imeisrzzn atay komentar
Konvensi Jenewa. Komentar ini merupakan hasil rangkuman dari
hasil-hasil persidangan yang terjadi pada saat pembentukan
Konvensi dan pendapat para ahl;. Dikatakan bahwa -

awal kemerdekaan Indonesia di mana banyak terdapat kelompok-
kelompok yang berstatys sebagai pember

ontak seperti Darul Isiam (DI), PRRI. Untuk lebih Jelas lihat
Sebuah Pemberontakan, Pustaka Utama Grafiti, Cetakan IV, 1995; Karl p;

Kasus Darul fsism Jawa Barat, Pustaka

" Yves Sandoz, Ch. Swinarski
of 8 June 1977 to the Gene
Geneva, 1987, seperii dikutip dalam GpH, Haryomataram, “Uraian Singkat tentang ‘Armed
Conflict’ (Konflik Bersenjata), Kumpulan Makalah, | i

Rights Law, Penataran Reguler Hukum H i
ICRC, Cipayung, Jawa Barat, 26-31 Oktober 1998, him. 13-14

" Penjelasan {Commemary) pada KonveneronvensF‘Jenewa f94§, sebagaimana dikutip dalam sbid.,
him. 12-13.
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') untuk setiap Jenis konflik ¥ang bukan |
onal. Karena Konvens; |
enai apa yang

. i bahwa keinginan
o a Konferensi ba ‘
gl Otk epakati oleh para pesert imaksud dengan Sengke.‘ta.
naUOra’ armet: ondied in Juga dapat berupa suat, Peristivg g L1 merumuskan apa yang .dlm kan. Sebaliknya disetujul
mana faksi-faks; bersenjata saling bertempur satu sama lain tanpa ntuk ata’ (armed  conflict), dibatalkan. ang harus dipenuhi
suatu intervensi dari angkatan bersenjata Pemerintah yang sahl lenja sulan yang berisi syarat—sylfarat apa ydalam suatu konflik
(contohnya seperti konflik Somalia, baru-bary inj) - Ve lIJ(OrNenSi Jenewa dapat dut\czrap'ka”l Walaupun usul ini
ypaya . T asional.
Pengertian “Konflik Bersenjata r_ggnjata yang tidak berﬁ'f?;a‘rzaj:ya tidak dirumuskan dalam
, . s 5 Ris resmi iranya
Non-internasional ak d'te"mg-siecgradal:c\m Konvensi Jenewa)'d nam;r;g:i':naia
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Dalam Konven T 1943 BYCH £t untuk dlperk|rakan ot itk adanya suatu
T Rnvenst lenews 1942 ;man_j wa akan berlaku. Syarat-syar )
nvensi Jene \ h sebagai berikut :
s jata’ itu adalah s
Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah ‘sengkety gketa bersenjata
L bersenjata yang tidak bersifat internasional” (+ =~ -~ < T

' ki
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: ensi Jenewa; tan
ormatan terhadap K:Z:l dipaksa untuk menggerakkan kekua
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e tuk menghadapi pem

Hgguler un

; ian wilayah nasional;  bel-
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e meng'iu:ah de jure telah mengakui pemberonta

ihwa Pemerin

anwa

- Pemerintah

ai belligerent
"2 Bahwa P merintzh telah mengakui pemberontak sebag
T ntuk keperluan Konvensi Jenewa int sala,d e
. .?l{ elisihan tersebut telan dimasukkan da terhadap per-
faistet) Maijelis Umum PBB sebagai ancaman
tau Ma

ian atau tindakan
adap perdamaian
aian internasional, pelanggaran terhadap

enda Dewan

50 ifat sebagai
Y i asi yang bersi
1 empunyal organlS
ahwa pemberontak m

negara;
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hada
: Bahw;a Erang-orang dalam wilayah tertent,:
g ekuatan bersenjata bertind 'tu'
Ipil yang terorganisi- P
4. Bahwa pe ;

Commentary menyatakan beberapa hal yang perlu diketahui. Hal-

b s E BTN
awah kekuasaan Penguas,  hal tersebut adalah sebagai berikut :

pil pemberontak setyi

Ju terikat pada ketentyan “karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang

dimaksud dengan ‘non-international armed conflict’ dan meng-
. ingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam
% jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusa-
hakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.”

Konvensi”.

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional meli-
. batkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pem-
berontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat ter-
lihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara
angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-
kelompok bersenjata yang terorganisir (organized armed groups)
di dalam wilayah suatu negara. Namun, d samping itu, sengketa
bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-
situasi di mana faksi-faksi bersenjata (armed factions) saling
bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersen-
jata pemerintah yang sah.'® '

{ enj .
yang tidak terg 2 Njahat (banditr V), atay

3 I = J
Iganized and ganisir dan tidak berlang

.,a”a(Ar) ] / 1E(

i'ﬂ\_

5/‘ Jff/fl’P_U'IHSUJ e {O )
g n).

menggunakan stjjap

OR- e i
(non-internationay ated, cond
= O

bukan mer ki
i ) seti '
il fe nkan konflik bersenjata r'nternas;?)p J?”’S iy
ewa, Protokol || tigak memb Za e
erikan sug

nflik yang

un, seper-
Ada dua usulan untuk merumuskan peiiye iian konflik bersen-

_jata non-internasional. Pertama, membentuk suatu prosedur
~ untuk menentukan secara obyekiif apakah telah terjadi suatu

konflik bersenjata non-internasional atau, ke dua, mengklarifikasi
konsep tentang konflik bersenjata non-internasional, misalnya
menentukan sejumlah elemen material yang konkrit, sehingga

cara sistimatis t| kan Protoko| |
. ah dibukuk ol ini, yang d
Additi Ukan dengan | g dengan .
lional Protocofs, s gan judu Commentary to the - . bila unsur-unsur ini terpenuhi maka pemerintah yang bersangkut-
: : an tidak lagi mengingkari bahwa suatu konflik bersenjata non-
Pen o ) s . ;
: J?fasan mengenai g . - internasional telah terjadi. Tentu saja alternatif pertama, untuk
Internationaj Pa yang dimaksuk : i gal
/- arme. an dengan * membentuk suatu prosedur adalah selalu lebih sulit. Oleh karena

non-
alam

d conflice”
itu alternatif kedualah yang lebih dipilih, yaitu untuk menentukan

SEbagaimana s
dikutip ¢
suatu formulasi definisi. Ini mengingat bahwa pasal 3 Konvensi

* Lihat Comm
en e
15 Supra note 2 tary |, seperti drkuu'p dalam ibid

142 ]
ofimentary to the Additional Protocols, op.cit., him. 131 9-1320.
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i menentukan ambang batas
. flik bersenjata non-internas;
menentukan unsur-uns
) flik t?ersenjata non-inte
menjamin bahwa
berlaky,
K_e tiga unsur inilah akan terd
njutnya mengenaj sengketa

onal;

ur apa saja dari definisi tenta
rnasional:

apa i
bep t dlau'am pen;elasampenjelasan
rsenjata non-internasion|

Di samping i d ntan
g itu, perl
o ) U pula perlu disitir i cini

bagaimana pendapat ahli dalam usaha me“rrekai L g
untuk mery.

muskan apa i
. yang disebut den
a
nasional. Mereka i, i, g9an sengketa bersenjata non-inter-

1. Menuryt Dieter Fleck -7

”,ﬂ nen, =
International armegf conflict fs

a confrontat b h
Jover il . o confr niation Stweean the 7 (o]
WflfCH 5 Car;~,éo our ‘ ngU,DS of Persons subori fff:"-?f&‘ toh EX"SH,;/
. Ut With arms within on, Ju me e
h . 1IN natio I L
» el o i) o al fE‘an‘TOi}f ano’reaches the mag—

2. Menurut Pietro Verrj -

‘A non-in ternational armed confii

5 ; :
as anon Internationa/ armed confjj

E’HSUG (0] f‘.‘] NSl ration ana art,
r ]l y 2o ;
a4 C‘llpa 10, i

7 Diete Heck ?he H. f H 7 {

s P andb nitarian | g A ol
ietro Vi i Dt 0001(’0 umanitari; N Arme, onilic d3 am bd h
etro Verr i DCII'O”BWO’ fl‘?e l‘.’]fE‘ L i .

8 pj v , ' a., I

r )al:‘t).‘]a/[a of Arm, ( li R eva, 1992
w ed on llff, IC C Ge Vi
' ' v

35.36,
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tertinggi dan terendah dari ko
n-

ng kon-

i enurut Hans-Peter Gasser :*

international armed conflicts are armed confrontatio
the territory of the State, that is between the government of the one
d and armed insurgent group on the other hand. The members of such
s __whether described as insurgents, rebel, revolutionaries, secession-
freedom fighters, terrorists, or by similar names— are fighting to take
er the reins of power; or to obtain greater autonomy within the State, or

-rder to secede and create their own State. The cause of such conflicts are
nce of the rights of minorities

n that take place

nifold; often, however, it is the non-observa
other human rights by a dictatorial regime that give rise to the break-

wn of peace within the State”.

Tinjauan Yuridis tentang Sengketa Bersenjata
Non-Internasional

Menurut Konvensi Jenewa 1949

_ Dalam Konvensi Jenewa, sengketa bersenjata yang tidak bersi-
. fat internasional diatur dalam pasal 3 ketentuan-ketentuan yang
bersamaan (common articles). Pasal 3 ayat(1) Konvensi Jenewa

menyatakan bahwa :

'In the case of armed conflict not of an international character occuring
t_érritc_nllrylof one of the High Contracting Parties, each Party to the con-
hall be bound to apply, as a minimum, the following provisions :
,.Péfséhs taking no active part in the hostilities, including members of
0 have laid down their arms and those placed hors de com-
bat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in circum-
.ﬁéhées_‘be treated hurmanely, without any adverse distinction founded on
'_‘j'ace, colour, religion or faith sex, birth or wealth, or any similar criteria.

S

armed forces wh

" Hans-Peter Gasser, International Humanitarian Law. An Introduction, Separate print from Hans
Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant
Institute, Haupt, 1993, him. 23.
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10 thisend the f
S Ne following st
# IS are and shall rama;
CMNain Drohik; . . '
il terdapat dalam Protokol ll). Sebagai suatu ilustrasi untuk
ntukan bagaimanakah suatu konflik itu disebut, maka per-

and in an =

= I/,"JI’JUJ :/1/,'%7 e

Fou E Whalsoever WIth rac

'/ violence to fife a4y t respect to the apoye., 7tany time

'€ and person, in par “Ve-mentione
ton, cruel treatmen; W ERIUCUST murder of 4 - ; - -
salment ang L ratan-persyaratan sebagaimana yang diusulkan dalam persi-
gan (seperti telah disebutkan di muka) dapatlah kiranya men-

(2} !8-“':'3."'! af B

amun, karena tidak terdapat batasan secara yuridis (ingat
syarat yang disebut di muka tentang maksud dari

fedtmenst

(@) the ,"‘-’r.?;’fm;') of sentencoc Ay 4
pronounced by a regujary tu ‘sengketa bersenjata’ tidak diterima secara resmi dalam
nferensi!), maka dapat dikatakan bahwa bila timbul sengketa
maka yang berlaku -

o
aiording alf the Judicia/

Alid] Quaranteac 1k

persenjata yang tidak bersifat internasional,
hanyalah satu pasal dari Konvensi Jenewa, yaitu : pasal 3 saja!”
alaupun hanya satu pasal saja, namun ayat-ayat di dalamnya

at penting. Beberapa ayat dari pasal 3 yang perlu menda-
an perhatian adalah sebagai berikut :

Pensable R,
able by civilised peoples’
7 peoples’,

Dengan mel;
( ihat kete '
i diketahu, yoi, Ntuan di atas, aq; beberapa g
: Yang

Konvens; |
enewa
Menyatakan syaty konflik bersen;
Njata nop.

internasio
nal de
Ngan perumusan kalimat - “;
- N case of g7
€ 07 armed o
=y n-

£
H;’((n ) ol . ernat 3. &l O If ] If e fe In f
YL Ul an l'”f e /8
= ,f‘] ul” J’?Cﬂrﬂ‘\f < eldq. I/ i
& G N e
HC (€ .WO/

rsif penuli
s). F :
ngat luas ormulasi
LA terutama untyk f ¢ ulkan tafsiran
INternational” ch rasa “armed” ~ns q yang sa-
) aracter, k =H LOATICE dan “net
Pertanyag ST Karena dapat ; not of an
Yaan sepert; - bagaimana it menimbulkan berbagai
er

3) d_ari pasal 3
ries to the Conflict should further endeavour to bring into

rce, by means of special agreements, all or part of the other pro-
ns of the present Convention”

Ayat(3) di atas, menyatakan bahwa pelaksanaan sebagian
maupun ketentuan lain dalam Konvensi, dapat dilakukan oleh
para pihak di dalam suatu persetujuan khusus. Jadi, harus dipaha-
mi bahwa walaupun hanya pasal 3 saja dari Konvensi Jenewa
yang berlaku dalam suatu konflik yang bersifat internasional,

namun dengan persetujuan-persetujuan khusus antara para
eka dapat bersepakat untuk menerapkan bagian-
Contoh aktual mengenai hal

pihak, maka men
hak-

bagian lainnya dari Konvensi Jenewa.
ini adalah dibentuknya suatu persetujuan khusus antara pi
pihak yang bersengketa pada konflik di bekas Yugoslavia. Dalam

ran apa saja yang harus dilakukan, yang
; C pasal lainnya dalam Konvensi Jenewa —
yaitu berisikan perlindungan kepada para korban perang— maka pasal 3 ini disebut juga dengan

Konvensi Mini (Convention in Miniature / Mini Convention) atau Konvensi Kecil.
147

®Qleh karena isi pasal 3 ini sudah meliputi aturan-atu
apabila ‘diperas’ adalah merupakan intisari dari pasal-

146
Bab g 5
Totokol Tambahan 1977 9
Bab 8 Protokol Tambahan 1977




: i(;goi, which develops and supplements Article 3 common to the
entions of 12 August 1949 without modifying its existing con-
i&atr'on, shall apply to all armed con flicts which are not covered
' of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
Y 9, and relating to the Protection of Victims of International
 (Protocol |) and which take place in the territory of a High
arty between its armed forces and dissident armed forces or
gl izéé‘ armed groups which, under responsible command, exercise
trol over a part of its territory as 0 enable them to carry out sus-
sncerted military operations and to implement this Protocol”

- Ayat(4} dari pasal 3 -

e GlRNCA e el -
LA 8 -‘h Rrecedyy S
> Yy MO /ISI0) §S G i{’
[ [ ) / v 5] rof

'8gal statys of .
conflict” g

berikan < & heh con

¢ Dinyatakan dalam ketentuan di atas bahwa pasal 1 diterapkan
bada: “all armed conflicts which are not covered by Article 1 (of

Protocol )”; dengan kata lain, pasal ini tidak diterapkan pada kon-
= ‘bersenjata internasional, sebagaimana yang dicantumkan
‘ddlam pasal 1 Protokol |, termasuk konflik yang disebut war of
. national fiberation. Ini adalah ambang batas tertinggi yang dican-
umkan dalam pasal 1 Protokol Il ini. Andaikata kalimat itu hanya
henti sampai disini, maka pasal tersebut dalam diterapkan

ra lebih fleksibel, mencakup spektrum situasi yang lebih luas.

hukum internasional. D

e
ketakutan tersebut tiga ngan ayat(4) dalam

K perlu terjag.

N.'en- T . - 3 7
it Protokol i E = " Namun, spektrum yang sudah ‘meluas’ ini dipersempit kem-
- o bali dengan adanya persyaratan selanjutnya dalam pasal ini; yaitu:
}s'haﬂ apply to conflicts “which take place in the territory of a
: igh Contracting Party’ (rumusan ini sama dengan rumusan pasal
3 Konvensi Jenewa), but between its armed forces and dissident
: arfﬁed forces or other organized group” (di mana perumusan ini
lebih ketat, karena dengan demikian pasal ini , misalnya, tidak

. mengatur konflik antar dua atau lebih pemberontak, yang tidak
- omelibatkan pemerintahan yang sah).

s Juga disebutkan bahwa angkatan bersenjata pemberontak ini
E harus memiliki suatu komando yang bertanggung jawab
L ~(“responsible command"). Keberadaan suatu komando yang

Bab g p,
8 Protokor Tambaban 1977
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digelar harus tetap berlangsung secara kontinu.
nannya disini adalah Kontinuitas (continuity) dan terus-
rus (persr'stence)_ Sedangkan, kata "hersama-sama’ (concert-
rarti menyetujul, merencanakan dan menyusun suatu per-
an sesuai dengan rencana. Jadi ini adalah mengenai operasi
yang direncanakan dan disusun oleh suatu kelompok pem-
tak bersenjata. Kriteria tentang jangka waktu dan intensitas
termasuk dalam definisi ini, karena mengandung unsur sub-
vitas. (Sebaliknya, syarat kontinuitas dan terus-menerus

yiratkan adanya obyektivitas).”

bertanggung j .
ganisasian d%rjja:; ffmm@:wratkan adanya suatu tingk |
ta. Namun hal inj buE: pemberontak /pembangkgnat Pengoy
pemberontak tersebyt tg selalu berarti bahwa dalamg bersenia
i ti)”ter Pk dengar;ca%it : uat; sisten hierarki ;rg:”'
i bahwa di 3 atan bersenj Nisasy
e mela?ssaa;:kz':az orga.nisasi tersebut:f;apfi:en Ini be -
bersama-sama: dan 5 Dferasr-o_peraSi militer yang b fenc‘ana an
— ‘ I pihak lain, memiliki suaty otoritearlsanIUt 3
S€Carg da

k berlaku untuk situasi-situasi

Syarat lainn
¥a, pemberont _
ak harus dapat melaksanakan i i
ng-
pakan suatu gerakan gerilya

awasan atas sebaai
a .
its remfory'jl Krgla{] 'V\flhj:ly ah ("!?.‘«‘erche such contrg/
St efla Ini, yaitu mampu mel;ku 0L over part of
pemberontak ber(:g;?nt wilayah menyiratkan ba;a‘:':ksn] pe,.,g_
s : Jata terseb elom 4
organisir. Sedan ut adalah kel pok
' gkan pengertian * elompok ya

tukan lebih lan gertian ‘sebagian wi ng ter.
njut. Dalam Konf, ol wilayah' tidak diten. |
mengaﬂikannya d nterensi Diplomatik, ad iten-
; engan ‘bagi : , ada usulan untyk

atau ‘bagian gian wilayah yan ntuk
3 g ;rtar;g sgbstansial dari suatu W?;ayfhfangat penting’
awasan yang dna[':ezma. Kata “such’ me”yiratkaf; TT}‘”” usulan
ifi ukan pihak ahwa i
nifikan, sehin pinax pemberontak h peng- -
: 99a memungkink aruslah bersifat sig.
Operasi militer Inkan pemberontak Sig- =
yang berlanj untuk melakukan
sanakan ketent Jut dan bersama- an
tuan Protokol : sama, dan melak-

dan sakit, m Ol seperti mera elak-

. Mena wat m

i han para tawanan dan mempergska yang luka =
pasal 4 Protokol (tentang jaminan jaUk'an mereka
"Jaminan dasar) -

dan pasal 5Pr
) otoko ntang o
g nerdekaannya -

Yleh karena ity protokol ini tida

ana pihak lawan adalah meru
ah tanah (underground guerilla movement), karena gerakan

lya umumnya melaksanakan aksi-aksinya secara insidental, di
ini [tidak pada sebagian wilayah tertentu yang berada di
éh_pengaWasannya], dan melakukan taktik ‘serang dan sem-
¢ (hit and run).*

pinak pemberontak mampu
("to implement this
mbe-

adalah bahwa

untuk melaksanakan ketentuan Protokol
mer makan konsekuensi logis yang me

" Protocol"). Kriteria ini
an syarat-syarat bahwa telah ada : di komando yang bertang-
sebagian wilayah, sehingga pihak

ung jawab dan mengawasi
kan ketentu-

mberontak harus ada dalam posisi untuk menerap
terasa sulit dan merupakan keingi-

n P_rotoko!. Walaupun hal ini
an dari Konferensi Dip|omatik, perlu ditanbahkan di sini bahwa
ktur yang terbatas, maka sudah barang tentu hal ini umumnya

idak dapat terpenuhi.®

‘Syarat selanjutnya

Syarat di

- atas i
bafa bl b é);rkaftan erat dengan syarat lainn ,
militer secara berkel ontak mampu melakukan o ya, yaitu
R €lanjutan dan bersama-sam (PEraﬁ-operaSI

LLa ny out s s = a. g
Kata ‘berlanjut’ (  sustained and concerted military 0 énab{e
sustained) berarti bahwa Operés:/ gt
i-operasi militer

Im; 1353.
CRC, Second Edition, May 1991, him. 138.

oven, Constraint on the Waging of War |

H]

Commenta
Ibid. ry, him, 1352,
151

)!b
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Oleh karena itulah maka s
sangat ketat dan susah unty
yang terjadi dewasa inj

yarqt-syarat tersebut di atag
k diterapkan dalam konflik-

di atas, maka terdapat

This Protocol shalf
O shall not
o UL [?"-‘f’)"‘ .',J 4 N .
SI0nc Y LG Siuations of int
510ons. sy s g 0Ns OF Internal e ;
 Such as riots, iso > O internal disturbances ang 1
' & and ten-

e, ;
iated ang

Sporadic acts of

‘.-'F‘ lor Ly iy
not being armed orence and other

Similar nature. a5 :
acts of

con Nttt A,
Q fJfr‘_(,; 1k U-"EU[ \"QHJH"‘—]
SELIUNS)

Dafam Proto : )
istilah ’kekerasaiotl':dat disebutkan apa yang dimaksud de
(internal diisturbancec :] 1 etega”gamketegan gan dalam ngaT
contoh dari ‘kekerég and tensions). Protokol hanya membn e%r,
huru-hara (riots), tinds:a:at?ngsliegag gan dalam negerf se;‘:rt?r?
sporadis (isofated anq - ) an kejahatan va ;
lainnya Ya(nng:ljpj é:lrf?mm(-hc acts of w(?/eni;;gstei‘trge;;j Sa”

other acts of a similar nature) akan

Oleh karena tig
_ ak terda inisi
-, pat definisi dalam p
e akan pendapat para ahli mengenai rotokol, maka perly
yatakan bahwa - 9enai hal tersebut. Gasser

* Secara sin
gkat, Syarat-
1. konflik te Syarat dalam ayai(1
rsebut harys terjadi di dalang Jvﬁ:;:é ipf;r:}:(okol Il'ini adalah -
Peserta agung

2. telah terjadi
jadi pertem
pembangkan PUran antara angka !
grang / kelompok bersenjata Vga”gtigrgg;i?-ata negara tersebut dengan kelompok
isir; an kelompol

3. kelompok bersen;
; senjata yan i
Jawab terhada ¥ang terorganisir dipimpi
P an . Ipimpi
4. mereka telgh e ak buahnya; pin oleh seorang Komandan yang bert
5. mereka mampu e
6. mereka mampu melaksan

b2} Rosemary Abi
i-5aab, “Hi i
dalam Essays jr 1 umanitarian | k
5 in Honour of i aw and Internal Confli
its Kalshoven, T onflicts : The Evolution
Yoo of Legal Concern”

* Hans-Peter G
3SSEN, seperti dikuti M.C. Asser Insti
ip dal nstitute, Do
152 am GPH. Haryomataram, OP‘Cf‘rr(i:?rihtj;gQ;' him.216.

Bab 8 Frotokol Tambahan 1977

terast-, 3
konflix -

nal disturbances and tensions are marked by a degree of violence,
imes. In general, the violence breaks out

ng that found in ‘normal’ t
ite openly. The authorities resort to repressive action beyond the usual lim-

ypical of such situations, then, are phenomena such as -
- mass arrests often followed by arbitrary detention;

- bad conditions of detention;
- disappearances, unacknowledged detention;

_ ill-treatment, even torture;

- hostage taking;
- suspension of or failure to respect the most elementary legal

guarantees.”

Di samping Gasser, maka ahli lain, Harroff-Tavel menyatakan

bahwa:”

| ternal disturbances are marked by serious disruption of domestic order
titing from acts of violence which do not, however, have the characteris-
'6f an armed conflict. ... For a situation to be qualified as one of internal

rbances, it is of no consequence whether State repression is involved or

whether the disturbances are lasting, brief with durable effects, or inter-

ent, whether only a part or all of the national territory Is affected or
ether the disturbances are of religious, ethnic, political or any other origin”.

RC, dalam Konferensi Para Ahli Pemerintahan

pada tahun 1971, mendeskripsikan apa
bagai berikut :*

Sedangkan IC

(Government Experts)
» yang disebut dengan internal disturbances’ se

i involves situations in which there is no non-international armed conflict
stich, but there exists a confrontation within the country, which is charac-

ed by a certain seriousness or duration and which involves acts of vio-

ce. These latter can assume various forms, all the way from the sponta-
oils generation of acts of revolt to the struggle between more or less

fion Harrofi-Tavel, “Action taken by the ICRC in Situations of Internal Violence”, IRRC, July-
ugust 1990, him. 204.
Commentary, him. 1355.
153
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ini, maka timbul pertanyaan: apakah korban-korban akibat situasi
tidak pula mendapatkan perlindungan hukum? Hal inilah yang
enjadi keprihatinan para ahli. Namun, beberapa pakar secara indi-

upun kelompok, telah berhasil merumuskan suatu deklarasi yang

engan ‘Minimum Humanitarian Standard’. *

““""Dengan demikian, kita melihat bahwa untuk menerapkan
Protokol Il pada suatu sengketa bersenjata non-internasional, ter-
: dapat sedemikian banyak persyaratan yang harus terpenuhi seba-
j,géi'mana dimuat dalam ayat(1) dan ayat(2) yang telah disebutkan
‘di muka. Sengketa bersenjata tersebut harus “benar-benar
tarukur” sehingga ia tidak boleh ‘memasuki’ ambang batas teren-
dah, sebagaimana definisi dalam pasal 1 ayat(2) Protokol I,
maupun ambang batas konflik yang tertinggi sebagaimana
* definisi pasal 1 Protokol |. Persyaratan ini tergolong berat, di ban-
“dingkan dengan ketentuan dalam pasal 3 Konvensi Jenewa.
3 _ﬁéréna ‘berat'nya, maka seorang ahli, Green, merasa khawatir
' ‘bahwa ada kemungkinan Protokol Il tidak dapat diterapkan dalam
suatu perang saudara (civil war), kecuali sampai telah terben-
tuknya suatu kelompok pemberontak yang sedemikian terorgan-
. isir seperti yang pernah terjadi di Spanyol

-dla
fi r9e number of poljtical prisoners:
€ probable existence of ifl- :

.

- allegations of disappearances.

L -"“The definition of a non-international armed conflict in
Protocol Il has a treshold that is so high in fact, that it would
xclude most resolutions and rebellions, and would probably not
‘operate in a civil war until the rebels were well established and had
set up some form of de facto government, as had been the case

with the nationalist revolution in Spain”.
Sedangkan Rosemary Abi-Saab menyatakan bahwa apabila

kita membandingkan bagaimana perbedaan dari penerapan pasal
3 Konvensi Jenewa dan pasal 1 Protokol ll, maka akan terlihat

Jadi setelah men

i ;
heA getahui mengena

erasan dan ketegangan dala ' apa yang dimaksud de-

:] qegerf', maka haruys dipa-
diatur dalam Protokol |12

~ Oleh karena mas
i alah yang b
. an dalam negeri' ida (5 9 berkenaan dengan ‘keke

rngat kenyataan bahwa ju

i . rasan dan kete 4
au belum) diatyr dalam Protoko| | mak‘-‘tegang
' a meng-

|

B

* Lihat juga ibid., him. 1356

154 ryomataram, ibid., him. 24-27.
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na pada umumn ‘
an dengan krite{? konflik yang terjadi akhir-akhir in; 1
dalam ke dua u Qan syarat-syarat sebagai Ni'tidak ber
awasan seba _pe”a”f'aﬂ tersebut, terutama admana
dalam Protok gl!an dagrah yang efektif sepe tlanya
ol. Kesulitan ke dua, adalah b ki

' agaimang

y e

den dari bad

: an-badan ke :
misalnya. Inilah manusiaan yang net :

masalah yang sampai sekara nf;l ;ejpertl ICRC,

elum  terpe-

cahkan.=

35 Qb b h
Rosemafy i Saa f OP,G’-f | %221
Da ar ]Fe nbu k] Otok' . j akan ba Wa ke = f k T
! ol I [efa di d
3 ‘ P t ' |
¥ i : k. tentua kE‘[E tuan hu i
; ! ; U Internasio d
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Masala

tuan-ketenma.
non-internasional

Protokol ters
ebut dalam praktek. Kesulitan perta

ma, adafah k g
dre.
Apabila terjadi suat
—ka timbul beberapa masa
gan saksama. Mas
-1, Ketentuan mana

menentukan

sifat dari peral
’ N
tan militer yang dipergunakan, 4 '
- dan demikian jygq o

 staukah Protokol Il ? Siapakah yan
2. Apabila dalam sen

. Apabila terjadi suat
ari penjelasan pada
jelas, ketentuan mana

5_(!,‘ m Protokol Il terpenuhi maka Protokol Il dan pasal 3 Konvensi

“Jenewa a

_the Protocol are met, the Protoco
' csimultaneously, as the Pr

imentary to the Additional Protocols,

h hukum yang timbul dari sengketa bersenjata

u sengketa bersenjata non-internasional,
lah hukum yang perlu diperhatikan

alah hukum tersebut adalah :
kah yang berlaku dalam sengketa bersenjata

Linternasional?, Apakah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949
g menentukan hal ini?

gketa bersenjata non-internasional yang
kol I, apakah ada jaminan bahwa

diberlakukan adalah Proto
kol itu? (Kekhawatiran

ematuhi Proto

* "pemberontak” akan m
karena para pemberontak bukanlah

ini pantas dikemukakan
pihak pada Konvensi Jene
bila mereka tidak mentaa
Jenewa dan Protokol?

wa dan Protokol). Bagaimanakah
ti ketentuan pasal 3 Konvensi

Masalah Hukum No. 1:

a). Ketentuan mana yang berlaku?

u sengketa bersenjata non-internasional,
bagian sebelumnya, maka kiranya sudah
yang berlaku; yakni apabila syarat-syarat

kan berlaku secara simultan. Namun bila intensitasnya
n seperti dalam Protokol

Jenewa saja. Hal

dah dan tidak terlihat ada unsur apapu
ebagai

‘maka yang berlaku hanyalah pasal 3 Konvensi
ni dapat dilihat dalam Commentary yang menyatakan s
erikut **
“Thus, in circumstances where the conditions of application of

| and common Article 3 will apply

otocol’s field of application is included in
the broader one of common article 3. On the other hand, in a
w, and which does not contain

conflict where the level of strive iflo

op.cit., him. 1350.
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naractorics

) f‘ cterisin Ieatures required b, o
3 wilf apply S O) £
“There is moreover; the general consideration that no out-

side authority is competent to determine with binding force
that the Protocol is applicable to a particular situation. Much
will therefore depend on the good will of the authorities in
the State concerned and, as the case may be, on such pres-
sure as the outside world may be able to exert”.

lakukan e

Pasal 3 Kony yang. menyetyy

INtensitasnya rendah n oSl Jenewa pada konf“k-lionf:nember. - Dengan melihat ke dua pendapat di atas, maka dapat disim-

P emerintah-pemerint’ah ﬂun Pengalaman me”“”,fukkan'i an  pulkan bahwa yang menentukan hukum manakah yang berlaku
Pasal 3 ini dalam konfii "¥a berkehendak yngyx m ahwa . dalam sengketa bersenjata non-internasional adalah: Pemerintah
saja.* IK-konflik yang memiliki in “Nerapkan ari negara yang bersangkutan. :

- Namun, sebagaimana diungkapkan di awal bagian ini, bahwa
'&._gerdapat suatu kecenderungan bahwa negara enggan member-

makzpifi(r)fe:oier!jadn suatu sengketa bersenjata lakukan Pro.tc?koll dengan mengajt.lkan berbagai alasan.
B deako tidak menentukan ketent nO”"”TEmasionaL Keengganan ini dikarenakan kekhawatiran negara bahwa pem-
' ada pula ketentuan dafam h uan  manakah yang berlakuan Protokol Il akan memberikan status belligerent kepada

ni.« 5y iter [ain. ¢ pemberontak.
Slc:jei;irreurla A,:Ze :i;dapat beberapa Pendapat da - Tidak itu saja, bahka'm negara-negara juga enggan untuk
Muyot - M para ahji memberlakukan Konvensi Jenewa, karena dengan penafsirannya

“yang meluas pada berbagai macam jenis konflik internal, mem-
buat negara-negara menolak menerapkannya (Seperti yang terja-
di dewasa ini, ada berbagai jenis konflik internal dengan berbagai
sebutan, seperti : international armed conflict, internal conflict of

I St
- This Is due 1o +
€10 the geners/
. Y€Nneral consigerat
Dl € ASIGeration of ¢
Sl 107 States th
B Ak RN 10 detepmian, g i
; ‘ SIine with bingg
IS applicable ;, ' 2
. Plicable to g Rarticular siqyas
- government ass i

Whether ap . Sert the right + : e L . oo
: -her - 0n-going  strife has f; the right to dedlare an armed character, internationalized-internal conflict, internal

required for achi ‘ : ; : ; : :
Guired for the aoplication of o Poc leved the intensity strife accompanied by violence, internal tensions not accompanied

<ol ; e
otoco/” by violence, dan lain-lain).*

2. Menuryt Fritz Kalshovep -

> ﬁei;e Nauyen Duy Tan 77 Masalah Hukum No 2 :

ONhamm, Tty e Law Appli * . . .
st ned ;;e%agm (ed), ’”ff'marfongfﬁisfef oponternationsi Amey Adakah jaminan bahwa pemberontak mematuhi
Li 5 ‘ x < Achieye Co ﬂ " . . . -
hat GPH. Haryomataram ™Ments and Prospects uw'és‘é‘é ’ F,‘ﬁg;" Protokol? dan Bagaimana bila mereka tidak mentaati?

“ Alberto My , Op.cit, h
yot, Th et i, 18,
and Protucol |, 19;4':{;;}’;6”,!&{@” 21

Q v on Non-int ; v F -
Fit Kalshover, o "™ 57 dalam i, iy 12107 Armed! onfis e e Dalam Commentary, disebutkan pula mengenai persoalan ini;
; icle 3 :

eodor Meron, Human Right in Internal Stiife : Their International Protection, dalam
- Haryomataram, op.cit., him. 20.
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to any establjs

natonal iarr

m
ere acts of anarchy or brigan

5 P
engan demikian, maka persoalan huk

Ty, .
g
ommenta f m 1345 daf 52 daa fbfG, im. 21.

ntmade by a State -

,,,‘J.‘.',k"‘.“-l af that

fore IMposed on them 7
. b uem. 1n
2 indlviduals is therefore 1
= e ne ¢
s of the State
o arty applies 5
: article 2 en
victims of the conrlj ticle 3 s0 much th

: G .
it will prove that fhor No one will compiain J# i
se who regard it
rd 1ts (the ins
‘ e Insu
dage are right”

um di atas telah terjawa; yaitu :
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- ORAN G-ORANG

“ YANG DILINDUNGI
PADA SAAT SENGKETA

. BERSENJATA

ser, orang yang dilindungi adalah
n Konvensi Jenewa dan Protokol
dukan yang dilindungi secara

‘Menurut Hans-Peter Gas
seseorang, yang berdasarka
_Tambahannya, memiliki kedu
'+ khusus.'
Jatu sengketa bersenjata, orang-orang yang diin
nduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus ‘hors de com-

+ dan dihormati dalam segala keadaan.z Kombatan yang
status sebagai tawanan perang.
ng diatur di dalam

endapatkan perii-

IV dan Protokol

dungi 'melipuf:t. :

musuh mendapatkan
lindungan dan hak-hak sebagai seorang tawanan pera
: wa Ill. sedangkan penduduk sipi berhak m
sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa

S-P Gasser, International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print from Hans
manity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant

ul Haupt Publisher. Berne Stuttgart, Vienna, 1993, him. 25. )
n atan’ merupakan unsur yang bersifat pasif, yaitu kewajiban untuk tidak melakukan tin
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1 Perang

dmbatan, otomatjs ak
«an perang, apabila me;aen
an pertempuran (‘hors de:
Namun ada pula sekelom.
1 mereka bukan Kombata
k pula mendapatkan statn'
apat dalam ketentyan a a
yatakan bahwa merek; Sa;al
o ': tawanan perang adalah - :

anggota milisi ata
u korps
angkatan perang itu; 7 e

13k yang bersen
gketa, anggota.
¥ang merupakan bagiargzgd?ri

luar wilayah

"
a

sebagai berikyt -

a) Dipimpin oleh o
rang yang bertan '
99ung jawab atas ba
wahannya;

b) Menggunak
an tanda pengenal t
‘ . "
0 Membawa senjata secara terbuka'tap R et ot o

d) Melakuk i
an operasinya sesuaj dengan hukum dan kebi
1a5aan perang,

(3) Para an
ggota an
gkatan Perang reguler yang Mmenyatakan keset
setiaannya

dakan-tindaan
i ¥ang membah i
zgng dilindung. 'Perlindunga?"all:ncan"t
darysakan. Perlakuan manusiawi o
i
I orang-orang yang dilindung.

melengkapi.; i i
e 2%3? i.; lihat Frits Kalshaven,

Ketentuan mengenai

kembali dalam S€Nal siapa saja yang d

lalam Protokol | 9 Gapat diperlak

mengenai tentage o ar,aldmsusn)fa pasal 43 (tentan ”iﬁﬂ sebagai tawanan

SEIhWa apabila seo,an);; Vann d? ke Ml KE“?ﬂtga: gl;(: i e
mﬁ:\k i L makaia akan tetgp ;Zf:]gkkap diragukan S!G?USﬂy;uada?m -

oleh pengadilan yang berkomI Matl status sebagai ta\.uanapr;i ah ia kombatan atauksh pen-

peten (pasal 45 Protokgl I) Legf;algg! sa[r?}paf WS

‘ Jut lihat penjelasan

pada

bab tentang prins;
3 prinsip pembed
a3
n dan ketentuan tentang mata-mata d,
an tentara bayaran d.
alam bab

perang ini dilengkapi
) dan ketentuan lainnyz
okol juga menyatakan

lain dari buky inj.
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dé“suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara

ahan.

 Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebe-
narnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipll
vak pesawat terbang militer, wartawan perang. leveransir, anggota
esatuan-kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab
tas kesejanteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendap-
tkan pengakuan dari angkatan perang yang disertainya dan
' dengan sebuah kartu pengenal.

kapal niaga termasuk nakhoda, pandu laut, dan taruna serta
wak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang
idak mendapat perlakuan yang ebin baik menurut ketentuan-keten-
tgé'n_ apapun dalam hukum internasional.
5) Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh
endekat, atas kemauannya sendiri dan dengan serentak mengangkat
senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu,
npa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatu-
an bersenjata secara teratu, asal saja mereka membawa senjata secara
A “terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan berperang.
= ¢iETE
n tersebut di atas,‘mereka yang termasuk
(3) dan (6) termasuk dalam kategori kom-
kan diperlakukan sebagai
termasuk dalam

_ Dari enam golonga
ke dalam nomor (1), (2),
batan, yang apabila tertangkap a
tawanan perang. Sedangkan mereka yang
“nomor (4) dan (5), walaupun termasuk dalam kategori penduduk
sipl, namun apabila mereka ditangkap oleh pihak musuh, mereka

juga berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang.‘

Jadi, dapat kita lihat bahwa enam golongan tersebut di atas,
" yang dapat terdiri dari kombatan dan penduduk sipil, apabila
jatuh ke tangan musuh, berhak mendapatkan perlakuan sebagali
“tawanan perang. Mereka harus diindungi dan dihormati dalam

its Kalshoven, op. cit, him. 41.
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segala keadaan. Menurut G
sebagai ‘defenceloss persons’
a.tkan perlindungan) -
pihak yang bersenék
sebagai berikut -
a) Menjamin penghormatan:
Iakulfan secara manusiawif
b) Memamin perlindun :
dari ketidakadilan d
suatu peperangan
perkosaan integn’tas:

(asser, mereka inilah yan
L3 prgng-orang ¥ang kuran
i hpnnSIpnya, terhadap mer?(

arus melakukan tindakaen

gan; artinya mereka hary
an bahaya yang mungkin
danl terhadap kemung
G s kepribadian mereka. Har
e yang perlu untuk menjamin hal ini
Perawatan kesehatan: artinya maJ ”l:“

; ereka

atas perawatan k

: esehatan yang se

N yang dan tic

baikan, walaupun ia pihak musuhS tara dan tidak boleh dia-

S d”mdmgi ‘

Gasser meringkas perlakuan

perang sebagaj i
gaimana diatur dalam Konvensj |i seb
agai berikyt - ¢

(1) Pada wakty tertan

’ ' gg 'l j

- nﬁbif!:ngreka tidak boleh dipaksa mem-
Penyiksaan dan perlak Jal'Jh e
ol il aKuan kejam terhadap merek il
(2) Segera setelaheja:;ian pke &g, i
r angkap, tawanan
e Spe ,;?E?,fﬂ kartu Penangkapan. Kzitrj futer |
il tawany; dikirim ke Birg Peneranganp?:angka?
b ? Perang melalui Badan Pysat Peisml' il
ini memiliki tugas mf’acrnQ fqgency). Badan Pusat e vl
et o e[;nbenkan keterangan kepada EC?”a“
ik dengank.} €ngan cara ini maka hub 4§
€luarga mereka dapat tetap dij:!fnl{ngan

* Hans-Peter G :
¢ Ibid, him, 37?3?5;“ % ot im. 2300
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sengketa Bersen,
jata

9 disehy "".-,- (3) Secepatnya, pard tawan

3 Pk,

pan mereka

artinya merek j 4
3 harus dipe. - (4) Sedapat mungkin

timbU' dan 3
kinan atas
Us ada fip. =

berhak 3

yang diberikan kepada tawan ;
an

k p I

an perang harus dipindahkan dari
ke tempat yang aman. Kondisi kehidu-

gan kondisi kehidupan dari
gal di

kawasan berbahaya
harus setara den

anggota angkatan perang negara penawan yang ting

tempat ity
kondisi penawanan mempertimbangkan

adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan para

tawanan;

(5) Para tawanan yang sehat, dapat diminta untuk bekerja,’

tetapi mereka dapat melakukan peker]aan-peker}aan yang
berbahaya, apabila mereka menyetujuinya. Contoh dalam
hal ini adalah pekerjaan membersinkan ranjau;

(6) Tawanan perang berhak untuk melakukan korespondensi
dengan keluarganya (Biasanya surat dan kartupos dikir-
imkan melalui Badan Pusat pencarian ICRC). Mereka juga
boleh menerima bantuan dalam bentuk bingkisan peroran-
gan (individual parcel);

(7) Tawanan perang tunduk kepada hukum negara penahan,
khususnya hukum yang berlaku untuk angkatan bersenja-
ta. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat dijatuhi sanksi
pidana dan sanksi disipliner sesuai dengan hukum negara
penawan. Negara penawan dapat juga menghukum
tawanan perang terhadap pelanggaran—pelanggaran yang

mereka lakukan sebelum mereka ditawan (misalnya
tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di daerah pen-
dudukan atau di medan pertempuran); ;
(8) Tawanan perang yang dihukum berhak mendapatkan jam-
inan peradilan yang wajar dan bila terbukti bersalah dan
dijatuhi hukuman, maka ia tetap berstatus sebagai
tawanan perang. Artinya setelah menjalani hukumannya,ia

akan berhak untuk

Berdasarkan pasal 62 Konvensi Jenewa 1il, tawanan perang yang dipekerj
mer dapatkan upah yang pantas. Besarnya ditentukan oleh penguasa, tetapi tidak boleh kurang
dari 1/4 Franc Swiss untuk satu hari kerja penuh. :
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berhak untyk di
(9) Dilarang melak
hadap tawanan

pulangkan kembyalj k
ukan  tindakan pem
perang.

€ negara asalnya :
balasan (rep :

risal) tar.

Tukar menukar tawan

Jum-fah R N perang tidak sefaly di

dasarkan atas

e e
e

' an berundin [
Ng mengembalikan 5 orang taw%nzkh'r
i

tawana
- n pgrang Iran beserta oran
ereka masing-masing.? .

v
D
~—
Loy
D
=
o
D
&
o
=
D
=
o
=4

nya disepakat untuk sal-l
Perang Irak dan 10; Oran
orang sipil ke Negara asa&:

tindakan yan
Konvensi Jij :
(1) Segera s

ga pe U[an 1 peran k ;
. gan tawanga maka a3sSSer m
arus d!!akukar 0'9 negara pPena ‘ '
Enawg,

i)
jadi tiga kelompok, sebagai berikyt - " S

engelompok i
E ot pokkan tindakan.

atur dalam pasal 109.1 19

: para lhak n ersen
pa 0 s kemamusiog Pihak yang b, sengketa hendaknya memulangk,
: _ e gkan

ketiga yan
3 g netral
* Lihat Horst Sei m. pend, f o)
eibt, Co i
g e um of Case of Int, TNatio

109, H n
Lihat Frits Kalshoven, 0p. cit, him. 48
. it - 48-49

al Hy itari.
umanitarian Law, ICRC Publicatio

n, 1994,
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. {ll, semua tawanan perang harus dipulangkan ke negara asalnya).
- Persoalannya, dapatkah mereka dipaksa untuk pulang ke negara
asalnya ? Persoalan ini timbul berkaitan dengan keengganan para
tawanan perang Korea Utara dalam kasus Perang Korea, untuk
dikembalikan ke negara mereka. Dalam hal ini, Perserikatan
Bangsa-Bangsa memutuskan secara negatif, yakni tidak seorang
tawanan perangpun yang dapat dipaksa untuk kembali ke
negaranya, jika mereka tidak menghendakinya." Namun, hal ini
harus diputuskan dengan - hati-hati. Sebab, jika para tawanan
perang diperbolehkan memutuskan sendiri untuk pulang atau
tidak, kemungkinan negara penahan akan menegaskan haknya
membuat putusan mengenai pemulangan para tawanan itu,
sehingga suatu negara dapat saja menekan para tawanan perang
untuk tetap tinggal. Untuk menghindari kemungkinan tersebut,
maka suatu organisasi kemanusiaan yang tidak berpihak (netral)
dapat melakukan jasa-jasa baiknya berkenaan dengan pemulan-
gan para tawanan.

Setelah peperangan berakhir, para pihak yang bersengketa
juga harus melakukan segala tindakan yang dimungkinkan untuk
mencari dan mengumpulkan orang-orang yang luka dan sakit.
Kondisi mereka dicatat dan secepatnya diberikan kepada Biro
Penerangan (pasal 122 Konvensi lll). Keterangan tersebut harus
meliputi : nama negara asal, nomor anggota; nama lengkap dan
nama kecil: tanggal lahir; serta tanggal dan tempat penangkapan.
Keterangan ini selanjutnya disampaikan kepada negara asal si kor-
ban yang bersangkutan, melalui Kantor Pusat Tawanan Perang

dan Negara Pelindung.

Di samping orang-orang yang luka dan sakit, maka pihak yang
bersengketa juga harus melakukan semua tindakan untuk
mencari dan mengidentifikasikan orang-orang yang telah

- meninggal dunia. Wasiat dan barang lainnya dari si korban harus

i Jean Pictet, Development and Principles on International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff
Publishers, 1985, him. 39.
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mani;

« Menjatuhkan hukuman kolektif;

* Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;

+ Melakukan pembalasan (reprisal);

* Menjadikan mereka sebagai sandera;

* Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jas-
mani atau permusuhan terhadap orang yang dilindunagi.
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* anak-anak. Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :*

% Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian
kecil dari wilayah yang diperintah oleh negara yang men-
gadakannya;

* Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit
dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan ako-

modasi yang terdapat di situ.

fower 07 a party to a conflict)
kmdungan terhadap para peng
ewarganegaraan (stateless)

1. Perlindungan Uit

' Berdasarkan Konvens; Je
d.;berikan kepada penduduk
diskriminatif. Dalam segala k
genghormatan pribadi, :
ajaran agamanya. Terh
dakan-tindakan sebaga
34, yaitu :

» .
€wa, perlindungan umum yang

sipil tida :
k boleh dilakukan secara
Kawasan keselamatan (safety zones)

adaan ini

Wi » Penduduk sipil berhak atas q '

ekeluargaan, keka 3 : E o iE atralisasikan (netralized zones). Apabila kawasan keselamatan diperuntukkan bagi orang-0rang

ok eletis yaan dan prakiek . 4 sipil yang rentan terhadap bahaya pertempuran, maka daerah netral, berdasarkan pasal 15

| iy i oo | s nvensi IV, tidak hanya ditujukan untuk kombatan dan non-kombatan yang berstatus ‘hors de

IMana yang di an tin- ‘ombat’; namun juga orang-orang sipil yang berada dalam daerah tersebut, namun mereka tidak
isebutkan dalam pasal 27-

ini hendaknya dibedakan dengan daerah-daerah yang

turut serta dalam permuysuhan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat militer selama

reka berdiam dalam batas-batas daerah netral tersebut.
ryomataram, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, UNS Press, 1994, him. 94.
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* Daerah-daerah |
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(1) Orang asing di wilayah pendudukan

Pada wakty pecah

eran
Negaranya berdiam dj Perang antara negara yang warga

dalam wilayah Negara musuh, maka orang
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F

.~ dungan di negara di mana mereka berdiam. Berdasarkan pasal 35
'f;i(onvensi IV, mereka harus diberi ijin untuk meninggalkan negara
. ersebut. Jika permohonan mereka ditolak, mereka berhak mem-
inta agar penolakan tersebut dipertimbangkan kembali.
- Permintaan tersebut ditujukan kepada pengadilan atau badan
~ administrasi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu.

~ Hukum yang berlaku bagi mereka harus sesuai dengan
undang-undang yang berlaku di masa damai (hukum tentang
~orang asing). Perlindungan minimum atas hak asasi manusia
- mereka harus dijamin. Oleh karena itu mereka harus
dimungkinkan untuk tetap menerima pembayaran atas peker-
~ jaannya, menerima bantuan, perawatan kesehatan, dan seba-
gainya. Sebaliknya, negara penahan juga diperbolehkan mengam-
bil tindakan yang perlu seperti membuat laporan reguler ke kan-
 tor polisi, atau menentukan tempat tinggal tertentu jika keadaan
keamanan yang mendesak mengharuskan orang-orang asing ini
untuk berpindah tempat tinggal (pasal 42 Konvensi V). Mereka
juga dapat dipindahkan ke negara asal mereka kapan saja, dan
apabila masih ada, mereka harus dipulangkan pada saat terakhir
setelah. berakhirnya permusuhan. Mereka dapat diserahkan
melalui negara ketiga. Harus pula terdapat jaminan bahwa mere-
ka tidak akan diajukan ke pengadilan karena keyakinan politik
atau agama yang mereka anut."”

(2) Orang yang tinggal di wilayah pendudukan

Dalam wilayah pendudukan, penduduk sipil sepenuhnya harus
dilindungi. Penguasa pendudukan (occupying power) tidak boleh
mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan
perkataan lain, hukum yang berlaku di wilayah tersebut adalah
hukum dari negara yang diduduki. Oleh karena itu, perundang-
undangan nasional dari negara yang diduduki masih berlaku

“ Hans-Peter Gasser, op. cit., him. 42.
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. dijatuhkan terhadap kasus pelanggaran berat, seperti mata-mata,

sabotase terhadap peralatan militer, atau karena pelanggaran
. yang disengaja yang memang dapat dijatuhi hukuman mati
. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 68

ayat3).

(3) Interniran sipil

Penduduk sipil yang dilindungi dapat diinternir. Ketentuan-
ketentuan tentang perlakuan orang-orang yang diinternir diatur
dalam Seksi IV, pasal 79-135 Konvensi Jenewa IV. Menurut
Mochtar Kusumnaatmadja, tindakan perampasan kebebasan dapat
dilakukan apabila terdapat alasan keamanan yang riil dan mende-
sak. Tindakan untuk menginternir penduduk sipil pada hakekat-
nya bukan merupakan suatu hukuman, namun hanya merupakan
tindakan pencegahan administratif.”® Oleh karena itu, walaupun
penduduk sipil ini diinternir, namun mereka tetap memiliki
kedudukan dan kemampuan sipil mereka dan dapat melak-

sanakan hak-hak sipil mereka (pasal 80).

ng-orang sipil yang dapat diinternir adalah =
enduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang

 perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan;”

 b) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang

“dengan suka rela meng‘nehdaki untuk diinternir; atau karena

) keadaannya menyebabkan ia diinternir;”®

=0 Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila Penguasa

- Pendudukan menghendaki ‘mereka perlu_diinternir karena alasan
- mendesak; =

‘ duk sipil yang telah melakukan pel

khusus bér,t_uiuénﬂr}_tgi nguasa Pendudukan.® -

langgaran hukum'yang:s_é_gara -

nvensi Palang Merah 1949, Bina Cipta, Bandung, Cetakan

1 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Ko
ke-4, 1986, him. 104.”
| ihat pasal 79 Konvensi Jenewa IV yang berbunyi : “Pihak-pihak dalam pertikaian hanya boleh meng-
internir orang-orang yang dilindungi, sesuai dengan aturan-aturan pasal-pasal 41-43, 68 dan 78".
7 Lihat pasal 41 ayat(1) dan pasal 42 ayat(2) jo. pasal 78.
% Lihat pasal 42 ayat(2).
5 Lihat pasal 68 ayat(1).
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S aksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk
- embantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa
bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota
'~ perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan
~ penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.*
Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial
, biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (trans-

), maupun lambang-lambang

* Lhusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus

respected) dan dilindungi (protected). 'Dihormati’
untuk melaksanakan tugas-tugas

keta bersenjata; sedangkan
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*

Sésuai dengan
peraturan peru
. n 3

daerah yang diinternir tersebyt dang undangan yang berlaky g

genai Pertahanan Sipil dapat dilihat dalam bab IX tentang ‘Perkembangan-

Penjelasan rinci men
perkembangan Baru dalam Hukum Humaniter”.
177

213
| Lihat pasal 83,
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Salah satu aspek penting dari suatu kaidah hukum yaitu me-

ngenai penegakannya (law enforcement). Suatu perangkat

~ hukum baru dapat dikatakan efekiif apabila ia dapat diimplemen-
tasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada yang

melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka didalam perangkat

. hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan mene-
 tapkan bagaimana norma-norma itu dapat ditegakkan.

Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI)
dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada
Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta
pada aturan-aturan lain yang mengatur mengenai mahkamah keja-
hatan perang baik yang bersifat ad-hoc maupun yang permanen.

b ::;:JMekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949 dan
b Protokol Tambahan 1977

‘ Sebagaimana diketahui bahwa pasal 1 Konvensi Jenewa mem-

berikan kewajiban bagi Pihak Peserta Agung untuk menghormati
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ketika ada indikasi pelangga
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¥ legistation nec. 48
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> O1'the preseny 8

'Ianggaran tersebut, dan apabila perlu menjatuhkan hukuman
‘kepada Sl pelaku. Hal ini antara lain diatur di dalam Pasal 87
protokol 11977 yang menyatakan sebagai berikut

h Contracting Parties and the Parties to the conflict shall requires
manders, with respect to members of the armed forces under
command and other persons under their control, to prevent and,

. necessary, to suppress and report to competent authorities breaches

h Contracting Parties and Parties to the conflict shall require any
nder who is aware that subordinates or other persons under his con-
o to commit or have committed a breach of the Conventions or

Dari ketentuan Pasal 87 Protokol | tersebut jelas terlihat adanya
'~ kewajiban Komandan untuk mencegah dan kalau perlu
menghukum serta melaporkan kepada pihak yang berwenang
mengenai pelanggaran terhadap Konvensi dan Protokol. Dan
~ kemudian pada ayat(3) bahkan ditekankan mengenai perlunya

memberikan sanksi disiplin atau hukuman pidana kepada mereka

yang melanggar Konvensi dan Protokol.

.- Di lingkungan TNI, apabila ada seorang prajurit yang
‘melakukan pelanggaran hukum humaniter maka Komandan atau
Atasan yang berwenang untuk menghukum (Ankum) berkew-
~ ajiban untuk mengambil tindakan-tindakan sebagaimana yang
500 dimaksud pada ketentuan Pasal 87 di atas. Apabila Komandan
atau atasan langsung dari prajurit yang bersalah tidak mengambil
- tindakan, maka Komandan yang diatasnya berk-ewajiban untuk
" mengambil tindakan yang dimaksud. Begitu seterusnya sampai
kepada tingkat yang paling tinggi. Jika diperlukan, disamping
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juga dapat Menjalankan
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Ada tiga kategori pelanggaran atau kejahatan yang menjadi
yurisdiksi dari Mahkamah Nuremberg ini yaitu ; kejahatan ter-
hadap perdamaian (crimes against peace), kejahatan perang (war
crimes), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against

_ humanity). Yurisdiksi Mahkamah diatur dalam Pasal 6 Piagam
Nuremberg yang menyatakan sebagai berikut :

cts, or any of them, are crimes coming within jurisdiction of the
there shall be individual responsibilty :
nning, preparation, initiation or waging a

 Against Peace: namely, pla
o in violation of international treaties, agreements

deportation to
of or in occupied
QFPE!"SQHSE;’E.J'D the seas,
, wanton destruction

Disamping memberikan penjelasan terminologi dari tiga ben-
tuk kejahatan yang menjadi yurisdiksi  dari  Mahkamah
Nuremberg, Pasal 6 di atas juga menegaskan tanggung jawab
individual dari pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Ini

Cormack and Gerry J. Simpson, The Law of War Crimes,
luwer Law International, The Hague, 1997, him. 172
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2 ihat antara lain dalam Timothy LH. Mc
National and International Approaches, K

Bab 10 Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional




= TrNar T REjatiatan wwrvut tudk aapat b i
erdalih bah
Wa per.

buatannya tersebut untuk kepentingan

(r;egara. Pengan demikian setiap pelaku ke
i ata; tidak dapat kemudian dengan m

gung jawab negara (state reponsibility) )
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si pelaku, baik sebagai Kepala Negara at

b?nanggung jawab di -
dijadikan alasan untuk

dijatuhkan.’ Kemudian
: an juga ditegaskan kembali

yang menyatakan bahwa si pel embali dalam Pasa| g
kare ; . _pe aku melakukan kejahat
o _?Ja pe_r(ljntah dari Pemerintahnya atau karena :)er'ljjn::'?hterSEbut
oun gj; jggv gbak. dapat dijadikan alasan untuk membebaskaré:ttasa .

si pelaku, tetapi hal tersebyt dapat dijadikan daarsla- _

r

untuk m i |
engurangi hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah_¢

Pada
bah deng/:lihk:r:]n aht N|:l ol berg ada empat orang Hakim ditam.
pat hakim pengganti. Hakim-hakim tersebut

berasal dari ne
gara-ne
yaitu - gara yang menyusun Statuta Mahkamah

Amerika Serikat : Francis Biddle
John Parker (pengganti)

Inggri : '
nggris : Lorc{ Justice Geoffrey Lawrence
Justice Norman Birkitt (pengganti)

Perancis : Prof. Donnedieu de Vabres
Judge R. Falco

Uni Soviet : 1.T. Niktchenko, Maj.Gen
A.F. Volchkof, Lt.Col (pengganti)

* bid., him. 173.

* Ibid., him. 174.
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m Pasal 7 Ppia
gam

kedudukan resmi dari

sebagai pejabat

. . . a

dalam institusi pemerintah tidak d);p:g

membebaskan yang bersangkutan dai

'Adapun mengenai penuntut atau prosecutor di Mahkamah
Nuremberg ada empat chief prosecutor Yang masing-masing
berasal dari keempat negara tersebut di atas.

Mahkamah Penjahat Perang Tokyo dibentuk pada tanggal 19
Januari 1946. Nama resmi dari Mahkamah ini adalah International
Military Tribunal for the Far East. Berbeda dengan Mahkamah
Nuremberg yang dibentuk Treaty yang disusun oleh beberapa
negara®, Tokyo Tribunal dibentuk berdasarkan suatu pernyataan
atau proklamasi Kemandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Timur
jauh, Jenderal Douglas MacArthurs Kemudian oleh Amerika
Serikat disusun Piagam untuk Mahkamah ini yang pada dasarnya
-mengacu kepada Piagam Mahkamah Nuremberg.

Sama halnya dengan Mahkamah Nuremberg, Mahkamah
Tokyo juga mempunyai. yurisdiksi terhadap tiga kejahatan, yaitu
crimes against peace; war crimes; dan crimes against humanity.”

Di dalam Piagam Mahkamah Tokyo dikatakan bahwa alasan tin-
. dakan negara (Act of state) dan perintah atasan tidak dapat
4 dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab si pelaku,
r¢.. tetapi hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengurangi huku-

mannya: Hal yang sama juga diterapkan jika si pelaku melakukan
. tindakan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat resmi.

) Hakim pada Mahkamah Tokyo berjurhlah sebelas orang yang
miasing-masing berasal dari sebelas negara yang terfibat dalam
perang Pasifik, yaitu : '

temberg Charter disusun bersama oleh utusan-utusan dari Amerika Serikat, inggeris, Uni Soviet

Perandis, lihat dalam ibid., him. 171.

(There shall be established an Intemational Military Tribunal for. the Far East for the trial of those
rsons charged individually, or as members of organization, of in both capacities, with offences

. (Vhich indudés crimes against peace. :
* 1 Rumusan dan pengertian dari ketiga bentuk kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Tokyo

ini adalah sama dengan apa yang terdapat pada Piagam Mahkamah Nuremberg. Hanya saja
mengenai war crimes di Piagam Mahkamah Tokyo dirumuskan sebagai conventional war crimes

yang diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang tanpa penjelasan

lebih lanjut.
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i )
kan Resolusj Dewan Keamanan pgp

1 sampai dengan Pesal 5 dari Statuta Mahkamah eks-
tau yurisdiksi

ia mengatur mengenai kompetensi a

fahl mah, yaitu :
a”p anggaran serius terhadap hukum humaniter (serious
yiolations of international humanitarian law)’

). Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam
o ’e?si‘-kdnvensi Jenewa 1949.°
_‘;.'ﬁel_an'g'garan terhadap hukum dan kebiasaan perang"
4. Genocide” ' L
Kéjahatan terhadap kemanusiaan.”

atau kejahatan yang dimaksud di
al yang mengaturnya. Misalnya

tentang pelanggaran berat, Statuta ini mengambil rumusan
ud dalam Konvensi Jenewa 1949.

sebagaimana Yang dimaks
Begitu juga misalnya apa yang dimaksud dengan kejahatan
terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) diuraikan pada

Penjelasan dari pelanggaran
atas terdapat pada Pasal-pas

ketentuan Pasal 5 Statuta.
goslavia terdiri dari dua Kamar (Chambers)

bers; Jaksa Penuntut
Hakim pada Trial

Mahkamah eks-Yu
yaitu Trial Chambers dan Appeals Cham

Umum (Prosecutor) dan Panitera (Registry)-
Chamber berjumlah tiga orang sedangkan pada Appeals Chamber

hakimnya berjumlah lima orang.

Mahkamah ad hoc lainnya yang telah dibentuk adalah
Mahkamah peradilan kejahatan perang di Rwanda. Nama

* Dalam Pasal 1 dikatakan sebagai berikut :
' prosecute persons responsible for serious vio international humanitarian law committed in
oslavia since 1991 in accol

-the territory of the former Yug
Statute. Penting diperhatikan pada rumusan Pasal ini yaitu
ada Pasal 8 yang dengan tegas

dilakukannya pelanggaran yang dimaksud. Lihat juga rumusan p
menyatakan : ... The temporal jurisdiction of the International Tribunal shall extend to a period
] 5 beginning on 1 January 1991.

i ¥ pasal 2 Statuta Mahkamah eks-Yugoslavia
" pasal 3 Statuta Mahkamah eks-Yugoslavia
{ 1 pasal 4 Statuta Mahkamah eks-Yugoslavia
; 1 pasal 5 Statuta Mahkamah eks-Yugoslavia
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suatu mahkamah yang bersifat permanen.

Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili orang-orang yang
melakukan kejahatan-kejahatan yang oleh masyarakat interna-
sional dikategorikan sebagai kejahatan serius (‘the most serious of
concern to the international community’) sebagaimana ditetapkan
dalam Statuta ICC. Mahkamah ini juga dibentuk sebagal
pelengkap (complementarity) dari mahkamah pidana nasional.

Mengenai complementarity tersebut merupakan hal yang
penting. Maksudnya bahwa ICC baru menjalankan fungsinya
apabila mahkamah nasional tidak dapat menjalankan fungsinya
dengan baik. Sehubungan dengan hal ini dalam Statuta
dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila mahkamah nasional
tidak mau (‘unwilling’) dan tidak mampu ('unable’) untuk meng-
adili pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini

~ berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam
yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh
mahkamah nasionalnya. Apabila mahkamah nasional tidak mau
dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka barulah ICC
akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan

yang bersangkutan.

Yurisdiksi ICC mencakup empat kejahatan, yaitu kejahatan
_ yané dikategorikan sebagai the most serious crimes of
concern to the international community, yakni : .
© 1. Genocide; .
2. Crimes against humanity;
£ 3 War crimés';f?}'»:@ <
4. Crime of aggression.

Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai geno-
cide dijelaskan pada Pasal 6 Statuta ICC, vaitu tindakan yang ditu-
jukan untuk memusnahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu
bangsa, etnis, kelompok rasial atau agama tertentu. Yang terma-
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- |CCinijuga ditegaskan tentang tanggung jawab

. (individual criminal responsibility). Disamping itu pada Pasal 28
b Komandan dan atasan terhadap

diatur mengenai tanggung jawa
tindakan yang dilakukan oleh anak buah atau bawahannya.

| Hal ini antara lain diatur di dalam Pasal 12 Statuta ICC.
Beberapa asas pokok hukum pidana diberlakukan menurut
ullum crimen sine

Stztuta ini, misalnya tentang ne bis in idem; n

lege; nulla poena sine leg

erti halnya dengan mahkamah yang lainnya, pada Statuta
pidana individual
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PERKEMBANGAN-
PERKEMBANGAN BARU
 DALAM HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL

.......................C.'....'...

PERKEMBANGAN DALAM PROTOKOL TAMBA-
AN 1977

1. PERATURAN TENTANG PEMBEDAAN ANTARA
OBYEK SIPIL DAN SASARAN MILITER (Civilian
. Objects & Military Objectives)

Pada awalnya hukum perang lebih banyak memberikan perha-
tian kepada para kombatan serta sarana dan metoda yang mereka
pergunakan dalam peperangan. Hanya sedikit saja ketentuan-
© ketentuan yang mengatur mengenai penduduk sipil. Namun, meli-
" hat fakta bahwa sejak Perang Dunia | korban di pihak penduduk

sipil meningkat dengan pesat (sampai 80%), maka sejak itu pula
ketentuan-ketentuan hukum perang memberikan perhatian yang
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Uk sipil dan Kerugia "
.

tuk me-

- Martens, maka dapat pula kita lihat pasal-pasal lain yang terdap-
- at dalam HR, yang telah menggambarkan usaha untuk membe-
~ dakan obyek-obyek mana yang boleh dan tidak boleh ‘diserang.
pasal-pasal yang perlu diperhatikan, antara lain : Pasal 23 ayat(g)
HR, yang melarang 'menghancurkan harta benda musuh kecuali
. sangat diperlukan oleh kepentingan berperang’. Menurut
Austin, pasal ini menyiratkan adanya keinginan yang tumpang
tindih untuk melindung kombatan dan penduduk sipil sekaligus.”
Ini dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk menganggap bahwa
‘harta-benda musuh’ adalah obyek-obyek yang tidak boleh di-

serang.

Aturan-aturan yang secara khusus memberikan perlindungan

pada penduduk sipil merupakan aturan yang dirancang sekaligus
berkenaan dengan suatu pemboman. Ketentuan ini tidak saja
melindungi  penduduk sipil, tetapi juga sekaligus melindungi
benda-benda dan suatu daerah tertentu yang dianggap sebagal
obyek-obyek sipil, dan menghindarkannya dari sasaran serangan
secara langsung. ni ditunjukkan dalam pasal 25 HRyang melarang
'serangan atau pemboman, dengan cara apapun, suatu perkotaan,
pedesaan, pertambangan atau bangunan-bangunan yang tidak
dipertahankan’ Sedangkan Pasal 27 HR menyatakan bahwa
ssemua tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sedapat mungkin
untuk memisahkan bhangunan-banguan keagamaan, Seni, ilmu,
monumen—monume'n sejarah, rumah-rumah sakit, tempat-tempat
di mana mereka yang luka dan sakit dirawat; asalkan semua ban-
qunan ini tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer”. Ketentuan
~ini juga menyebutkan secara eksplisit obyek-obyek.apa saja yang
tidak boleh dijadikan sasaran serangan dalam peperangan.’

Di samping Hague Regulations yahg telah memberikan contoh
tentang obyek-obyek apa saja yang tidak boleh dijadikan sasaran
serangan, maka terdapet pula ké_'tentuan-ketentuan hukum

= 3bid, him. 781.
4 Ibid.
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serangan’ dengan nama ‘Sasaran Militer’ (military objective), dan
i'sekaligus memberikan ‘definisi’-nya :

1. “An air bombardment is legitimate only when directed
against a military objective, i.e., an objective whereof the
total or partial destruction would constitute an obvious mil-
itary advantage for the belligerent;

2. Such bombardment is legitimate only when directed exclu-
sively against the following objectives : military forces, mili-
tary works, military establishments or depots, manufactur-
ing plants constituting important and well-known centers
for the production of arms, ammunition or characterized
military supplies, lines of communication, or transport which
are used for military purposes;

3. Anv hombardment of cities, towns, villages, habitations and
buildings which are not situated in the immediate vicinity of
the operations of land forces is forbidden...;

4. In the immediate vicinity of the operations of the land
forces, the bombardment of cities, towns, villages, habita-
tions and buildings is legitimate, provided there is a reason-
able presumption that the military concentration is impor-

tant enough to justify the bombardment, taking into
account the danger to which the civil population will thus be
exposed ..."

Jadi, ayat(1) dari pasal 24 di atas memperlihatkan suatu usaha
untuk menyebut obyek-obyek yang dapat dijadikan serangan

fac

- “Draft ini berjudul “Rules of Air Warfare” yang selesai dirancang tahun 1923; lihat ICRC,

International Law concerning the Conduct of Hostilities, Geneva, Revised and Updated Edition,
! 1996, him. 133-145,
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1 n bahwa negara-negara belum siap menerima
: srangan untuk menyerang dan menteror penduduk sipil musuh.
* Oleh karena itu, menurut Konvensi Jenewa, orang-orang sipil
 biasa tetap harus mendapatkan perlindungan ketika peperangan
" edang berlangsung. Hal ini dapat kita lihat antara lain dalam
. pasal 18 Konvensi Jenewa | dan pasal 19 Konvensi Jenewa IV yang
mengatur tentang perlindungan terhadap petugas sipil medis dan
_rohaniawan, dan perlindungan umum  untuk melaksanakan
tugas-tugas medis.”

“menggambarka

~Walaupun negara-negara secara umum mengakui bahwa
. suatu serangan harus hanya ditujukan kepada sasaran militer,
e ﬁamdn tidak ada definisi yang dapat disetujui mengenai apa saja
yang termasuk dalam sasaran-sasaran militer. Kenyataannya, sela-
___ma Perang Dunia Il dan selama sengketa-sengketa bersenjata
- yang terjadi setelah itu, setiap belligerent menentukan sendiri apa
'yang harus disetujui tentang sasaran-sasaran militer. Harus dicatat
. bahwa gagasan negara-negara seringkali berbeda, tergantung
_ dari sudut pandang mana mereka melihatnya. Misalnya, ada
" negara yang menyatakan suatu sasaran militer tergantung dari
r ) apakah suatu daerah itu wilayah mereka atau wilayah musuh,
" 4tau merupakan wilayah sekutu yang diduduki pihak musuh. Oleh
karena itu, suatu definisi yang bersifat restriktif diperlukan apabila
hendak membedakan kombatan dan penduduk sipil serta sasaran
militer dan obyek sipil.” Namun, definisi demikian belum terako-
modasi dalam Konvensi Jenewa 1949.

BIis
fiBA

o Supra note 5. .
“ ; il ‘g:gs Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann (eds), op.cit., him. 631.
" |bid.
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Menurut Protoke l 1977
tives as defined in paragraph 2.

" 5 Attack shall be limited strictly to military objectives. In so far

usiaan yan ¥ang paling 4
atur tentan , yang paling komprehenc; Mbisiy
penduduk s? ﬂe'mndunga” penduduk sipil Emraeﬂs'f Yang men as objects are concerned, military objectives are limited to
PHini terd M-aturan tengy, those objects which by their nature, location, purpose or use

apat dalam Bagj
b pasa[ 48 mengatur t
agl mereka, yang diyata

duduk sipil, maka

(basic rules) make an effective contribution to military action and whose

total or partial destruction, capture or neutralization, in the
circumstances ruling at the time, offers a definite military

advantage’.

an IV Protokol. Untuk
entang aturan-aturan dzenh
kan sebagai berikyt - =

o ects, the Partioc
iimes distin arties to th
quish e conff ; . e
and between Wf‘envge.” the civilian population af’foi shall at an Ayat(1) pasal di atas memberikan definisi tentang obyek-obyek
ingly shall direct mfaf_] objects and military Ob/ecm; COmbatans - spcara negatif, dengan rumusan kalimat ‘obyek-obyek sipil adalah
+ eI operati > and accorg semua obyek yang bukan Sasaran Militer sebagai didefin-
. . gaimana didefin

0Ns only against military ' = :
- isikan dalam ayat(2)".> Metode ini dapat dibenarkan karena pada

kenyataannya lebih banyak terdapat obyek-obyek sipil daripada
sasaran-sasaran militer.”* Adalah jelas tidak mungkin untuk mema-

objectiyes’

an
Protokol telah membzn g terdapat sebelumnya. Mak

e kan - sudnya, kipi

definisinya), yang sebely Suétu istilah (dan sekaligus dy f%"}' sukkan obyek-obyek sipil ke dalam suatu ‘daftar’; sebagaimana
Den H mnya tidak dipe efinisj- o

‘en Haag. | Pergunakan dalam hukym yang kita lihat dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya.

rakyat sipil’ (
Sedangkan ayat(2) dari pasal di atas, memberikan definisi

tentang Sasaran Militer. Ada beberapa kriteria yang dicantumkan,
yaitu : sifat (‘nature’), tempat/lokasi (‘location’), dan tujuan (‘pur-
pose), serta keuntungan militer yang pasti (‘definite military
advantage’). Kriteria pertama berhubungan dengan sifat suatu
sasaran militer, yang harus menghasilkan kontribusi yang efektif
pada aksi militer. Kategori ini dapat meliputi semua obyek yang
digunakan secara langsung oleh suatu angkatan bersenjata seper-
ti: persenjataan, peralatan, transportasi, perbentengan, depot
militer, markas dan markas besar, pusat-pusat komunikasi, dan
sebagainya. Kriteria kedua berkaitan dengan lokasi sasaran militer.
Dalam hal ini ada obyek-obyek yang karena sifatnya tidak memili-
ki fungsi militer, namun apabila ditinjau dari lokasinya, maka
obyek tersebut akan sangat bermanfaat bagi tujuan-tujuan
militer, seperti : jembatan atau konstruksi lain yang sejenisnya.-

alu naskah perja

(‘enter j '
into force, yaitu dalam Protoko| 11977

ah G
dapat melihatn 9etanui definisi dari darj

ya dalam pasal 57 ayat(

sasaran militer’ dalam ayat(2)-nya -

‘obyek sipil' maka kita -
1) Protokal |- sedangkan

Bab 11 Perfamy, » Definisi negatif ini juga dipakai untuk mendefinisikan penduduk sipil; lihat pasal 50 Protokol.
rangan-Perke wyyes Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmerann (eds.), op.cit, him. 634.

embangan Baru Dafam i
fam Huku
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obyek tertent gan tuj ‘
U pad juan dj 1
B S feradisen 9unakanny, ¢ ENTUAN TENTANG PERLINDUNGAN
M DAk obyek il yang prar 2 SENR1a. Doy VARAKAT (Civil Defence)
ermanfaat bagi 9 merupaka - Udlam Y, ivil Detence
9i angkatan berseny N obyek-op, I
SE’kOllah‘Sekol : n ersenja{‘a‘ Ml‘sa! { 0 yek van
tersebut d!guf):kmeruﬂakan obyek sipi na”r:ﬂ "umah sakit g ~ salah satu ketentuan baru yang terdapat dalam Protokol |
an untuk he ; un apahj 2 A ;
adalah adanya suatu organisasi baru yang diperkenalkan dalam

 lingkup hukum humaniter. Organisasi itu disebut dengan “Civil
-‘_Defence“ (Perlindungan Masyarakat).”

t hary at(3)
pula s dian yat(3), ;. . .
obyekbagguﬂan-bangunan yang g:gap sebagai obyek s:"pu Em:ka A Apabila kita mendengar istilah “Perlindungan Masyarakat”,
o2 So Yek sipil, namun bermap, faga?”akan untuk mf?mprodu:s ! thaka ingatan kita melayang pada kurun waktu beberapa tahun
+ Seperti pabrik makanan Pula bagi angkatap, ke belakang. Kita ingat bahwa petugas ‘Hansip’ di Indonesia
Paik tekstil o S0 dapat bertugas melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial seperti :

" membantu mengamankan tempat-tempat umum, membantu

mengatur lalu-lintas, menjaga keamanan kampung, menga-
k. mankan daerah yang terkena bencana alam; maupun perkerjaan-
~pekerjaan yang "tidak bersifat sosial’ seperti : kut serta memban-
" {u ABRI dalam menghalau musuh negara. Betapa kompleks dan
- beratnya tugas ‘Hansip’ di Indonesia pada saat itu. Dilihat dari
~sudut hukum humaniter, maka tugas 'Hansip’ pada waktu itu
: memiliki fungsi ganda; yakni ‘Hansip’ yang memikul fungsi non-

.. tempur dan sekaligus menyandang fungsi tempur. Tugas gandaini
menyiratkan bahwa status ‘Hansip' juga ganda; ia dapat berstatus
sebagai penduduk sipil bila ia sedang melakukan pekerjaan-peker-
jaan sosialnya, namun ia juga dapat menyandang status sebagai
kombatan pada waktu sedang membantu ABRI melawan musuh.
Namun dengan diundangkannya UU No. 20 Tahun 1982 tentang
Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara, maka kita dapat
berharap bahwa fungsi ganda tersebut tidak akan ada lagi di

Indonesia ini.”

N serang

yang Cuk | 3 an 3
Up mengenai obyek g harus menerima informas

Hal penting [ai
9 lainnya sehyp
ada!a.h‘ bahwa apabila elemen L

9an ayat(2) pasal 57 ;
£y i
ayat ini telah terdapat secar < o

 |stilah Pertahanan Sipil di dalam Protokol | tahun 1977, mempunyai makna yang berbeda dengan
istilah Pertahanan Sipil sebagaimana yang digunakan di Indanesia, khususnya yang terdapat di
dalam Undang-Undang No. 20/1982 jo. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1972 tentang

make an effacti - F12C8 Of worsh et which ; «
: Yves Sandoy, CF:tz{fOl;fﬂ'bu{fon fo m{y{.fg’;yﬁa?guse or other dwelﬁngh O’f normally dediicated to ciit | : penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat dan Keamanan
Ibid., him. 635 Ophe Swinarski & Brung im«:m, 1t shafl pe presumeqd a schoof fs being used ; ¥ ; Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata dan Keppres No. 56 Tahun 1972
: Mermann (eds ), ot ’I 10t to be 50 yseq’ 4 { tentang Penyeranan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan
2 . alinea 2020-2025, him, 63 I Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri.
Bab 11 2arieny, ; o » Haryomataram, Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang), Bumi Nusantara Jaya, Jakarta,
‘embangan-Pers 1 1988, him. 190.

embanas
aNGan Baru Dalam 1,

eid, Hukum M,

wkum Humanita
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Istilah Wil Defence
alahartikan (i

Sleading .M, 3 E
nakannya kata "Dertak!r?a ' 'Sl’feadmg ni disebabkan k 9 diss ¥ melakukan tindakan dekontaminasi dan tindakan perlindungan serupa
hanan’ mempunyai nan” dalam ¢, - areng dig k nnya {decontamination and similar protective measures);
sesuat yal konotasi yang p ='ence. Kata - . 34 . : _
U yang dekat deng er hubUngan Perta. engupayakan penyediaan tempat tinggal darurat dan perbekalan;

paham, maka s

Ice ini diubah menjadi

udah ada ys
ul a
J‘\/Iasyareﬂkat).2r -

" 2 ~ ' | Vi
Civil Protection (i Ry

Perljndungan

Defence ini adalah -
(i) melakukan Peringatan (

(i) melakyk

an pengungsia '
Qu) membangun term)agt-tt;‘-n P
(iv) melakukan tindakan
measures);

() m
i m:atukan Pertolongan (rescue)
akukan pe S
dt Pelayanan kesehatan ter
antuan keagamaan: ' ermasukpertolongan  pertarg

(vii) Pemadaman kebakaran

(viii) mendeteksi dan membemm )
I

warning);

mpat perlindungan (shelter):

-tindakan
Pemadaman Penerangan (biackoy:

i

Bab 11 p,
‘erk
embangan-perj embangan g,
'3y Dalam Hu

Tukum Hy
um Humaniter Internasional

skukan bantuan darurat dalam pemulihan dan pemeliharaan ketert-
an di daerah yang terkena bencana;

nelakukan perbaikan darurat tempat-tempat fasilitas umum yang san-
“aat diperlukan oleh penduduk sipil;
.= lakukan pemakaman darurat bagi orang-orang yang meninggal

antu menyelamatkan obyek-obyek yang sangat penting bagi
‘ kelangsungan hidup;

"Q_rr}giakukan kegiatan-kegiatan pelengkap lainnya guna melaksanakan
" cetiap tugas di atas, termasuk, tetapi tidak terbatas pada perencanaan

By

2 'dan organisasi'.

- Dengan melihat betapa banyaknya tugas Civil Defence terse-
but, maka dapat dibayangkan bahwa tugas mereka sebenarnya
berat. Apalagi jika mereka harus bertugas untuk menyelamatkan
penduduk sipil dari akibat suatu pertempuran. Tugas yang terakhir
dari ayat(a) yang berbunyi “melakukan kegiatan-kegiatan
guengkap lainnya guna melaksanakan setiap tugas di atas, ter-
masuk, tetapi tidak terbatas pada perencanaan dan organisasi”
menyiratkan bahwa sebenarnya tugas-tugas Civil Defence tidak
hanya meliputi tugas-tugas sosial seperti yang telah disebutkan di
atas saja, namun penyisipan frasa ini dimaksudkan agar dapat
mengurangi sifat kaku tentang tugas apa saja yang disandang
oleh Civil Defence; walaupun sebenarnya telah disepakati bahwa
tugas-tugas di atas bersifat tuntas (exhaustive).”

Oleh karena itulah, maka walaupun Civil Defence merupakan
organisasi sipil dengan para anggota yang berstatus penduduk
sipil, namun mereka diberikan suatu “perlindungan khusus” (spe-
cial protection) seperti yang diatur dalam Bab IV Protokol.” Aturan

: ~ “ibid,, him. 195.
1 2 Parlindungan yana diberikan oleh Protokol ini adalah meliputi 7 pasal; yang kesemuanya mengatur
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‘;E’ﬂtang il Defence sedemiki
I Civil Defence Miktan
sung reranca; ialam melaksanakan tygagy
e ahaya. Jadi bahaya ya Y dapat secay,
i Vil Defence lebiby pesar jik Yang menganca, D
g menga 3 5
i l?eand?m Penduduk sipil pada ym,
an bahaya itulah mereka my| mb”ya,
dl bekerj

lengkapnya Karena par

* Apabila mer,
: eka melaksa
Kiranya hal inj telap e nakan tugas-tugas Civil Defence:

tur da

1 e
an dihormay e pasel 5

(respec

nilnya
?Pro!c.kél_ = 2. Disebutkan

ted) dan dnhndungu
210
Bab 11 ferpppy

mbangan-Part
Fettrerkembang,
3Ngan Bary Dafam

d Persg, -
J‘ar'lg;= 3

karena jUStru
/2. Oleh kg,

5 * Apabila mereka melakukan tugas-tugas Civil Defence di
. pawah pengawasan penguasa militer (ayat2 sub-a);

. Masalah ini menimbulkan pertanyaan : mengapa seorang
.~ anggota Civil Defence harus melakukan tugas-tugas mereka di
. bawah penguasa militer ? Bukankah tugas mereka adalah tugas-
.~ tugas yang masih berada dalam lingkup sosial dan . tidak
k- berhubungan sama sekali dengan tugas-tugas kemiliteran ?

; Hal ini juga diperdebatkan dengan seru sekali dalam
' ;_Konferensi Diplomatik. Beberapa delegasi menyatakan bahwa
" seharusnya, dalam melaksanakan pekerjaannya, para anggota
Civil Defence harus bersikap independen dan tidak tergantung
_ kepada penguasa militer. Namun ternyata lebih banyak delegasi
~ yang mempertahankan sikap mereka, yakni bahwa dalam keny-
_ataannya harus tetap ada kemungkinan bagi penguasa militer
untuk dapat tetap memberikan instruksi-instruksi, termasuk kepa-
da organisasi Civil Defence. Alasannya : dalam situasi per-
musuhan, harus tetap terjalin koordinasi antara kegiatan-kegiatan
sosial dari Givil Defence dengan kegiatan-kegiatan dari pihak pen-
guasa militer, terutama di dalam daerah operasi pertempuran di
mana 'sangat penting untuk me:jeaskan bahwa di dalam daerah
pertempuran hanya Komandan penguasa militer yang paling
bertanggung jawab atas daerah tersebut’. Hal ini jugalah yang
menyebabkan mengapa kepada anggota Civil Defence diberikan
perlindungan khusus.? Namun, walaupun demikian, instruksi dan
pengawasan dari penguasa militer tersebut harus benar-benar
dalam keadaan yang sangat luar biasa (exceptional), karena kalau
tidak maka tentu saja sifat organisasi Civil Defence akan
diragukan. '

* Apabila terdapat suatu kerjasama antara personil Civil
Defence dengan personil militer (ayat 2 sub-b);

» yyes Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann (eds.), op.cit., him. 772.
* |bid.
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_angkatan bersenjata’ saja yang dapat diperbantukan ke dalam
ganisasi Civil Defence, dan bukannya satuan-satuan militer yang
encakup sejumlah personil militer dalam jumlah yang relatif
besar. Ini dimaksudkan agar tidak merubah sifat 'sipil’ dari organ-

: keri E . . 3 .
1asama yape hanya 'para personil dari satuan-satuan militer dan personil

antarg personil i

dftuangkan da!ag,w iy dengan Dersonﬁtf SUTU ke"iasa ‘-i
” rancangg Militer in:

Derene:epada tahun 1973 9an naskah Protoko ini- tefah

I tentang wa __

o Namun Yang. berkemban isasi Civil Defence dan hal ini tentu saja akan mengubah sama
Oa un 1977 adalah ’ditugaskag dalam Konferens; Diplo '~ cokali maksud dari ketentuan-ketentuan tentang dibentuknya Civil
o ; S
Ganisasi - G Defence untyk fya" personil militer ke d:'jan BRI
a

kut pula melak

tugas iy
il D) Argume”‘argumen

efence”

iskijci 5dna
dfskus"dekus;' pada Kon kan tugas. °

* Apabila mereka melaksanaan tugas Civil Defence yang men-
guntungkan di pihak militer yang menjadi korban peperan-

menjadi duz yai

. yaitu - pat d
Penugasan peys Onilum'." Sejumlah perwakilan men :;ebr.npokka gan, terutama mereka yang berada dalam keadaan ‘hors de
tindakan yang (e it tersebut harus bengr.penyy - 2 combat” (ayat 2 sub-C);

r-benar Merupakan
easure); sedangkan

biasa (

I as .
D.erwak:faﬂ lain bersepak an exceptional m

Masalah inipun menimbulkan pertanyaan : karena tugas Civil
Defence, secara umum adalah membantu penduduk sipil, maka
apakah dapat dibenarkan apabila mereka menolong para korban
yang berstatus ‘hors de combat” ?

Apabila kita mengacu kepada rancangan naskah yang dibuat
tahun 1973, maka tugas-tugas mereka yang menguntungkan
korban-korban di pihak militer, tidaklah dianggap sebagai tugas
yang merugikan pihak musuh. Namun, rancangan ini akhirnya
hanya disetujui oleh satu delegasi saja. Pada umumnya delegasi
lain bersepakat untuk membatasi dengan ketat kemungkinan
tersebut® Sebenarnya, yang lebih perlu untuk digarisbawahi
adalah penggunaan kata ‘secara tidak sengaja’ (incidentally)
dalam ayat(2) sub-c ini, sehingga redaksional sub-ayat.ini berbu
nyi “that the performance of civil defence tasks may incidentally
benefit military victims, particularly those who are hors de com-
bat” (“bahwa pelaksanaan tugas-tugas Civil Defence mungkin

W ; . ) .

" i, N 773 anan perang. perj, pula di efhme”dapafkan : saja secara tidak sengaja menguntungkan korban-korban di pihak
ks o Perhatikan bahwa i3 militer, terutama mereka yang berstatus sebagai hors de combat”)
' ‘ Hal ini berarti bahwa, jika dalam melaksanakan tugas-tugas ‘sipil’

212
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m ayat 3 berbunyi : ‘untuk mem-
orangan] ini hanya pada senjata
* ('to limit these weapons to

.~ {ukan jenisnya (redaksional dala
-~ patasi sen}ata-senjata [ringan per

berada dalam kead
Defence ini da ata aan hors de combat militer yana 3
'a_ngan status (;Jan g:;ogmg korban-korban tr:rasiz Personil i ~ tangan, seperti pistol atau revolver ..
srfgf/ Qefence. Dan hal i:i ;anpiin d_l;h;Sus mereka Se;;gt;_npa kehi- j " handguns, <uch as pistols or revolvers...”). Hal ini dilakukan untuk
anisasi G/ llakukan of 94l anggot dapat membedakan mereka dengan kombatan.”

menolong persoi?iiﬁ,cte' Jadi, apabila Orgi::]igrsan” medis da:: ; 2

€r yang berstatus hors Sl Givil Defence _Dengan demikian, walaupun para personil Civil Defence
Sl melakukan tugas-tugas ‘lainnya’ sebagaimana diuraikan di atas,

khusus. Apabila mereka

k akan perlindungan

mereka tetap berha
r'-nya, maka mere

 pertugas diluar "korido
lindungan khusus itu.
akan kehilangan perlindungan khus
mendapatkan perlindungan sebagal P
yang berakhir adalah perlindungan khus

lindungan khusus ini dapat mempunyai a
dihalangi untuk m

ka akan kehilangan per-
Namun, walaupun anggota Civil Defence
usnya, namun ja masih tetap
enduduk sipil biasa. Jadi
usnya saja. Hilangnya per-
kibat-akibat tertentu,
enjalankan tugasnya,

g

SOHiI'-perSOn” i
: militer yan A
organisasi Cij/ De fEhce)g menjadi korban (

cari
) er per-
arena ini bukan tugas

SEkEdar unt
uk menj § :
bela diri (ayat 3). Jaga ketertiban umum dan u:ta ti o
Mty gl misalnya mereka dapat
gan (lght jnf;!élir—.;)enar dipahami, bahwa ser atau mereka tidak dapat menggunakan tanda-tanda khusus lagi.
vidual weapo ’ Senjata ringan :
pons) yang dibawa para REOmAT: Sebagaimana telah disebutkan di muka, maka terdapat ‘para
personil Gy : . ; , i
! personil dari angkatan bersenjata dan dari satuan-satuan militer
kan kepada organisasi Civil Defence. Bagaimana

efence yang bersifat sosial
iter 7 Protokol telah

kan syarat-syarat bagi para personil
kan ke dalam organisasi Civil Defence
sebagai berikut:

yang diperbantu
mereka menjalankan tu
dan 'sipil’, apabila mere
membatasi dan menentu
militer yang akan diperbantu
seperti tercantum dalam pasal 67 ayat(1)
dan satuan-satuan militer yang
si Civil Defence harus dihormati

gas-tugas Civil D
ka adalah anggota mil

1./Anggota angkatan persenjata
diperbantukan kepada organisa

dan dilindungi, asalkan mereka :
dan benar-benar melak-

(a) diperbantukan secara permanen
sanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 61

dapat
a senia ersonil Gy

" bid jata ringan perorangan, ya | Cf;w Defence
a. n i
* Ibid., him. 775, 9 harus diten 1 Protokol;
214 o i . '
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P ‘

%@M::Defence o
(b) bila

reka harus dij
telah diperbantukan, ‘mereka .

Maka merekg tidak
melakukan tugas-tugas militer lainnya Sélama mae.
puran;

(C) mereka, secara Permanen, harys benar—bena;
dibedakan secara Jelas dengan para kombatan atay A8
sonil angkatan bersenjata, dengan memaks; tanda

internasional untuk Civil Defenc

€. Tanda inj harus ¢y
dan mereka Juga harus dilengkapi dengan karty

TA
ERNAS ENCARI FAK
SIONAL P FAKT
' I::I\Iila\ct-Finding Commission)

i Jenewa
dalam Konvensi
o aniter, khususnya s
¥ hulmh terdapat adanya klausula _Yanga ”;b“g o
akannya

ketentuan dalam

ketentuan-ke )

n terhadap rosedur ter

. palanggarsenyeﬁdikan ini harus berd'asar?canhr; bl

transportas; yang djpefgu‘ A ;Q,,:l,J?newa' tukan dalam Konvensi; yaltg sk, A
aksanakan tugas Civil Defenge el '5[]9 telah diten bersengketa, atal, apabila tidak,

an pi dur apa
220 PIEE ‘J;\E;n\?vasit yang akan memutuskan prose
nya seorar

tuan yang
kapnya, keten

- kan. Untuk leng pry ilihat dalam
g dll,aksé'i'r;arose{jur penyelidikan” ini dapat dili

ur tentang

. | 132 (Konvensi
gatur . Konvensi ll); pasa
o 1); pasal 53 (

52 (Konvensi

C '

M Bab V Lampiran I Pro

¥ang menyatakan statys mereka; demikian pula, pe

dan 9edung-gedung dan alat

perang (lihat ayat 4);
mereka dilengkapi dengan senjata

untuk tujuan menjaga ketertiban
Ketentuan pasal 65 ayat(3),

(d) ringan Perorangan hanyg
umum dan membels dini. : :

dalam hal ini, harus juga ber!ak_- _
mereka tidak boleh tyryt serta secara langsung dalam Pertem-

puran, dan tidak boleh melakukan, atay tidak dibiasakan’

melakukan, tugas-tugas lain selain tugas Civil Defence, yang
merugikan pihak musuh; ;

(f) mereka hanya boleh melakukan
wilayah nasional negara mereka’

ikai tu penye-

i ertikaian, maka sua
e telah disepakati oleh para
(e)

ga telah dilakukan ter-

Atas permintaan s
“’Atas permin ”
i harus dilakukan, dengan cara znggdfdu
¢ mengenai setiap pelanggaran y
’31 o Konvensi.
hadap ketentuan-ketentuan Ko
i - -

tugas Civil Defence di dalam &

i prosedur penyelidikan,
juan mengenai pros ;
E ! L rdapat persetujuan ilih seorang wasit
3 “fprabﬂa ﬂda-:af ha?js menyetujui untuk mem“";] sakan ke
aka para pl kan memutuskan prosedur aPa’kaf:( ¥ 'hgk yang bersen-
umpire’) yang a Iakukan, maka pihak-pi .
; telah dilakukan, a ditun

LA pe’angga»{:;ikannya dan harus memberantasnya tanp:

e
;a mms menyt

-tunda lagi’

R
@

. perlu digarisbawahi,
angkatan bersenjata dan personil

diperbantukan ke dalam organisasi ¢
tugas

bahwa apabila para personi
satuan-satuan militer yang =
vil Defence, bertindak g luar

ewa 1949A 'lngat ba wa pl Oseduf yang dltelap-

tercantum dalam
an prosedur yang wanan atau
e . kan maknanya deng tentang para ta r .
e TS koniens Jnev 1943 yang mengalt e s e
npasal 13 . i-situasi khlJSUSI“ f 8 June
w'll'fgf?ya% byl suu[:?r;rs'to the Additional Pr%totgi?s{rs\e‘?s, Geneva, 1987, foot-
o Zimmerann (e) CO":TSZQ ICRC, Martinus Nijhoff Pul
= Augus . :
a Conventions of 12

note 2, him. 1040.

jonal
aniter Internasiona
. Perkembangan Baru Dalam Hukum Humar
n-Perl
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£57, 53/, 132, 149V Konvensi Je
(breach) terhadap Protoko
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: 2 Convention)
Konvensi untuk menindak S

yang terdapat dj dalamnya

- Inilah kesylitan yan
Uatu pelanggaran ter

€mpurnakan menjad

komisi yang diseby entuan tentang pemb

t dengan

Komisi Commission:
omisi). Tugas Komisi inj mission;

Protokol | (1977)

. keten
dalim s g tuan

S i
ROMPposisi Komjsj -

Mengingat b

etapa ‘b
menentukan ’h.itam-put:eh5
pelanggaran berat terhada
a.yat(1) dari pasal 90 telah

arnya kompetensj Kom
nya’ fakta-fakta tenta
P Konvensi maupun Pr
memberikan ‘rambu ;

isi ini- untuk
ng dUgaan
tokol, maka

E L'h
at ketentuan pasa 90 Protokol | 1977
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1 Perkembg ngan-Perkempan
SENgan Bary Dalam w4
2iam Hukum Human,

ad.ap KOnvens;
g ditemy; dalam
hadap Ketentyan

Internat Ko : N sua
(nternationa] Fact-Finging comr 2008l Pencar Faktatlf

selanjutnya disebyt

_'memiliki moral tinggi, dan ketidakberpihakannya harus diyakini
. secara luas, dan ia mempunyai kapasitas personal sebagai seorang
. ahli yang diakui’** Dengan demikian setiap orang yang duduk
dalam komisi adalah pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan
tinggi. Mereka tidak mewakili negara mereka dan bertindak hanya
* dalam kapasitas pribadinya. Pemilihan anggota ini dilakukan sela-
' malima tahun sekali, dan mereka yang terpilih, sedapat mungkin,
" harus mewakili perwakilan negara-negara lainnya secara geografis

(equitable geographic representation)-

i
o

Komisi ini terbentuk pada pertemuan di Bern, pada tanggal 25
Juni 1991, setelah terdapat 20 negara penandatangan yang
menyetujui kompetensinya. Pada pertemuan-pertemuan selanjut-
~ nya, setelah 12 Maret 1992, maka untuk lebih mengaksentu-
asikan lagi bahwa Komisi sangat peduli dengan pelanggaran berat
dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter, maka Komisi
menamakan ulang dirinya sebagai International Humanitarian
" Fact-Finding Commission (IHFFC). Pada saat ini, Komisi ini telah
terbentuk sebagai suatu badan penyelidik yang bersifat perma-

nen.”

- Kompetensi dan Kewenangan Komisi -

Protokol mengatur tentang kompetensi Komisi dalam pasal 90
ayat(2a) yang berisi tentang ‘compulsory competence’ (kompe-
tensi wajib). Bunyi ayat (2a) ini adalah :

“The High Contracting Parties may at time of signing, ratifying or
acceding to the Protocol, or at any other subsequent time, declare that

% Lihat pasal 90 ayat 1(a), (c) dan (d) Protokol 1.
¥ Komisi ini beranggotakan 15 orang yang merupakan perwakilan dari negara-negara

Bab 11 Perkembangan-Perkembangan Baru Dalam Hukum Humaniter Internasional

: Aljazair (Prof.

Ghalib Djilal), Austria (Dr. Erich Kussbach), Belgia (Dr. Andr, Andries), Kanada (Dr. James M.
Simpson), Belanda (Prof. Frits Kalshoven), Selandia Baru (Prof. Kenneth J. Keith), Norwegia (Prof.
Torkel Opsahl), Uni Soviet (Dr. Valeri S. Kniasev), Spanyol (Dr. Santiago Torres Bernadez), Swedia (Dr.
Carl-Ivar Skarted), Swiss (Prof. Marcel Dubouloz), Uruguay (Prof. Daniel H. Martins); pada periode
saat ini ketuanya adalah Prof. Fritz Kalshoven; linat Frits Kalshoven, “The International
Humanitarian Fact-Finding Commission : its Birth and Early Years”, dalam E. Denters & N. Schrijver
(eds), Reflections on International Law from the Low Countries, Kluwer Law International,
Netherlands; 1998, him. 212.
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“Ompetence of the accepting ¢ 1L in refag lebih dalam lagi pada pasal 90 ayat(2c), maka kita
n. . rg! \AC',’T}U},Z_:’,D!,—) ot 7 e _',‘ame 4 ) ) . .

Farty, as authorizeq by, v . 9UIE ingg allegaty o etahui bahwa kompetensi Komisi ternyata ditentukan
1 T RS Article 10ns by,

%h rinci;syangd menyiratkan bahwa Komisi berwenang atau
. ;kompete'nsi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

menand : ik .
e dtangani, Mmeratifikasi, mep 3 ' Pada saat merg s commission shall be competent to: A
- menyatakan bagaimane 5 9aKsesi atay paq Saat [y qiiiry into any facts alleged to be a grave breach as defined
n . a ¢ r Ve g . s
sik >3 Koma) Apakah men P Mereka ter hadap kef i the Conventions and protocol or other serious violation of the
ap t ety o
P tersebut harys dinyatakan gecajm alau menolakn a- ventions and Protocol;
fa te 8]

Mengeluarkan syat, per

9as, misaln
”ega_n_a-negara yang men Ya d

declarar ; N
Vatakan menyery; one - 29 8

7 ui te
Komisi. Wajiban untyk _ma”Q ketentuyan
meﬂenma kOmp 3
efens

g}ﬁété, through its good offices, the restoration of an attitude
ﬁesped for the Conventions and this Protocol”.
BT -

=8

Nyataan resmij (

n'melihat pasal di atas, maka komnpetensi Komisi yang
bagaimana tercantum dalam ayat (i), adalah mencari
fakta, Komisi hanya menyelidiki apakah terdapat tindakan-tin-
“yang- diduga sebagai tindakan pelanggaran berat atau
ggaran serius atas Konvensi Jenewa dan Protokol |. Komisi
indak sebagai suatu badan penyelidik, dan bukan seba-

Ha:’ n'ain Yan

sajalah 9 Perlu dite

d
yang benye 9askan adalap - hany

nang untuk memijn
apabila diduga telah te
ad '

tersebut harys dinyatak Feanc,

a suaty n l"r

'd F,z

smutuskan suatu perkara. Mengenai kompetensi Komisi dalam
elakukan penyelidikan (enquiry), ada hal yang perlu dicermati
u bahwa ketentuan pasal 2 ayat(0) tersebut di atas tidak dapat

Protokol it = i : ‘bad radilan atau mahkamah yudisial. Komisi tidak
mel ‘@'dkan dengan - Permintaa 3 e Uata badan pe :
menakUkl-ar.} Penyelidikan terhadappermOhonan resmi agar Ko ] e Menoeluarkan suatu keputusan mengenai hukum berkenaan den-
VE‘TL_!Ju: kewenangan omis e9ara lain yang B fkiafakta yang diperoleh. Jadi, Komisi tidak berwenang untuk
penyelidikan omisi. Per. Juga telah A : .
1QIKan tidak dapa mOhOnan untuk mejakuk I3 ¥ _
a

= papun | : lidikan yan

nan Jenis 3 Untuk semua fakta-fakta yang ada. Penyell yang

atif ¥a, Komisi tid IS organisa : .

nya sendiri "SI tidak dapat bertindak atas inisj- - t dilakukan hanyalah penyelidikan terhadap fakta yang diduga
Apabila kita melihat ke ; ' Upakan suatu pelanggaran berat (grave breagh) atau pelang-

=K ' serius (serious violation) terhadap Konvensi atau Protokol.

o Pada na i
omisi Internas; '119Ma yang diberikan pa; . a8 !
NI menyiratkan baon?i Pencari Fakta '— maka Seofnhpada Komis| 8 engan kata lain, ‘breach’ dan 'violation' yang tidak dianggap serius
s ” a-oleh nama luarkan dari kompetensi Komisi; walaupun pelanggaran
ngan —apabila dilakukan berulang-ulang— akan dapat
“pelanggaran berat. Namun hal ini berpulang kepada

nisi untuk menentukannya.”

n. NamUﬂ .
220 + 2pabia pula dengan ‘compulsory compentence’ dari IC) dalam ketentuan pasal 36 ayat(2)

Bab art
n F"”"’”’l”aﬂcen.p_,,j .
= =fRempan

9an Bary Datam #,4

ngkan dengan ketentuan yang termuat dalam Fonvensi Jenewa.
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t to the Parties a report on the find-
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+The Commission shall
ber, with such recommendation

| ings of fact of the cham

pelanggaran b
erat d
dapat an serius
pula dilihat terhadap K
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ensi Komisi, dan bukan u[a Masalah itylah MPeténg : ) If the Chamber is unable t0 secure sufficient evidence for factual
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& that inability.
' Il not report its findings publicly, unless all the
e Commission to do s0”.

\o Commission sha

to the Conflict have requested th
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pasal di atas, |
r melaporkan fakta,
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Di Sampm
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gketa bersenjata yang cenderun
adalah sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional. Jika

€nang untuk men : ; i .
9 melihat secara stricto sensu tugas Komisi berdasarkan pasal 90 di

as, maka Komisi tidak dapat melakukan tugasnya dalam sen-

jketa-sengketa non-internasional. Berkenaan dengan masalah ini

‘ ﬁéka Komisi telah menyatakan kesediaannya (willingness) untuk
penyelidikan terhadap pelanggaran hukum
ngketa-sengketa non-internasion-

libat telah menyatakan kesediaan

serius terhadap Konvensi Jen
n segera menyadari bahwa tugas dan
ya terbatas pada konflik atau sengketa
dahal, pada kenyataannya, justru sen-

dal‘am I
angka menghormati Ketentuas
g terjadi sejak perang Dunia Il

Dalam melak
ukan fasa-i
berik 1asa-jasa baik
an rekomendasi-rekomend;:i/fa -
: yang

juga melakukan
humaniter yang terjadi pada se
al, asalkan para pihak yang ter

Senada den
gan :
pasal yang sama mZiat 2@ di atas, apabila kita b oy
dikemukakan leb;h 33 terlihat bahwa kesim aca ayat(S) dari
meluas’; dan tigak s D::lan Komisi dapat mereka terhadap penyelidikan tersebut.”
sekedar mela e
porkan

Thé International Fact-Finding Commission”, him. 1. Untuk itulah
ganda’; Ceramah Kalshoven ten-

= G Ad\nsory Service on HL, &
e/ maka.ktm tugas Komisi ini, antara lain, adalah melakukan 'Propa
* tang "Grave Breaches”, PSHH - FH USAKTI, Jakarta, November 1999
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* Diambil dari ibid

si Komisi -

_‘,ngakuan Negara atas Kompeten

- P .
enyelidikan oleh Komjs/
LI .
alah dilakukannya penye-

t utama Komisi, ad
) dari suatu negara. Suatu

idikan atas dasar persetujuan (consent
mengakul kompetensi dari Komisi hanya

negara dianggap belum
ngan melakukan proses penandatangan (signing) atau ratifikast
adap Protokol. pengakuan atas kompetensi Komisi harus diny-
jtakan secara terpisah (separately). Suatu negara dapat
- melakukan satu kali deklarasi, yang dilakukan sebelum terjadinya
suatu sengketa bersenjata (advance declaration), dan mengakui
u negara tersebut

Kompetensi Komisi secara terus menerus, ata
juannya secara temporer (temporary)

'_dapat-menyatakan persetu
+ ferhadap kasus per-kasus.

n melakukan adva

enyetujul Komisi untuk mel
tersebut dengan negara lainnya yang juga te
dvance declaration. Apabila suatu sengketa melibatkan pihak-

ihak yang belum melakukan deklarasi, negara tersebut tidak
erikat oleh persetujuannya yang terdahulu, namun ja harus
‘menegaskan kembali pengakuan terhadap kompetensi Komisi.
i:Syatu negara tidak dapat memaksakan dilakukannya suatu

penyelidikan terhadap su innya, kecuali negara yang

atu negara 1a
‘ _mem’mta dilakukannya penye'.idikan tersebut juga telah mengakui
I kompetensi Komisi

Salah satu sifa

Dalam ran :
maka hal uta?:: dgakuka””)/a suatu penyelidik 5
request) dari Suatyu N9 harus ada adalah - adan Oleh Komisj
Negara atau para pih Negara untuk me[ak‘uk anya permin
kapasitas untuk mz ak yang bErseﬂgketa,,ahan hal itu. Ha
orangan, organisasi ”;’ta takan permintaan tersegang Mempunyg
memiliki kapasitas tfe au badan-badan perWak'lm' In.dividu 5
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inisiatifnya sendiri. 9a tidak memiliki e
Pada umu r-:
Fkirdy a”QQCr:;: Yz. suatu penyelidikan tidak i
dilaksanakan oleh sijS[' Kecuali ditentukan [I'aksa”akan oleh
orang, yang disebut :;U badan (chamber) Yangat[n' P?”Ve“dfkaﬁ
pakan anggota bary Konr:.nfsjmer' lima orang diaigm dar tujun %
orang ini bers 5 o e orame dne 2 aTa meru
gketa mEm:ir!:'Eatt;ememara (ad hoc), s:tgiazsahhya dipilin, Ke duua .
lidik ini tidak boleh bOrarlg anggota ad hoc Pafil ak yang bersen.
suatu konflik. Selam pa d.ari negara yang Sedaa angg% penye- -
dang untuk membastiege“dikanr pihak-pihak y:nggttef hlbat dalam
Chamber memiliki 1amber dalam T erlibat diun-
Semua buwh{;{‘;:ﬁ; SWeWenang sendiri untiieg%an bukti-bukti
epenuhnya.diberitahukan kei”‘;an informas.
ada para pihak

a-negara yan
untuk berkom 9 mungkin terlib
entar. at, yang mem :
' punyai hak

suatu negara
ara

nce declaration,

akukan investigasi antara neg

Denga
lah melakukan

_ Apabila terjadi sengketa persenjata antara negara-negara yang '
telah melakukan advance declaration maka tidak perlu ada perse-
. tujuan tambahan (additional approval) yang harus diminta olen
Komisi untuk bertindak, kecual permintaan untuk melakukan

suatu investigasi. permintaan ini tidak harus berasal dari negara
' yang sedang bersengketa, namun dapat pula berasal dari negara
“yang telah membuat deklarasi, namun tidak terlibat dalam konflik.

' Dengan menerima kompetensi Komisi dengan suatu deklarasi,

Berdasarka
N penemua
rannya kepada n Chamber, Komisi '
ar % r miIsi m -
para pihak. Laporan inj berisi pi:yemhkan po-
emuan Komisi

dapat
menyeba
rluas ;
umum kecual para :a[? kesimpulannya  kepad
Pihak yang bersengketa me | ISRkt
nyetujuinya
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entang penghormatan dan jaminan penghor-

yang mengatur t
dan Protokol dalam segala keadaan.

matan terhadap Konvensi
B. PERKEMBANGAN DI LUAR PROTOKOL

TENTANG SENJATA-SENJATA
TENTU 1980 (Certain
ntion)

1. KONVENSI
KONVENSIONAL TER
Conventional Weapons Conve

gkapnya berjudul ‘The T 980 Convention

Konvensi di atas selen
f Certain Conventional

on Prohibitions or Restrictions on the Use 0
Weapons which May Be Deemed to be Excessively Injurious or 10

Have Indiscriminate Effects’ (Konvensi tentang Larangan atau
Pembatasan Penggunaan Senjata-senjata Konvensional Tertentu
yang mengakibatkan Luka-luka yang Berlebihan atau Akibat yang
Membabi-buta; selanjutnya disingkat CCW).* Korivensi ini sering

juga disebut Wea
Convention, atau Inhumane
lah yang terakhir ini dianggap kurang tepat.”

uatu aturan tentang larangan dan pembatasan terhadap

jata-senjata tertentu, telah diusahakan sejak lama, sebagaimana Y.
Konferensi Diplomatik tahun 1977, yang membentuk suatu kom
jawab membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hal pembatasa
jata-senjata konventional; yaitu semua jenis senjata yang tidak termasuk ke
dan biologi. Larangan dan pembatasan senjata konvensional

nuklir, kimia
bulkan sejumlah masalah yang rumit, disebabkan tidak s3j
i icaraan demikian akan m

stansinya, tetapi juga menya

Jucutan senjata dan hukum CW ini lebih dekat kepad
daripada hukum perlucutan senjata, karena materi muatannya tidak mengatur men
produksi, penyimpanan, penjualan atau pemesanan; sementara

3t ketentuan-ketentuan mengenai pengembangan, penim

jata tertentu.

jhat Tim Mc.Cormack, “International Humanitarian Law a
Weapons”, Makalah, Pusat Studi
walaupun dianggap kurang tepat, istilah ini biasa digunakan di
Khlestov, “Review Conference of the 1980 Weapons Convention”, IRR

1995, him. 368.

2 1de untuk membentuk s
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st penduduk sipil. Dilarang pula m Revang terpisah
enggunakan sen-

o
Lihat Pasal 6 Protokol II pada CCw,
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1 [
980, sekaligus dengan t; |
ga

jata pembakar terhadap hutan-hutan kecuali digunakan untuk

persembunyi kombatan.®
protokol ini melarang penggunaan senjata yang ditujukan pada pen-

dﬁk sipil, baik pada waktu melawan musuh atau pertahan dari serangan

; usuh. Karena penggunaannya yang sesuka hati dilarang, maka senjata

smbakar ini hanya dapat ditujukan pada Sasaran Militer saja. Tentu saja,
onsekuensinya, setiap tindakan pencegahan harus dilakukan untuk_ melin-
ngi penduduk sipil dari akibat penggunaan'ﬁenjata pembakar ini.

_+ perlu pula ditambahkan bahwa pada Konferensi Diplomatik yang

: fdiadakan untuk membentuk CCW ini, juga disepakati suatu Resolusi men-

genai ‘Sistem senjata kaliber kecil' (‘Resolution on Small-Calibre Weapon

#-Systems’), pada tanggal 28 September 1979

S;'u::‘ Di samping kgtiéa_protokol yang dit_ambahkan_pada CCW sebagaimana
tertera di atas, rr\:aka;pada tahun 1995, terbentuklah suatu aturan baru
'thengenai senjata laser (‘Protocol on Laser Blinding Weapon’). Ketentuan
_[nengena'y senjata ini kemudian ditambahkan pada CCW, sehingga menjadi

protokol yang ke IV pada CCW.*

P oot

s Lihat Pasal 2 protokol Ill pada CCW.

 pada tanggal 13 Oktober 1995, telah diadakan Konferensi yang be!

©“juatu 'review tenta i di i
tentang Senjata Laser {Protokol IV
ruang lingrup penerapannya. Oleh karena itu, menur

. dapat dilhat dalam pasal 1 CCW, yaitu untuk sengketa bersenjata interna
cantum dalam pasal 2 Konvensi-konvensi Jenewa. Namun, dalam perun
lihat bahwa para delegasi bermaksud menerapkan pula protokol IV ini paling tidak terhadap se

ut Louise Doswald-Beck, ruang lingkup

keta bersenjata non-internasional sebagaimana terc
Jenewa.

Ruang lingkup pratokol IV dibahas dalam sesi pertama dan ketiga.
qusulkan ruang lingkup penerapan protokol v “dalam segala keada
sengketa bersenjata dan pada wakiu damai” . Tujuh negara lainnya menyetujul
harus diterapkan "dalam 5892 i
pada "sengketa bersenjata internasio
Protokol ini seharusnya sama dengan ruang lingkup ¥:
diharapkan dapat berlaku pula dalam sengketa bersenjata non-internasiona
tum dalam pasal 3 Konvensi Jenewa. Atas dasar inilah akhirnya m
penerapan Protokol IV dicapai. Namun, yang perlu digaris‘nawahi a
merupakan perjanjian yang sifatnya sama sekali baru, karena senjata
nakan dalam suatu sengketa bersenjata.

Bab 11 Perkembangan—Perkembangan Baru Dalam Hukum Humaniter internasional

rtujuan untuk mengadakan

ng CCW. Konferensi di Wina ini menghasilkan suaty protokol yang mengatuf
pada CCW). Protokol IV tidak memuat aturan khusus mengenai

ni

<jonal sebagaimana ter-
dingan di Wina, jelas ter-

ng—

antum dalam pasal 3 Konvensi-Konvens!

Delegasi Australia men-
an termasuk pada wakiu
bahwa Protokol IV

la keadaan"; sementara tiga negara lainnya memilin untuk dibatasi
nal dan non-internasional”. Cina mengusulkan ruang lingkup
ang telah disetujui dalam Protokol Il, yang
| sebagaimana tercan-
acalah tentang ruang lingkup
dalah bahwa protokol IV ini
\aser ini belum pernah digu-
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1. Ruang |
g Llngkup CCi
w
erlebihan (excessive injurious and unecessary suffering’)
iadi dalam sengketa bersenjata non-internasional (konflik

50

ga p

dalam Pasal 1 ayat(4) 819 situasi sebagaimg

Protokol Tambahan [ 1977 jekanisme ‘review’ pada CCW

CCW sengaja dirancang sebagai suatu perjanjian pokok yang
5t dilengkapi dengan protokol-protokolnya, sehingga memu-
Al b e qkinkan untuk menambahnya kembali dengan protokol-pro-
ngan keikutsertaan piha Situasiyang kol lainnya yang secara khusus mengatur, atau apabila perlu
fechrs “Pihak yang i larang, penggunaan senjata-senjata baru di masa mendatang.

: Yang terjipgs hubungan dengan hal ini, maka perlu diingat bahwa yang
naksud dengan ‘senjata konvensional tertentu’ adalah semua
e 3 _ : "z;j;ayang tidak termasuk dalam kategori senjata nuklir, senjata
g onal telah = dan senjata biologi.” Perkembangan teknologi yang memu-
; ngk nkan dibentuknya suatu senjata baru di luar senjata konven-
:;@l,inilah yang harus selalu direview oleh negara peserta
Protokol I Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Protokol I

<

_ a jugg o
*aN nasional (‘g /% 1U9a ditergy

tion’), Dala s of
m hal perang Pembebasan nasio 3 07 nationsf iperd

gukL.Jp'rumft, berkaitan de
ertikai pada Perjanjian =

"In the study, development, acquisition or adoption of a new
weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is
inder an obligation to determine whether its employment would,
v dita i §6_me or all circumstances, .be prohibited by this Protocol or-by
s jug; apkan i ?. : chc?r rule of international law applicable to the High
gy

guasa yang mewakili gerak

untuk m-nz an pembebasan

-apkan Konvens; Jenewa dan CCw.
I Dengan demikian, Ccyy b |
; am sengketa bersenjata inter

€rpendapat bahwa C@E :

€serta Protokoln
asional.* N3

lam Denise Plattner, “The 1980 Convention on Conventional Weapons and the Applicability
Governing Means of Combat in a Non-International Armed Confiict’, IRRC, No. 279,
r-December 1990, him. 564. Demikian pula pada bulan April 1993, sebagian besar peser-
ymposium on Anti-Personnel Mines berpendapat bahwa CCW seharusnya juga di-
an dalam sengketa bersenjata non-internasional, walaupun mereka sekaligus juga
i Eztgwa hal ini merupakan masalah yang sangat sensitif; lihat Report of the ICRC for the
ance of the 1980 UN Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of
entional Weapons which may be Deemed to be Excessively Injurious or to Have

iminate Effects, February 1994, dalam IRRC, No. 299, March-April 1994, him. 149 dan him.

“Lihat Ap o

1990, herq_Rggg'rs'zh Mines, Booby-traps and o “Topik ini pulalah yang menjadi tugas pertama dari pada Review Conference tentang

Indiscriminate | 4'/' 3t pula Maurice Aybert "nfjher Devices*, IRRC, at Nikolay Khlestov, op.cit., him. 370.

“ Lihat Pasal 1 a;jﬂﬂns . ibid, him. 485~ ICRC and the Fropje; 279, November-December Waktu dilaksanakannya Konferensi Diplomatik tentang pembentukan Protokol 1977 pada
Yat{4) Ccw, ¢ €M of Excessively Injurious or 1974-1977disebutkan bahwa : ‘Indeed, the 1974-1977 Diplomatic Conference set up an ad

mittee to deal with issues relating to restrictions on conventional weapons, i.e. those that
it fall into the categories of nuclear, bilogical or chemical weapons’; lihat Nikolay Khlestov,
Im. 369.
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Pgnggunaan senjata, tentu saja, tund
sgan Internasional. Namun jelas sek:;al' 3
bea kewajiban hukum negara-nega |
Jata diatur secara labih khufusra

Berdasarkan Pasal 8 ccw Jang me dalam  suaty Perjan;

muat mekanisme review dap

amandemen, maka di
' Masa mendatang sa ,
ngat dimungkink .
an ter-

bentuknya suatu protokol yang baruy.

negara
peserta CCW dapat mengusulkan amandemen Fadip 2
accw o

atau pada setiap Protokolnya. U
o . - Usulan tersebut harus dj i

Eya k:’sgg:tse% :Zt;gara penyimpan), yang akan miigifnrzpallkan
A —— negara Peserta. Depository kemudianm l? "
b o bﬁerlu dlaQakan suatu konferensi men . af‘f
o mer; e,;;a 'id mayoritas negara peserta setuju c;fegem?I
™ li/‘e gggarakan konferensi dengan men(_;unc,jD o
S konfere.nsj 3 fa yang belum menjadi pihak dapat m =
e i teﬂga.n status sebagai pengamat (obse i
o g du nantinya dapat menyetujui amandemen i
B ‘:Zbama.ndemen tersebut dapat berlaky d- yimg
gl ?g?mana CCW dan Protokolnya b&iiﬂ
ey erhadap CCW disetujui hanya oleh n :
; @an amandemen terhadap Protokol CCw cjag;:

berlaku hanya jika disetuiui
ya jika disetujui oleh ne
a i
Protokol CCW yang djamandemeng d peserta yang terikat pada

Di‘ samping mengamandemen cc
setiap n W dan Proto
bahai D?gta;ioﬁeézzatccw dapaf mengusulkan adl;z?ayze;naiia
{5 et entang kategori lain dari senjata konye
sl kot latur dalam protokol CCwy yang sudah adﬂ
mekanisme ses 'nd epada depository, yang kemudian melakuk a.
uardengan ayat(1). Hanya saja, setelah 18 ne;aar;

* Ibid., him. 129,
* Lihat pasal 8 CCW.
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q aru Dalam Kukum H aniter i
maniter internasional

k pada hyk

. Um kebya.
lebih menguntungkan ap[: :
mMengenai penggunaan Sen-

_;K'onferensi, dengan diha
apat menyetujui penambahan

ian. 2

rtla CCW setuju, maka depository harus menyelenggarakan
ulan penambahan protokol baru tersebut.

diri oleh semua negara peserta CCW,
p protokol baru tersebut apabila :*
a) Setelah 10 tahun sejak berlakunya CCW, tidak ada kon-

ferensi yang diselenggarakan berdasarkan usulan negara

pakah itu tentang amandemen terhadap CCW
ahan pro-

nferensi mengenai us

peserta, a
atau protokolnya, ataukah tentang usul penamb

tokol baru, maka setiap negara peserta dapat meminta
arakan konferensi dalam

depository untuk menyelengg
dan pelaksanaan CCW dan

rangka mereview ruang lingkup
Protokolnya, dan mempertimbangkan kembali apakah

diperlukan amandemen baru terhadap CCW ataupun
Protokolnya;

b) Dalam konferensi tersebut nantinya, dapat pula dipertim-
bangkan apakah diperlukan adanya suatu penambahan
protokol baru tentang pengaturan senjata konvensional
lainnya. Semua negara yang hadir pada konferensi dapat
berpartisipasi penuh;

¢) Konferensi tersebut dapat pula mempertimbangkan apakah
ketentuan harus dibuat untuk menyelenggarakan konferen-
& di waktu mendatang atas permintaan negara peserta
CCW apabila, setelah 10 tahun tidak ada konferensi yang
diselenggarakan atas dasar usulan dari negara-negara

peserta CCW.

Dengan demikian, pasal 8 ini membuka kemungkinan untuk
mengatur perkembangan senjata-senjata baru di masa datang.

 Ibid.
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) enim-
ng produksi, e daya
elurun Ei::apgﬂunya pEnngeetal Sfi"ii; e
ienyeru embersihan ranjau dan pr r?isaSi yang
ﬂﬁeiakukag E\ ranjau. ICRC sebagai orga

5 para korba '

p para

jau ini ekitar tahun
‘ lai kampanye anti ranjau ini pada s
. emulai ka
Yang mengas |

i ' ica
namines), & kanan LSM yang bernama Handicap
atas tekana
- Proses Ottawgs —

y ’ Sa a-

iselenggarakanlah suatu
994-Mei 1996), makaaddlsaian review atas CCW:
Usaha untyk mengatyr Penggunas 0 ; 1‘%ritujlj?gvl:envt/u‘écr)rr]s‘gince". Se,lama mi?:'g;ii
(mines) sebagai salah satu alat berperang telah dimuls; A ; ':qengan kil-wakil pemerintahan tidak b? g|arangan
tahun 1970-an. |c RC dan sejumlah Lembaga Swad f : 151, ! maka V\;a i usulan-usulan meng?nalMenyadari
Masyarakat (LSM) Internasionga| lainnya meminta Perhatian g . a -‘,-_5 jpenaha )atpentang penggunaan ranjaffvrew‘ew con-
arl negara-negara terhadap Penggunaan fanjau yang Mengak uruh (total bBaC kemudian menggunaka”. hasnda tanggal 3
batkan kerugian ¥ang sangat besar dan menimbulkan Penderi: SIS i, [CRC. dan |Ca Protokol Il yang diamend]r| pasan larangan
taan yang tigak Perlu. Tekanan inj dilanjutkan dengan diselengs Eoe ﬁ:fsgi'beruP titik-tolak dalam  penyebarlua
9arakannya syat, konferens; Internasiona| yang Menghasilk s, S L IR 6F§ebagal
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certajn | :
Conventiona/ Weapons Which May Be Deem
Injurious of

arakat
; t pada masy.
njau dara wal
; enggunaan ra : a waktu a
h atas hl; in?%ukup berhasil, Ir<arenak padatisan negara-
G sa ihat kea
! ;Ja Review Conference, terlihat rtotaF; ban’, namun
isi - “Hilaksanakann : tentang g
1980 by = ; i;iélam menanggapi USULT n hasil dengan terkumpulnya
locol on Propip, tio RS e khUSUS' 'ﬁirrkohferensi menampaka?\nya suatu larangan menyel(;l ,
Ol on Prof 10Ns or b ] :
Use of Mines Booby Trape - '"f‘{ /"f 4 in a yang menyetujui dilaku- u darat. Sementara Itu, pada
°€ 0T Mines, Bog, Y 1A0S and Other Uevices” pAT anja 3
lain - mengaty, tentang Pembatasan faciap. penggunaan rar)
ranjau, 4 ¥

y gundaﬂg
rtamakalinya men

i ICBL, untuk pe

Januari 1996,

0 Haye Indiscriming fe Effects; atau serin
dengan Ccyy 1980; d

I mana Protokol | CCw
mengatyr tentang “p;,

ESUrictions on the |
- Protokol inj antar
“Pembatasan Penggunaan §

jau darat
menyeluruh ranjau
- ang pro- terhadap larangan ykhirnya Pemerintah
ol berdiskusi di Kanada dan akh lapan wakil
veluruh Penggunaan _ un ertemu dan be k menjadi tuan rumah. Delap dengan
il dilakukan Pertama kali ojeh, kelompok-kelom. : 2 a&g’;mengusulkan untu ertemuan pertama; disusul de 3 i
pok LSM/NGO (.::ou—goL-'@f'nm@nfa/ Organization) pada akhir 1980- or "glf_i'h‘tahari hadir dalam ga pertemuan kedua; dan 1:( Eada
an dan awg) 1990-an. Sefanjutnya dh‘uncurkan!ah Kampanye ! wakil pemerintahan F’a5 Oktober 1996, pemerintah aAnﬁ_
Internasiong untuk Mefarang Ranjau Darat (The International nag artemuan ketiga. Pad.a 3_tang “Towards a Global Ban on
Campaign 1o Ban Landmines ), disingkat ICBL, pada bulan Oktober neb jwli‘ree}']"srl;',onsori konferensi ten
1992 Yang dilansir ojeh €nam NGQ s Kampanye ini menyerukan
*NGO yang terlibat dajam Usaha ini adla)ap Handicap Internay,
In!emanbna!, Mines Advisory Group, Physicia
Foundation,

03}, Human Rights Watch, Medico
ns for Human Rights dlan Vietnam Veterans of America

e Yearbook of
i Treaty”, dalam
Ottawa Process and the 1997 Mine Ban
ot ,--.:‘..!__’:;,.1 i ”The aw
% Stephen D Goose,
234

M.C. Asse ess,
Inter 10N |Hum3n|tar|an aw, VOI me | 1998,
ernationa
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personnel Landmines : International Strategy Conference” = Hasil
konferensi ini adalah - pertama, terbentuknya suatu deklaras; akhir
yang disetujui oleh 50 wakil pemerintahan yang hadir:
deklarasi yang mengakui tentang mendesaknya suatu larg
tentang penggunaan ranjau anti-personil: kedua, terbent
Agenda Aksi; yaitu suatu kerangka aksi untuk mencapai lar
tersebut dengan segera; dan terakhir, bersedianya Kanada
mempersiapkan naskah pe

yaity
ngan
uknya
angan
untuk

rjanjian yang akan ditandatangani
(treaty-signing conference) tentang larangan menyeluruh yang

akan diadakan pada bulan Desember 1997. Selain hasil yang
cukup menggembirakan inj perlu pula diketahui bahwa konfe-
rensi ini terlihat ‘lain’ karena adanya kerjasama yang erat dan
keterlibatan LSM-LSM baik dalam merencanakan maupun dalam
melaksanakan konferensi. Hal ini terlihat jelas sekali antara peme-
rintah Kanada dan ICBL. Kerjasama yang erat tersebut berlanjut
sejak bulan Oktober 1996 sampai Desember 1997 di Ottawa. |CBL
dan pemerintah Kanada serta negara-negara lain yang pro- bery-
paya untuk membentuk naskah perjanjian dan mengusahakan
agar terbentuk kemauan politik dan iklim yang kondusif dalam
masyarakat internasional untuk menyetujui larangan menyeluruh
terhadap ranjau anti-personil. Dalam proses yang panjang ini, ter-
bentuklah suatu ‘grup it (core group), yang awalnya berang-
gotakan negara-negara Canada, Norwegia, Austria, Afrika
Selatan, Belgia, Mexico, Filipina, Swiss d
inti tersebut, pemerintah Austria membentuk rancangan naskah
perjanjian yang nantinya akan menjadi dasar dalam pertemuan di
Oslo pada bulan September. Selama tahun 1997, rancangan
naskah tersebut telah direvisi dan diedarkan kepada semua
Pemerintah (termasuk ICRC dan ICBL) sebanyak tiga kali, untuk
mendapatkan masukan-masukan. Di samping kemajuan ini maka
sejak Januari 1997 |CBL juga telah mengembangkan rancangan
naskahnya sendiri, dan membawea- naskah ini ke New York dan

an Jerman. Dalam grup

¥ Sebanyak 50 wakil pemerintahan
jau darat; 24 negara peninjau; lusinan
ICRC dan organisasi internasional lainn
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hadir dan mendukung larangan menyeluruh penggunaan ran-

NGO yang tergabung dalam ICBL, berbagai badan Pag;
ya.
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nits
Bab 11 Perkembangan-Perkembangan Baru Dalam Hukum Human

mendiskusikannya dengan pejabat—pejabat ‘pernenn;i])'r;1 ?;nPii
naskah dari ICBL ini berjudul Conver?. i
Rancgqga” f the Development, Production, Stockp:lrng, Tr’ans
th’b’“‘)”f : ti-personnel Mines and on Their Dest.rlug‘fon  yang
o ik r:ja ,(januari 1997. Bahkan ICBL memiliki suatu tim
e e bertugas untuk memasukkan rancangan naskgh
ples yar:e?\si yang nantinya akan disetujui. Proses Oﬂéwakltu
pada’ !(gm:an sung dalam serangkaian pertemuan‘ yang dituju an.
o s hgl okok: menghasilkan naskah Perjanjian Ottawa,l
piog duz menggalang kemauan politik untuk menandatangani
dan’ U?'{U Ottawa. Naskah Perjanjian Ottawa dibahas dalgm k:n-
Perlanl_'i” ferensi.yang disponsori negara-negara yang diadakan
:r\?f]:r‘]‘a OE?onn dan Brussel; demikian juga perlterpusirll;;erz‘en;;far:
; inti dan konsultasi
o dﬂiikal:kié:: ccljiggnt?gﬁpdengan pertemuan-pertemuan ﬁ;\rg-
gﬁglitrjian baik oleh negara-negara yang pro-(perteénzjaar:1 pemen_
'l han di Afrika Selatan dan Turkmemste?r?);l ICRC (y gn iy
s minar-seminar di Zimbabwe, Filipina), rTlaupu
e dakan pertemuan regional di Mozambique, Jepang,
(yang'menga lia, India, Senegal dan Yaman) untuk mendukung
e ehma Ot'tawa dan mendukuna terlaksananya

proses selama di misalnya : Pemerintah

igning’. Usaha lainnya
! ber treaty-signing’. Usa ; e
fuesct{rai?y:ng mengadakan konferensi pada 12-14 Februari

di Wina, menggunakan rancangan per}anjign Aus:)r;a a’flegladnog_

- nggunaan anti-personnel landmines se gal >
il fpe nsi. Hadir 111 negara dalam Konferensi Wina
o ko? eresi d‘ari ICBL, ICRC dan badan PBB. Me\gasngfa';;aral
: Sertartde 2?12 hadir dalam konferensi merupakan 'anglr_l ba|.k :gl
?:rssenatgknya kemauan politik yang positif dalam menyikapi peng
gunaan ranjau anti-personil.

il <elena-
Peristiwa berikutnya dalam Ottawa prose; m;) age:]lag srlisle1e9 797
ik di Bonn pada bu
a pertemuan teknik di ) pad _
gggagk::r:’\baias mengenai masalah verifikasi dan pentaatan per
y
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Janjian. Sebagaimana Konferens; Wi
i . ina, per -
. S;Zﬁa?;é perhatian ya~ng besar dari!:na:/:]r:z:tt?k
il Bagigara hadir dan ini merupakan mgq
ol L;n[uk an dalam pertemuan ini, ICBL sebga
SN melakukan intervens; dalam semy,
s danri da makalah yang disiapkan ofgf
el la,ran aner apat kesepakatan umum bahwa
e huiq amrtznjau darat ini Merupakan perjan
bl F ¥ang penting. Demikian pula
it zroses Ottawa dan rencana pen,a
Ipertegas kembalj. s

Pertemuan teknik i
, I atas kemudian dilani
. Mmuan d : N dilanjutkan
-menghasf”f;ussﬂen' yang diadakan oleh peme”mahdgngefn Perte.
piade,, o N “Brussel Declaration” Isinya adalah aq elgia; yang
- ' Négara-negara untuk mendukung Prosa égya kesepa-
es Ottaw

yang memberikan ‘la 4
mpu - hijau’-n
negara-ne jau™nya dalam proses in;
s atauga;a yang selama ini dikenal sebagai ne Sa rim adalah
Spanyol REPUE?meor fanjau, seperti : Perancis ﬁ @ pengek-
« hepublik Czechnya, Hongaria, Bosnia darf?Aggr;SJ g
’ ngola.

Dengan demikian,

an, setelah melih :
terbentuklah 1 meliat proses di Ottawa,»

suatu konvensi tersendiri yang secara khwal i

usus men-

58
Sebenarnya
setelah Proses
Namun, d3 s Ottawa, terdapat
y , dasar yang k : pula perund ; -
dicapai selams o ge uat bagi tercapainya suatu konvens; b'ﬂgan yang disebut
muan-Dertemuan yang diadakan o O - ME9eN2
| tawa. i

Perundingan Osio
I ranjau darat telah

Bab 11 pery
erkembangan-p,
angan-Perkembangan &
embangan Baru Dalam Huy
‘€ Itiemanonal

d Sesj., DSkUS] -
! pemerintah 8
pE’rj&ﬂjjan ten-

dalam perte.
9anan .;;:

alat lainya’ sebagaimana yang termuat dalam CCW 1980
upun Protokol | (dan yang diamendir pada tanggal 3 Mei
6). Pada kenyataannya, selama pertemuan-pertemuan terse-
an ranjau darat tetap saja terjadi di sebagian bela-

"biit, pengguna
da naskah konvensi yang baru dise-

ﬁéh bumi ini; sehingga pa
\uitkan dalam pembukaan (preambule) bahwa :

‘determined to put an end to the suffering and casualties

scaused by anti-personnel mines, that kill or maim hundreds of
- people every week, mostly innocent and defenceless civilians and
Idren, obstruct economic development and recon-

pecially chi
struction, inhibit the repatriation of refugees and internally dis-

.\ placed persons, and have other severe consequences for years

after emplacement’

- Tinjauan Yuridis -

" Bagian ini akan dikemukakan pasal-pasal atau tinjauan yuridis
‘sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada

Protokol I CCW 1980.
Sebagai suatu perjanjian yang merumuskan tentang ‘ranjau’;

maka Pasal 2 ayat(1) dari Protokol Il Konvensi CCW ini mem-
berikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan ranjau
(mines) :*

“Mine” means any munition placed under, on or near the ground or
other surface area and designed to be detonated or exploded by the
presence, proximity or contact of a person or vehicle, and “remotely
delivered mine” means any mine so defined delivered by artillery, rocket,

mortar or similar means or dropped from an aircraft”.

Sedangkan jenis-jenis alat lainnya yang sejenis dengan ranjau
(seperti ‘booby traps’ atau alat lainnya); masing-masing telah
didefinisikan dalam pasal 2 ayat(2) dan (3) dari Protokol Il pada

"9 Lihat pasal 2 ayat (1) dari Protokal Il pada Konvensi CCW 1980.
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Konvensi CCw. =

Melih -
e ;’rzttoif)ﬁda Isi pasal-pasal dalam Protokol || |
i memberikan ketent

me uan-kete :
. mKt;at;aS,' Det:ggunaan ranjau, Hooby-(r ‘Unt;jr? g}arlg Sifatnyg

8 7 : bt aa =/ 08 at- .
ngandung nﬁjguzta;a” yang digunakan dalam Protokoa:at an-
diperbolehkan dala wa penggunazn ranjau pada Wak“ e
tidak boleh sesuk M SUatu peperangan, tetapi penggy ity

batasann Suka hati pihak yang bersengketa; ) naannyz
St ya (restrictior). Adanya pengqu ;- namun aga
atasi” ini tercermin dalam pasal- gunaan ranjay yang

asal P :
¥ang mengatur tentang pembatasaz umu;: t(o o sper ik

asa
gf da|e4 Br/}angdmengatur tentang pembatasan
ran padat penduduk (
N restrictions ;
than remotely delivered mines, boot on the use of mines other

opul : y traps and .
Populated areas); dan pasal 5 yang mengatur t;ifer e
ang pemba-

tasan pengqun '
(rem.monigona;r; raruaufyang dapat dikendalikan dari Jarak jauh
el d”(:re Of remotely delivered mines). Sedan Ji;
e ang penggunaannya dalam segala k o
Jenis tertentu dari booby-traps yang masukejdla .
alam

general restrictions):

lapse of time"";
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i, terlihat

¢ - pada penduduk sipil. Setelah Perang

- kategori pasal 6.

Walaupun telah dibentuk suatu perjanjian yang membatasi

unaan ranjau sebagaimana tercantum dalam Protokol I

‘npengg

= yonvensi CCW, namun sejarah mencatat bahwa penggunaan

ranjau ternyata telah mengakibatkan korban yang sangat besar
Dunia |, korban penduduk
.y sipil telah bertambah pesat dan angka statistik menunjukkan
. bahwa penduduk sipil korban ranjau meningkat tajam dari 50%
- menjadi di atas 80%. Dalam hal ini sangat ironis sekali melihat
© kenyataan bahwa sengketa bersenjata yang menggunakan ranjau
sebagai salah satu sarana berperang, ternyata mengakibatkan
korban yang lebih banyak justru di pihak penduduk sipil dan
bukannya di pihak militer (kombatan). Oleh karena itu ranjau
dapat dianggap sebagai salah satu senjata konvensional yang
menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan mengakibatkan
kerugian yang besar. Menyadari hal tersebut, maka diadakanlah
/. pertemuan-pertemuan internasional yang memberikan perhatian
- yang signifikan terhadap penggunaan ranjau. Tujuannya tentu
~ saja, untuk mengurangi dan sedapat mungkin menghentikan

.. adanya korban-korban akibat terkena ledakan ranjau; terutama

pada penduduk sipil.

+1-a) Any booby-trap in the form of an apparently harmle
designed and constructed to contain explosive materia

'lb):B

Patal 6 Protokol Il Konvensi CCW menyatakan bahwa :
(1) Without prejudice to the rules of international law applicable in armed conflict relating to

1 froachery and perfidy, it prohibited in all circumstances to use -

55 portable object which is specifically
| and to detonate when it is disturbed

or approached, or
ooby-traps which are in any way attached to or associated with :

Internationally protected emblems, signs or signals;

Sick, wounded or dead persons,

jii. Burial or cremation sites or graves,

i Medical facilities, medical equipment, medical supplies or medical transportation;

v. Children’s toy or other portable objects or products specially designed for the feeding, health,

i hygien, clothing or education of children;

~ vi. Food or drink;
__vii. Kitchen utensils or appliances except in military establishments, military locations or military

. supply depots; -
i, Objects clearly of a religiou. nature;

i Historic monuments, works of art or places of worship
al heritage of peoples;

X _Anﬁmal‘s or their carcasses.
(2) It is prohibited in all circumstances to use any booby-traps which is designed to cause superflu-

ous injury or unnecessary suffering.

which constitute the cultural or spiritu- '

Bab 11 Perkembangan-Perkembangan Baru Dalam Hukum Humaniter Internasional 241



Ada beberapa pertemuan internasi
untuk di ernasional yang dj
internasi;s:ty;rewmadr‘lg masalah penggunaan raijaljnggrip il
pa kali “review ch,roakSUdnadalah diselenggaraka;{nya be?;Uan
Conference sesj t E’f"enc'é‘ tentang Konvensi CCyy RE* gra-
April - 3 Mei ]99‘36@‘:1” diadakan di Geneva pada taﬁ en'v o
et Saa.t ertemuan ini merupakan pertemui?a 22
pemerintahannya, te| l:]ulah negara-negara, melalui wakil. yang
?rOdukSi (pdeUCtrion)ape:;?::zgas( ket))ijakan mereka ten\ltvaafizl
€/) ranjau A n (use) dan pengali
dalam ;rotcji:f:lr ;uatu m.a salah yang sama sé)kaﬁgtilcri:ind('ﬁans-
langkah yang san O?VgnS' CC.W yang lama. Hal ini mery lmku 5
pemerintahan ju agtar hfarnatrs setelah sebelumnya para pd ar,
Wina pada bu[anQOke ah mengadakan pertemuan Sebelumnwakl.f
dapat,deizpan ”ega:gb;;nl;g?nsé: ad; pertemuan Wina, tetahyiea(rj-l
tidak m j unda atau memu
tefSEbut,errffkuana,;i? ranjau darat. Dan sejak pertéﬁtzz ‘\J;FUk
terdapat sebanzaksjzn; gara-negara telah berubah karena telms
menyeluruh terhada N€gara yang mendukung laran :
tersebut mengha 'lfl: Penggunaan ranjau.* Pertemuan di Jen gan
Konvensi CCWtahinig SU:tU amandemen pada Protok(f[w;
P araridbman 80. Perubahan yang periu dikemukak
yaitu ketentuan UmersebUt dapat dibagi dalam dua kelom oir']
et e (urm (general provisions) dan tentan pok;
ules on use), g aturan

Ketentuan umum (
general provision ;
Protokol yang baru adalah sebagai berizﬁgg ditambahkan pada

* Adanya
¥a suatu pengaturan yang lebih spesifik mengenér’

®ICRC, Review
' Conference of
Restrictions on th e of the State parti
pll e U - parties to th ;
Injuricus or to Hawii;;é‘ﬁ?’” conventiona Wf'aporlse wzrg'iomcom’en”on on Prohibitions or
5 ﬂg’” 199. nate Effects, Statement of Mr Corﬁglﬁ)egee med (o be Excessively
at teks lengkap ” A Ommaruga,
“ Lihat "Third ge;%npé?l&?w to the 1980 Convention as amended o AR
Certain Conventional WeaW:V'(eW quference of State Parties t?) ?1” 3 May 1996
s (CCW)", Geneva 22 April-3May lggts QU}JQdS? UNN Convention on
» VPdate No 8, him. 1-2.

2, 2 < o WIET: S
4, Bab 11 Perkemban n-Ferkembangan Bari alam U maniter
angan-Ferkemb, gan Baru Dala Uk
; im Humaniter Internasion
Perk 8. lam H Hi 1 af

“anti-personnel mines” . Di samping itu, telah terdapat
batasan atau definisi untuk jenis-jenis alat lainnya atau isti-
|ah-istilah lain yang berhubungan dengan ranjau’;
* Adanya perluasan ruang lingkup penerapan Protokol, di
mana Protokol yang baru ini diterapkan pula dalam sengke-

ta bersenjata non-internasional;

* Adanya tugas yang jelas kepada para
penyebaran ranjau untuk sekaligus bertanggung jawab

melakukan pembersihan ranjau (mine clearing). Walaupun
ketentuan ini dapat diterima, namun kenyataannya hal ini
cukup sulit untuk diterapkan apabila para pihak tidak memi-
liki para ahli yang akan melakukan pembersihan ranjau;

* | okasi dari ranjau-ranjau yang disebar, harus dicatat dalam
suatu peta dan disimpan. Bandingkan dengan ketentuan
dalam Protokol sebelumnya yang mengatur tentang peren-
canaan ladang ranjau (“pre-planned” minefields);

* Adanya perlindungan kepada ICRC, gerakan-gerakan dan

pekerja kemanusiaan, termasuk ketentuan yang
delegasi-delegasi tersebut harus

ngenai ladang ranjau dan
dang ranjau tersebut, dan

pihak yang melakukan

pekerja-
menetapkan bahwa ketua
dilengkapi dengan informasi me
rute-rute yang aman di sekitar la
dalam hal tertentu, dilengkapi pula dengan rute-rute aman

di dalam ladang ranjau untuk menolong para korban;

& pasal 2 ayat(1), (2), (3) dari Protokol Il CCW yang diamendir, berisi sebagai berikut :
1 "Mine" means a munition placed under, on or near the ground or other surface area and
> designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or vehicle;
12.2. “Remotely-delivered mine” means a mine not directly emplaced but delivered by artilerry, missife,
rocket, mortar, or similar means, or dropped from an aircraft. Mine delivered from land-based
. system from less than 500 metres are not considered to be “remotely delivered”, provided that
they are used in accordance with Article 5 and other relevant Articles of this Protocol;
*r‘sr’_’Anti-persohnef mine” means a mine primarily designed to be
imity or contact of & person and that will incapacitate, injure or

o

kill one or more persons.
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* Adanya kete

ntuan tentan .

melarang tra ang. pengalihan (trapsfap)
damrp;i mnsfe)r ra”J:U yang tidak dapat didetiis; (yang
=i=ttable mines) sejak tanggal 3 mei non-

setia , g mei 1996
3P ranjau kepada suatu kesatuan-kesatuan Id ?”(transfer
ain

ferer‘ namu 2

oatl negr; rt;lnyatakan pula dalam Protokol bahya tra

bolehkan asal ¥ang bukan peserta (non-state parties) d’_]Sfer

o i mereka “sepakat untuk men ef IDer-
o an-ketentuan Protokol; erapkan” keten.

danya suatu '
pasal yang men

otk m gatur tentang ketaat

pelan embentuk- peraturan pidana untuk - nggara
* Adan ggiran-pe'anggafan serius Protokol; S

Ya Konsultasi '

para pihak Yanr;asc:'iltakhunan (c?nnua/ consultation) di ant

ditujukan untuk akukan sejak Protokol ini berfaky -

ool 4 melakukan review terhadap pelak ¢ 15

5 an persiapan dalam rangka menyi o
X Tgnference berikutnya; "Viapkan Reviewy

idak terd '

apat ketentuan tentang verifikasi haik tent
ang

persyaratan teknis
_ atau
mungkin terjadi. pEIanggara”'pe'anggaran yang

* Lihat pasal 8 Pr
otokol yan
1. "In order to pro Y&ng mengatur tentang tran
sfer:
Promote the purpose of this Protocol i’gc‘f?;g@??yatakan .
[ 4 A Of?ffﬁcffng Pa,—ry s

(0) undertakes
; not to ensure th
pliance, by both - th at any transfer in
” e transferri | accordance with Arti ) =
Frotocol and the applicable no:frf;'s ir;?nr{he recipient State, with ggrgefeike Piace in Jul o
i : ermational humanitari Nt provisions of thi
tarian law of this

3. All High Contr.
: acting Parties
actions which would pe j . pending the entry into £
“ Ketentuan tent be inconsistent with 0 force of this Protocal wi .
ang t el sub-para Otocol, will refrain f,
9 lransfer ini, selain terdapat dalamg[r)i;;gl gaérziéfﬁ?mde"' e
ol It ini, terdapat
: pula (ban-

dingkan) dalam
pasal 1 Protokol
yang terbentuk di Wina i ’
T O tentang “Protocol on Blindi
inding laser Weapons”
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Sedangkan perubahan-perubahan yang ditambahkan pada
protokol mengenai aturan penggunaan (rules on use), ternyata
hanya mengalami sedikit kemajuan yang berarti. Namun, perkem-
bangan di bidang teknologi ini sangat menarik dan perlu pula
dikemukakan. Adapun Protokol mengatur mengenai penggunaan

ranjau sebagai berikut :

" dumb" AP mines adalah :

* Yang dimaksud dengan
t dideteksi 9 tahun setelah

-Ranjau yang masih dapa

Protokol berlaku.
- Ranjau yang terletak pada daerah-daerah yang harus dipa-

gari, ditandai dan dijaga (kecuali ada tindakan militer
musuh yang secara langsung mencegahnya).
- Tidak ada larangan tentang adanya ‘anti-handling

devices .
- Ranjau-ranjau seperti ini dapat diproduksi, digunakan dan

dialihkan.
* Yang dimaksud dengan * Smart" AP mines adalah :
- Ranjau anti personil yang digunakan di luar daerah-daerah
yang ditandai, dipagari atau dijaga, setelah jangka waktu 9
tahun setelah Protokol berlaku harus bersifat menghan-
curkan diri-sendiri (“self-dlestruct”) dalam jangka waktu 30
hari (dengan ketepatan 90%), dan dapat bersifat tidak
aktif secara otomatis (“self-deactivate”) dalam jangka
waktu 120 hari (dengan ketepatan 99,9%).
- Ranjau-ranjau ini harus masih dapat dideteksi 9 tahun sete-
|lah Protokol berlaku.
- Tidak ada peraturan khusus tentang penempatannya.
- Tidak ada larangan tentang adanya ' anti-handling devices
- Peraturan tentang produksi, transfer dan penggunaan

diberikan secara implisit.
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* Y |
) ?rl'ndg I(:hnmaksud dengan “anti-tank mines” adalah -
T.dak ada persyaratan tentang pendeteksian .
.l aK ada peraturan khusus tentang penem ‘at
- Tidak ada larangan tentang ‘ant/-h o

o | andling devices’.
idak ada jangka waktu maksimum (maximum lifetime)

* Alat-alat yang da
pat menyebabkan :
pada saat dideteksi, yang disebut dsuatu s

ale bk : engan “anii j
devices”, adalah dilarang digun, gan “anti-detection

akan pada semua ranjau.

tang lara
g larangan menyeluruh penggunaan ranjau ini. Hal ini menge

muka kar |
ena para korban ranjau, terutama penduduk sipil

meningkat drastis.® Kita d '
m . : apat melihat bahwa konvensi
g;T yang sering pula disebut dengan “Mine Ban ﬁe‘;en’s’l yatng E’ar“
adaiwa Trezty” atau “Landmines Convention” L
= : ;

me”p):J ﬂp cLJj ]auksr, Fransfer dan penggunaan ranjau saja akan tetapi
ks tepl) . bpenlmbuﬂan dan perusakannya. Perjanjian Otta

ah berlaku, karena telah terdapat 40 dokumen ratifik::'a

.

, tidak saja melarang

Untuk mendapatkan gambaran um
Ottawa (Ottawa Treaty)
sebagian dari
dipahami.

9 Um tentang Perjanjian
N ini maka berikut akan dikemukakan
entuan-ketentuannya yang perlu untuk

- tentang kewajiban umum negara-negara:

Kewajiban umum dala iy '
Wi m Perjanjian Ottaw -
pasal 1. Bila kita lihat pasal ini maka terfihat Bk el

L pisebu_tkan bahwa puluhan juta ran|
Jau anti-personil diyakini pula telah d
Ottawa Process and the 1997 Min

Anri—F\?{sonne! Mines in Cent
Afghanistan”: “The Scourge

Vel ki jelas bahwa kewajiban
A h:Itabr_mm p‘: sekitar 70 negara, 100 $/d 200§
il n—:a tyP:' rga(jlan 100 negara; lihat Stephen D (;oojgeta”?;e:
. s e Tl 'k am Yearbook of International Humanfra ;
i bl gkan pula dengan “Registry of Mine Incick "
e fano ict and Post Conflict”: " The Dead [, e
rgotten Wars. South Caucasys™ ICRC egiii‘g ﬂgé)t;rgs
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yang akan dipikul oleh negara-negara merupakan suatu kemauan
yang kompherensif dan tegas tentang larangan menyeluruh (total
ban) atas penggunaan ranjau anti-personil.

Disebutkan bahwa setiap pihak pada perjanjian “dalam  segala
keadaan tidak akan melakukan tindakan” untuk “menggunakan, men-
gembangkan, memproduks menyediakan, menimbun atau men-
transfer ranjau anti-personil kepada ‘setiap orang, baik secara langsung
maupun tidak langsung”. Larangan ini sekaligus dilengkapi dengan
kewajiban bagi setiap pihak pada perjanjian untuk tidak “membantu,
menganjurkan atau membujuk setiap orang, dengan segala cara, agar
terlibat dalam setiap kegiatan yang dilarang menurut Konvensi ini”.

- tentang masalah definisi:

Dalam Perjanjian Ottawa ini, pasal 2 ayat(1)-nya menyebutkan
bahwa yang dimaksudkan dengan » anti-personnel mines” adalah
“_amine designed to be exploded by the presence, [proximity or
contact of a person and that will incapacitate, injure, or kill one or
more persons”. Jika kita bandingkan dengan definisi yang
diberikan untuk ‘anti-personnel mines’ yang terdapat dalam
Protokol Il CCW yang diamendir, maka perbedaan tersebut ter-
letak pada ditambahkannya kata “primarily” pada Protokol ("...a
mine primarily designed to be exploded by the presence...”).
Menurut ICRC dan ICBL, kata “primarily” ini merupakan celah-
celah hukum yang besar yang akan 'mengurangi’ arti Protokol.

- tentang pengecualian (eksepsi):

Satu-satunya pengecualian yang terdapat pada Perjanjian
Ottawa adalah adanya klausula yang memperbolehkan para pihak
untuk memakai atau mentransfer ranjau anti-personil yang digu-
nakan untuk “perkembangan dan pelatihan dalam rangka pen-
deteksian ranjau (mine detection), pembersihan ranjau (mine
clearance) atau teknik-teknik penghancuran ranjau (mine destruc-
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on technigues) »« .
NAGues).”* Walaupun tujuan pasal ini dirasa

b
aik, dr‘1amun sgmpat terdapat kekhawatiran sel
Perun mgan, di mana ICBL mendesak untuk
;atatan diplomatik’ tentang berapa sl
dipergunakan untuk keperluan ini
Oleh karena itu, dala |
i m pasal 7 Perjanjian Ott
. . | awa,
tang;rra plh(ajk diharuskan pula untuk setiap tahun melapj)rkgegfa in
Jenis dan jumlah ranjau yanqg dipakai o
. g dipakai atau dit
r _ ransfe
angka d;gunakan untuk pelatihan-pelatihan (training) > i

3. PERKEMBANGAN 7 |
TE
DitAaur e

jumlah minimal ranj

NG HUKUM PERANG

Hukum perang di laut diatyr d
tahun 1899, Konvensi in

Perdamaian ke-| (The

“Pasal 3 Perjanjian Ottawa berisi :

1. Notwithstanding the general oblj

r H 3 f’.O under Article 1, the r ntion or ranster of a o)
gj{ f icre 1, the rete, tion or tra STer nump,
er o '8

or mine destructio 1€ Deveiopment of and training in min

R sl e’r nbrecfhnfques Is permitted. The amounr%f suche dErAecnon, mine clearance
2. The transfer of anna p;O-Ufeﬂ’lnecegsa,}, for the above-mentioned pu:;n?s shal nat ez the

& - . anti-personnel mines for th 4 1 0585
Pasal 7 ayat(1) Perjanjian Ottawa berisi e purpose of destruction is permitteq

fach
pos _rf;al;'e ePc,?rry shall report to the Secretary-General of th- '
¥ event not later than 180 days after the entry mtlé ;(5

| alam Konvensi ke-fil Den Haag
I 'merupakan hasil dari Konferens;

Eirct f I~
FIISt Hague Peace Confarc

2 r_'f'li._"':),_ yang

w.2d Nations as soon as practicable
ree of this Convention for that S.fa:é

(b The total of all stockpil 2
/ Ckpiled anti-personnel mi
g;cg;cnhor conrfro!, to include a breakdowr?] c;{;iiw: :;Zid 3
e g i -
o ype of anti-personnel mine stockpiled:

(@) The types, quantities 7
", &s and, if possible, | 3
ferred for the developmenr r o e 10t numbers of ail anti-perso ines retained
il ;fﬁi.:;?g reo; ia:*nd ,r?rammg in mine derecnbf}wD mmzn(j;gr)g:?? relained or trans-
2 or the pu / el G € 0r mine destruc-
ized by a State Party to reta Ruipose of destruction, as wel nstituti
1ty to retain or transfar anri on, as well as the institution
(e) The status of risver ant-personnel mine, bl
3 programs for th ; MINe, in accordance icle 3
g %ucrton faciitios: € conversion or de-commissi with Article 3.
) Ine status of programs fo
r the destruction of ant
mathods which will : 'on of anti-personnel mines ; o ;
be used in destruction, the location of 3l ey 79, 021215 Of the
6 Feane oy 0 tandards o be o s an sites and the appli-
L Quantities of all anti-personne/ mines dns},ro ed
on ..., to include & breakdown of th SO
destroyed ... e quantity of ea

" Konferensi Perdamaian |
1an I tahun 1899 ini men
Konferensi Perdamaian Il dalam Dietrich Schindler & Jir( Toman (

A Collection of Conventi
i 0ns, Ry i
Dunant Institute, Geneva, 1981 E;i:ufé%ns e S

Possessed by it, or under jts iy
: Oy 1t, 15 furis-
quantity and, if possible. ot numb=;s

oning of anti-personnel mine pro- -

after the entry into force of this
ch type of anti-personnel mine
ghasilkan 3 Konvensi dan 3 Deklarasi: lihat Final Act
eds), The Laws of Armed Conflicts.
ents, Sithoff & Noordhoff, Henry
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kan Cukyp -
dMa magy :
erbitkan -
2l yang

niutnya dalam Konferensi Perdamaian ke-Il (The Second Hague
nference), di Den Haag tahun 1907, maka aturan-aturan tentang

1. Convention (Vi) relative to the status of enemy merchant ships
at the outbreak of hostilities. :

2. Convention (VIl) relative to the conversion of merchant ships
into warships.

3. Convention (VIll) relative to the laying of automatic submarine
contact mines.

4. Convention (IX) respecting bombardment by naval forces in

time of war.
5. Convention (X) for the adaptation to naval war of the princi-
ples of the Geneva Conventions.
6. Convention (XI) relative to certain restrictions with regard to
the exercise of right of capture in naval war.
7. Convention (Xllj) concerning the rights and duties of neutral
~ Powers in naval war.

" diadakan di Den Haag, yang lengkapnya berjudul “Convention for
Wl the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the
50" Geneva Convention of 22 August 1864

: Setelah diselenggarakannya Konferensi Perdamaian ke-ll terse-
.. but di atas, maka pada tahun 1909 diselenggarakan kembali
o1 suatu Konferensi Kelautan (Naval Conference) di London.
 Konferensi ini diselenggarakan karena adanya perbedaan dalam
menafsirkan ketentuan pasal 7 Konvensi ke-Xll (1907)” mengenai
pembentukan suatu ‘International Prize Court'. Pasal 7 Konvensi
ke-XIl menyatakan bahwa Pengadilan harus menerapkan aturan-

% (onferensi tahun 1907 ini menghasilkan 13 Konvensi dan 1 Deklarasi; ibid., him. 53-54.
“ Supra note 72.
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ta bersenjata. Perlindungan lingkungan ini terdapat dalam
Protokol Tambahan | 1977; yaitu dalam pasal 35 ayat (3) dan Pasal

3. Perkemb :
angan penting yang terjag sejak awal abad semb;

I-

55. Dalam kedua pasal ini, secara eksplisit telah terdapat kata-kata

lan belas dj i
li bidang hukum internasional, adalah terben

tuknya Konvens;
PBB yang b
ks '9 Daru tentang Huky
“ngkungj’Z (éJN Convention on the Law of the ?e;; l;wt iada
T, an hukum udars, Terbentuknya b' bu !
Um internasional bar tersebut t'dek o
—tidak tere-

L]NG

Salah saty
; perkembangan b
adalah oy e nall Ol -
adanya perlindungan terhadap ringkUn::: l;m, e
alam sengke-

Contoh lainn ituasi
Innya, adalah ada Situasi-sityas;
B“:Sf:vg::?gmk;n di dalam mr:]y: ;;;gz:t’:r‘]l;k Temperbo!ehkafi;aﬁg:l? [;;!efy T Lol
~geck, op. dit,, footnote 1 mkan oleh para pi ayaran tertentu sejauh

; 12 b, 1o pihak yang bersen :Nntu sejauh

- 194, gketa; lihat Louise
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el

‘ingkungan alam’ (natural environment) seb_agaimana dapat dili-

hat dalam pasal-pasal berikut ini :*

- Pasal 35 ayat(3) : ‘
It is prohibited to employ methods or means of warfare which

 are intended, or may be expected, to cause widespread, fong-
term and severe damage fo the natural environment".

Pasal 55 : +
1. ‘Care shall be taken in warfare to protect the natural environ-

ment against widespread, long-term and severe damage. This
- protection includes 3 ﬁ?bf_i‘ibitr’on of the use of methods or
means of warfare which are intended or may be expected to
cause such damage to the natural environment and thereby to
" prejudice the health or survival of the population.
"3 Attacks against the natural environment by way of reprisals
are prohibited’.

. Sebenarnya, para ahli telah lama berdebat tentang apakah
perlindungan lingkungan dalam sengketa bersenjata ini telah
diatur dalam hukum humaniter. Dengan berdasarkan pada isi
redaksional yang secara eksplisit telah menyisipkan kata-kata
lingkungan alam’ sebagaimana tertera di atas, maka ada
sekelompok ahli yang menyetujui bahwa perangkat yuridis yang

" melindungi lingkungan alam dalam sengketa bersenjata baru ter-

" dapat sejak tahun 1977, yaitu dalam Protokol I 1977.

‘lingkungan alam’, namun

alaupun ke dua pasal ini sama-sama mencantumkan kata-kata
a. Menurut "Kelompok

o
f'tfti(akla‘h berarti bahwa keduanya mempunyai pengertian yang sam
rangan penggunaan senjata

3) lebih ditujukan untuk mengatur tentang la
deritaan yang tidak perlu; sedangkan pa
perlindungan terhadap penduduk sipil; lihat Yves Sandoz, Ch. Swina
(eds), Commentary on the Additional Protocals of 8 June 1977 to the Gen
August 1949, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, note 2133.

sal 55 ditujukan terhadap
rski & Bruno Zimmermann
eva Conventions of 12

Biotope", Pasal 35 ayat(
yang mengakibatkan pen
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Da,:rar:a:glam;i)ere]:lnan ter;ebut j.anganlah dilihat secara sempit
. terpad.udpaljla diperhatikan perkembangan-perkembanl
g 1970_1 I dalam masyarakat internasional pada seki :

an. Perkembangan dari suatu cabang ilmu huk¥

Internasional baru yang disebut den
Internasional.

tar
gan Huk -
J ukum  Lingk
H gxungan
berpalingnya pet:E:‘iiT:anlmmberk?mbang seiringdengan rnilai
; anusia terhadap |i

i ‘ p lingkungan

ya?]ac;l deTgan terbitnya buku ‘The Silent Spring’ (‘M?:sr’r,n .35’3”9.

- gurl;?yr ) kérarigan Rachel Carson. Buku ini menceritakan beetmI

e dmrenjadl rusak dan hancur karena kesalahan-kesalahaa-
i konfera am mengelola alam. Tidak lama setelah itu diadakann
ol IenSI yang sangat terkenal dan mempunyai gaung ya _
o :7‘32me":3”9 ?lhgkungan, yaitu Konferensi Stockﬁ:olnngwJ
et ke -Kan ererJ5| Ini, yang antara lain didasarkan pada has;l
- terr’:ns(; Brandt- . memberikan perhatian secara sangat sig-
o tetaa' ép perlindungan lingkungan tidak saja dalam waktgu

» tetapi juga perlindungan lingk
_ : gkungan karena sebab-
p;i‘;gigllmaar? Se:n;ata-senjata moderen.* Di samping periensw;:ab
gam ;’( terjadi pula Perang Vietnam (1975) yang membav\:] ;
padapba;'ang Sa!ngat mengerikan terhadap lingkungan Perang an;
1an selanjutnya, akan dibaha s
” e : s tersendiri karena meru-
; kf}ﬂszua:jg F;‘?r'ST'Wa yang memacu dihasilkannya suatu kon\?er:wl-
o s di |daqg penggunaan teknik dan sarana berperan
i : Yang penting dicatat di sini, adalah bahwa perhatian pe-?.
yang begitu mendalam terhada i A
: ' e p perlindungan |i

mulai semakin gencar dibicarakan di fora inter,nasi?)nalmgkungém

D .
kirane:gsir; :El'hat perkembangan-perkembangan tersebut
te!ahy o da' serayaqua bahwa dalam Protokol Tambahan ,u
P lakomodasikan adanya klausula-klausula baru yan(_;;

memberikan perlindun
gan terhad i
sengketa bersenjata, radap  lingkungan alam dalam

& |
Lihat Bab XI Laporan Komisi Brandt yang dipergunakan dal
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Namun, dengan tidak mengecilkan kemajuan yang telah dica-
pai dalam penyusunan Protokol |, maka ada pula para ahli yang
berpendapat bahwa ketentuan hukum humaniter yang melin-
dungi lingkungan alam dalam sengketa bersenjata tidak hanya
diatur dalam Protokol | saja, tetapi juga telah diatur dalam keten-
tuan-ketentuan hukum humaniter sebelum tahun 1977, yaitu
dalam Konvensi-konvensi Den Haag dan Konvensi-konvensi
Jenewa. Hanya saja, para ahli yang berpendapat demikian men-
dasarkan pemikirannya pada suatu penafsiran luas tentang
klausula-klausula yang terdapat dalam Konvensi Den Haag dan
Konvensi Jenewa, karena kedua perangkat tersebut memang
secara eksplisit tidak mencantumkan kata-kata ‘lingkungan
alam'’ # Terhadap penafsiran ini, kiranya perlu direnungkan bahwa
pendapat para ahli tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan,
karena apabila para pihak yang bersengketa (belligerents / parties
to the conflict) benar-benar melaksanakan isi ketentuan-ketentu-

an hukum humaniter dengan itikad baik (good faith), maka sebe-
narnya kerugian dan kerusakan lingkungan dalam suatu sengke-
ta bersenjata dapat diusahakan untuk diperkecil.

Dengan demikian, menurut hukum humaniter khususnya
Protokol I, maka pasal-pasal yang perlu ditinjau sehubungan den-
gan perlindungan lingkungan alam dalam sengketa bersenjata,
adalah pasal 35 ayat(3) dan pasal 55. Dalam pasal-pasal tersebut
terdapat beberapa frasa atau istilah yang perlu mendapatkan per-
hatian serius. Istilah yang perlu dibahas di sini adalah istilah
kerusakan lingkungan yang bersifat "meluas, berjangka waktu
lama dan dahsyat” (widespread, long-term and severe). Protokol
sendiri tidak memberikan batasan atau definisi tentang arti istilah-
istilah yang dipergunakan tersebut, Oleh karena itu, kita harus
melihat kembali pendapat para ahli sebagaimana telah dike-

% Pasal-pasal yang dianggap secara implisit juga telah memberika

Bab 11 Perkembangan-Perkembangan Baru D

n periindungan terhadap

lingkungan alam dalam sengketa bersenjata adalah, antara lain, pasal 22, dan 23(g) Hague
Regulation 1907, pasal 53 Konvensi Jenewa IV 1949; pasal 52, 54, 56 Protokol Tambahan I; lihat

Arina Permanasari, “Perlindungan Lingkungan Alam pada saat Sengketa Bersenjata” dalam

Fadillah Agus (ed), Hukum Humaniter. Suatu Perspektif, Pusat Studi Hukum Humaniter FH-

Universitas Trisakti bekerja sama dengan ICRC, 1977, him. 155-156.

alam Hukum Humaniter Internasional 257




mukakan dalam sidang-sidang  konferensi

Penjelasan Protokol, maka pengertian tersebut adalah :#

1. ‘wide: 2
spread” : mengacu kepada suatu daerah yang luasnya tigak

lfurang dari beberapa ratus kilometer perseqgi;
2. ‘long-term": mengacu kepada suatu jangka \:vakt
sepuluh tahun atau lebih; it
L) ;2:.:;@]. meliputi kerusakar? yang lebih dari sekedar berjangka
arna yang kemungkinan dapat membahayakan ke
sungan hidup penduduk sipil atau yang akan menyebabka 3’79‘
terhadap masalah-masalah kesehatan mereka dan sumbern arI:?:o

g lamanya

Ad - |
o de: apt):ia Yl;ata ;gmtl)(ung yang harus diperhatikan di dalam
- Yang dimaksud dengan kata sambunq di sini
penggunaan kata ‘dan’ (and); sehi Pk e
: ngga apabila dib
keseluruhan, maka keru I i
; sakan yang dihindari adalah k
! : erusak
i:?ag‘dmeiga.s, berjangka waktu lama dan dahsyat” Penggur?a:::
an’ ini mengakibatkan klausula .
gaki pasal 35 ayat(3) dan
r'lsr? kProtokol meqjadl bersifat kumulatif. Artinya kerusZEii
be?Si ft;r:ﬁzniaer;g dlcrfnak;udkan adalah apabila kerusakan tersebut
ar, dan berjangka waktu lama serta sekali
syat. Apabila salah satu unsur dari ketiga isti i
. ri ketiga istilah tersebut tid
penuhi, maka menurut Protokol, ti jadi 2
, tidak terjadi kerusakan |i
gan. Oleh karena itu da i i ol o
pat kita sadari bah
kerusakan lingkun di e
: gan yang dipersyaratkan oleh P
tinggi sekali. Sehingga, wala ' e
; upun kemajuan bar icapai
dalam Protokol tentang di R
. g dimasukkannya masalah perli
lingkungan alam dalam e
sengketa bersenjata merupakan
an
perkembangan yang cukup signifikan, namun sec : e
hal tersebut perlu direnungkan kembali.
Demikian pula, walaupun terlihat 'senada’, maka kedua pasal

dalam Protokol ini melindungi
) ; ungi masalah yan
gaimana dikemukakan oleh Kelompok BjOtgpeQ%berbeda, seba-

ara Su_bstansiaf

¥ Yves Sandoz, Christophe Swi i i
Bl it phe Swinarski & Bruno Zimmermann (eds.), op.cit, him. 417

a erkembangan-Perkemban, an Baru Dalam Hukum Huma, o i
angan-Fe J#f /: Tukum Humaniter Internasional
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pada 1
penyusunan - Protokol. - Sebagaimana  dicantumkan ‘Q;arktu
am

. The Group reached the conclusion, however, that the two
Articles should remain separate for the reason that whereas Article
[55] relates to the protection of the civilian population, Article [35]
relates to the prohibiton of unnecessary injury”.

Sebagaimana telah disinggung dalam bagian awal, maka di
samping perkembangan baru yang terdapat dalam Protokol ten-
tang perlindungan lingkungan alam dalam sengketa bersenjata,
‘maka terdapat pula perkembangan lain yang perlu dikemukakan.

- perkembangan ini adalah terjadinya peristiwa Perang Vietnam,
yang terjadi selama belasan tahun (1961-1975). Perang Vietnam
telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang amat men-
gerikan dan dahsyat.® Bahkan, Perang Vietnam ini merupakan
peristiwa' yang menyebabkan dibentuknya suatu konvensi baru
- yang mengatur tentang larangan penggunaan teknik modifikasi
lingkungan sebagai metode untuk berperang. Konvensi ini terke-
nal dengan sebutan ENMOD Convention yang dibentuk pada
tahun 1977 Walaupun perkembangan ini terjadi di luar
~ Protokol, namun perkembangan yang signifikan dalam bidang
teknik dan sarana berperang ini perlu pula untuk dibahas.

Sekedar sebagai perbandingan terhadap ketentuan Protokol,
dalam pasal (1) ENMOD Convention memuat suatu kesepakatan
di antara negara-negara bahwa mereka tidak akan menggunakan
teknik modifikasi lingkungan untuk tujuan-tujuan yang bersifat

militer atau tujuan serupa lainnya :

= Sebagaimana diketahui, dalam Perang ter

+ (environment modification techniques). Teknik tersebut adalah teknik

sebut Amerika Serikat telah menggunakan suatu metode
modifikasi lingkungan"
yang digunakan untuk

memodifikasi cuaca secara sengaja (weather modification), sehingga curah hujan yang terjgdi di
Vietnam saat itu berlebih-lebihan. Curah hujan ini memperparah keadaan hutan-hutan di wﬂgyah
Vietnam yang sebelumnya telah dibom dengan amunisi berkekuatan tinggi (yang menghasilkan
"kawah-kawah raksasa’ yang disebut dengan ‘craters’); hutan-hutannya disemprot dengan zat
kimiawi yang disebut dengan ‘Agent Orange’ (vang mengandung Zzat berbahaya dioksin),
sehingga mengakibatkan daun pohon-pohon menjadi rontok; dan akhirnya pohon-pohon
tersebut di'ratakan’ dengan tanah dengan memakai buldozer dalam jumnlah banyak (yang terkenal
dengan istilah ‘Rome Plough?; lihat SIPRI Yearbook tahun 1974, 1976, 1978, 1982.

* Nama lengkap konvensi ini adalah Convention on the Prohibition of Military or Any Hostile Use of

Environmental Modification Techniques.

berperang yang sangat merusak lingkungan yang disebut dengan " teknik
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setlap negara pihak ini
€gara pihak pada Konvens; jn beqanji untuk tigag

nakan teknik modifikasi
Qaifikasi fingkun
gan atau setiap
Pengguna

bulkan  kerusak i
i 3 an pada lingk
yang bersifat menyebar, berjangka wa 208 lingkun

nakan sebagar alat untyl men
pthak lainnya’

AN teknik

92 alam
ktu lama atay dahs

1syat, ya g 0.’&:](,’

hancurk T ‘ . -
gna ICUrkan datau r 1erusak Seliap s

= ~ Negarg

militer fainnya yang menim

‘Wi i pun istilah yan di .
Widespread' dan ‘severe’) dan g Zamga (Ipaka| sama

Prot~0k.0|' dan long-lasting’ untuk ENMOD)
lah-istilah yang digunakan dalam Prot kf
berbeda. Jadi pengertiann :
Untuk itu, perlu kita ketah
dalam ENMOD Convention

, (untuk
long-term’ untuk
,llnamun pengertian jstj-
ol dan ENMOD. a4

. . adalah
yfa tidak dapat saling dipertukarkan

Ul apa pengertian yang dipergunakan.

. MOD Convention
' ding' (penjelasan), Bagian ‘under-
agian yang terlepas dari ENMOD
ahwa  istilah-istilah tersebut harus

standing’ inj merupakan b
Convention,* Disebutkan b
ditafsirkan dengan :
1. ‘widespread’ - meliputi suatu dae
pa ratus kilometer persegi;
2. long-lasting’ - berlan '
bulan, atay kurang le
3. severe’ - meliputi ke
nifikan terhadap kehi
dan ekonomi serta sy

rah yang berskala bebera-

gsung untuk suaty peri C
: periode beb
bih satu musim e

rusakan yang bersifat serius atau sig-

dupan manusia, sumber-sumber alam
mber-sumber lainnya.

erstanding’ ini, lihat Arthur H. Westing (ed)
f I, Taylor & Francis; London, 1984,

Bab orkembar “Ferkembangan Bar, Dalam Hykum # manter internasional
11 Perk gan B, 3

erk noangan Bas alam Huk i iter ir !

1 ba P manites nasional

menggy.

Di samping peristilahan yang perlu mendapatkan perhatian
. sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu pula dibandingkan
" kata sambung yang digunakan dalam ENMOD Convention.
" Berbeda dengan Protokol yang menggunakan kata sambung
. ‘dan’, maka ENMOD Convention menggunakan kata sambung
. ‘atau’ (on). Penggunaan kata sambung ‘atau’ ini menyebabkan
o ~ pasal I(1) ENMOD Convention bersifat ‘non-kumulatif’. Artinya
kerusakan lingkungan yang dimaksudkan boleh hanya memenuhi
* salah satu unsur dalam pasal tersebut. Walaupun demikian, bukan
berarti bahwa ENMOD Convention ini secara substansial lebih
baik dari Protokol, semata-mata karena adanya sifat non-kumul-
atif yang terdapat dalam pasal I(1)-nya. Kesimpulan tergesa-gesa
" demikian hanya akan membawa kita kepada suatu pemahaman
" yang kurang mendalam tentang ENMOD Convention ini.*

Pasal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah pasal I
ENMOD Convention. Pasal ini memuat apa yang dimaksud den-
* ' gan ‘teknik modifikasi lingkungan’. Isi pasal Il adalah sebagai

" berikut :

' istilah “texrik-teknik modifikasi lingkungan” berarti setiap teknik
—melalui manipulasi yang disengaja terhadap proses-proses alam—untuk
merubah dinamika, komposisi atau struktur bum, termasuk biotanya,

" litosfer, hidrosfer atau ruang angkasa’.

~ ENMOD Conwention tidak merinci secara detail, teknik modi-
~ fikasi lingkungan apa saja yang dicakup dalam pasal di atas.
_Namun, dalam understandings, terdapat batasan-batasan feno-
, mena alam yang, apabila digunakan untuk tujuan-tujuan militer,

akan termasuk dalam ruang lingkup pasal Il di atas.

Understandings menyatakan bahwa :*

gai contoh, linat ketentuan Pasal Il ENMOD Convention. Secara garis besar, pasal ini memuat
g ketentuan boleh dilakukannya teknik-teknik modifikasi lingkungan untuk tujuan-tujuan

i (peaceful purposes). Dalam travaux preparatoires, klausula inipun banyak diperdebatkan
erwakilan negara-negara. Kekhawatiran ini kiranya dapat dipahami. Bagaimana mungkin
apat ‘menjamin’ bahwa uii coba-uji coba teknik modifikasi untuk tujuan-tujuan damai, pada
saat, tidak mungkin pula digunakan untuk tujuan-tujuan lainnya yang bersifat "hostile’ 7

t Arthur H. Westing, op.cit.
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... contoh-contoh berikut ini merupakan fenomena-fenomena ilustratif
yang dapat disebabkan karena penggunaan teknik-teknik modifikasi
lingkungan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal Il dari Konvensj inj
yaitu : gempa bumi (earthquakes); gelombang pasang (tsunami); insta-
bilitas ekologis di suatu daerah (@n upset in the ecological balance of
region); perubahan pola-pola cuaca [awan, penguapan, berbagai jenis
angin puyuh (cyclone) dan tornado (tornadic storm)]: perubahan pola-
pola iklim (changes in climate patterns); perubahan gelombang-gelom-
bang laut (changes in ocean currents)- perubahan lapisan ozon (changes
in the state of the ozone layer); dan perubahan lapisan jonosfer (changes
in the state of jonosfer'”.

Karena teknik modifikasi lingkungan ini sangat berkaitan erat
dengan perkembangan teknologi yang selalu berubah, maka
understandings tersebut sifatnya tidak tertutup, sehingga teknik
modifikasi lainnya yang memenuhi kriteria pasal Il, dapat dima-

sukkan ke dalamnya. Dalam hal inj understanding menyatakan
bahwa :*

".. Fenomena-fenomena alam lainnya yang dapat dihasilkan dari
penggunaan teknik modifikasi lingkungan, sebagaimana didefinisikan
dalam Pasal Il dapat pula dimasukkan, Fenomena demikian tidak terma-
suk dalam daftar di atas bukan berarti menyiratkan bahwa hal-hal yang
tigak termasuk dalam Pasal | tidak dapat diterapkan pada fenomena

tersebut, hal tersebut berlaku asalkan kriteria yang terdapat dalam pasal
tersebut terpenuhi’

Dengan melihat isi dan penjelasan pasal Il ENMOD Convention
ini, maka kita memandang kemajuan yang dicapai dalam ENMOD
Cukup melegakan, dalam arti telah timbul kesadaran bahwa
teknik modifikasi yang akan merusak lingkungan, - walaupun
belum ada, adalah tidak dikehendaki. ‘

Sebagai suatu perbandingan antara Protokol dan ENMOD
Convention, kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa kedua perjan-

_ Jian tersebut melarang jenis-jenis kerusakan lingkungan alam yang

* Ibid.
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i “peran
berbeda. Protokol melarang apa yan)g, dl;fbut :;r;agsg pzs;] Ug_
i " ] tal warfare); yaitu m .
lingkungan” (environmen
rlzgn sarana dan metode berperang yang dapat m.empenic;ar:;m
keseimbangan alam. Sedangkan ENMOD Conve;tpn [me ;areg

i isik” ysical wa :
i dengan “perang geofisik” (geop

<l i i ifikasi lingkungan yang meru-

i tiap teknik modifikasi ling
yaitu penggunaan se ‘ . s

i [ terhadap proses-p

akan manipulasi yang dlsengaja. . x

ﬁntuk merubah dinamika, komposisi atau struktur bumi.

Dengan demikian, perlu digarisbawahi bahwa kedua pf:?jr:h
i janji saling tumpang-ti
iian ini tidak merupakan perjanjian ygng |
](Ic?;erlapping) namun lebih bersifat saling melengkapi satu sama

lain (complementary).”

Sebagai penutup perlu pula dikemukakan di ;in;L bahwagE:tr&-]

i i lingkungan alam dalam sen
hatian akan perlindungan . i

jata’ i jadi penting setelah terjadiny
bersenjata  semakin menja ) e
idi bahwa Perang Telu

luk (1990-1991). Apalagi ditengarai ; !

;Taeail:arf suatu perang yang mengakibatkan kerugian rt]:Ian ketrusfzi:Ln
' ' manu-

i i hsyat sepanjang sejarah uma ‘
lingkungan yang paling da
sia997 Peristiwa ini sudah barang tentq membéwallfémpaak t?;agli
pelrkemt‘yangan ilmu di bidang hukum internasi=n2" lainnya,

hanya bagi hukum humaniter saja.”*
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'

e3 1454 dan him. 412-420, alinea 1447-1462.
% Antoine Bouvier, IRRC, No. 285, him. 575. e Bl
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 IMPLEMENTASI
HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL

.......................'..........

A. IMPLEMENTASI SECARA UMUM DAN PERANAN
NTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS

Sebelum membahas lebih jauh mengenai implementasi
~ Hukum Humaniter ada baiknya terlebih dahulu dipertimbangkan
~ suatu pertanyaan: "Apakah Hukum Humaniter itu masih berguna
dalam kenyataan ?". Pertanyaan ini relevan kalau kita memper-
‘hatikan informasi yang diterima dari berbagai Negara yang terlibat
~ dalam konflik bersenjata. Hampir setiap hari ada berita mengenai
pemboman desa-desa, serangan yang diarahkan kepada sasaran
sipil, perlakuan yang tidak baik terhadap tawanan perang, penyik-
saan, perkosaan, eksekusi di luar proses hukum, masyarakat sipil
yang menderita kelaparan dibawah pendudukan musuh, dsb.
- Sering kita mendengar kejadian tentang pelanggaran Hukum

Humaniter. Maka kemudian timbul pertanyaan apakah Hukum

- Bab 12 Implementasi Hukum Humaniter Internasional 269
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Humani
aniter hanya suaty hasrat dan cita-cita yang mencermink
n

semacam dunia ideal ... tetapi |
B pijauh berbeda dengan hal yang seny.

: .Plkllran. seperti itu tidak salah sama sekali walaupun terfz|

:s:;n; Kltahharus mengakui bahwa Hukum Humaniter seringkar

[ IPatuni. Tetapi dj samping itu, kita i i

g Itu, kita juga harus meli

da suatu situasi dim o
& ana peraturan-peraturan Hukum H '
: [ . ! Humanj

Ini- benar-benar dihormati, dan dengan demikian mempertfter

m-

by Kaim;dran pertanya.annya sekarang menjadi sebagai berikut:
Hup al dalarn duma kita, pelanggaran terhadap Hukurr;
Semn;a(mten dengan kejadian seperti yang disebut diatas memang
In meningkat atau sebalikn itu kita pe
: ya. Untuk itu kit
pertimbangkan beberapa faktor berikyt ini : b

Se]aLar;ger;:]e:???kmaquma.mempunyai kecenderungan untuk
e pad;; ka'lde'm situasi yang buruk. Orang biasanya lebik
Sk ejadian ya.ng -merupakan pelanggaran Hukym

€I, Karena mengakibatkan korban. Sementara, Jarang kita

;trjnserti:a?nya .te;)ba'wa pada peristiwa yang lebih dramatis. Dari
udian timbul kesimpulan bahwa lebih seri adi 5
the . Sering terjadi situ-
j'SI dimana Hukum Humaniter tidak dihormati daripadja situasi
Imana Hukum Humaniter diterapkan/dihormati.

Y,
mecﬁzng kedusa, dengaﬂ _adanya perkembangan teknologi maka
massa pada saat inj dapat melaporkan lebih banyak peristi-

Ba r nent:
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.. wa yang terjadi di seluruh dunia. Informasi yang diterima sekarang

lebih akurat, lebih cepat dan bergambar. Tetapi walaupun jumlah

berita yang diterima mengenai situasi pelanggaran Hukum

Humaniter semakin banyak, belum tentu jumlah situasi tersebut

memang meningkat. Pada saat ini orang lebih peduli tentang apa

yang terjadi di dunia dibandingkan pada masa yang lalu.

Sebetulnya perkembangan ini ada baiknya juga karena dengan
menyaksikan kejadian tragis akibat pelanggaran ini maka opini
publik akan semakin mengutuk Negara yang tidak menghormati
- Hukum Humaniter. Dan meskipun kesadaran Negara-Negara yang
" bersangkutan belum penuh mengenai hal itu, ada harga yang
~ harus dibayar untuk setiap pelanggaran Hukum Humaniter. Harga
- yang dimaksud disini adalah akibat politis yang bisa mahal sekali
' nilainya. Oleh karena itu, ada beberapa Negara yang berusaha
membatasi kebebasan pers untuk menutup-tutupi informasi
tersebut. Tetapi pada suatu saat nanti, pelanggaran yang terjadi
pasti akan diketahui oleh masyarakat.

Yang ketiga, juga dalam hal tidak boleh dilupakan upaya yang

‘dilakukan ICRC untuk membatasi jumlah pelanggaran Hukum
Humaniter. Secara pasif, ICRC dengan menugaskan utusannya di
lapangan berupaya seefektif mungkin untuk mencegah adanya
“““pelanggaran hukum humaniter. Secara aktif, ICRC dapat
“berhubungan langsung dengan instansi yang bersangkutan agar
pelanggaran yang terjadi dapat dihentikan. Dengan demikian
09" sebetulnya banyak juga situasi, dimana tragedi dapat dihindarkan
" atau masalah kemanusiaan dapat diatasi dengan menerapkan
% Hukum Humaniter. -~ :

-« Akhirnya, yang keempat, kalau mempertimbangkan jumlah
1 : -+ pelanggaran terhadap Hukum Humaniter, juga harus disadari
& - s0: 1 bahwa kadang-kadang pelanggaran tersebut disebabkan karena
kurangnya pengetahuan mengenai hukum humaniter. Bagaimana
mungkin orang dapat mematuhi hukum, kalau peraturan-peratu-
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| ~Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya disusun oleh para
ahli hukum dan diplomat dimana istilah serta struktur kalimat
= yang digunakan sukar dimengerti oleh umum. Maka perjanjian

internasional tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa yang
lebih sederhana. Dan untuk meningkatkan efektivitas penerapan
HHI, perlu ada penyesuaian ketentuan hukum itu untuk berbagai
tingkat implementasi. Di samping itu, untuk sebagian besar dari
Negara peserta’, perjanjian internasional tersebut perlu diter-
jemahkan dalam bahasa nasionalnya. Dan dalam hal ini ada resiko
dimana beberapa hal yang pokok dirubah ataupun dihilangkan
secara tidak sengaja melalui proses penterjemahan.

Kesulitan ketiga adalah bahwa berbagai ketentuan HHI tidak
bersifat operasionil, dalam artian tidak dapat diterapkan secara
langsung. Misalnya, ketentuan mengenai pelanggaran HHI tidak
dapat diterapkan langsung untuk menjatuhkan hukuman ter-
hadap pelaku pelanggaran tersebut. Untuk itu, perlu adanya
undang-undang nasional yang menetapkan sanksi pidana efektif
untuk perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran
HHI.Maka untuk mengefektitkan hukum internasional itu, perlu
dikeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan nasional.

Jadi, setiap Negara peserta harus mengambil sikap yang aktif
dengan melakukan beberapa tindakan implementasi di tingkat
nasional, agar HHI dapat diterapkan secara efektif.

2. Tanggung jawab atas implementasi Hukum
Humaniter

Kewajiban untuk menerapkan HHI ditegaskan pada Pasal 1
ketentuan yang bersamaan ~dalam empat Konvensi Jenewa,

sebagai berikut:

e e —

1 Yang dimaksud dengan Negara peserta disini adalah negara yang telah meratifikasi atau

mengaksesi Konvensi Jenewa dan/atau Protokol Tambahannya.
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“Pihak-pihak Peserta Agung berjanji untuk m

ami [
Jamin penghormatan Konvensi ini dalam segala keadaan”

Protokol | memperkuat hal terseb
Pasal 80 sebagai berikut -
1. Pihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-
pertikaian harus dengan s€gera mengambil semua tindakan yan
g

dibutuhk . |
: uhl‘\an untuk memenuni kewajiban mereka, sesuai Konvenc:
onvensi dan Protokol Tambahannya. vens;-

ut sebagaimana diatyr pada

pihak yang terlibat dalam

2. Pihak-pi
ihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-pihak yang terlibat dalam

it :
(;:Ja I'lea!Zﬂ harus memerintahkan dan menginstruksikan deng
ra s iki i 4
; e .emlkJan Tupa sehingga menjamin kepatuhan terhad
onvensi-konvensi dan Protokol Tamb .

ahannya, dan mer i
- i e
mengawasi pelaksanaannya” e

mgi’ 5;;:”’1(% :;u, F;rotokol I menegaskan pada Pasal 87 tentang
e Komaag an, dengan mengingatkan bahwa adalah
3l : an uptuk mencegah adanya pelanggaran ter-
e rLTquamter.-D.an apabila terjadi pelanggaran,
S il elniarnbll tm‘dakan menghukum atau mela-
ki ay % .saa 'kepe.1d.a Instansi yang berwenang. Istilah
it Siur;g lplgkal disini dalam arti yang luas, sehingga
oliopids ;)n militer yang memerintah sejumlah bawahan.

« Penanggungjawab atas penerapan Hukum

Humaniter di lin
gkungan an 3 .
tingkat. 3 gkatan bersenjata tersebar df setiap

J Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Konvehsi
€newa serta Pasal 80 dan 87 Protokol Tambahan tersebyt -

di :
i ata.s, n?aka tanggungjawab utama dalam pelaksanaan
HHI diberikan kepada Negara peserta,

Perhimpunan Palang Merah

| Nasional me i
yang penting tetapi terbatas, yaitu e Ly

mengingatkan kepada instansi

enghormati dan mep,.

yang berwenang (sipil dan militer) tentang kewajiban mereka
untuk mengambil tindakan nasional yang dibutuhkan, agar pada
saat terjadi konflik bersenjata, HHI itu dapat diterapkan sepenuh-
nya dalam pelaksanaan Hukum Humaniter di tingkat nasional

2.1 Implementas Secara umum

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan HHI langsung berlaku
untuk semua Negara peserta. Namun agar implementasi ketentu-
an internasional itu dapat dilakukan secara efektif, perlu diambil
beberapa tindakan di tingkat nasional. Tindakan tersebut perlu
diambil di masa damai, untuk menjamin penerapan HH! bila terja-
di pertikaian bersenjata.

Dalam berbagai perjanjian internasional, ada ketentuan yang
penerapannya hanya dimungkinkan apabila sudah diatur dalam
sistem undang-undang nasional.

Contohnya adalah ketentuan mengenai pelanggaran HHI
hanya efektif apabila Negara telah memenuhi kewajibannya
untuk mengeluarkan undang-undang yang menentukan sanksi
pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada si pelaku. Di
samping itu ada ketentuan yang dapat langsung diterapkan,

“namun penerapannya perlu didukung oleh peraturan

nasional.Contohnya adalah ketentuan mengenai perlindungan
yang diberikan kepada Palang Merah Nasional. Agar perlindungan
itu menjadi efektif, maka Negara yang bersangkutan harus
mengambil suatu langkah untuk mengakui secara resmi organ-
isasi Palang Merah Nasional tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa HHI secara keselu-
ruhan hanya dapat diterapkan sepenuhnya, jika didahului suatu
proses dimana ketentuan internasional dijadikan bagian dari sis-
tem undang-undang nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut
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dapat diberlakukan terhadap instansi
menerapkannya dan instansi yang bersa
dituntut apabila terjadi pelanggaran.

yang berwenang untuk
ngkutan sekaligus dapat

2.2 Berbagai kategori tindakan

nasional pelaksanaan

Tindakan implementasi nasional yang harus di
Fr:azrga\r:rarlw( tllrjnplemen‘tasi HHI tidak dapatgdilaksancjalfaknut:rr;llj:rt]Uk
pacs sk ye:ﬁg_ sama. Oleh karena itu, setiap Negara akgj
oo mp loritasnya n"‘lasllng—masing. Yang pasti, tindakan
g emper'oleh prioritas utama, tidak sama di seti
garal Tindakan-tindakan pelaksanaan yang dibutuhkan 'acliai

tingkat nasional dapat dibagi
berikut: pat dibagi dalam empat kategori sebagai

2.2.1 Tindakan legislasi nasional

Seti
g e Lo g g
: utunkan untuk menjami
::gz;gir:;)::enSI—Kor'wensi Jenewa dan Protokol ?::jg;;ﬂ?’;"
I yarlg diatur pada Pasal 48, 49, 128, 145 masin
g Konvensi dan Pasal 84 Protokol |. i
Setla'p Negara peserta harus menetapkan undang-undan
::rr;:did;ﬁ::kan untuk memberi sanksi pidana efektif, jl'k;J
e ffaar:ag. Orang yang harus diadili adalah orang
o ey an orang yang memerintahkan untuk
e ggaran. Perbuatan yang dianggap salah
KonvenSipjz anggaran be.rat seperti ditentukan dalam
oens newa, serta setiap perbuatan yang bertentangan
gan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, sesuai Pasal

49-50, 50-51, 129-130
' + 123-130, 146-147 masing-masi i
“Jenewa dan Pasal 85-91 Protokol |. g-masing Konvensi
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Setiap Negara peserta harus menyusun peraturan yang dibu-
tuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap keten-
tuan-ketentuan mengenai penggunaan lambang pelindung
Palang Merah; jika terjadi pelanggaran, “dibutuhkan pula peratu-
ran yang menetapkan sanksi pidana-" terhadap orang/kelom-
pok/perusahaan yang melakukan penyalahgunaan lambang
Palang Merah. Penggunaan lambang Palang Merah oleh pihak
yang tidak berwenang maupun penggunaan lambang tiruan
merupakan penyalahgunaan, seperti ditetapkan pada Pasal 53-54
Konvensi | dan Pasal 43-45 Konvensi Il. Di samping undang-
undang baru yang harus dikeluarkan, Negara peserta juga mem-
punyai kewajiban untuk menyesuaikan sistem undang-undang
yang sudah berlaku dengan berbagai ketentuan-ketentuan HHI
Untuk menjamin penerapan Hukum Humaniter, peraturan yang
perlu disesuaikan mencakup berbagai bidang: militer, pidana,
medis dan pertahanan sipil. Misalnya untuk Negara peserta
Protokol |, jika perundang-undangan pidana nasional menetapkan
hukuman mati untuk kejahatan tertentu, Protokol | meminta agar
hukuman mati tidak dijatuhkan pada orang yang berumur
dibawah 18 tahun, pada wanita hamil maupun seorang ibu yang
mempunyai anak kecil (Pasal 76-77 Protokol I).

2.2.2 Tindakan organisatoris yang harus diambil di masa
damai
Perhimpunan Palang Merah Nasiona harus diakui secara resmi
oleh pemerintah dan memperoleh ijin, agar dapat bertindak di
bawah perlindungan Konvensi-Konvensi Jenewa (Pasal 26
Konvensi ).

Bangunan-bangunan tetap dan unit-unit kesehatan bergerak
dari Dinas Kesehatan sedapat mungkin ditempatkan-dengan cara
sedemikian rupa agak jauh dari obyek militer, sehingga serangan
yang dilakukan musuh terhadap sasaran-sasaran militer tidak

membahayakan keselamatan dari Dinas medis tersebut (Pasal 19

Konvensi ).
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Bangunan tetap, unit kesehatan dari Dinas Kesehatan, serta
pengangkutannya, alat perlengkapan dan personil medisnya harys
ditandai dengan lambang pelindung Palang Merah agar perlindun-
9an yang diberikan oleh Konvensi-Konvensi Jenewa bersifat efektif
beberapa persyaratan harus terpenuhi seperti mengeluarkan karty
pengenal khusus untuk personil medis (Pasal 38-44 Konvensi |, pasy|
41-45 Konvensi Il dan Pasal 18 Konvensi V).

Berbagai sistem pengenal elektronis dan lain-lain seharusnya
digunakan pula untuk meningkatkan efektivitas proses identifikasi
bangunan dan kesatuan Dinas Kesehatan dan pengangkutan
medis (Pasal 5-8 lampiran | Protokol l).

Pada setiap tahap penelitian, penciptaan, atau pembelian sen.-
Jata baru, setiap Negara peserta harus menentukan apakah peng-
gunaan senjata tersebut tidak dilarang oleh ketentuan-ketentuan
HHI yang berlaku (Pasal 36 Protokol )

Sasaran militer harus sedapat mungkin ditempatkan diluar
wilayah yang berpenduduk sangat padat (Pasal 58 Protokol |)

Organisasi pertahanan sipil harus dibentuk untuk melak-
sanakan tugas humaniter semata-mata yang diperiukan untuk
melindungi masyarakat sipil terhadap efek permusuhan dan ben-
cana alam (Pasal 63 Konvensi I, Pasal 61-67 Protokol I). Tujuan
organisasi itu adalah membanty para penduduk sipil untuk men-
gatasi kesulitan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan dasar
mereka selama berlangsung peristiwa tersebut.

Biro Penerangan resmi harus dapat didirikan untuk mengelola
semua data sehubungan dengan tawanan perang dan penduduk
sipil (Pasal 122-124 Konvensi Ill, Pasal 136-141 Konvens; IV), dan

Juga untuk mencari anak-anak serta orang yang dikabarkan hilang
(Pasal 33,78 Protokol I).

Kapal-kapal yang direncanakan untyk digunakan sebagai
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kapal rumah sakit akan dilindungi oleh Konvensi.ll, c!enr?anksya;rj;
nama-nama dan tanda-tanda kapall itu telah diberita L;) te(;j)i .
pihak-pihak dalam pertikaian 10 hari sebelum kapa‘l .tersg u igitu
nakan. Oleh karena itu, pemberitahuan atau po’uﬂkay resm
harus disiapkan sebelumnya (Pasal 22 Konvensi II).

Perlindungan benda-benda budaya padg wgk‘tlu pe(rj’zl;alz:
bersenjata harus disiapkan di m::-lsa damai, misalnya irg]]"ai
menentukan bangunan atau lokasi mana 'yang me?:punyauntUk
budaya dan merencanakan tempat pel:ndun_g.kd uhstsn i
menyimpan benda-benda budaya yang dapat dipindahka
8 Konvensi Den Haag tahun 1945).

2.2.3. Tindakan organisatoris yang diambil padz.:l .wa‘lc(tu
pertikaian bersenjata, tetapi yang harus disiapkan
di masa damai

Negara peserta dapat mengadak_an pers'etujuan khlé-s;l?pz;
tang semua hal yang dianggap sesual gntuk d.laturtersen i s
6, 6, 6, 7 masing-masing Konvensi). Jadi, sebelumrl:ya dpamr
d;adakan penelitian tentang aspek-aspek yang mungkin di
dalam persetujuan khusus tersebut.

Negara-negara yang mungkin menjadi NegarahPellngizg:
serta pihak yang akan menjadi wakil dan utusannya a'r:Sn =
tukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8, 10 Konvensi l-ll,

9,11 Konvensi IV, dan Pasal 5 Protokol I).

Kegiatan kemanusiaan dari ICRC (Komite Internasional Palar1|g
Merah) harus didukung dan diberikan fasilitas (Pasal 9 Konvensi |-
Il Pasal 10 Konvensi IV dan Pasal 81 Protokol I).

Upaya untuk mencari fakta dan untuk melakukan penyglidikaan
internasional harus didukung (Pasal 52, 53, 132, 149 ma;mg-tr)r; ;
sing Konvensi dan Pasal 90 Protokol | . Penawaran jasa-jas =
oleh Negara Pelindung untuk menyelesaikan perbedaan pendap
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HHI (Pasal 6 Protokol ). Tenaga ahli tersebut juga dapat mengam-
bil peranan dalam penyebarluasan Hukum Humaniter, dengan
memberikan nasehat teknis (seperti obyek apa yang dapat dilin-
dungi dengan tanda Palang Merah...) atau dengan menjadi pen-
gajar di lingkungan universitas. Demikian pula, tenaga ahli harus
disiapkan sehubungan dengan penerapan Konvensi Den Haag
tahun 1945 mengenai Perlindungan Benda-Benda Budaya, sesuai
Pasal 25-27 Konvensi tersebut.

Penasehat hukum harus dilatih di bidang HHI untuk diperban-
tukan kepada angkatan bersenjata, sesual Pasal 82 Protokol .
Hukun semakin kompleks. Oleh karena itu, para Komandan
memerlukan nasehat tentang cara menterjemahkan peraturan
Hukum Humaniter itu dalam kenyataan. Penasehat-hukum yang
dimaksud disini juga dapat bekerjasama untuk menyusun program
instruksi Hukum Humaniter di lingkungan angkatan bersenjata.

2.3 Beberapa masalah teknis

Pelakanaan HHI diwarnai beberapa masalah teknis yang
muncul arcna disatu sisi, arti dan istilah hukum yang digunakan
tidak gampang ditangkap, dan disisi lain, meskipun ada ketentu-
an hukum yang menggunakan kata-kata umum, belum _tentu
dalam interpretasinya tidak akan timbul perbedaan pendapat
mengenai arti ketentuan tersebut.

Prinsip dasar yang sangat penting mengenai kewajiban untuk
selalu membedakan antara kombatan dan non-kombatan dapat
dimengerti semua orang secara teoretis. Namun belum tentu pen-
erapannya berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam HHI
mudah dilaksanakan dalam praktek. Misalnya bagaimana menge-
nai penduduk sipil yang memakai senjata untuk membela diri
dalam situasi kekacauan dalam negeri? Bagaimana mengenai sta-
tus;ah_ék di bawah umur yang dipakai sebagai peserta tempur?
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hukum tersebut. Maka, kesadaran para pejabat sipil dan militer di
berbagai instansi pemerintah mengenai kewajibannya untuk

mengambil tindakan tertentu masin belum cukup.

: U_ntuk mengatasi hambatan itu, perlu secara terus-
menerus “menyebarluaskan HHI. Menyebarluaskan HHI tidak
- hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang hukum
ity tetapi untuk mengingatkan pihak-pihak tertentu tentang
- kewajibannya dalam pelaksanaan HHI. RE g arE
kat keahlian yang masih terbatas.

Kendala kedua adalah ting
dalam implementasi HHI agak

Masalah hukum yang dihadapi
rumit dan tidak banyak ahli hukum yang dapat memahami per-

masalahan tersebut secara menyeluruh. Belum tentu semua
Negara peserta dapat menyediakan untuk setiap instansi yang
terkait, seorang ahli dalam hal penyusunan perundang-undangan
dan yang mampu memahami segala aspek dan masalah hukum
internasional yang mungkin muncul sehubungan dengan imple-

mentasi HHI.

Untuk mengatasi hambatan itu, perlu semacam program ban-
tuan baik yang menyangkut sumber dana maupun sumber tena-
ga yang diperlukan. Di samping ity, untuk dapat memudahkan
proses pelaksanaan HHI adalah dengan menyediakan contoh per-
aturan dasar yang dapat berguna sebagal pedoman dalam
menyusun perundang-undangan nasional yang dibutuhkan. Inilah
<alah satu dukungan yang dapat diberikan oleh Advisory Services
yang merupakan bagian dari ICRC, dengan tujuan membantu

Negara-Negara dalam mengambil tindakan pelaksanaan HHI di

tingkat nasional.

Kendala ketiga adalah sehubungan dengan masalah birokrasi.
implementasi HHI melibatkan berbagal instansi pemerintah seper-
ti_ Departemen Pertahanan, Hukum dan perundang-undangan,

-Urusan Dalam Negeri, da
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laporan rutin yang menggambarkan sejauh mana setiap Negara

telah memenuhi kewajibannya sehubungan dengan implementasi
HHI. Di tingkat internasional, sebuah komite ahli perlu dibentuk
yang dapat mendukung proses implementasi HHI di tingkat
nasional, berdasarkan laporan yang disampaikannya. Yang jelas,
sistem penelitian semacam itu hanya dapat berjalan apabila
Negara yang bersangkutan telah menyetujuinya.

3. Implementasi Hukum Humaniter Interna-
sional di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa pada
tahun 1958. Jumlah Negara yang telah menjadi peserta pada
Konvensi-konvensi Jenewa mencapai 188, berarti hampir seluruh
dunia. Sejauhmana Indonesia telah memenuhi kewajibannya
<esuai HHI? Tindakan pelaksanaan yang mana yang telah diambil
di tingkat nasional untuk menjamin penerapan efektik dari
Konvensi Jenewa apabila terjadi konflik bersenjata?

Di Indonesia telah dibentuk Perhimpunan Palang Merah
Nasional (PMI) vyang diakui secara resmi oleh pemerintah
Indonesia. Di samping itu juga telah disiapkan suatu rancangan
undang-undang tentang penggunaan lambang Palang Merah.
Rancangan ini yang telah dibahas dalam suatu seminar di PMI
tahun lalu, mudah-mudahan akan disahkan oleh DPR dalam

waktu yang tidak terlalu lama lagi.*

Namun ada suatu tindakan legislatif penting yang belum diam-
bil, yaitu yang menyangkut sanksi pidana terhadap pelanggaran
Konvensi-konvensi Jenewa. Peraturan itu dibutuhkan untuk menen-
tukan hukuman yang harus dijatuhkan terhadap mereka yang

* Rancangan Undang-undang ini disiapkan oleh sua

tu Tim yang dikocordinasikan cleh Pusat Studi
Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerjasama dengan PMI dan ICRC. Dalam
menyiapkan Rancangan Undang-undang tersebut antara lain digunakan sebagai acuan model law
dari ICRC dan peraturan nasional tentang lambang palang merah dari negara lain (antara lain dari

RRC dan Australia).
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Vensi Jenew,

::rmuskan kebijakan dalam penyebarluasan HHI. Mengetahui HHI
 merupakan persyaratan sebelum tindakan lain dapat diambil.
.. Memang tanpa adanya kesadaran mengenai HHI, tidak mungkin
" instansi yang berwenang dapat mengambil langkah yang dibu-
tuhkan dalam tahap implementasi hukum tersebut. Dalam hal ini,
~ pMI, TNI Pantap dan kalangan akademisi telah bertindak aktif
~ untuk meningkatkan pengetahuan tentang HHI di Indonesia.

- Dilingkungan Palang Merah Indonesia telah dilaksanakan pro-
gram penyebarluaskan HHI terutama untuk sukarelawannya
Korps Palang Merah Remaja(KSR) dan Palang Merah Remaja
(PMR). Upaya dan perhatian PMI untuk menyebarluaskan prinsip-
prinsip dasar hukum humaniter (disamping prinsip dasar gerakan
palang merah) kepada para anggotanya semakin meningkat
belakangan ini. Bahkan KSR & PMR ini merupakan salah satu pro-
gram utama pengurus PMI yang baru terbentuk melalui
‘Musyawarah Nasional pada bulan Desember 1999.

_ Untuk kalangan TNI, HHI sudah menjadi bagian dari kurikulum
pendidikan militer. Di lingkungan militer, seminar atau kursus HHI
telah diselenggarakan atas kerjasama antara TNI dan Palang
~ Merah. Misalnya, seminar selama seminggu telah dilakukan untuk
- pasukan Kopassus. ICRC juga telah diundang dalam acara pelati-
han anggota TNI di Oditur Jenderal Militer. Juga atas kerjasama
antara TNI dan ICRC telah diselenggarakan pelatihan instruktur
HHI selama dua minggu di Direktorat Hukum AD yang diikuti
" wakil dari 10 Kodam serta wakil dari Kopassus dan Kostrad. Selain
* di Jakarta, ICRC juga ikut menyebarluaskan HHI di lapangan, mis-
- alnya pada beberapa Kodam dan Kodim di beberapa daerah, ter-
" masuk di Aceh. Bahkan di lingkungan TNI-AD pada saat ini telah
ada suatu kelompok kerja hukum humaniter yang antara lain
~ bertugas untuk mengembangkan dan memajukan pelatihan

~“ hukum humaniter bagi prajurit TNIFAD.

sl -

Di‘jajaran Polri, ICRC juga membantu upaya untuk mempro-

287

‘Bab 12 Implementasi Hukum Humaniter Internasional




mosikan perlindungan hak-hak
telah dilaksanakan antara lain me
HHI kepada anggota Polri yang
Juga atas kerjasama antara Ma
sanakan pelatihan untuk para ins

mberikan pembekalan HAM da

akan melakukan tugas Operasn
bes Polri dan ICRC telah dilakll
truktur Polri dibidang HAM ‘

ga

kerjasam

ad aj,ah ' r?tnuia,mze:;cakup seluruh wilayah Indonesia Tujuann

e e :; C;‘fn;u dan mendorong para dosen dalam peia

R i grbaga; perguruan tinggi. Untuk ity telal;

P L;S regional HHI (di Jakarta, Medan, Palemban

e E .ogyakarta,- Manado dan Mataram). U "
n kualitas pengajaran HH Juga kepada para dgst;:

yang bersangkutan telah diberi
dib
yang dibutuhkan, Iberikan  bahan/sarana pendukUng

Pada saat inj i ;
et r;n:j ;T:)a;?” .'.-lHI sudah dimasukkan dalam kurikulum di berbagai
. Isajikan sebagai mata kuli : dl
gai bagian dari e uliah tersendiri / wajib at 2
e H::;Ia;z: :ull_;af:( lain. Bahkan di beberapa universitas tJEJafl ;;;:;a
ukum Humaniter (yaitu di Universi ‘

Yogya, UNSRI yaitu di Universitas Trisakti
.y mahasjstjfefmbang <.jan UNSYAH Banda Aceh) Dapat dikataka:i;. [fM
a Indonesia untuk mempelajari HHI cenderung meniﬂgkat wa

at.

De L .
efemfr{ljgnizkdemrk:an dapat dikatakan bahwa carg yang pali
ey r:”‘:nrfegah adanya pelanggaran terhadap HHI a%a;ra]g
_ mpersiapkan imple i
tindak _ plementasinya melalui

an pelaksanaan yang diperlukan pada fingkats ;; i‘;'n:l?mua

Qi antara tindakan tersebut, mung
penting adalah penyebarluasan HHI
angkatan bersenjata, D waktu perang p

kin tindakan yang cukup
terutama di kalangan
otensinya seorang praju-

dasar manusia. Kegiatan yang

* Kel
ompok Kerja Hukum i
Huma

Anggotanya terdiri dari unsur-unm[Er
KOSTRAD. el
Kerjasama ICRC ¢

53 engan berbagai uni j

i o il Qal Universitas juga mencaky g iti

bl ] ogn§I o ;13; cg{;lakkukkan antara lain tentang huﬁﬁqelské_anaan penelllh?n e o
akukan oleh Pusat Studi Hukum Humaf)itlel\arﬁ:;:'1 ll}urnamter pivoy
, FH. Univ. Trisakti, th 1908,

TNI-AD ini dibentuk berd

irektorat Hokum, KODIK asarkan Surat keputusan KASAD.

LAT, Staf Operasi, Staf Personalia dan

]

288

Bab 12
Implementasi Hukum Humaniter Internasional

S 8 Al ifie sl ot =0 i 1o "
o (e oo e b e vl PN

rit untuk melakukan pelanggaran HHI memang cukup besar. Hal
ini disebabkan karena prajurit bergerak di garis depan dan meng-
hadapi situasi yang sangat sulit ketika mengalami tekanan mental,
penderitaan fisik, kelaparan, rasa takut, kecewa ataupun marah.
Dalam situasi yang demikian bisa saja dia terbawa oleh emosinya.
Untuk mencegah hal seperti itu, penyebarluasan HHI harus
dilakukan dengan cara yang efektif, yaitu dengan memasukkan
materinya dalam program instruksi militer bagi para prajurit.

Tetapi manfaat yang didapat tidak akan begitu berarti apabila materi
yang diberikan hanya diberikan dalam bentuk teoretis. Pasal-pasal Hukum
Humaniter harus diterlemahkan dalam latihan yang dapat dipraktekkan
langsung di lapangan. Secara konkrit misalnya, ketika seorang prajurit dia-
jarkan tentang teknis penggunaan senjata, dia langsung diberitahu juga
mengenai cara memakainya sesuai dengan peraturan Hukum Humaniter.
pada waktu prajurit dilatih untuk meningkatkan ketrampilannya untuk me-
nembak secara tepat, seharusnya dia dilatih pula untuk menentukan
sasarannya (targetting) sesuai dengan peraturan Hukum Humaniter.
Tujuannya adalah agar prajurit dapat mengembangkan langsung refleks
yang baik, sehingga dia otomatis menggunakan senjatanya secara benar,
bukan hanya dari segi teknis, tetapi juga dari segi hukum. Oleh karena itu,

Hukum Humaniter harus menjadi bagian dari latihan militer.

Sebenarnya, meningkatkan kesadaran angkatan bersenjata
mengenai peraturan Hukum Humaniter merupakan suatu
langkah yang menguntungkan Negara yang bersangkutan.
Keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh Negara dalam hal

ini yaitu :

Pertama, untuk citranya: apabila angkatan bersenjata
melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter dengan
menyiksa, memperkosa atau membunuh penduduk sipil, meny-

erang sasaran sipil dengan menghancurkan rumah atau meram-
pok harta benda sipil, pada suatu saat tertentu pasti ada konsek-
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ruh rakyat dalam upaya pembelaan negara.

Konsep SISHANKAMRATA jelas tergambar dalam penjelasan
UU No 20 Tahun 1982 pada bagian umum butir 2 b yang
menyebutkan bahwa tidak seorang warga negarapun boleh
menghindarkan diri dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan
negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Hal serupa juga
terdapat dalam bagian umum butir 2 e. bahwa bentuk per-
lawanan rakyat Indonesia dalam rangka membela serta memper-
tahankan kemerdekaan bersifat kerakyatan dan kesemestaan,
yang berarti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya
nasional serta prasarana nasional juga bersifat kewilayahan, dalam
arti seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan.
Selanjutnya dikatakan bahwa perlawanan rakyat semesta dilak-
sanakan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam bagian umum butir 3 disebutkan tumpuan per-
lawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh adalah
pada rakyat, dan karenanya peranan rakyat dalam menyeleng-
garakan pertahanan keamanan negara merupakan faktor yang
sangat menentukan.

Sedangkan pada Pasal 4 dari UU No 20 tahun 1982 dike-
mukakan bahwa hakekat pertahanan keamanan negara adalah
perlawanan rakyat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan
pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewa-
jiban warga negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan -
sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengenal meny-
erah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

Selanjutnya pada Pasal 7 dikatakan bahwa upaya pertahanan
keamanan diwujudkan dalam sistem pertahanan keamanan raky-
at semesta dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan
prasarana nasional secara menyeluruh ‘terpadu dan terarah, adil
dan merata serta diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiap-
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kan secara din.
rakyat tersebut terdiri dari anak-anak, orang tua, laki-laki dan
perempuan. Dengan demikian seluruh rakyat/warga negara diar-
tikan sebagai kombatan. Ataukah yang dimaksudkan dengan
keikutsertaan rakyat dalam usaha pembelaan negara adalah pen-
duduk sipil dapat ikut serta dalam setiap usaha pembelaan negara
yaitu dengan berperang melawan musuh dengan meninggalkan
status penduduk sipilnya untuk menjadi kombatan kapan saja,
daya bangsa de . o darlw k-emludian menjadi penduduk sipil (cfv.fﬁar? population) ker.n—.
. gsa dan negara mampy memo. 2 ks bali bila tidak sedang mengangkat senjata. Sehingga dalam hal ini
Negeri maupun dari dafam negeri seseorang bisa merubah status dirinya sebagai kombatan atau
¢ kewilayahan, yaity seluruh wi sebagai penduduk sipil kapan saja sesuai dengan kemauan dan
keperluannya. Dengan kerangka berpikir yang demikian lalu tim-
bul pertanyaan bagaimana bila hal tersebut dikaitkan dengan
prinsip pembedaan (distinction principle) yang merupakan salah
satu prinsip utama dalam hukum humaniter.

Perl
; awanan rakyat semesta, yang menjadi
1anan keamanan negara o

yang diuraikan dalam pasal

hakekat dari

i Perta- 3
Indonesia mempunya beberapa sif -
8 sebagai berikut: at S

'

Pasal 9 menyebutkan b

“oomo agaimana
itu diwujudkan yaity debis perlawanan rakyat semests

N cara ; Dengan melihat kepada prinsip pembedaan tersebut tentunya terbayang

dibenak kita bahwa tidak seorangpun dapat memiliki dua status dalam
peperangan. Artinya tidak seorangpun pada saat yang bersamaan dapat

gan keterampil memiliki dua status, yaitu sebagai kombatan dan sebagai penduduk sipil.

. yang diselenggarakan oleh Pemerintah-
- mendayagunakan kemanun ‘

an bela negara

Berkaitan dengan Sishankamrata tersebut ada dua kesan yang

erta ; :
Pertahanan keamanan ne timbul yaitu

, a
Indonesia sebagai sumber kQ ra  dengan selyryh rakyat

ekuatan. a. Bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah Kombatan karena
Hukurn Humaniter hanya mengenal satu status.

b. Bahwa seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini penduduk
sipil dapat mengangkat senjata kapan saja walupun bersta-
tus sebagai penduduk sipil. Dalam hal seperti ini maka
mereka dapat dikatagorikan dalam dua status yaitu status
penduduk sipil dan status kombatan, hal mana merupakan

sesuatu yang bertentangan dengan hukum humaniter.

Dengan landasan berp

. ikir bah
dm setiap upaya pembel e seluruh rakyat
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bag:r;uk menjawab pertanyaan ters
an
SiShanké‘\ma UU No 2071982 Mmengatur tentang pe|
rata oleh komponen-komponen pertaha i
n

ati ruang lingkup tugas d
ponen hankamneg yang di

ebut maka harys

Negara, yang terdiri atas -

a. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar
b. Angkatan bersenjata beserta ca
sebagai komponen Utama
C. Perlindungan Ma
syarakat sebagai kom
d. Sumber daya alam, sumber da il
gai komponen pendukung.

dangan Tentara Nasional Indones;a

ya buatan dan prasarana nasional seba-

Berkgitan dengan pelaksanaan
pemberian statys (kombatan 2.

diberikan kepada tiga komponen

1

e g . g
.

Bersenjata beserta cad
an :
(UNMAS), gan TNI, dan Perlindungan Masyarakat

prinsip pembedaan, tentunya
penduduk sipil) hanya dapat
yang pertama, yaity Rakyat

1.1 Rakyat Terlatih (RATIH)
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diliat
naan
an keamangn
an kewajian
Maksud maks :
Pembedaan gj :

perlindungan rakyat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan Rakyat
dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
Selanjutnya Pasal 20 dan penjelasannya menyatakan bahwa
RATIH adalah Warga negara yang telah menunaikan Wajib
Prabakti dan Wajib bakti yang disusun dalam kesatuan-kesatuan
Rakyat Terlatih. Yang dimaksudkan dengan Wajib Prabakti adalah
kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dan latihan
dalam rangka mewujudkan Rakyat Terlatih. Dan Wajib Bakti
adalah penunaian kewajiban pengabdian warga negara dalam
susunan kesatuan Rakyat Terlatih setelah menyelesaikan wajib

prabakti.

Pada prinsipnya semua warga negara akan menjadi RATIH.
Adapun mengenai fungsi-fungsi RATIH diatur di dalam Pasal 11
yang menyatakan adanya empat fungsi RATIH, yaitu :

 a. Ketertiban Umum (TIBUM)
b. Perlindungan Rakyat (LINRA)
¢. Keamanan Rakyat (KAMRA)
d. Perlawana Rakyat (WANRA)

Uraian tugas dari keempat fungsi tersebut di atas adalah seba-
gai berikut : :

a. Fungsi TIBUM, guna memelihara ketertiban masyarakat,
kelancaran roda pemerintahan dan segenap perangkatnya
serta kelancaran kegiatan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan hidup;

b. Fungsi LINRA, guna menanggulangi gangguan ketertiban
hukum, maupun gangguan ketentraman masyarakat;

c. Fungsi KAMRA, guna menanggulangi dan atau meni-
adakan gangguan keamanan masyarakat atau subversi yang
dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan;

d. Fungsi WANRA, guna menghadapi atau menanggulangi
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Mmenguasai wilayah ats - :
Indonesia " sebagian wilbyah Repypy

Oleh

i i ti:iga rﬂelsksanaan RATIH dengan dua statys tersebut
satu status saia a'f : Seba'%nya kepada RATIH hanya diberikan
e it o

Biraes . Ngsi- WANRA saj
Mo f . e‘ug? fungs: tersebut dapat dilaksanakan oleh
1ya sepert Polisi dan Departemen pajam Negei"
1.

Adapun  tugas-ty i
. 9as lainnya diberikan k
Mempunyai status sebaga penduduk sipil epada LINMAS yang

Bab 12 /mp),
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b. Berapa lama wajib pra-bakti itu dilaksanakan.
¢. Sampai usia berapa seseorang harus menjalani wajib Pra-

bakti tersebut.
d. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat

mengikuti wajib pra-bakti tersebut.

Ketentuan Pasal 10 UU 20/1982 menggambarkan adanya

keinginan pihak penyusun Undang-undang untuk membagi kom-
ponen-komponen hankamneg dengan mempertimbangkan prin-
sip pembedaan menurut hukum humaniter. Hanya saja kemudian
hal tersebut menjadi rancu kembali ketika kemudian diuraikan
tentang empat fungsi yang diemban oleh RATIH sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 11 UU 20/1982.

Apabila UU No 20 Tahun 1982 dengan jelas menetapkan
komponen RATIH sebagai Kombatan dan hanya rakyat yang men-
jadi Anggota RATIH yang dapat menyandang status kombatan,
maka UU No 20 tahun 1982 telah dengan sangat baik sekali men-
gatur sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan peli-
batan rakyat dalam konflik bersenjata tidak lagi bertentangan

dengan hukum humaniter.

1.2 Status ABRI dan Cadangan TNI

Mengenai status Anggota Angkatan Bersenjata dan
Cadangannya tidak menjadi persoalan. Sudah jelas bahwa ABRI

dan cadangannya merupakan kombatan.
Cadangan TNI digolongkan dalam kelompok kombatan

dikarenakan dalam penjelasan pasal 12 UU No.20 tahun 1982
ditemukan 2 (dua) golongan cadangan TNI yaitu:

1. Cadangan TNI dalam dinas aktif, yaitu yang terpadu di
dalam kekuatan angkatan bersenjata dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan daripadanya.

2. Cadangan TNI tidak dalam dinas aktif, yaitu mereka yang
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tidak termasuk dalam dinas angkatan bersenjata.

Mengenai cadangan yang sedang dalam dinas aktif maka sta-

t
kL:m rglaetraekasszma dengan Angkatan Bersenjata, yaitu sebagai
n. Sedangkan status cadan ok o
| gan vyang tidak dinas akti
;L;g;:a;e‘r‘;nasuk kombatan. Yang dimaksud dengan cadanganalT(Elfl
arga negara yang diikutsertakan sec i
ara wajib atau sec
sukarela dalam upaya bela negara melalui pengabdian da!::r?

cadangan TNI. Selan
: jutnya dalam pasal 22
A TN erolar s p menyatakan anggota

a. Waji i
dj ri;lb, dari anggota TNI yang telah menyelesaikan masa
4 snya sebagai anggota angkatan bersenjata sukarela
aupun anggota angkatan bersenjata wajib.

b. Sukarela dari an
ggota Rakyat Terlatih, dan anqqc
. . . ¢ t
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah meri?rjeff

saikan masa dinasnya sebagai
agai anggota angkatan b '
dan memenuhi persyaratan. : b

k

;. ﬁnggota RATIH yang mempunyai status kombatan
- Anggota TNI dan Polri yang telah menyelesaikan tugasnya
1.3 Status Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 13 UU No 20 tahun 1
: 982 yan '
fungsi LINMAS sebagai berikut - T

a. menanggulangi akibat bencan - :
a alam, be
bencana lainnya. Ncana perang atau

b. memperkecil akibat mal
bt apetaka yan :
gian jiwa dan harta benda. s smoukar ket

Dengan melihat penjelasan yang demikian maka LINMAS
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adalah penduduk sipil yang dapat melakukan peran sebagaimana
Givil Defence seperti yang diatur dalam Protokol 1977. Adapun
statusnya adalah jelas sebagali kombatan.

1.4 Asas tidak kenal menyerah dalam
UU No 20 tahun 1982

Dalam pasal 4 dari UU No 20 tahun 1982 dikatakan bahwa
yang menjadi dasar dari penyelenggaraan perlawanan rakyat
semesta antara lain ialah keyakinan akan kemenangan dan tidak
kenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan
wilayah. Dalam hukum humaniter terdapat pengaturan mengenai
penyerahan atau kapitulasi yang diatur dalam Haque Regulation
1907 pasal 35 Yang berbunyi “Capitulation agreed upon between
the contracting Parties must take into account the rules of military
honour Once settled, they must be scrupulously by both parties.”

~ Kapitulasi adalah suatu perjanjian antara dua Komandan pasukan yang
saling berhadapan, dimana Komandan yang satu menyerahkan pasukannya,
p_é‘rbentengan‘ atau wi1ayah';:_3f§ap\g;:berada:_gi_i;,'_,bgwah tanggungjawabnya
kepada Komandan lawan. Di dalam perjanjian ini biasanya dimuat per-
syaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh baik yang menyerah maupun

yang menerima penyerahan.

Sekalipun terdapat aturan kapitulasi dalam hukum humaniter,
namun dalam Doktrin TNI telah ditetapkan bahwa TNI tidak kenal
menyerah. Hal ini tidak berarti bahwa dokirin tersebut adalah
bertentangan dengan hukum humaniter. Ketentuan tentang
kapitulasi seperti yang diatur dalam HR 1907 hanya menjelaskan
apa yang dimaksud dengan kapitulasi serta tentang pelaksanaan
dan pentaatannya oleh Komandan di lapangan.
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2. 2 , e
;f:ﬁ iar?ggggizzfaﬁepubhk Indones:_fa No 56 ?_? 1. Warga Negara Indonesia.
ng Rakyat Terlatih (RATIH) i 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
L 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Berumur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45
(empat puluh lima) tahun.
5. Berkelakuan Baik.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7 Tidak dalam keadaan kehilangan haknya untuk ikut serta
dalam usaha pembelaan negara.

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan terdahul
salah sqtu komponen pertahanan keamanan Negara Re bll‘J‘
Indonesia adalah Rakyat Terlatih (RATIH) yang merupakan kopmu :
nen dasar pertahanan keamanan negara. Salah satu hambafo-
yf-:ng menyebabkan sampai saat ini Rakyat Terlatih belum da .
| @Jaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaan seh PaF
| tindak lanjut dari apa yang diatur dalam Undang-undang Noa?;)l
| tahun 1982. RATIH baru dapat dilaksanakan setelah ada undén
undang pelaksanaannya. Untuk itu disusun suatu Unda .
undang mengenai Rakyat Terlatih, yaitu Undang-Undang N0n596-
te_ntang Rakyat Terlatih. Jika melihat kepada substansi yan
diaturnya maka isi dari Undang-undang Rakyat Terlatih ini Ii_*b'ﬁ
banyak bermuatan hal-hal yang bersifat administratif |

Dalam Undang-undang Rakyat Terlatih semakin tegas bahwa
RATIH menurut ketentuan hukum nasional Indonesia dibentuk
dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan kekuatan tangkal
bangsa dan negara, membantu Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisan Negara Republik Indonesia, menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa, dan menjamin keamanan dan ketertiban
masyarakat dalam rangka pertahanan keamanan negara.’
Dengan melihat kepada aturan tersebut, maka menurut hukum
humaniter dengan pengaturan semacam itu Ratih memiliki dua
status. Yaitu Combatan untuk Rakyat Terlatih yang membantu
Tentara Nasional Indonesia, karena status dari TNI adalah
Combatan dan Givilian untuk Rakyat Terlatih  yang membantu
Kepolisian Negara Republik Indonesia karena Polisi adalah Civilian

Undang-undang No 56 tah
. un 1999 tentang R :
substansi isinya terdiri atas : 9 Rakyat Terltih

Bab | Ketentuan Umum ( Pasal 3 )

Bab Il Pembentukan dan Pembinaan (Pasal 4-12)
Bablll  Penugasan ( Pasal 13-21 )

Bab IV Hak dan Kewajiban ( Pasal 22 - 31 )

BabV  Ketentuan Pidana (Pasal 32-41)

Bab VI Pembiayaan ( Pasal 42 )

Bab VIl Ketentuan Peralihan (Pasal 43)

Bab VIl Ketentuan Penutup ( Pasal 44 )

Dengan melihat uraian diatas tentunya hal semacam itu,
dapat bertentangan dengan hukum humaniter. Karena di dalam
hukum humaniter tidak dimungkinkan seseorang memiliki dua
status sekaligus, sebagai Combatan dan Civilian, sebagai kon-

Apabila dalam Undang-undang No 20 tahun 1982 belum sekuensi dari prinsip pembedaan.

dlcar_atulrnkan bagaimana persyaratan yang diperlukan untuk
menjadi anggota Rakyat Terlatih, maka dalam UU No 56 tahun

1999, ditetapkan syarat untuk d .
apat
Terlatih yaitu - pat menjadi anggota  Rakyat

Dari keseluruhan pasal-pasal pada UU RATIH tersebut, yang
sangat berkaitan dengan hukum humaniter, khususnya dengan
prinsip pembedaan, adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam pasal 13, 14, 15,16.

st s pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terrlatih.
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Bab IIl dari UU ini mengatur men
pada pasal 13 dikatakan bahwa penug
rangka Wajib Bakti merupakan wewe
pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri

Ketentuan Pasal

14, 15 dan 16
berikut : tersebut mengatur sebagaj

-Penugasan Rakyat Terlatih yang mengemban funqei 1
gsi

i!jetcei:r’uban Umum dan Perlindungan Rakyat dilaksanak
erdasarkan usul tertulis dari Menteri Dalam Negeri i
-Eenugasan Rakyat Terlatih yang mengembanl fungsi
eallmanan Rakyat dilaksanakan berdasarkan usul tert 9|SI
dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 5
-genugasan Rakyat Terlatih yang mengemban fungsi
er!awanar‘w Rakyat dilaksanakan berdasarkan usyl tert g"ISI
dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. s

pen!zengan melihat kepada Menteri yang bertanggung jawab atas
gasannya menurut UU RATIH
. tersebut maka d
dikatakan bahwa RATIH N
yang melaksanakan fungsi Ketertib
. an
:;]F(ug; (EBU{\{I):.Perhndungan Rakyat (LINRA) dan Keamanan
2 Stdafg j:\[f\u.\;; termasuk dalam golongan penduduk sipil. Hal
as karena Departemen Dalam Negeri ad st
ni ! lah institusi
sipil. Begitu pula POLRI dimana d =W :
= B alam perkembangan
: anz yang ter-
gl;?r Jl:(ga diarahkan menjadi institusi sipil (terpisah darigTNI)
i angkan RATIH yang melaksanakan fungsi Perlawanan Rakyat'
ANRA) adalah kombatan karena berada dala

Panglima TNI. m kewenangan

Bmﬁﬁ?;”aRRATt: |<ini dimaksudkan untuk membanty Angkatan
a Republik Indonesia untuk men '

. ghadapi ancaman ya
datang dari [uar maupun dari dalam, sebaiknya RATIH hanya rg:]e?n?

jalankaan satu fungsi saja, yai .
! ) ja, yaitu fungsi Perl
dikategorikan sebagai kombatan. gsi Perlawanan Rakyat dan
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genai Penugasan, dimandl :
asan Rakyat Terlatih dafary
nang Presiden yang dalayy
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Dan untuk tugas-tugas yang sifatnya merupakan tugas-tugas
sipil seperti fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat dan
keamanan rakyat, hendaknya dibuat mekanisme lain yang lebih
jelas, misalnya dengan melakukan amandemen terhadap UU No
20 tahun 1982, dengan mengatur secara khusus organisasi yang
menjalankan fungsi Ketertiban Umum yang berada dibawah
Departemen Dalam Negeri, dan Keamanan Rakyat yang berada
dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berada dilu-
ar fungsi rakyat terlatih. Sehingga dengan demikian maka tidak
akan terjadi fungsi Rakyat Terlatih yang tumpang tindih antar sta-
tus sipil dan kombatan.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah ketentuan
peralihan pada UU RATIH sebagaimana diatur dalam Pasal 43.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah Sebagai
berikut :

-Semua ketentuan peraturan perundang-undangan menge-
nai atau yang berkaitan dengan organisasi yang sudah ada
dan sejenis dengan Rakyat Terlatih, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dalam penjelasan pasal 43 butir a dikatakan menganai hal
tersebut sudah jelas akan tetapi, sesungguhnya ketentuan terse-
but akan menimbulkan pertanyaan sebagai berikut :

Seandainya peraturan sejenis yang dimaksud dalam ketentuan
tersebut adalah Keppres No 55 Tahun 1972 dan Kepres No 56
Tahun 1972 yang mengatur HANSIP / WANKAMRA, tetap diber-
lakukan apakah hal tersebut tidak akan menimbulkan keraguan
mengenai aturan hukum apa yang akan diperlakukan, mengin-
gat bahwa salah satu tujuan RATIH adalah sebagai pengganti dari

HANSIP / WANKAMRA tersebut.

303



- Anggota organisasi yang sudah jeni

. ada dan sejenis den :
Rakylat Terlatih yang sudah mengikuti pendidikan 3::
pelatihan yang sederajat dengan Wajib Prabakti dinyatakan

menjadi anggota Rakyat Terlatih.

N Untuk hal demikian tidak menjadi persoalan dengan dimj
likinya empat fungsi daripada Rakyat Terlatih yaitu fungsi LINF?:;
TIBUM, KAMRA, WANRA, sehingga organisasi tersebut dikefom'
pokan sesuai dengan fungsi tersebut dan kemudian dilebur k-
dalam organisasi RATIH sesuai dengan fungsi yang disandanqn :
A.kan~tetapi persoalannya dari sisi hukum humaniter adalahga e
bila tidak diatur lebih rinci mengenai status hukum dari RA‘?I:
maka hal tersebut akan membahayakan RATIH yang menyan
dang status sipil. Karena pengaturannya tidak jelas, dapat )'(sa';;
RATIH yar?g menyandang status sipil dipandang sebagai kombajt-
an oleh pihak musuh sehingga dapat dijadikan sasaran serangan
yang sah. Akan lebih baik dan efektif apabila ditetapkan bahwa

RATIH hanya menjalankan fungsi
asi perlawa
tus kombatan. P nan rakyat dengan sta-

2. PAKET UNDANG-UNDANG
PERTAHANA
KEAMANAN TAHUN 1997%) !

Implementasi hukum humaniter internasional ke dalam
hukum nasional sesungguhnya adalah kewajiban suatu negara
yang telah meratifikasi atau mengaksesi ketentuan-ketentuan
hukum humaniter internasional. Namun demikian. untuk
mengimplementasikan ketentuan tersebut ke dalam preraturan
perundang-undangan nasional diperlukan “political will" negara
pesler[a perjanjian internasional. Oleh karena itu prosés implemen-
tasi bukan saja merupakan "kewajiban moral” tetapi sesungquh-
nya adalah kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh

negara peserta perjanjian. Dalam hal ini, salah satu implementasi
dari hukum humaniter adalah kewajiban untuk membuat peratu-
ran perundang-undangan nasional yang dilengkapi dengan “sis-
tem sanksi” terhadap pelanggaran tersebut.

Di samping harus ada “political will” dari suatu negara peserta
perjanjian, maka di sisi lain diperlukan pula “sistem nilai kebu-
tuhan”, dan “sistem nilai kepentingan” dalam proses legislasi
suatu negara untuk mengimplementasikan ketentuan hukum
humaniter internasional. Artinya sistem-sistem di atas memberi
pengaruh untuk meratifikasi atau mengaksesi suatu ketentuan
hukum humaniter internasional. Dengan demikian maka upaya
untuk meratifikasi atau mengaksesi hukum humaniter interna-
sional bisa saja bukan merupakan prioritas utama dalam proses
pembentukan atau kodifikasi peraturan perundang-undangan,
karena masih banyak aspek dan masalah-masalah hukum lainnya
yang lebih mendesak untuk segera dijadikan suatu peraturan
perundang-undangan. Kemungkinan lainnya adalah karena
adanya kekurangmampuan lembaga legislatif dan eksekutif
dalam mengantisipasi perkembangan hukum internasional yang
sangat cepat. Di samping itu, pengimplementasian hukum
humaniter internasional juga dipengaruhi oleh “national interest”
sebagai bagian dari “national policy” dalam pelaksanaan politik
luar negeri suatu negara. Walaupun sesungguhnya implementasi
hukum humaniter internasional merupakan suatu fait accompli
dalam perkembangan konstelasi hubungan internasional.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi
Jenewa Th.1949 mempunyai kewajiban yang sama untuk dapat
mengimplementasikan ketentuan hukum humaniter internasional
ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Dasar
konstitusional implementasi hukum humaniter dalam hukum
nasional Indonesia, dapat ditemukan dalam Pembukaan dan
pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 30 UUD 1945 men-

" Pak: .
Disigll#gnf;ekr;?::réar; Keamanan tahun 1997 ini meliputi UU NO. 26 Tahun 1997 tentang Huk
28 th, 1997 ¢ ersenjata RI. UU No 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demabil el

; entang POLRI dan UU no. 31 th. 1997 tentang Peradilan Militer e
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gatur bahwa “tiap-tiap warga negara Indones;
|kgt serta dalam usaha pembelaan negara. Sy
nai pembelaan negara diatur Undang-Undang”

pasal 30 UUD 1945 inj paling tidak terdapat bebe.ra

undang yang merupakan pelaksanaan dari ketentua
atas, seperti :

Berdasarka
pa Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 198 ten

tang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan K

Negara Nomor 3234)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1988
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 20 Tah
1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahangn
Keamahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Ne arn
Republik Indonesia Tahun 1988 Normor 3 Tar'nbahanlg i
baran negara Nomor 3368 ) : g

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988
tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republikindonesia
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369 ).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997
tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata
republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3703). :

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997
tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3704 ), |
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a berhak dan Waji
arat-syarat menge-

N Pasal 30 gj

| camanan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Repirt];:
[

Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1997
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1997 Nomor 81, Tambahan lembaran Negara

Nomor 3710).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3713.

- Dari tujuh Undang-Undang yang disebut di atas, ada empat
undang-undang yang baru, yang disahkan pada tahun 1997,
..+ yang dinamakan juga Paket Undang-Undang Hankamneg tahun
_.. 1997. Sesungguhnya keempat Undang-Undang tersebut meru-
pakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982
dan penyempurnaan Undang-Undang lain yang terkait dengan
- Undang-Undang baru tersebut. Paket Undang-Undang baru ini,
juga merupakan penyempurnaan dari peraturan perundang-
> “undangan kolonial Belanda dan Orde lama yang sebelumnya
masih herlaku,

Meskipun substansi Undang-Undang baru tersebut lebih
banyak berkaitan dengan hukum militer (military law), namun
. demikian secara umum substansinya berkaitan juga dengan
hukum humaniter internasional. Dasar untuk penyempurnaan
- Undang-undang baru ini diatur dalam pasal 43 Undang-Undang

No 20 tahun 1982 yang menyebutkan bahwa “hukum militer di-

~  bina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyeleng-
~ garaan pertahanan keamanan negara dan diatur lebih lanjut de-
""" ngan atau berdasarkan undang-undang, dan juga ditambahkan
- bahwa Angkatan bersenjata Republik Indonesia mempunyai lem-
baga peradilan tersendiri”. Mengenai keberadaan Peradilan Militer
sesungguhnya sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982
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dibuat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2951).

2.1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang

Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.

“Undang-Undang ini merupakan perubahan Wetboek van
Krijgstucht voor nederlands Indie / Hukum Pidana Militer Hindia
Belanda (Staatsblad 1934 Nomor 168), sebagaimana telah diubah
d?ngan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1947 yang disebut
Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1947 telah dicabut dengan adanya
Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 ini.

Ketentuan Undang-Undang ini dan Undang-Undang lainnya
yang termasuk dalam Undang-Undang Hankamneg tahun 1997
adalah upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, khususnya
Dephankam, Mabes TNI dan juga DPR untuk menciptakan suatu
prgquk hukum yang sesuai dengan tuntutan kodifikasi dan
unifikasi hukum, dan untuk mendukung profesionalisme TNI
sebagai kekuatan Hankam dan Sospol dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

lKe.tentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi
prajurit TNI dan mereka yang berdasarkan peraturah perundang-
undapgan tunduk pada hukum yang berlaku bagi prajurit, terma-
suk di dalamnya berlaku bagi mobilisan pada waktu negara dalam
kggdaan bahaya (Pasal 2 ayat 1). Yang dimaksud dengan hukum
disiplin prajurit TNI dalam Undang-Undang ini adalah serangkaian
pera‘;uran dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membi-
na disiplin atau tata kehidupan prajurit TNI. Undang-Undang ini
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berisikan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur,
menegakan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit
TNI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan
sempurna (Pasal 1 ayat 2). Hal yang secara prinsipil berbeda antara
Undang-Undang nomor 40 tahun 1947 dan Undang-Undang
baru ini adalah mengenai penjatuhan hukuman disiplin dan jenis
hukuman disiplin. Dalam Undang-Undang yang lama mengenai
penjatuhan hukuman disiplin jenis hukuman untuk masing-ma-
sing tingkatan kepangkatan dibedakan untuk perwira, bintara
dan tamtama. Sedangkan dalam Undang-Undang yang baru tidak
dibedakan berdasarkan kepangkatan, dimana penjatuhan
hukuman disiplin dan jenis hukuman disiplin diterapkan sama
bagi semua tingkatan kepangkatan (Pasal 8). Yang dimaksud de-
ngan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
atasan yang berhak menghukum ( Ankum) terhadap prajurit TNI
yang atas dasar ketentuan Undang-Undang ini melakukan
pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI.

2.2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang
Mobilisasi dan Demobilisasi

Dalam kehidupan negara, aspek pertahanan keamanan meru-
pakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan
hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Hakekat pertahanan
keamanan negara Republik Indonesia adalah perlawanan rakyat
semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran
akan tanggung jawab warga negara tentang hak dan kewajiban
bela negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri,
keyakinan akan kemenangan, dan tidak kenal menyerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945
dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982,
Presiden menyatakan berlakunya keadaan bahaya untuk seluruh
wilayah negara ataupun sebagaian dari padanya sesuai dengan
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intensitas ancaman yang dapat membahayakan kehidupan
masyarakat atau kelangsungan hidup bangsa dan negara serta
keutuhan wilayah maupun persatuan dan kesatuan nasional,
Kemudian mengenai syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya
ditetapkan dengan undang-undang.

Hal-hal yang mendasari kewenangan Presiden untuk me-

ngeluarkan pernyataan berlakunya keadaan bahaya, diantaranya
adalah :

a. Terjadinya pemberontakan atau perlawanan bersenjata yang
mengancam kedaulatan negara atau terjadinya bencana yang
mengancam keamanan dan ketertiban hukum dan dikhawatirkan
tidak dapat diatasi oleh unsur-unsur kekuatan pertahanan kea-

_ manan negara secara biasa;

b. Terjadinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat meng-
akibatkan timbulnya sengketa bersenjata;

¢. Timbulnya hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan hidup
negara.

Mobilisasi hanya dilakukan bila negara dinyatakan dalam
keadaan bahaya dan pada saat mobilisasi berlangsung ada tiga
macam hukum yang berlaku, yaitu :

a. Hukum Umum yang berlaku bagi setiap orang yang bera-
da di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Hukum yang didasari oleh Undang-Undang Keadaan
Bahaya sehingga beberapa pejabat tertentu mempunyai
wewenang khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor
23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran
Negara tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara tahun 1959 Nomor 1908).

¢. Hukum Militer bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik
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Indonesia dan mobilisan yang melaksanakan tugas sebagai
anggota perlawanan rakyat bersenjata.

Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan
secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana
nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen
kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara
tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap anca-
man, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Mobilisasi
diselenggarakan dengan tujuan untuk menanggulangi setiap
ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa
serta kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik
Indonesia.6 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Mobilisasi dan
Demobilisasi, maka mobilisasi dikenakan terhadap : a) warga
negara yang termasuk: anggota Rakyat Terlatih, anggota
Perlindungan Masyarakat, dan diperlukan karena keahliannya;
serta b) sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan
prasarana nasional yang dimiliki negara, swasta, dan perseoran-
gan termasuk personel yang mengawakinya.®

Ketentuan Pasal 6 di atas sesungguhnya masih mempunyai
kelemahan, khususnya mengenai ketidakjelasan status anggota
Rakyat Terlatih (RATIH) dan anggota Perlindungan masyarakat
(LINMAS), karena masih belum jelas siapa saja yang termasuk
RATIH dan LINMAS tersebut. Hal ini penting, karena berdasarkan

yang tegas mengenai status RATIH dan LINMAS. Hal ini penting
ditinjau dari  segi hukum humaniter internasional, karena
menyangkut adanya "prinsip pembedaan” apakah RATIH itu ter-
masuk kombatan atau penduduk sipil. Kapan RATIH berstatus
sebagai kombatan dan kapan RATIH berstatus sebagai penduduk
sipil. Status ini harus tegas karena menyangkut juga terhadap
“prinsip perlindungan” dalam suatu Sengketa bersenjata.

s Lihat Pasal 1 ayat(2) dan Pasal 4 ayat(1) UU No. 27/1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.
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peraturan perundangan yang ada belum memberikan jawaban -



Pertanyaan berikutnya adalah apakah RATIH dalam keadaan
negara damai dapat dikatakan berstatus penduduk sipil, dan
dalam keadaan perang atau sengketa bersenjata internasional
barulah RATIH berstatus sebagai kombatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan demobilisasi adalah tin-
dakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan
sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasinal yang
berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan
secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur
seperti sebelum berlakunya mobilisasinya. Demobilisasi diseleng-
garakan dengan tujuan untuk memulihkan kembali fungsi dan
tugas umum pemerintahan, kehidupan kemasyarakatan, dengan
tetap terpeliharanya kemampuan dan kekuatan pertahanan kea-
manan negara.’

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997
ini, maka Undang-Undang nomor 14 tahun 1962 tentang pene-
tapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 1962° tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga
Negara dalam rangka Mobilisasi Umum Untuk kepentingan kea-
manan dan Pertahanan Negara dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kedudukan, peranan, dan fungsi kepolisian negara Republik
Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam
negeri, sebagai alat penegak hukum, pengayom, dan pembi'm-
bing masyarakat yang melaksanakan fungsi kepolisian dalam tata
susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk men-

jamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman
masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,
terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan terca-
painya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manu-
sia.”

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-
Undang nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan
pokok kepolisian negara" dinyatakan tidak berlaku lagi. Satu
perkembangan yang perlu dicermati juga dari aspek hukum
humaniter adalah mengenai pemisahkan Polri dari TNI sehingga
POLRI menjadi institusi sipil dan bukan bagian dari TNI.
Bagaimanapun hal ini akan mempunyai implikasi hukum, karena
menurut UU 20/1982 disebutkan bahwa POLRI adalah bagian dari
ABRI. Untuk itu pada saatnya perlu dibuat suatu UU yang baru
atau dilakukan amandemen terhadap UU 20/1982, khususnya
yang berkenaan dengan ketentuan mengenai POLRI.

2.4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang keten-
tuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ditetapkan bahwa
salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, termasuk peng-
khususannya (differensiasi/spesialisasi) yang susunan dan kekua-
saan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Dilinat dari substansi pengaturannya Undang-Undang Nomor
31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini, antara lain mengatur
mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan, susunan dan
kekuasaan oditurat juga mengatur mengenai hukum acara pidara

‘lembaran.Negara tahun 19562 Nomor 8, menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1962 (Lembaran
Negara tahun 1962 Nomor 64), Tambahan lembaran Negara Nomor 2492.

“lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1887 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia. :

7 Lihat Pasal 6 UU No.27/1997.
# Lihat Pasal 1 ayat(5) dan Pasal 4 ayat(2) UU No. 27/1997.

1
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militer. Yang dimaksud pengadilan dalam undang-unda .
a.tdalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakimn : m!
lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan r:iT' ;
pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pen !:35
lan militer pertempuran. Sedangkan yang dimaksud dengangod?-
tur adalah Oditurat Militer, Oditurat Militer Tingg Oditurl- ;
Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, da£1 Oditur::

Pertempuran.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terdiri dari 353 pasal
merupakan revisi dan pembaharuan dari berbagai peraturar; ;

perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku oleh Undang-Undang dimaksud. Undang-undang yan
telah dicabut tersebut adalah : -

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan
Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan
Ketentaraan (Undang-Undang Darurat Nomor 16 tahun
1950) sebagai Undang-Undang Federal (Lembaran Negara
tahun 1950 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 22 Pnps tahun 1965 (Lembaran
Negara tahun 1965 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2781).

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana
pada Pengadilan Tentara (Undang-Undang Darurat Nomor
17 tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal
(Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 13), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1958 ten-
tang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1958 ten-
tang perubahan Undang-Undang Nomor 6 yahun 1950
(Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum
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Acara Pidana pada pengadilan ketentaraan (Lembaran
Negara tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1493);

3. Undang-Undang Nomor 5 Pnps tahun 1965 tentang
Pembentukan Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata
(Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2739);

4. Undang-Undang Nomor 3 Pnps tahun 1965 tentang mem-
perlakukan hukum pidana tentara, hukum acara pidana
tentara dan hukum disiplin tentara bagi anggota-anggota
Angkatan Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
21, tambahan lembaran Nerara nomor 2737), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Pnps
tahun 1965 tentang perubahan dan tambahan pasal 2
penetapan presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun
1965 (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 92, tambahan
lembaran negara nomor 2782).

3. Ketentuan Tentang Lambang Palang Merah
Dalam Hukum Humaniter

Salah satu tindakan legislasi nasional yang penting dilak-
sanakan adalah menerbitkan peraturan perundang-undangan
- mengenal lambang palang merah. Hal ini penting untuk mence-
i . gah adanya pelanggaran atau penyalah-gunaan lambang palang
‘merah baik pada masa damai, dan terutama pada waktu ter-
jadinya sengketa bersenjata.

Di Indonesia, badan yang menjalankan tugas kepalang-mera-
han ini adalah “Palang Merah Indonesia”, sebagaimana diten-
-~ tukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Mo. 25
", tahun 1950. Keppres ini menyatakan bahwa “...menunjuk
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Perhimpunan Palang Merah Indonesia® sebagai satu-satunya
organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah di Republik
Indonesia Serikat”. Ketentuan ini masih berlaku hingga saat inj
karena belum ada pengaturan lebih lanjut yang mengatur kemudj-
an. Namun keppres tersebut di atas tidak mengatur sama sekali
mengenai penggunaan lambang dan nama palang merah baik
pada waktu damai maupun pada waktu sengketa bersenjata.

Untuk itulah perlu dijelaskan beberapa hal yang berkenaan
dengan lambang Palang Merah serta ketentuan-ketentuan yang
mengaturnya. Ketentuan mengenai lambang Palang Merah diatur
lebih lanjut dalam Konvensi | Jenewa 1949 dan Protokol
Tambahan | - 1977 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Regulation
on the Use of the Emblem of the Red Cross and Red Crescent by

" the National Societies

3.1. Pengaturan Lambang Palang Merah dalam Konvensi
Jenewa 1949

Berdasarkan Konvensi Jenewa, terdapat beberapa golongan
orang-orang yang harus dihormati dan dilindungi® pada saat per-
tikaian bersenjata, karena melakukan pekerjaan yang berkenaan
dengan merawat orang-orang sakit dan terluka. Orang-orang
tersebut adalah anggota dinas kesehatan termasuk prajurit kese-
hatan, pembantu pengangkat tandu, serta anggota perhimpunan
Palang Merah dan anggota relawan semacam lainnya, seba-
gaimana diatur dalam pasal 24,25,26." Dalam melakukan peker-
jaannya, mereka menggunakan suatu tanda pengenal yang dike-
nal dengan Palang Merah; yaitu suatu tanda palang berwarna

" Berdasarkan Commentary, istilah "ditormati” dan “dilindungi” me i arti i
o i gi mpunyai arti yang berlainan.
Menghorrpati" (to_ respecr) _beran_'ti menyayangi (to spare) tidak menyerang, istilah tersebut
mempunyai konotasi Ieb!h ak_tlf, yaitu terdiri dari tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin
penghormatan; se,dang "melindungi” {to protect) berarti tindakan untuk membela seseorang (to

come to someone’s defence), membantu dan memberi dukungan (to support)”.
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merah di atas dasar putih.™* Lambang Palang Merah ini harus tam-
pak (kelihatan) dan ditempelkarvdiletakkan pada bendera-ben-
dera, ban lengan dan pada semua alat perlengkapan yang diper-
gunakan dalam dinas kesehatan.” Penggunaan lambang Palang
Merah ini harus sesuai dengan petunjuk dari penguasa militer,
sesuai dengan ketentuan pasal 39. Dengan perkataan lain,
Perhimpunan Palang Merah Nasional tidak menentukan sendiri
tentang penggunaan lambang mereka.

Jika kita memperhatikan ketentuan pasal 40" dan 417
Konvensi Jenewa maka dapat dilihat bahwa para anggota dinas
kesehatan, petugas medis, anggota perhimpunan nasional palang

1 pasal 24, 25, dan 26 Konvensi Jenewa | berbunyi :
Pasal 24 menyatakan :
"Angqota dinas kesehatan yang dipekerjakan melulu un tuk mencari atau mengumpulkan, meng-
angkat atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit dan staf yang dipeker-
jakan meluly dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan,
demikian juga pendeta yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi
dalam segala keadaan”.

Pasal 25 menyatakan :
"Anggota angkatan perang yang khusus dididik untuk dipekerjakan sebagai prajurit kesehatan,
demikian pula juru rawat-juru rawat atau pembantu pengangkat tandu juga harus dihormati dan
dilindungi pada saat mereka menjalankan tugas mereka”.

Pasal 26 menyatakan :
“Anggota Perhimpunan Palang Merah dan anggota penolong sukarela lainnya yang diakui dan
disahkan oleh pemerintahnya serta mereka menjalankan kewajiban yang sama seperti anggota
dinas kesehatan angkatan perang dan tunduk pada hukum dan peraturan militer, juga harus
dihormati dan dilindungi”.

" |jhat Pasal 38 yang menyatakan bahwa :
"Sebagai penghargaan terhadap negara Swiss, maka lambang pusaka palang merah di atas dasar
putih, yang dibentuk mengganti warna-warna federal, dipertahankan sebagai lambang dan tanda
yang berbeda dari dinas kesehatan angkatan perang.”

' jhat Pasal 39 Konvensi |.

¢ Bunyi Pasal 40 :
Orang-orang yang disebut dalam pasal 24 dan dalam pasal 26 dan 27 harus memakai pada lengan
kiri suatu ban lengan kedap air yang memuat lambang pengenal, dan yang dikeluarkan dan dicap
oleh penguasa militer. Orang-orang demikian harus membawa selain cakram pengenal yang dise-
butkan dalam pasal 16 juga suatu kartu pengenal khusus yang memuat lambang pengenal itu...

" Pasal 41 berbunyi :
Orang-orang yang disebut dalam pasal 25 harus memakai sebuah ban lengan putih, yang memu-
at ditengah-tengahnya tanda pengenal dalam bentuk kecil, akan tetapi hanya selama mereka
menjalankan kewajiban kesehatan, ban lengan itu harus dikeluarkan dan distempel oleh penguasa
militer, Surat-surat pengenal militer yang dimiliki oleh orang-orang yang termasuk golongan ini
harus menyebutkan pendidikan khusus apa yang telah mereka dapat, sifat sementara dari tugas
yang mereka jalankan dan sebabnya mereka memakaf ban lengan itu.
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merah atau anggota suatu perhimpunan yang membantu tugas
dari dinas kesehatan pada waktu terjadi sengketa bersenjata
maka mereka semua harus menggunakan ban di lengan kirin a
dengan lambang palang merah. :

Khusus mengenai anggota dari suatu perhimpunan dari
Negara-negara yang netral yang diperbantukan pada dinas
kesehatan angkatan bersenjata, dalam pasal 27 konvensi Jenewa
diatur sebagai berikut :

‘Suatu perhimpunan yang diakui dari suatu negara netral
hanya boleh memperbantukan anggota dinas dan kesatuan kese-
hatannya kepada suatu Pihak dalam pertikaian setelah memper-
oleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintahnya sendiri dan
mendapat izin dari Pihak dalam pertikaian bersangkutan. Anggota
Dinas Kesehatan dan Kesatuan Kesehatan itu akan ditempatkan di
bawah kekuasaan Pihak dalam pertikaian itu.

Pemerintah netral itu harus memberitahukan persetujuannya
itu kepada pihak lawan dari Negara yang menerima bantuan itu,
Pihak dalam pertikaian yang menerima bantuan demikian diwa-
jibkan untuk memberitahu Pihak lawan tentang bantuan itu
sebelum menggunakannya.’

Satu pasal lagi di dalam Konvensi | - Jenewa 1949 yang
Juga sangat penting adalah pasal 44. Pasal ini mengatur dua
macam penggunaan lambang palang merah, yaitu sebagai

tanda perlindungan (protective use) dan sebagai tanda pen-
genal (indicative use).

Pasal 44 : ;

“Dengan pengecualian hal-hal yang disebutkan dalam para-
grap-paragrap berikut dari pasal ini, lambang palang merah atas
dasar putih dengan dengan kata “Palang Merah" atau “Palang
Jenewa” tidak boleh dipergunakan, baik dalam waktu damai
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maupun dalam waktu perang, kecuali untuk menunjukkan atau
untuk melindungi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan
kesehatan, anggota serta bahan perlengkapan yang dilindungi
oleh Konvensi ini dan lain-lain Konvensi yang mengatur hal-hal
yang serupa...

Selanjutnya, Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah
Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) dapat
dalam waktu damai, sesuai dengan perundang-undangan nasion-
alnya, menggunakan nama dan lambang Palang Merah untuk
kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan asas-asas yang dite-
tapkan oleh Konvensi-konvensi Internasional Palang Merah.

Apabila kegiatan itu dilaksanakan dalam waktu perang, maka
syarat-syarat pemakaian lambang itu harus sedemikian rupa
sehingga pemakainya itu tidak dapat diartikan sebagai pember-
ian perlindungan konvensi: lambang itu harus agak kecil ukuran-
nya dan tidak boleh dibubuhkan pada ban lengan atau pada atap
gedung-gedung.

Organisasi-organisasi Palang Merah Internasional beserta
anggota-anggotanya yang telah disahkan dengan sepatutnya
harus setiap waktu diizinkan menggunakan lambang Palang
Merah atas dasar putih.

Sebagai suatu tindakan pengecualian dan sesuai dengan
perundang-undangan Nasional serta dengan izin tegas dari salah
satu perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah,
Singa dan Matahari Merah), lambang konvensi dapat dipakai
dalam waktu damai untuk menandakan kendaraan yang digu-

" nakan sebagai ambulans dan untuk menandakan letak pos-pos

penolong yang melulu ditugaskan untuk pengobatan cuma-cuma
kepada yang luka dan sakit.”

3.2 Pengaturan Lambang Palang Merah dalam
Protokol tambahan 1977

__ Tidak banyak ketentuan dalam Protokol Tambahan 1977 yang
‘mengatur tentang Lambang Palang Merah. Sebagai Protokol yang

Bab 12 Implementasi Hukum Humaniter Internasional 319



menambah dan menyempurnakan Konvensi Jenewa 1949
Protokol Tambahan 1977 hanya mencantumkan beberapa pasai
(khususnya dalam Protokol I) antara lain adalah sebagai berikut ;

Pasal 8 Sub Para C Protokol | memberikan penegasan menge-
nai personil medis yang dibenarkan menggunakan lambang inj
sehingga dapat menikmati perlindungan atas lambang yang
digunakannya.

Pasal 8 Sub Para C Protokol | menyatakan bahwa “ Personil
Medik" berarti orang-orang baik ia militer atau sipil yang ter-
gabung pada pihak dalam konflik semata-mata untuk kepentin-
gann medik seperti yang dicantumkan dalam sub-para (e) atay
pada administrasi dari kesatuan medik atau pada operasi dan
administrasi transport medik. Penugasan tersebut dapat bersifat
permanen atau untuk sementara. Istilah tersebut mencakup :

1. Personil medik dari pihak dalam konflik, baik militer
maupun sipil, termasuk mereka yang dicantumkan dalam
konvensi | dan Il, dan juga mereka yang ditugaskan pada
organisasi pertahanan sipil;

2. Personil medik dari perhimpunan Palang Merah Nasional
dan perhimpunan Bantuan Sukarela lain yang telah diakui
dan disahkan oleh pihak dalam konflik:

3. Personil medik dari kesatuan medik atau transport medik
seperti yang tercantum dalam art.9, para 2

Pasal 38 Protokol | 1977, yang menentukan lambang-lambang yang

diakui dalam sengketa bersenjata, yang dinyatakan di dalam ayat (1)nya
sebagai berikut :

320

(1) Adalah dilarang mempergunakan tidak selayaknya lambang pe-
ngenal palang merah, bulan sabit merah atau sfnga dan matahari
merah atau lambang-lambang, tanda-tanda atau isyara't_—isyarat lain-
nya yang telah ditetapkan oleh Konvensi atau Protokol ini Juga dila-
rang menyalahgunakan dengan senjata di dalam suatu pertikaian
bersenjata lambang-lambang, tanda-tanda atau isyarat-isyarat, ter-

masuk bendera genjatan senjata dan lambang perlindungan harta
benda kebudayaan.
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3.3. Pengaturan Lambang Palang Merah dalam Regulation
on the Use of the Emblem of the Red Cross

Ketentuan tentang penggunaan lambang palang merah dan
bulan sabit merah oleh perhimpunan nasional telah diterima pada
konferensi Internasional ke 20 di Wina 1965 dan telah direvisi
oleh Council Of Delegates di Budapest tahun 1991.

Isi ketentuan itu adalah merupakan penjabaran lebih lanjut
dari ketentuan pasal 44 konvensi | 1949 terutama tentang keten-
tuan mengenai penggunaan lambang palang merah, lebih
khusus lagi tentang pemakaiannya sebagai tanda pelindung dan
sebagai tanda pengenal.

Mengenai “Protective Use” didalam pasal 2 Ketentuan ini di-
nyatakan bahwa Perhimpunan Palang Merah Nasional hanya
dapat menggunakan lambang sebagai sarana perlindungan (pro-
tective device) manakala sudah ada izin dan sesuai dengan keten-
tuan yang disusun oleh penguasa, sedangkan untuk sarana pen-
genal (indicative device) Perhimpunan Nasional dapat menggu-
nakan lambang itu dalam keadaan damai dan dalam keadaan
konflik bersenjata dalam batas-batas yang ditentukan oleh perun-
dang-undangan Nasional, Regulation dan statuta perhimpunan.

Selanjutnya di dalam pasal 4 ditekankan mengenai adanya
kesimpangsiuran antara penggunaan secara protektif dan
indikatif yang menyatakan bahwa harus senantiasa dicegah kek-
aburan (confusion) untuk penggunaan Protektif (protective use)
dan penggunaan indikatif (indicative use).

Perhimpunan nasional bersama dengan Pemerintah dalam hal
ini harus memutuskan ketentuan-ketentuan tentang penggunaan
lambang baik nenggunaan protektif maupun indikatif. Sebagai
pedoman untuk menyusun peraturan tersebut, bagi penggunaan
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secara protektif, dapat disampaikan berikut ini contoh hal-hal apa
saja yang perlu dicantumkan dalam peraturan tersebut antara lain:

a. Penunjukan peraturan-peraturan nasional yang berhubungan dengan

subyek tersebut.

b. Keterangan tentang pejabat mana yang mempunyai wewenang untuk

mensahkan penggunaan lambang.

¢. Daftar dari langkah-langkah yang harus diambil pada saat pecahnya kon-

flik untuk mencegah adanya kekeliruan antara penggunaan protektif dan
indikatif,

d. Syarat-syarat yang mengatur penggunaan lambang oleh orang-orang dan
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obyek dari perhimpunan nasional

Pada pasal 8 Ketentuan tersebut menentukan bahwa sebelum
Perhimpunan Nasional Palang Merah memakai lambang sebagai
sarana perlindungan (Protective Device) maka harus terlebih
dahulu ada izin dari Pemerintah. Dan bersama dengan
Pemerintah, Perhimpunan itu harus merumuskan ketentuan ten-
tang penggunaan lambang sebagai sarana perlindungan.
Selanjutnya Perhimpunan nasional harus mengambil tindakan
yang dianggap perlu untuk mengusahakan agar para anggotanya
mematuhi peraturan tersebut. Dianjurkan agar Perhimpunan
Nasional pada waktu damai telah menentukan bersama-sama
dengan Pemerintah-ketentuan tentang penggunaan lambang
sebagai sarana perlindungan, terutama bagi para anggotanya dan
perlengkapan mediknya.

Dalam hal Pemerintah tidak mungkin/sulit memberikan izin,
dan ada kepentingan memaksa untuk mengambil tindakan dalam
bidang peri kemanusiaan, maka harus diambil asumsi bahwa izin
itu telah diberikan.

Pasal 9 menentukan bahwa Personil medik dari Perhimpunan
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nasional yang diberi kewenangan (Authorized) untuk memakai
lambang sebagai “Protective Device” harus memperlihatkannya
(display) pada waktu menjalankan tugasnya, sedemikian rupa
sehingga dapat secara jelas sebagai bukti statusnya. Personil
medik tersebut juga harus membawa kartu identitas yang dikelu-
arkan oleh pemerintah.

Status personil medik diberikan kepada personil medis
Perhimpunan Nasional apabila ia ditempatkan/diperbantukan
kepada dinas kesehatan tentara (Lihat Pasal 26 Konvensi |
Jenewa), dan apabila ia dalam melaksanakan tugasnya melulu
terkait dengan operasi dan administrasi rumah sakit sipil ( pasal 20
Konvensi IV Jenewa). Definisi Personel medik dapat dilihat kem-
bali pada pasal 8 sub para c dari protokol | 1977.

Dari ketentuan di atas maka pasal 10 Ketentuan diatas menen-
tukan bahwa kesatuan medis dan alat angkutan dari perhim-
punan Nasional yang telah mendapatkan izin dari penguasa
untuk memasang lambang sebagai sarana perlindungan berhak
memperoleh perlindungan.

Sedangkan penggunaan lambang sebagai tanda pengenal
(indicative use) diberikan apabila penggunaannya untuk mem-
perlihatkan atau menunjukkan bahwa orang atau obyek itu ada
kaitannya dengan Palang Merah dan tidak ada maksud untuk
memberikan perlindungan. Tentang penggunaan sebagai sarana
indikatif ini Regulation mengaturnya dalam pasal 16 - 22.

Pasal 16 menentukan tentang orang atau individu dari
anggota atau pekerja perhimpunan Nasional diperbolehkan
memakai emblem ini pada waktu melakukan tugas, tetapi dengan
ukuran yang kecil. Pada saat tidak sedang menjalankan tugas,
mereka hanya boleh memakai emblem dalam ukuran sangat kecil,
misalnya dalam bentuk badge, jepitan dasi dan sebagainya.
Ketentuan ini juga berlaku bagi Palang Merah Remaja dengan
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mencantumkan kata Palang Merah Remaja atau singkatannya.

Pasal 19 menentukan bangunan dan perumahan yang dipakai
Perhimpunan Nasional dapat dipasangi lambang dengan disertaj
nama Perhimpunan Nasionalnya, terlepas bangunan itu milik
Perhimpunan Nasional itu atau bukan.

Lambang yang dipasang ini harus dalam bentuk yang relatif
kecil, dan tidak boleh dipasang di atap. Hal ini untuk mencegah
kesalah pahaman apabila pecah konflik bersenjata, karena dapat
dianggap sebagai “protective device”.

Pasal 20 menentukan bangunan-bangunan dan perumahan
kepunyaan Perhimpunan Nasional yang tidak ditempati, yaitu
bahwa bangunan atau perumahan Perhimpunan Nasional yang
tidak dipakai atau disewakan kepada pihak ketiga, tidak boleh
diberi atau dipasangi lambang Palang Merah.

Pasal 21 menentukan mengenai Rumah sakit, Pos Pembantu
dan Alat Transportasi dari Perhimpunan Nasional, dengan me-
nyatakan bahwa lambang atau emblem dengan disertai nama
Perhimpunan Nasional, dapat dipasang pada rumah sakit dan pos
pembantu yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Nasional dan
juga pada alat transportasi, terutama ambulans, yang dipakai oleh
anggota dan pegawainya. Lambang yang dipakai harus dalam
bentuk kecil untuk mencegah adanya kesimpang siuran apabila
pecah konflik bersenjata.

Pasal 22 menentukan mengenai pemakaian Pos Pembantu
dan Ambulans yang diurus atau dipakai oleh Pihak ketiga, dengan
menyatakan bahwa Perhimpunan Nasional dapat memberikan
izin kepada Pihak Ketiga untuk memakai emblem atau lambang
dalam keadaan damai dan sesuai dengan peraturan nasional,
untuk menandai pos pembantu yang khusus memberikan bantu-
an secara cuma-cuma dan juga untuk ambulans.
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Selain mengatur tentang penggunaan lambang sebagaimana
di atas, dalam Regulation juga diatur tentang penggunaan lam-
bang Palang Merah ini untuk tujuan disseminasi dan pengumpu-
lan dana (fund rising), yakni sebagaimana diatur dalam pasal-pasal
berikut ini.

Pasal 23 mengenai Kampanye dan Kegiatan yang diorganisir
oleh Perhimpunan Nasional, menyatakan bahwa Perhimpunan
Nasional dapat memakai lambang atau emblem untuk men-
dukung kampanye dan kegiatan yang ia organisir agar kegiatan-
nya itu diketahui umum, untuk menyebarluaskan pengetahuan
tentang Hukum Humaniter Internasional” dan Prinsip-prinsip
Fundamental Perhimpunan Nasional atau untuk mengumpulkan
dana (raise fund), dalam batas-batas yang ditentukan dalam pasal
2-5 dari Regulations.

Apabila ditampilkan pada bahan cetakan (printed matter),
obyek atau bahan iklan lain untuk suatu kampanye, maka lam-
bang itu harus disertai nama Perhimpunan, teks atau gambar-
gambar yang dipublikasi. Obyek tersebut jangan sampai mem-
berikan sugesti bahwa obyek tersebut mendapatkan perlindung-
an dari Hukum Humaniter I-icriasional atau keanggotaan
Gerakan, atau memberikan kesempatan penyalahgunaan di
kemudian hari. Obyek tersebut harus dalam ukuran yang diperke-
cil, atau dari bahan yang mudah atau cepat hancur.

Perhimpunan Nasional yang bekerjasama dengan perusahaan
dagang atau organisasi lain untuk memupuk atau untuk melak-
sanakan kegiatan disseminasinya dapat menampakkan (display)
trade mark perusahaan, logo atau nama pada artikel yang dipakai
oleh Perhimpunan Nasional pada bahan iklan atau bahan yang ia
jual, asal memenuhi kondisi seperti tercantum di bawah ini .

a. Jangan sampai menimbulkan kebingungan dalam pikiran
~publik antara kegiatan perusahaan atau kualitas produk
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dengan emblem atau Perhimpunan Nasional sendiri;

b. Perhimpunan Nasional harus tetap memperoleh peng. '.
awasan terhadap seluruh kampanye, terutama tentang k

pemilihan atau penentuan artikel di mana trade mark
perusahaan, logo atau nama akan dipampangkan dan tem-
pat atau bentuk ukuran dari tanda tersebut.

¢. Perusahaan harus terkait dengan salah satu kegiatan terten-
tu, dan sebagai ketentuan umum, terbatas pada wakty dan
daerah

d. Perusahaan yang bersangkutan tidak boleh terlibat dengan
kegiatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip
Gerakan atau yang oleh publik dianggap kontroversial

e. Perhimpunan Nasional harus tetap memperoleh hak untuk
membatalkan  kontrak dengan perusahaan yang
bersangkutan pada setiap saat dan melakukannya hanya
dengan peringatan dalam waktu yang singkat, apabila
kegiatan merongrong rasa hormat terhadap emblem.

f. Keuntungan materiil atau finansial yang diperoleh
Perhimpunan Nasional dari kampanye, harus substansial.

9. Kontrak antara Perhimpunan Nasional dengan mitra ker-
janya harus tertulis.

h. Kontrak tersebut harus disetujui oleh Pimpinan Pusat dari
Perhimpunan Nasional.

Pasal 24 Mengenai Permintaan Pihak Ketiga untuk memakai
emblem menyatakan bahwa: Dengan pengecualian seperti yang
tersebut dalam Pasal 18, 22, 23 dan apa yang tercantum dalam
pasal ini, dalam rangka mempromosikan kegiatan Himpunan dan
Gerakan, Perhimpunan Nasional tidak boleh memberi izin kepada
Pihak Ketiga untuk memakai emblem. :

Perhimpunan Nasional dapat menyetujui pemakaian emblem
pada obyek yang akan dijual di pasaran, apakila obyek tersebut
menggambarkan (represent) individu atau obyek yang memang
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benar-benar berhak memakai emblem tersebut sebagai protective
atau indicative design sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa,
dan apabila emblem tersebut tidak ditempatkan bersama-sama
(alongside) merek dagang dari perusahaan yang bersangkutan.
Izin ini hanya terbatas untuk jangka waktu tertentu dan untuk

obyek tertentu.

Perhimpunan Nasional juga dapat memberi izin- u;'1tuk
memakai emblem pada lembaga yang tidak mempunyai tujuan
komersial dan tujuannya hanya untuk menyampaikan atau mem-
promosikan kegiatan Perhimpunan atau Gerakan.

Perhimpunan Nasional dapat mengharuskan pihal_< ketiga
untuk memberikan fasilitas yang diperlukan agar Perhlmpune!n
Nasional dapat mengadakan pengawasan terhadap pema?k.a!n
emblem setiap saat, dengan kemungkinan menarik kembali izin

pemakaian secara segera.
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HUBUNGAN

HUKUM HUMAN ITER
"DAN HAK ASASI
MANUSIA (HAM)

Pada hakekatnya hukum humaniter internasional dan hak
asasi manusia memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan ja-
minan perlindungan terhadap manusia. Hanya saja, keduanya
memiliki perbedaan dari sisi  waktu atau situasi penerapannya.

Hukum humaniter internasional diterapkan apabila terjadi
sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional atau
perang saudara (civil war). Hukum humaniter internasional terdiri
dari peraturan-peraturan tentang perlindungan korban perang
(Hukum Jenewa); dan peraturan-peraturan tentang alat dan cara
berperang (Hukum Den Haag). Sedangkan ketentuan-ketentuan
hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjamin hak dan kebe-
basan baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya bagi se-
tiap orang. Dalam hukum hak asasi manusia ini setiap orang harus
dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari
pemerintah. Hak-hak asasi manusia tersebut terdapat baik dalam
berbagai peraturan perundang-undangan  nasional maupun
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instrumen-instrumen internasional.

Hukum humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata.
Sedangkan hak asasi manusia berlaku pada waktu damai. Namun inti
sari hak-hak asasi atau ‘hard-core rights’ tetap berlaku sekalipun pada
waktu sengketa bersenjata. Keduanya saling melengkapi. Juga ada
keterpaduan dan keserasian kaidah-kaidah yang berasal dari instru-
men-instrumen hak asasi manusia dengan kaidah-kaidah yang ber-
asal dari instrumen-instrumen hukum humaniter internasional.
Keduanya tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah den-
gan rakyat tetapi juga mengatur hubungan di antara negara dengan
negara dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka secara
timbal balik.”

Dengan demikian, maka kedua bidang ini merupakan instru-
men-instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada
orang perorang. Instrumen-instrumen hukum yang memberikan
perlindungan kepada orang-perorang ini dapat digolongkan ke
dalam empat kelompok, yaitu:2

a. Instrumen hukum yang bertujuan melindungi orang-per-
orangan sebagai anggota masyarakat. Perlindungan ini
meliputi segenap segi perilaku perorangan dan sosialnya.
Perlindungan ini bersifat umum. Kategori ini justru men-
cakup hukum hak asasi internasional.

b. Instrumen yang bertujuan melindungi orang-perorangan
berkaitan dengan keadaannya di dalam masyarakat, seperti

hukum internasional tentang perlindungan terhadap kaum -

wanita dan hukum internasional berkaitan dengan perlin-
dungan terhadap anak.

'Theodor Meron, “The Protection of the Human Person ~nd Humanitarian Law”, Bulletin of Human
Rights, 91/1, United Nations, New York, 1992, him. 33. ! » _
?Anne-Sophie Gindroz, "Hukum Humaniter Internasional dan Hak asasi Manusia”, dalam _Fadﬂlah
Agus (ed), Hukum Humaniter Suatu Persepektif, Pusat Studi Hukum Humaniter FH-Universitas
Trisakti - ICRC, Jakarta, 1997, him. 85-86.
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C. Instrumen hukum yang bertujuan melindungi orang
perorangan dalam kaitannya dengan fungsinya di dalam
masyarakat, seperti Hukum Internasional tentang Buruh.

d. Instrumen hukum yang bertujuan melindungi orang-per-
orangan dalam keadaan darurat, apabila terjadi situasi yang
luar biasa dan yang mengakibatkan ancaman adanya
pelanggaran atas haknya yang biasanya dijamin oleh
hukum yang berlaku, seperti Hukum Internasional tentang
Pengungsi dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang
melindungi para korban dari akibat sengketa bersenjata.

Pada mulanya, tidak pernah ada perhatian mengenai hubung-

- an antara Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter

Internasional. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika
Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration of Human Rights) 1948 tidak disinggung tentang
penghormatan hak asasi manusia pada waktu sengketa bersenja-
ta. Sebaliknya, dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak di-
singgung masalah hak asasi manusia. Akan tetapi, tidak berarti
bahwa Konvensi-konvensi Jenewa dan Hak Asasi manusia tidak
memiliki kaitan sama sekali. Antara keduanya terdapat hubungan
keterkaitan, walaupun tidak secara langsung.

Disatu sisi ada kecenderungan untuk memandang ketentuan-
ketentuan Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya mengatur menge-
nai kewajiban bagi negara-negara peserta tetapi juga mengatur
tentang hak orang-perorangan sebagai pihak yang dilindungi.
Keempat Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa penolakan
hak-hak yang diberikan oleh konvensi-konvensi ini tidak dapat
dibenarkan. Apalagi, adanya Pasal 3 ketentuan yang bersamaan
pada Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap
negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar
kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat inter-
nasional. Dengan demikian, maka pasal 3 ini mengatur hubungan
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antara pemerintah dengan warganegaranya, yang berarti men-
cakup bidang tradisional dari hak asasi manusia.

Di sisi lain, dalam Konvensi-konvensi tentang Hak Asasi
Manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya
justru pada situasi perang. Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya
dalam pasal 15, menentukan bahwa bila terjadi perang atau
bahaya umum lainnya yang mengancam stabilitas nasional, hak-
hak yang dijamin dalam Konvensi ini tidak boleh dilanggar.
Meskipun dalam keadaan demikian, paling tidak ada 7 hak yang
harus tetap dihormati karena merupakan intisari dari Konvensi ini,
yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, integritas fisik, status seba-
gai subyek hukum, kepribadian, perlakuan tanpa diskriminasi dan
hak atas keamanan. Ketentuan ini terdapat juga dalam Kovenan
PBB mengenai Hak Sipil dan Politik pasal 4 dan Konvensi HAM
Amerika pasal 27°

Selain itu terdapat pula hak-hak yang tak boleh dikurangi (non derogable
rights) baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan sengketa bersen-
jata. Hak-hak yang tak dapat dikurangi tersebut meliputi hak hidup, prinsip
(perlakuan) non diskriminasi, larangan penyiksaan (torture), larangan berlaku
surutnya hukum pidana yang ditetapkan dalam pasal 15 Kovenan Politik,
hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan keten-
tuan perjanjian (kontrak), perbudakan (slavery), perhambaan Gervitude),
larangan penyimpangan berkaitan dengan penawanan, pengakuan seseo-
rang sebagai subyek hukum, kebebasan berpendapat, keyakinan dan
agama, larangan penyanderaan, larahgan penjatuhan hukum tanpa putusan
yang diumukan lebih dahulu oleh pengadilan yang lazim, iarangaq men-
jatuhkan hukuman mati dan melaksanakan eksekusi dalam keadagn yang
ditetapkan dalam pasal 3 “(_T‘) (d) yang bersamaan pada K_e_empat‘ anvensi
Jenewa.! e i

'Ibid., him. 93. ‘ , 7

“Lihat antara lain Andrey Sudjatmoko, “Perlindungan Hak Asasi manusta dalam Hukum Hak Asasi
Manusia dan Hukum Humaniter Internasional” dalam Hukum Humaniter, Kumpulan Tulisan, Pusat
studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum - Universitas Trisakti, 1999, him. 103.
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Dalam hukum humaniter internasional pengaturan mengenai
hak-hak yang tak dapat dikurangi ini antara lain tercantum dalam
ketentuan Pasal 3 ketentuan yang bersamaan pada keempat
Konvensi Jenewa 1949. Pasal ini penting karena membebankan
kewajiban kepada “Pihak Peserta Agung” untuk tetap menjamin
perlindungan kepada orang perorangan dengan mengesamp-
ingkan status “belligerent” menurut hukum atau sifat dari sen-
gketa bersenjata yang terjadi itu.®

Kesadaran akan adanya hubungan antara hak asasi manusia
dengan hukum humaniter baru disadari pada akhir tahun
1960an. Kesadaran ini semakin meningkat dengan terjadinya
berbagai sengketa bersenjata seperti dalam perang kemerdekaan
di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menim-
bulkan masalah baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi
hak asasi manusia. Konferensi Internasional mengenai HAM yang
diselenggarakan oleh PBB di Teheran tahun 1968 secara resmi
menjalin hubungan antara HAM dan HHI. Dalam Resolusi XXl
tanggal 12 Mei 1968 mengenai “penghormatan HAM pada
waktu pertikaian bersenjata”, meminta agar konvensi-konvensi
tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna
dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi
ini mendorong PBB untuk menangani pula Hukum Humaniter
Internasional.

Dalam kepustakaan ada tiga aliran berkaitan dengan hubun-
gan hukum humaniter internasional yaitu:®

a. Aliran integrasionis, berpendapat bahwa sistem hukum
yang satu berasal dari yang lain. Dalam kaitan, maka terda-
pat dua kemungkinan yaitu:
1)Hak Asasi Manusia menjadi dasar bagi Hukum

Humaniter Internasional, dalam arti bahwa hukum
humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia.

“Lihat Andrey Sudjatmoko, ibid., him. 103.
“Ibid, him.92.
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Pendapat ini antara lain dianut oleh Robertson yang
menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak
dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan berlaku di
segala tempat. Jadi, hak asasi manusia merupakan genus
dan hukum humaniter merupakan speciesnya, karena
hanya berlaku untuk golongan tertentu saja dan dalam
keadaan tertentu pula.

2) Hukum Humaniter Internasional marupakan dasar dari
Hak Asasi manusia, dalam arti bahwa hak asasi manusia
merupakan bagian dari hukum humaniter. Pendapat ini
didasarkan pada alasan bahwa hukum humaniter lahir
lebih dahulu daripada hak asasi manusia. Jadi, secara kro-
nologis, hak asasi manusia dikembangkan setelah hukum
humaniter internasional.

b. Aliran separatis, yang melihat Hak Asasi Manusia dan
Hukum Humaniter Internasional sebagai sisten hukum
yang sama sekali tidak berkaitan karena keduanya berbeda.
Perbedaan kedua sistem tersebut terletak pada :

a. Obyeknya, hukum humaniter internasional mengatur
sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan
(entity) lainnya; sebaliknya, hak asasi mariusia mengatur
hubungan antara pemerintah dengan warganegaranya
di dalam negara tersebut.

b. Sifatnya, Hukum humaniter internasional bersifat:
mandatory - a political serta peremptory; sebaliknya, hak
asasi manusia bersifat: declaratory - political.

¢. Saat berlakunya, hukum_humaniter internasional berlaku
pada saat perang atau masa sengketa_ bersenjata,
sedangkan hak asasi manusia berlaku pada saat Fiamai.

Salah seorang penganut teori ini adalah Marion Mushkat.
Menurut Mushkat secara umum dapat dikatakan bahwa hukum
humaniter itu berhubungan dengan akibat dari sengketa bersen-
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jata antar negara, sedangkan hak asasi manusia berkaitan dengan
pertentangan antara pemerintah dengan individu di dalam negara
bersangkutan. Hukum humaniter mulai berlaku pada saat hak
asasi manusia sudah tidak berlaku lagi; hukum humaniter melin-
dungi mereka yang tidak mampu terus berperang atau mereka
yang sama sekali tidak turut bertempur, yaitu penduduk sipil. Hak
asasi manusia tidak ada dalam sengketa bersenjata karena
fungsinya diambil oleh oleh hukum humaniter tetapi terbatas
pada golongan tertentu saja. Sejalan dengan hal ini Mushkat tidak
setuju dengan penggunaan istilah Human Rights in Armed
Conflict. Mengenai hal ini ia menyatakan sebagai berikut:

“The phrase *human rights’ in armed confiict is an example of inept
wording. It was produced for political reason without any consideration
for the international ramification of the peace. Its disregard the obvious
fact that wars negate human rights, that the latter actually do not exist
in times of armed conflicts, and that their function is taken over by the
humanitarian law but only in regard to certain individuals and certain
conditions".?

c. Aliran komplementaris, yang melihat Hukum Hak Asasi
Manusia dan Hukum Humaniter Internasional melalui proses
yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi.
Salah  seorang dari penganut teori ini adalah
Cologeropoulus. la menentang pendapat aliran separatis
yang dianggapnya menentang kenyataan bahwa kedua sis-
tem tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni perlindungan
pribadi orang. Hak asasi manusia melindungi pribadi orang
pada masa damai, sedangkan hukum humaniter mem-
berikan perlindungan pada masa perang atau sengketa
bersenjata. Aliran ini mengakui adanya perbedaan seperti
yang dikemukakan oleh aliran separatis, dan menambahkan
beberapa perbedaan lain yaitu :

'Pendapat Marion Mushkat seperti dikutip dalam Haryomataram, Bunga Rampai, ibid., him. 6.

Bab 13 Hubungan Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (HAM) 339



a. Dalam pelaksanaan dan penegakan :
Hukum humaniter menggantungkan diri pada atau mener-
apkan sistem negara pelindung (Protecting Power).
Sebaliknya, hukum hak asasi manusia sudah mempunyai
aparat - mekanisme yang tetap, tetapi ini hanya berlaku di
negara-negara Eropa saja, yaitu diatur dalam Konvensi
Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

b. Dalam hal sifat pencegahan :
Hukum humaniter internasional dalam kaitannya dengan
pencegahan menggunakan pendekatan preventif dan korek-
tif, sedangkan hukum hak asasi manusia secara fundamental
menggunakan pendekatan korektif, yang diharapkan akan
mempunyai efek preventif.

Adanya hubungan antara kedua bidang hukum tersebut, juga
dapat dilihat dari berbagai kesamaan di antara keduanya. Adapun
persamaan dari kedua bidang hukum tersebut adalah sebagai
berikut:®

1.Sebagaimana ketentuan-ketentuan instrumen-instrumen HAM, Konvensi-
konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokolnya membebankan kewa-
jiban kepada negara peserta dan menjamin hak-hak individual dari orang-
orang yang dilindungi.

2.HHI menentukan kelompok-kelompok orang yang dilindungi seperti
orang-orang yang cedera dan tawanan perang, sedangkan HAM berlaku
bagi semua orang tanpa memberikan status khusus. Akan tetapi, dalam
perkembangan terakhir HHI mengikuti pendekatan yang sama dengan sis-
tem HAM, dengan memperluas perlindungan HHI bagi sé__mua‘ ofang sipil.

3.Di satu sisi landasan pengaturan HAM adalah hak-hak yang berkaitan den-
gan manusia, yaitu: kehidupan, kebebasan, keamanan, status sebagai sub-
yek hukum, dsb. Atas dasar tersebut dibuatlah peraturan-peraturan untuk
menjamin perkembangan manusia dalam segala segi. Di sisi lain HHI

tLihat ibid., him. 94-96.
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dimaksudkan untuk membatasi kekerasan dan dengan tujuan ini, HHI
memuat peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak manusia yang
sama, karena hak-hak tersebut dianggap merupakan hak-hak minimal.

Intisari dari hak-hak asasi manusia (hard-core rights), atau
dapat juga disebut sebagai hak-hak yang paling dasar, yang akan
dijelaskan pada bagian berikut menjamin perlindungan minimal
yang mutlak dihormati terhadap siapa pun baik di masa damai
maupun di waktu perang. Hak-hak ini merupakan bagian dari
kedua sistem hukum tersebut. Hak-hak yang paling dasar tersebut
adalah:®

- Hak untuk hidup

Hak untuk hidup ini dijamin oleh instrumen-instrumen HAM
dan HHI. Instrumen HHI memberikan perlindungan kepada
kehidupan manusia. Konvensi-konvensi Jenewa menetapkan
kewajiban mengumpulkan dan merawat orang yang sakit dan
cedera, mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang,
interniran sipil dan masyarakat sipil di bawah pendudukan musuh,
larangan pelaksanaan hukuman mati sebelum enam bulan sejak
adanya putusan pengadilan, larangan hukuman mati terhadap
orang di bawah umur 18 tahun, wanita hamil atau ibu yang mem-
punyai anak yang masih kecil (Konvensi Jenewa IV, pasal 68 dan
75). Demikian pula dilarang untuk membunuh korban perang
yang jatuh ke tangan musuh, larangan menggunakan senjata
yang dapat mengakibatkan penderitaan berlebihan atau yang
tidak perlu. Khusus berkaitan dengan perlindungan masyarakat
sipil, Protokol Tambahan | mengharuskan keseimbangan antara
kepentingan militer dan kepentingan kemanusiaan (principle of
proportionality). Protokol Tambahan | juga melindungi kehidupan
dengan larangan tindakan starvasi terhadap penduduk sipil seba-

“Ibid., him. 97
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gai cara berperang, serta larangan merusak sarana yang dibu-
tuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Untuk menjamin kesela-
matan penduduk sipil, juga dapat ditetapkan lokasi bebas yang
tidak boleh dijadikan sasaran militer.

- Larangan penyiksaan dan perlakuan
yang tidak manusiawi

- Larangan penyiksaan ini ditentukan dalam pasal 7 Kovenan
tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966. Dalam HHI, seba-
gian besar dari ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa merupakan

- fincian mengenai cara memperlakukan korban perang, seperti

perlakuan secara- manusiawi, larangan penyiksaan, larangan
merendahkan martabat atau segenap perbuatan yang bersifat
menghina dan segala jenis tindakan penyiksaan.

Suatu Konvensi yang khusus mengatur mengenai larangan
penyiksaan telah dihasitkan pada tahun 1984, yaitu Convention
against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment
or Punishrrient Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan
Undang-Undang No. 5 tahun 1998.

- Larangan perbudakan

Larangan perbudakan terdapat dalam pasal 8 Kovenan men-
genai Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam HHI larangan, perbudakan
ini dltetapkan pada Protokol Tambahan i 1977 Pasal 4 (2) (7).
Selain itu ketentuan Konvensi Jenewa tentang perlakuan tawanan

perang serta perlakuan terhadap orang sipil di wilayah pen-
dudukan musuh juga melarang segala bentuk perbudakan

- Jaminan peradllan

Dalam HAM, jaminan peradilan diakui sebagai hak-hak yang

- sangat penting, agar HAM iainnya dapat diterapkan secara efek-

tif. Dalam HHI jaminan peradilan sudah dimasukkan dalam
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Konvensi-konvensi Jenewa sejak penyusunannya, guna menghin-
dari penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati di luar proses
pengadilan maupun perlakuan yang tidak manusiawi.

Selain dari persamaain-persamaan tersebut di atas, kedua
bidang hukum ini juga memiliki perbedaan-perbedaan. Adapun
perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. HHI yang pada mulanya dikenal sebagai hukum perang
dianggap sebagai hukum yang tertua dalam sistem hukum
publik internasional, dan peraturan-peraturannya mem-
berikan warna pada hubungan internasional yang pertama-
tama dijalin. Sebaliknya HAM merupakan bagian dari
hukum publik internasional yang masih muda.

b. HAM dibuat untuk berlaku pada masa damai. Sebaliknya,
HHI dibentuk untuk berlaku khusus pada waktu sengketa
bersenjata.

‘c. Ketentuan-ketentuan HAM dimaksudkan untuk menjamin
penghormatan hak dan kebebasan setiap orang agar terlin-
dung dari penyalahgunaan kekuasaan dari instansi pemerin-
tah sehingga mereka dapat mengembangkan dirinya
sepenuhnya dalam masyarakat. Sedanakan HHI sebagai sis-
tem hukum darurat bertujuan memberikan perfindungan
dari ancaman dan bahaya yang timbul sebagai akibat dari
sengketa bersenjata atau pada keadaan kekerasan lainnya
yang disebabkan oleh manusia. _

d. Sejalan dengan penjelasan di atas, HAM dijamin dalam dua
sistem hukum dengan lingkup penerapan yang berbeda
yaitu di tingkat universal dan regional. Sebaliknya, ketentu-
an-ketentuan HHI termuat dalam perjanjian-perjanjian yang
berlaku di tingkat internasional tanpa ada instrumen-instru-
men hukum regional.

e. Pada tingkat internasional tujuan utama dari hukum HAM
adalah menghukum semua jenis pelanggaran. Sebaliknya,
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HHI lebih diarahkan kepada perlindungan dan kesetia-
- kawanan terhadap para korban.

f. Dalam HHI, sekalipun mendapat manfaat dari perlindungan
hukum, individu tidak diberikan hak perorangan bahkan
tidak dimungkinkan untuk secara langsung mengajukan
klaim atas pelanggaran yang terjadi. Sebaliknya, HAM
memberikan hak dan jaminan langsung kepada setiap orang
untuk dapat mengajukan tuntutan di pengadilan apabila ter-
jadi pelanggaran.

g. Mekanisme pelaksanaan HHI melibatkan negara peserta,
Negara Pelindung dan ICRC. Sebaliknya, mekanisme pelak-
sanaan HAM melibatkan lembaga-lembaga nasional, seper-

ti badan promosi dan penyelidikan, serta instansi
pengadilan dari setiap negara maupun individu itu sendiri.

h. Hak yang diberikan oleh HHI bersifat inalienable, artinya
tidak dapat ditolak oleh orang yang ditujukan sebagai

penerima. Sedangkan dalam HAM setiap orang boleh
menggunakan hak dan jaminan yang diberikan kepadanya
sesuai dengan pendapat dan kepentingannya sendiri.

i. Dalam HAM individu menjadi subyek hukum yang bersifat

aktif, sedangkan dalam HHI individu lebih dianggap sebagai
obyek perlindungan hukum.
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